LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

TAHUN 2020

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk
dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banjar Tahun 2020 sesuai dengan jadwal

yang ditentukan.

LKjIP Kabupaten Banjar ini adalah merupakan dokumen laporan yang
menggambarkan capaian yang diperoleh dalam menjalankan program kegiatan
pokok sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan telah ditetapkan
melalui dokumen RPJMD 2016-2021 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor
5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

Sebagai salah satu Kabupaten di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar
telah menjalankan serangkaian program dengan harapan dapat berperan dalam
meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan pada

tingkat regional dan nasional secara keseluruhan.

LKjIP Kabupaten Banjar Tahun 2020 ini merupakan laporan tahun kelima
dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021. Terdapat berbagai kemajuan yang telah dicapai sebagai hasil dari
proses pembangunan yang telah dilaksanakan, namun juga tidak seluruh harapan
yang diinginkan melalui target pembangunan daerah dapat dicapai.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan
atau acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banjar agar
lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini akan menjadi masukan penilaian kinerja
pembangunan Kabupaten Banjar bagi Pemerintah di tingkat Provinsi dan

Pemerintah Pusat.
Martapura, Maret 2021

Bupati Banjar,

H. SAIDI MANSYUR, S.I.LKom

BANJAR

KATA PENGANTAR ¢
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,
transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja
pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan
publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu
mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat,
termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan

kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah. Teknis
penyusunan pelaporan kinerja diatur lebih lanjut melalui Permenpan Nomor 53
Tahun 2014.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Pemerintah
Kabupaten menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja
disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan LK]jIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi
setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan
dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini
dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator tujuan yang
juga merupakan indikator kinerja utama Kabupaten, dalam tataran pelaksanaannya

indikator tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing SKPD sesuai

dengan urusan, tugas dan fungsi yang diemban.
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LKjIP Pemerintah Kabupaten Banjar merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama
kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan
LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit
organisasi. Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan
stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar. Identifikasi
keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber
untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan
datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk

meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Laporan LKjIP tahun 2020 yang disusun saat ini merupakan laporan
pelaksanaan tahun ke LIMA dari periode RPIJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-
2021, nantinya akan digambarkan sejauh mana pencapaian indikator-indikator dari

sasaran srategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar.

Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP)
Kabupaten Banjar, dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja Kabupaten Banjar dalam mencapai tujuan dan

sasaran.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten

Banjar adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2.  Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten

Banjar untuk meningkatkan kinerja

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1820)

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme;

3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4.  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banjar Tahun 2016-2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);

1.4. Aspek Strategis Kabupaten Banjar, Permasalahan Utama yang dihadapi dan

Prioritas Daerah Kabupaten Banjar

1.4.1. Kondisi Geografis Daerah

1.4.1.1. Letak Wilayah
Secara astronomi, Kabupaten Banjar terletak antara 2° 49’ 55” - 3° 43’
38" pada garis Lintang Selatan dan 114° 30’20” hingga 115° 35'37” pada Bujur
Timur. Secara geografis, Kabupaten Banjar berada pada posisi yang strategis,

yaitu berada di perlintasan antara Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Secara administratif, Kabupaten Banjar berbatasan dengan :

a. Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah
Utara,

b. Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu di sebelah Timur,
Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di sebelah Selatan, dan;

d. Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di sebelah Barat.
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1.4.1.2. Luas Wilayah

Kabupaten Banjar memiliki luas sebesar 4.668,50 Km2 yang
merupakan daerah dengan wilayah terluas ketiga setelah Kabupaten
Kotabaru dan Tanah Bumbu. Kabupaten Banjar terdiri dari 20 kecamatan
serta 13 kelurahan dan 277 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan
Aranio yaitu 1.166,35 Km? (24,98 %) dan yang memiliki luas wilayah paling
kecil adalah Kecamatan Martapura Timur, yaitu 29,99 Km? (0,64 %). Lebih
rinci luas kecamatan di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut Kecamatan

No Kecamatan Luas Wilayah Persentase
(Km2)
1. Aluh-Aluh 82,48 1,77
2. Beruntung Baru 61,42 1,32
3. Gambut 129,30 2,77
4. Kertak Hanyar 45,83 0,98
5. Tatah Makmur 35,47 0,76
6. Sungai Tabuk 147,30 3,16
7. Martapura 42,03 0,90
8. Martapura Timur 29,99 0,64
9. Martapura Barat 149,38 3,20
10. | Astambul 216,50 4,64
11. Karang Intan 215,35 4,61
12. Aranio 1.166,35 24,98
13. Sungai Pinang 458,65 9,82
14. Paramasan 560,85 12,01
15. Pengaron 433,25 9,28
16. Sambung Makmur 134,65 2,88
17. Mataraman 148,40 3,18
18. Simpang Empat 141,10 3,02
19. | Telaga Bauntung 158,00 3,38
20. Cintapuri Darussalam 312,20 6,69
Jumlah 4.668,50 100,00

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka 2020

1.4.1.3. Topografi
Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62%) yaitu
meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sementara 14,93%
bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir. Sisanya 5,39%
bertekstur kasar yaitu pasir berlempung, pasir berdebu. Kedalaman tanah
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yang efektif bagi akar untuk leluasa mengambil air bagi tumbuhnya tanaman,
di wilayah ini pada umumnya (66,45%) lebih dari 90 cm, sementara
kedalaman 60-90 cm meliputi 18,72%, dan 30-60 hanya 14,83%.

Menurut peta tanah eksplorasi tahun 1981 skala 1:1.000.000 dari
Lembaga Penelitian Bogor di wilayah dijumpai tanah; Tanah organosol,
gleihumus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran yang
meliputi 28,57% dari luas wilayah. Tanah Aluvial dengan bahan induk lahan
aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72%. Tanah komplek podsolik merah
kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran
meliputi 14,29%. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi
intrusi meliputi 24,84%. Tanah komplek podsolik merah kuning, latosol

dengan batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57%.

Seperti halnya daerah lain yang termasuk dalam wilayah Indonesia,
maka di Kabupaten Banjar juga hanya mengenal dua musim, yaitu musim
kemarau dan penghujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang
bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin
berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga
mengakibatkan musim kemarau di Indonesia. Sebaliknya pada bulan
Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air
yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik setelah melewati beberapa
lautan, dan pada bulan bulan tersebut biasanya terjadi musim hujan. Keadaan
seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan

pada bulan April-Mei dan Oktober - November.

Berdasarkan data analisis curah hujan bulan Desember 2020 yang
diterima dari stasiun/ pos kerjasama di Provinsi Kalimantan Selatan, maka
analisis curah hujan di Kabupaten Banjar sebagai berikut, kriteria 201 — 300
mm pada wilayah (Beruntung Baru/ Kmpg Baru, kriteria 301 - 400 mm pada
wilayah Danau Salak/ Umbul, Mataraman, Danau Salak/ Atayo, Pengaron,
SMPK Sei Tabuk/ Gd. Hirang, Kertak Hanyar/ Manarap Baru, Tatah Makmur/
Pandan Sari, Danau Salak/C.Kantor, Danau Salak/ Lawa Baru, Danau Salak/
Gn. Sari, kriteria 401 — 500 mm pada wilayah Danau Salak/ Atanik, Simpang
Empat/ Batu Balian, Gambut/ Kayu Bawang, Danau Salak/ Tanjung Baru, dan
kriteria > 500 mm pada wilayah Martapura Kota, Danau Salak/ Lawa, Sungai

Pinang/ Rantau Nangka, Sambung Makmur/ Madurejo, Astambul/ Kelampaian
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Tengah), Kab. Barito Kuala (Alalak/ Panca Karya, Cerbon/ Sawahan,
Tabunganen/ Sei Jingah Besar, Mekarsari/ Tamban Raya Baru.

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Banjar tahun 2020 sebesar 26.2
°C, suhu udara minimum rata-rata sebesar 23.7 °C dan suhu udara maksimum
rata-rata sebesar 30.5-32.6 °C. Jika dilihat dari geografisnya Kalimantan
Selatan merupakan wilayah daerah tropis, sehingga Kabupaten Banjar
sebagai salah satu Kabupatennya, memiliki kelembaban udara relatif tinggi
dengan rata-rata kelembaban udara 71,3% dan kelembaban udara tertinggi
sebesar 96,8%. Hujan ekstrem di Kabupaten Banjar terjadi di wilayah Danau
Salak/ Lawa Danau Salak/ Umbul Danau Salak/ Atanik Mataraman pada
tahun 2020.

Kondisi Demografis

Penduduk di Kabupaten Banjar Pada tahun 2020, sebanyak 539.673
jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 273.932 jiwa, sedangkan perempuan
265.741 jiwa.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2020,
Menurut Jenis Kelamin

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. | Aluh-Aluh 14.584 14.004 28.588
2. | Beruntung Baru 7.059 6.887 13.946
3. | Gambut 18.343 18.700 37.043
4. | Kertak Hanyar 19.457 18.893 38.350
5. | Tatah Makmur 6.247 6.026 12.273
6. Sungai Tabuk 30.433 29.277 59.710
7. | Martapura 55.049 54.217 109.266
8. | Martapura Timur 17.658 15.238 32.896
9. | Martapura Barat 9.259 8.494 17.753
10. | Astambul 18.643 18,432 37.075
11. | Karang Intan 17.445 17.014 34.459
12. | Aranio 3.430 3.254 6.684
13. | Sungai Pinang 5.265 4.966 10.231
14. | Paramasan 2.376 2.136 4.512
15. | Pengaron 9.103 8.958 18.061
16. | Sambung Makmur 5.803 5.585 11.388
17. | Mataraman 13.346 13.201 26.547
18. | Simpang Empat 13.141 13.444 26.585
19. | Telaga Bauntung 1.686 1.641 3.327
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No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
20. | Cintapuri Darussalam 5.605 5.374 10.979
Jumlah 273.932 265.741 539.673

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 1. 3.  Penduduk Kabupaten Banjar Per Kecamatan Tahun 2015-
2020
TAHUN
KECAMATAN
2016 2017 2018 2019 2020

Aluh-Aluh 29.917 30.370 30.815 28.592 28.588
Beruntung Baru 14.375 14.559 14.742 14.813 13.946
Gambut 40.076 40.736 41.398 41.513 37.043
Kertak Hanyar 43.770 44.509 45.242 39.120 38.350
Tatah Makmur 12.248 12.442 12.638 12.380 12.273
Sungai Tabuk 62.208 63.041 63.863 59.710 59.710
Martapura 113.762 115.828 117.898 117.325 109.266
Martapura Timur 31.713 32.115 32.516 29.499 32.896
Martapura Barat 18.373 18.570 18.764 19.019 17.753
Astambul 35.940 36.334 36.720 35.313 37.075
Karang Intan 33.972 34.415 34.849 35.064 34.459
Aranio 9.241 9.410 9.578 9.305 6.684
Sungai Pinang 16.473 16.734 16.990 14.275 10.231
Paramasan 5.145 5.289 5.438 3.708 4.512
Pengaron 17.463 17.668 17.871 16.251 18.061
Sambung Makmur 12.819 13.068 13.315 11.388 11.388
Mataraman 25.700 25.994 26.282 25.715 26.547
Simpang Empat 36.424 37.000 26.819 22.987 26.585
Telaga Bauntung 3.443 3.91 3.538 3.261 3.327
Cintapuri
Darussalam - - 10.750 11.026 10.979
JUMLAH 563.062 571.573 580.026 550.264 539.673

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Banjar pada tahun 2020

mencapai 115 jiwa per km?, sedangkan di tingkat kecamatan, yang paling

tinggi ada di Kecamatan Martapura sebesar 2.600 jiwa per km?, disusul

Martapura Timur 1.097 jiwa per km? dan Kertak Hanyar yang mencapai 837

jiwa per km?. Tingginya tingkat area pusat ibukota dan menjadi bisnis roda
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perekonomian. Adapun wilayah kecamatan yang paling jarang penduduknya
adalah Kecamatan Aranio yang mencapai 6 jiwa per km?, Kecamatan
Paramasan 8 jiwa per km? dan Kecamatan Telaga Bauntung yang hanya 21

orang per km?.

Tabel 1. 4.  Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan
Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar,

Tahun 2020

Kepadatan

Kecamatan Luas (km?) Penduduk (Jiwa) Penduduk

(Jiwa/km?)
Aluh-Aluh 82,48 28.588 347
Beruntung Baru 61,42 13.946 227
Gambut 129,30 37.043 286
Kertak Hanyar 45,83 38.350 837
Tatah Makmur 35,47 12.273 346
Sungai Tabuk 147,3 59.710 405
Martapura 42,03 109.266 2.600
Martapura Timur 29,99 32.896 1.097
Martapura Barat 149,38 17.753 119
Astambul 216,50 37.075 171
Karang Intan 215,35 34.459 160
Aranio 1.166,35 6.684 6
Sungai Pinang 458,65 10.231 22
Paramasan 560,85 4512 8
Pengaron 433,25 18.061 42
Sambung Makmur 134,65 11.388 84
Mataraman 148,40 26.547 179
Simpang Empat 141,10 26.585 188
Telaga Bauntung 158,00 3.327 21
Cintapuri Darussalam 312,20 10.979 35
JUMLAH 4.668,50 539.673 115

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Salah satu penyebab belum meratanya penyebaran penduduk di
Kabupaten Banjar dilatarbelakangi oleh letak geografis yang cukup sulit
dibeberapa daerah, misalnya di Kecamatan Aranio, Kecamatan Telaga
Bauntung dan Kecamatan Paramasan, dengan medan yang cukup sulit,
transportasi yang sulit dan fasilitas yang kurang memadai menyebabkan
penduduk sulit berkembang dan sebagian memilih migrasi keluar untuk

mendapatkan penghidupan yang layak.
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1.4.2. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten
Banjar

1.4.2.1. Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kabupaten Banjar merupakan salah satu dari
pemerintah daerah yang melaksanakan kewenangan yang diserahkan oleh
pemerintah pusat. kewenangan Kabupaten Banjar sebagai daerah otonom
mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang
politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,
agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan
nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,
pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta

konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan tersebut terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 5 urusan pilihan dan 5 urusan

pemerintahan fungsi penunjang. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Urusan Wajib pelayanan dasar terdiri :

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

6. Sosial
b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari :
1. Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Pangan
Pertanahan
Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

© ©® N o O bk~ 0D
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10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Kebudayaan
16. Perpustakaan
17. Kearsipan
c. Urusan Pilihan terdiri dari :
1. Kelautan danPerikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Perdagangan
5. Perindustrian
d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari :
1. Administrasi Pemerintahan
Pengawasan
Perencanaan

Keuangan;

o > 0N

Kepegawaian

Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Banjar mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Banjar yang lebih
sejahtera. Visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten
Banjar Tahun 2005-2025 adalah Kabupaten Banjar yang berbudaya, religius,
mandiri dan berdaya saing tahun 2025. Sedangkan visi Bupati Banjar Tahun
2016-2021 adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang
Sejahtera dan Barokah.

Struktur Organisasi

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagai turunan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 berdampak pada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyusun
perangkat daerah baru sesuai hasil pemetaan urusan konkuren dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut

BAB 1 ¢
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan

penyesuaian dokumen

rencana pembangunan daerah sesuai dengan

kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Menyikapi hal tersebut Pemerintah daerah

telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar

Nomor 13 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Berdasarkan

Peraturan Daerah tersebut Perangkat Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari :

© ® N o a ks~ oDdPE

e
I

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Inspektorat Daerah

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan dan Pemukiman

Dinas Pertanahan

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perikanan

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Peternakan dan Perkebunan
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27. Satuan Polisi Pamong Praja

28. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

29. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

30. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

31. Badan Pendapatan Daerah

32. Kecamatan Sebanyak 20 Buah

33. Staf Ahli Sebanyak 3 Bidang

34. Tugas pembantuan yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Banjar yang menjadi Perangkat Daerah terdiri dari :
a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4.2.4. Kondisi Pemerintahan
Kabupaten Banjar merupakan satu dari tiga belas Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959, pada periode 2016-2021 ini Kabupaten Banjar dipimpin oleh
Bupati KH. Khalilurrahman didampingi Wakil bupati H. Saidi Mansyur.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi bupati tersebut, Pemerintah
Kabupaten Banjar didukung oleh aparatur pemerintah dengan jumlah 6.288
orang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.630 dan perempuan sebanyak 3.658
orang Pegawai tersebut tersebar di perangkat daerah, dapat dilihat

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi dan
Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
Dinas/Instansi Pemerintah - - Jumlah
Laki-Laki Perempuan

1. | Sekretariat Daerah 72 46 116

2. | Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar 18 17 35

3. | Dinas-Dinas Daerah 465 409 874

4. | Lembaga Teknis Daerah 355 433 788

5. | Pemerintah Kecamatan 219 43 262

6. | Pemerintah Kelurahan 48 58 106

7. | UPT Pendidikan/ Cabang Dinas 50 59 109
Pendidikan

UPT Dinas Kesehatan 203 596 799

9. | Puskesmas Desa/ Pembantu 0 16 16

10. | Pendidikan TK/SD/MI 916 1.494 2.410
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Dinas/Instansi Pemerintah - - Jumlah
Laki-L aki Perempuan
11. | SMP/SLTP/MTS 283 488 771
12. | Perbantuan Daerah 1 1 2
Jumlah 2.630 3.658 6.288

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar

Dari jumlah pegawai tersebut bila dilihat dari golongan kepangkatan,
maka dapat diketahui jumah terbanyak ada pada golongan Il disusul
golongan IV khususnya golongan IVa yang berasal dari fungsional tertentu,

sebagaimana berikut :

Tabel 1. 6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dan Jenis

Jabatan
Golongan Kepangkatan Struktural Fungsional | Fungsional Jumlah
Tertentu Umum

I/A (Juru Muda) - - 1 1
1/B (Juru Muda Tingkat | - - 8 8
1/C (Juru) - - 16 16
1/D (Juru Tingkat I) - 1 41 42
Golongan I/ Range | - 1 66 67
II/A (Pengatur Muda) - 4 39 43
11/B (Pengatur Muda Tingkat | - 156 79 235
11/C (Pengatur) - 182 118 300
11/D (Pengatur Tingkat I) - 150 159 309
Golongan I/ Range Il - 492 395 887
III/A (Penata Muda) 3 632 129 764
11I/B (Penata Muda Tingkat I) 34 943 189 1.166
1Il/C (Penata) 169 546 99 814
11I/D (Penata Tingkat I) 335 608 98 1.041
Golongan lll/ Range llI 541 2.729 515 3.785
IV/IA (Pembina) 195 862 14 1.071
IV /B (Pembina Tingkat I) 50 388 0 438
IV /C (Pembina Utama Muda) 27 12 0 39
IV /D (Pembina Utama Madya) 1 0 0 1
Golongan IV/ Range IV 273 1.262 14 1.549
Jumlah/ Total 814 4.484 990 6.288

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar

1.4.3. Rencana Strategis
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat
beberapa unsur yang dilakukan penilaian diantaranya adalah perencanaan.
Perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh instansi pemerintah
agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan

tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
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Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis,
instansi pemerintah akan lebih dapat menyelaraskan visi dan misnya dengan
potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerjanya.

Unsur perencanaan pada LKjIP Kabupaten Banjar mengacu pada
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun
2016-2021. RPJMD dokumen merupakan perencanaan strategis yang disusun
dan dirumuskan setiap lima tahun sekali yang menggambarkan visi, misi, tujuan,
sasaran, program daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu
lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana
pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat
diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan kemampuan

anggaran
1. Visi dan Misi Bupati Kabupaten Banjar

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 ditetapkan
Visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu “Terwujudnya Masyarakat

Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah” .

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan
efesiensi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki, ditetapkan Misi Kabupaten
Banjar, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin
dicapai. Adapun Misi Kabupaten Banjar untuk periode 2016-2021 yaitu adalah :

Misi 1 “Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan
beragama”. Misi ini merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan kondisi
masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama berbasis keilmuan
sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama, ketertiban di
lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi antar umat beragama
serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Misi 2 “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial’. Misi ini
tentang Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya
peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama,

meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan
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masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Misi 3 “Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya
dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara
berkelanjutan”. Misi ini tentang Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
indikasi adanya pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum,
sektor perikanan, mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai
peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai tambah,
daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industri hilir, agroindustri,
kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber

daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola lingkungan yang baik

Misi 4 “Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan
infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah”. Misi ini merupakan
upaya Pemerintah dalam Mewujudkan pemerataan pembangunan dan
kesejahteraan yang berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada
segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata,
seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah
dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Keberpihakan
kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan
pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap pelayanan sosial dan
sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai

aspek.

Misi 5 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan
Amanah”. Misi ini tentang bagaimana upaya pemerintah dalam Meningkatkan
penyelengaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel,
pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik, kondisi
keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik yang berorientasi pada

pelayanan prima secara terpadu.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis
daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah
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dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-

pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dari kelima misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran
strategis dimana setiap tujuan dan sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui
program  kegiatan  pembangunan pada setiap tahunnya.  Untuk
mengimplementasikan  keseluruhan  misi  tersebut diperlukan  strategi
pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan

eksternal yang ada. Tujuan dan sasaran strategis dari kelima misi tersebut adalah

sebagai berikut :
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TAHUN 2020

Indikator Tujuan / Sasaran

Target Capaian

MISI TUJUAN SASARAN b h
Pembangunan Daera 2020 Kondisi Akhir
Meningkatkan Meningkatnya nuansa Angka kriminalitas 9,40 8,44
pengamalan ajaran kehidupan beragama Pelestarian budaya keagamaan | Persentase budaya keagamaan 83,33% 83,33%
agama dan suasana masyarakat dalam ana dilestarikan
kehidupan beragama kehidupan sehari-hari yang
Pemberdayaan lembaga Persentase peningkatan dana 10,21% 11,13%
keagamaan zakat yang tersalurkan
Persentase pesantren yang 50% 60%
mendapatkan pembinaan
Pemeliharaan ketentraman dan Jumlah kasus ketentraman dan 605 592
ketertiban masyarakat ketertiban umum
Meningkatkan kualitas Meningkatnya kualitas indeks pembangunan manusia 68,84 69,35
sumber daya manusia sumber daya manusia (IPM)
berbasi
yang_ _er asis Meningkatnya akses dan Indeks Pendidikan 57,89 58,19
pendidikan, kesehatan, . .
- kualitas pendidikan
ketenagakerjaan dan
kesejahteraan sosial Meningkatnya budaya baca di Persentase pemustaka terhadap 4,70% 4,87%
kalangan pelajar dan jumlah penduduk
masyarakat
Meningkatnya pelestarian Persentase budaya dilestarikan 75,61% 75,61%
budaya
Meningkatnya derajat kesehatan | Indeks Kesehatan / Usia Harapan 66,80 66,94
masyarakat Hidup (UHH)
Mantapnya ketahanan pangan Indeks Ketahanan Pangan 51,00% 51,10%
daerah
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; ; Target Capaian
MISI TUJUAN SASARAN Indlkattc))r Tujuan / Sasa:]an
Pembangunan Daera 2020 Kondisi Akhir
Meningkatnya kesehatan Tingkat pertumbuhan penduduk 1,49 1,48
reproduksi
Meningkatnya partisipasi Indeks kebugaran 0,60 0,70
masyarakat berolahraga
Menurunnya tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka 2,83 2,73
pengangguran
Meningkatnya kesempatan/ Persentase peningkatan tenaga 0,02 0,03
lapangan kerja kerja yang ditempatkan
Membaiknya hubungan Persentase penurunan sengketa 7 8
industrial industrial
Meningkatnya derajat Persentase penduduk miskin 2,50 2,45
kesejahteraan sosial Meningkatnya kualitas dan Persentase penurunan PMKS 2,05 2,33
kuantitas pelayanan masalah
sosial
Meningkatnya pemberdayaan Indeks Pemberdayaan Gender 75,5 76,0
perempuan, perlindungan (IDG)
perempuan dan anak
Menurunnya risiko Indeks Risiko Bencana 161 158
bencana Meningkatnya kualitas Persentase peningkatan kapasitas 75,00% 80,00%
pencegahan dan kesiapsiagaan, | pemerintah, masyarakat, dan
penanganan dan pemulihan dunia usaha
bencana secara komperehensif  pgrsentase penanganan RR 25% 30%
(rehabilitasi dan rekontruksi)
Meningkatkan kualitas Meningkatnya Inklusifitas Laju pertumbuhan ekonomi 5,36 5,43
sumber daya manusia pertumbuhan ekonomi
yang berbasis daerah
pendidikan, kesehatan, Indeks Gini 033 0.32
ketenagakerjaan dan _ :
kesejahteraan sosial Laju inflasi 3,77 3,75
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BANJAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

TAHUN 2020

MISI

TUJUAN

SASARAN

Indikator Tujuan / Sasaran
Pembangunan Daerah

Target Capaian

2020 Kondisi Akhir

Meningkatnya kontribusi sektor
pertanian dan perikanan
terhadap pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan PDRB sektor
pertanian, peternakan dan jasa
pertanian

2,08 3,01

Meningkatnya kontribusi sektor
pertanian dan perikanan
terhadap pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan PDRB sektor
perikanan

5,30 5,70

Meningkatnya kontribusi sektor
koperasi dan UKM,
perdagangan, perindustrian dan
pariwisata terhadap
pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan omzet koperasi

Meningkatnya kontribusi sektor
koperasi dan UKM,
perdagangan, perindustrian dan
pariwisata terhadap
pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan omzet usaha mikro

5,20% 5,20%

Meningkatnya kontribusi sektor
koperasi dan UKM,
perdagangan, perindustrian dan
pariwisata terhadap
pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan PDRB sektor
perdagangan

7,50 7,60

Meningkatnya kontribusi sektor
koperasi dan UKM,
perdagangan, perindustrian dan
pariwisata terhadap
pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan PDRB sektor
perindustrian pengolahan

6,50 6,50
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BANJAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

TAHUN 2020

; ; Target Capaian
MISI TUJUAN SASARAN Indlkattc))r Tujuan / Sasa:]an
Pembangunan Daera 2020 Kondisi Akhir
Meningkatnya kontribusi sektor Pertumbuhan PDRB sektor 6,71 6,74
koperasi dan UKM, pariwisata
perdagangan, perindustrian dan
pariwisata terhadap
pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya nilai investasi Persentase pertumbuhan 1 1
investasi (PMDN dan PMA)
Meningkatnya kualitas Indeks kualitas lingkungan hidup 70,90 72,10
lingkungan hidup Meningkatnya pengelolaan indeks kualitas air (IKA) 41,00 43,00
lingkungan hidup dan sumber
daya alam indeks kualitas udara (IKU) 108,00 110,00
indeks tutupan lahan (ITP) 66,54 67,46
Mewujudkan pemerataan | Meningkatnya konektivitas Persentase konektivitas 76,33% 78,73%
dzmmlggieml;ingan antar wilayah Meningkatnya akses dan Persentase prasarana 63,46% 65,14%
.p 9 kualitas prasarana transportasi transportasi
infrastruktur untuk
mendukung daya saing Meningkatnya akses dan Persentase sarana transportasi 89,20% 92,33%
ekonomi daerah kualitas sarana transportasi
Meningkatnya Persentase pemukiman layak huni 75,19% 79,00%
kelayakhunian Meningkatnya ketersediaan Persentase rumah layak huni 97,86% 98,00%
rumah layak huni dan
lingkungan permukiman yang
nyaman
Meningkatnya ketersediaan Persentase lingkungan 53,05% 57,49%
rumah layak huni dan pemukiman yang nyaman
lingkungan permukiman yang
nyaman
Meningkatnya ketertiban ruang Persentase pemanfaatan tata 67,12% 75,18%
dan bangunan ruang dan bangunan sesuai
dengan rencana tata ruang
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BANJAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

TAHUN 2020

Indikator Tujuan / Sasaran

Target Capaian

MISI TUJUAN SASARAN
Pembangunan Daerah 2020 Kondisi Akhir

Mewujudkan tata kelola Meningkatnya kualitas tata Indeks Reformasi Birokrasi 75,00 77,00
pem_erlntahan yang baik, | kelola pemerintahan Meningkatnya sumber daya Indeks profesionalisme ASN 65,0 70,0
bersih dan amanah

aparatur daerah yang

profesional dan handal

Meningkatnya integritas Indeks kepatuhan 89,25 90,13

aparatur pemerintah daerah

Meningkatnya kualitas Nilai Sakip : 72,05 75,30

perencanaan pembangunan

daerah

Meningkatnya partisipasi politik Persentase partisipasi masyarakat 73%

masyarakat dalam pemilu

Meningkatnya kualitas Skor evaluasi perkembangan 431 446

pembangunan desa desa

Meningkatnya keterbukaan Indeks Sistem Pemerintahan 2,5 2,8

informasi publik Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Keterbukaan Informasi 90 100
Publik

Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 82,00 82,10

pelayanan publik (IKM)

Meningkatnya akuntabilitas Opini BPK (Nilai capaian kinerja WTP WTP

pemerintah daerah

pengelolaan keuangan)

Meningkatnya akuntabilitas
pemerintah daerah

Jumlah pendapatan asli daerah
(Rp.)

190.000.000.000

192.000.000.000

Meningkatnya akuntabilitas
pemerintah daerah

Nilai/Skor EKPPD

3,1900

3,2000

Sumber : Buku Perubahan RPIMD Kabupaten Banjar Tahun 2018
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BANJAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI

1.4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banjar
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator

Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

Negara

tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
untuk tingkat Pemerintah Daerah, Secara khusus IKU ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar. Adapun Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. 8. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar

No. Tujuan/Sasaran Indikator Satuan
1. | Meningkatnya nuansa kehidupan Angka Kriminalitas Skor
beragama masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari
2. | Meningkatnya kualitas sumber daya Indeks Pembangunan Indeks
manusia Manusia
Tingkat Pertumbuhan Persen
Penduduk
3. | Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat Pengangguran | Persen
Terbuka
4. | Meningkatnya derajat kesejahteraan Persentase Penduduk | Persen
sosial Miskin/Tingkat
Kemiskinan
5. | Menurunnya risiko bencana Indeks Risiko Bencana | Indeks
6. | Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan | Laju Pertumbuhan Persen
ekonomi daerah Ekonomi
Indeks Gini Indeks
Laju Inflasi Persen
7. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Indeks
Lingkungan Hidup
(IKLH)
8. | Meningkatnya konektivitas antar wilayah | Persentase konektivitas | Persen
9. | Meningkatnya kelayakhunian Persentase pemukiman | Persen
layak huni
10. | Meningkatnya kualitas tata kelola Indeks Reformasi Indeks
pemerintahan Birokrasi (IRB)

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019
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1.4.5. Masalah Utama yang dihadapi Kabupaten Banjar

Permasalahan Utama pembangunan di Kabupaten Banjar yang

teridentifikasi dalam setiap urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan, permasalahan yang dihadapi :

a.
b.

Masih rendahnya satuan PAUD yang belum terakreditasi

Kurang meratanya penyebaran tenaga pendidik PAUD. Penyebaran
guru yang tidak merata mengakibatkan kelebihan guru pada satu
kecamatan yang cukup banyak, tetapi juga diikuti kekurangan guru di
lembaga PAUD yang lainnya

Banyaknya jumlah satuan PAUD yang mengalami kerusakan dan tidak
sesuai dengan standar sarana dan prasarana.

Masih terdapat tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan
latar belakang pendidikannya. Ditinjau dari jumlah guru, Kabupaten
Banjar telah memenuhi ketersediaan guru, bahkan kelebihan jika
dilihat dari rasio guru dan siswa yang 1:12 dimana menurut PP No 74
rasio guru dan siswa 1:20 pada SD dan SMP; dan 1:15. Jumlah guru
yang besar ini tidak merata. Hal ini tampak pada kurangnya guru mata
pelajaran di tingkat SMP/MTs di daerah khusus.

Masih ada siswa yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP

Dilihat dari capaian SPM tahun 2016/2017, pada tingkat SD/MI
Standar pencapaian yang paling rendah adalah kurang tersedianya
satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap
orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya
dan memiliki Jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu >
37,5 jam. Pada tingkat SMP/MTs persentase yang berada di bawah
rata rata terkait dengan indikator adalah Jumlah SMP/MTs yang
memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan
kursi

Masih rendahnya capaian angka kelulusan setiap tahunnya pada
pendidikan kesetaraan paket A

Masih terdapat lembaga PKBM yang belum terakreditasi. Meskipun
saat ini seluruh PKBM telah memiliki NPSN (Nomor Pokok Satuan
Nasional), tetapi masih banyak lembaga yang belum terakreditasi.
Belum adanya regulasi yang mewajibkan santri untuk mengikuti

program kesetaraan

2. Urusan Kesehatan, permasalahan yang dihadapi :
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Masih ada kematian bayi, Tahun 2020 AKB per 1000 KH sebesar 10,7
Masih ada Rasio tenaga medis yang di bawah Standar Pelayanan
Minimal (SPM)

Cakupan penanganan neonatal komplikasi masih belum memenuhi
standar pelayanan minimal

Pemahaman masyarakat mengenai HIV AIDS masih kurang sehingga
masyarakat belum sadar akan pentingnya tes HIV terutama kelompok
berisiko

kurangnya kapasitas petugas dalam pencegahan dan penanganan
penyakit yang berhubungan dengan balita dan penyakit menular
lainnya

Kurangnya koordinasi antara Puskesmas induk dengan Puskesmas
Pembantu dan Bidan di Desa

Sumber daya kesehatan yang masih sangat minimal di daerah
pedesaan serta akses menuju faskes yang sulit dan berdemografi sulit,
sehingga masyarakat terkesan enggan mendaftarkan diri menjadi
peserta BPJS

Belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk melahirkan di Fasilitas
Kesehatan

Belum terpenuhinya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan
sarana prasarana di RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk
meningkatkan kualitas pelayanan

Masih kurang maksimalnya fungsi pengawasan (kontrol) Satuan
Pengawas Internal (SPI) dalam pelaksanaan tata kelola keuangan
BLUD

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, permasalahan yang

dihadapi :

a.

Peta digital/peta citra yang ada tidak up to date sehingga data sumber
pengambilan kebijakan tata ruang juga dkhawatirkan tidak terlalu tepat
dan harus survey ke lokasi masalah secara lebih intensif.

banyak masyarakat yang menutup saluran, baik untuk usaha maupun
tempat tinggal dengan konstruksi yang tidak memberikan ruang untuk
melaksanakan pemeliharaan saluran (penggalian sedimentasi)

Masih kurangnya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam

pembangunan yang bersifat konstruktif bahkan adanya segelintir

BAB 1 ¢

BANJAR

24



LAPORAN KINERJA INSTANSI
‘ ABUPATEN BANJAR

masyarakat yang memiliki kecenderungan kurang kooperatif dalam
pelaksanaan pekerjaan;

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Permasalahan

yang dihadapi :

a.

f.

Keterbatasan pembiayaan yang bersumber pada pendanaan APBD
membuat beberapa kegiatan hanya memprioritaskan kegiatan yang
sangat strategis untuk mendukung visi misi Kepala Daerah. Oleh
karena itu beberapa kegiatan lebih memprioritaskan pengawasan dan
pendataan untuk kebutuhan data primer di tahun 2019.

Kurangnya ketersediaan kebijakan dibidang perumahan

Masih banyak cakupan rumah layak huni yang harus ditangani
Banyaknya perumahan yang terbangun sehingga mengharuskan
adanya fasilitasi tentang perizinan perumahan

Luasnya kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Banjar sehingga
memerlukan penanganan yang khusus

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kawasan kumuh

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat, permasalahan yang dihadapi :

a.

Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur di lapangan dan
aparatur yang sifatnya teknis untuk proses penyelesaian perkara
kasus pelanggaran seperti PPNS dan perangkat pendukung masih
sangat minim atau sedikit dibandingkan jumlah perkara yang harus
diselesaikan sehingga mengakibatkan tidak semua perda yang
menjadi target penindakan bisa dijalankan .

Cakupan luas wilayah kerja yang luas dan cakupan demografi yang
besar belum sepadan dengan jumlah personil

Masih adanya pelanggaran perda kearifan lokal (Perda Ramadhan dan
Jum'at khusu)

Masih minimnya sarana dan prasana dan juga jumlah personil yang
dimiliki oleh UPT

Damkar dibanding luas WMK yang dimiliki;

Masih rendahnya mitigasi bencana

terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah maupun
peraturan kepala daerah

yang secara prosedural harus dilakukan terlebih dulu sebelum

dilimpahkan ke Satpol PP
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Minimnya pemahaman Perda oleh Anggota Satpol PP

Belum meratanya langkah sosialisasi Perda yang dilakukan di tingkat
masyarakat luas

Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dan penegak hukum
lainnya

dan fungsi serta peran anggota linmas desa

Masih kurangnya peralatan evakuasi penanggulangan bencana;
Dalam penanganan kebencanaan, posisi BPBD seharusnya sebagai
koordinator, namun hal tersebut belum dapat terlaksananya, sehingga
kurang terjalinnya kerjasama dengan lintas sektoral baik di lingkup

SOPD maupun pihak terkait lainnya

Urusan Sosial, permasalahan yang dihadapi :

a.

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di
Kabupaten Banjar masih cukup banyak.

Belum seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
dapat mengakses jaminan sosial dan pemberdayaan sosial

PSKS dan pekerja sosial masih terbatas kuantitas maupun kualitasnya
PSKS dan pekerja sosial masih terbatas kuantitas maupun kualitasnya
Belum tersedianya tempat pelayanan sosial yang representatif
(shelter) bagi penampungan sementara untuk penanganan masalah
PMKS

Masih rendahnya orang dengan kecacatan (ODK) yeng memperoleh
pelayanan sosial dan bantuan terutama jaminan sosial bagi Odk yang
selama ini hanya mengandalkan bantuan dari dana APBN melalui
Dinas Sosial Provinsi

Belum tersedianya data yang valid tentang warga Komunitas Adat
Terpencil (KAT), karena belum adanya pemetaan sosial

Lokasi dan populasi Penyandang Masalah Kesejatheraan Sosial
(PMKS) tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Banjar sehingga sulit

untuk ditangani.

Urusan Tenaga Kerja, permasalahan yang dihadapi :

a.

kualitas tenaga kerja di Kabupaten Banjar masih rendah, hal ini akan
mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Dibuktikan
tingginya yang berpendidikan maksimal Sekolah Dasar dan pekerja

yang tidak dibayar semakin meningkat
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Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak,

permasalahan yang dihadapi :

a.

Keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif di Kabupaten Banjar
masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Peraturan Perundang-
undangan, yaitu keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%
Kasus kekerasan terhadap anak perempuan/laki-laki dan perempuan
dewasa yang melapor relatif tinggi

Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah

Belum optimalnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat untuk
mewujudkan Kabupaten Layak Anak

Dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, masih ada
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, yaitu tingkat partisipasi

angkatan kerja perempuan lebih rendah dari laki-laki.

Urusan Pangan, permasalahan yang dihadapi :

a.

Produksi dan kapasitas produksi pangan nasional semakin terbatas,
karena: (1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non
pertanian; (2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat
kerusakan lingkungan

Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan
peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku
industri, dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya
perkembangan pariwisata.

Adanya persaingan penggunaan bahan pangan untuk bio energi dan
pakan ternak.

Kerawanan pangan, karena adanya kemiskinan, terbatasnya
penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya
pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat didaerah
terpencil, dan sering terjadinya bencana alam.

Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan
pangan dan

kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala
sarana dan infrastruktur serta kemampuan SDM tenaga pendamping

dan penyuluh lapangan.
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11.

12.

g. Penyediaan hasil analisis, peta kerawanan pangan serta hasil kajian
ketahanan pangan yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia
secara periodik.

h. Hasil kajian akses pangan belum ditindaklanjuti dengan kegiatan
intervensi sehingga bila terjadi masalah yang berkaitan dengan akses
tersebut belum bisa dilakukan upaya pemecahannya secara optimal.

i. Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai instumen
isyarat dini (early warning system) pencegahan kerawanan pangan
belum seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

j- ldentifikasi ketahanan pangan ditingkat rumah tangga masih sebatas
uji coba belum dikembangkan diseluruh propinsi.

Urusan Pertanahan, permasalahan yang dihadapi :

a. Kurangnya sosialisasi tentang PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap) dalam kepemilikan hak sertifikat di Kabupaten Banjar.

b. Data yang diperlukan sering kali tidak tersedia di bidang dan tidak
update

c. Kewenangan terkait administrasi pertanahan merupakan kewenangan
badan pertanahan nasional, sehingga peran Dinas Pertanahan dalam
mengeloka adminstrasi pertanahan jadi sangat terbatas.

Urusan Lingkungan Hidup, permasalahan yang dihadapi :

a. Luasnya cakupan wilayah untuk pelayanan angkutan persampahan
dan terbatasnya sarana dan prasarana dalam melayani angkutan
sampah sehingga belum dapat semua desa di masing—masing
kecamatan terlayani dengan baik

b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada
tempat dan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada jam 6 sore s/d jam
6 pagi, sehingga masih ditemui sampah yang tidak terangkut diluar
waktu

c. Belum selesainya bangunan laboratorium Dinas Lingkungan Hidup
Kab Banjar, sehingga dalam pengujian laboratorium masih
menggunakan pihak ketiga.

d. Belum maksimalnya peranan stake holder atau instansi dalam
mengendalikan pencemaran air sungai, sehingga air sungai di Kab.
Banjar masih tercemar

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Permasalahan yang

dihadapi :
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Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga
masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan
sipil

Belum optimalnya pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan
sipil

Perlunya peningkatan kualitas implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (SAK).

Keterbatasan SDM yang mampu mengoperasionalkan perangkat
Tehnologi Informasi SAK.

Ruang pelayanan yang belum representatif;

Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan administrasi
kependudukan dan catatan sipil.

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang akta kematian masih
rendah

Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan arsip
dokumenpencatatan sipil

Masih adanya laporan bulanan Lahir, Mati, Pindah, Datang (LAMPID)
yang disampaikan atau dilaporkan tidak tepat waktu oleh koordinator
pengolah data kependudukan kecamatan ke Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)

Masih banyaknya data penduduk yang belum melakukan perpindahan
dari suatu tempat ke tempat lain atau tidak melakukan proses pindah
terlebih dahulu

Banyaknya perubahan regulasi yang mengacu kepada perkembangan
pelaksanaanadministrasi kependudukan, sehingga update informasi
dilakukan dengan cepat dan memerlukan kapasitas bandwidth
jaringan internet yang besar juga

Data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan dari
kemendagri Rl kadang terlambat direalease oleh Pusat ke
Kabupaten/kota, sehingga mengakibatkan lambatnya proses
pengolahan dan penyajian data kependudukan tersebut pada saat
diperlukan,

Pemeliharaan jaringan data oleh kemendagri (pusat) atau teknisi
Kabupaten (ADB) kerusakan ringan pada perangkat jaringan data
(Server), sehingga untuk pelayanan perekaman dan percetakan KTP-
el sangat terganggu
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Kurangnya koordinasi antara pihak terkait dalam pendataan dan
pencatatan perkawinan penduduk Non Islam. Sebagian besar
masyarakat hanya melakukan pernikahan yang tercatat secara
agama, tanpa melanjutkan pencatatan resmi di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Permasalahan yang

dihadapi :

a.

Masih Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki
aparat desa mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan penata
usahaan keuangan desa seperti Pelaporan Penyelenggara
Pemerintah Desa (LPPDes), mempergunakan teknologi akutansi
(aplikasi akutansi /SIKDES).

Masih banyaknya Buku-Buku Administrasi Keuangan Desa yang
belum diisi Aparat dan kurang tertibnya dalam masalah Administrasi
Keuangan Desa.

Kurangnya kesadaran kader PKK dalam tertib administrasi PKK
Lembaga Badan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air Minum
(BPSPAM) belum berperan maksimal di perdesaan, kesadaran
masyarakat

Belum optimalnya kualitas dan peran Badan Usaha Milik Desa

Belum optimalnya peran lembaga ekonomi desa. Masih belum tertib
administrasi dan tertib pembukuan untuk Usaha Ekonomi Masyarakat
(UEM) terutama usaha mikro

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih belum

optimal

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Permasalahan

yang dihadapi :

a.
b.

Masih tingginya angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banjar.
Rendahnya patrtisipasi laki-laki dalam ber KB, dimungkinkan karena
kurang mendapatkan informasi yang utuh tentang program KB
Persentase penggunaaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

masih rendah

Persentase Perkawinan muda di Kabupaten Banjar masih tergolong

tinggi
Urusan Perhubungan, Permasalahan yang dihadapi :
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Para juru mudi/sopir terkadang malas untuk melengkapi surat-surat
terkait ijin pengoperasian angkutan darat atau pun angkutan sungai
miliknya sehingga menyulitkan dalam hal pengawasan;

Prasarana transportasi yang ada masih belum lengkap;

Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menjaga fasilitas
keselamatan dan prasarana transportasi sehingga Rambu-rambu lalu
lintas terkadang hilang;

Belum dilakukan pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan
Bermotor yang ada sehingga masih ditemui kendaraan bermotor yang

tidak memenuhi persyaratan teknis

Urusan Komunikasi dan Informatika, Permasalahan yang dihadapi:

a.

Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak, dan
media luar ruang belum optimal

Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan
TIK/gagap teknologi; dan adanya kesenjangan dalam bidang
komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan
perdesaan, khususnya wilayah miskin/ blankspot teknologi informasi
komunikasi (TIK)

Belum optimalnya SKPD yang memanfaatkan fasilitas hosting dan
colocation di Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian sebagai
penyedia layanan hosting dan colocation

Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat belum optimal sesuai
tujuan dibentuknya KIM

Keterbatasan SDM dalam penyelenggaraaan urusan Komunikasi dan
Informatika kurang memadai

Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraaan urusan Komunikasi
dan Informatika kurang memadai

Belum optimalnya pengembangan teknologi dan informasi

Belum optimalnya transparansi melalui pelaksanaan layanan
pengadaan secara elektronik (LPSE)

Belum optimal cakupan pelayanan pembangunan melalui media

massa

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Permasalahan yang

dihadapi :

a.

Produk unggulan daerah yang terus berkembang belum optimal ter
himpun dan diinformasikan kepada para investor dan masyarakat,
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sehingga gambaran terbaru dan menyeluruh tentang perkembangan
produk unggulan daerah perlu terus dilakukan.

b. Kegiatan promosi yang terbatas menyebabkan kurang optimalnya
penyampaian informasi dan promosi potensi SDA, dan kretifitas
industri bagi Pengusaha UMKM.

18. Urusan Penanaman Modal, Permasalahan yang dihadapi :

a. persepsi dari beberapa dinasteknis bahwa ketika proses administrasi
pelayanan perijinan dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayaan Perizinana Terpadu Satu Pintu, maka seluruh kewenangan
terkait perijinan tersebut seperti pembinaan dan pengawasan juga
menjadi urusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu
Pintu, padahal kewenangan tersebut tetap melekat sebagai urusan
wajib/pilihan pada dinas teknis. Pelimpahan wewenang hanya terbatas
pada administrasi pelayanan perijinan. Kegiatan pembinaan dan
pengawasan seperti bagaimana objek dan subjek perijinan agar
mengurus perijinan, kemudian bagaimana mengawasi, menegur, dan
menindak objek perijinan yang menyalahi peruntukan atau ijin
kadaluarsa berada pada domain dinas teknis. Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu fokus pada upaya
peningkatan kualitas pelayanan administrasi perijinan. Jika perbedaan
persepsi ini dapat dihilangkan, maka realisasi target pendapatan
mempunyai potensi besar untuk ditingkatkan

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Permasalahan yang dihadapi :

a. Sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata
di seluruh Kecamatan Kabupaten Banjar

b. Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang
olahraga unggulan, dan kegiatan kepemudaan

20. Urusan Statistik, permasalahan yang dihadapi :

a. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik

b. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan
kebijakan  pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan
pembangunan

21. Urusan Kebudayaan, Permasalahan yang dihadapi :
a. Banyaknya kelompok seni dan budaya yang tersebar di setiap

kecamatan di Kabupaten Banjar yang perlu mendapatkan perhatian
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agar dapat terus aktif dan mampu melestarikan kebudayaan lokal yang
tidak sebanding dengan ketersediaan SDM Disbudpar

b. Makin berkurangnya minat generasi muda terhadap seni dan budaya
tradisional terutama yang bernuansa religi sehingga proses regenerasi
dalam rangka pelestarian budaya menjadi terhambat

Urusan Perpustakaan, Permasalahan yang dihadapi :

a. Masih kurangnya armada mobil perpustakaan keliling untuk
pendekatan pelayanan kepada masyarakat, mengingat luasnya
wilayah Kabupaten Banjar

b. Kurangnya personil perpustakaan yang dapat ditugaskan untuk
melakukan sosialisasi dan pembinaan perpustakaan ke seluruh
wilayah Kabupaten Banjar

Urusan Kearsipan, permasalahan yang dihadapi :

a. Belum Masih terbatasnya aplikasi teknologi dan sistem pengamanan
dan pemeliharaan arsipdaerah

b. Masih rendahnya apresiasi pemerintah dan masyarakat terhadap arsip
daerah

c. Sumber daya manusia yang terbatas secara kualitas dan kuantitas
mempengaruhi tingkat layanan kearsipan dan kualitas pengelolaan
arsip

d. Sarana dan prasarana kearsipan belum tersedia optimal untuk
pengelolaan dan pelayanan kearsipan bagi pihak yang membutuhkan

e. Pedoman pengelolaan arsip masih sangat terbatas dan umum,
sehingga perlu ada aturanyang pragmatis dan mudah dilakukan

f.  Masih banyak arsip yang belum terdata dan tertata dengan baik di
setiap SKPD, bahkan setiap tahun volume arsip selalu bertambah

g. Tidak tersedianya Pusat Penyimpanan Arsip (PPA) di setiap SKPD

h. Tidak adanya petugas khusus Kearsipan di setiap SKPD

Urusan Kelautan dan Perikanan, permasalahan yang dihadapi :

a. Terbatasnya Sumberdaya Manusia (belum adanya tenaga
PPNS/pengawas perikanan dan tenaga untuk melaksanakan survey
pendataan dibidang tangkap)

Urusan Pariwisata, permasalahan yang dihadapi :

a. Belum semua destinasi wisata yang potensial memiliki infrastruktur
yang memadai terutama jalan menuju ke lokasi wisata. Selain itu

destinasi wisata potensial yang berada di lokasi tahura (terutama di
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28.

29.

30.

Kecamatan Aranio) terkendala oleh ketentuan peruntukan lahan dan

tata ruang

b. Akses wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kalimantan
Selatan dan khususnya Kabupaten Banjar masih terkendala status
bandara Syamsudin Noor yang belum bertaraf internasional sehingga
belum ada penerbangan langsung dari luar negeri (perlu transit dari
bandara lain)

Urusan Pertanian, permasalahan yang dihadapi :

a. Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang dibentuk di provinsi
dankabupaten/kota belum memiliki keseragaman nomenklatur,
sehingga penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan belum
optimal.

b. Volume produksi yang masih minim yaitu hanya 6.500Kg/bulan sheet
asap sehingga petani tidak bisa memenuhi permintaan pasar, dan
masih tidak seragamya produk kualitas sheet sehingga petani tidak
punya posisi tawar lebih dalam hal harga jual.

c. Untuk pelaksanaan kegiatan tanam di lapangan banyak di pengaruhi
faktor alam sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan di lapangan

Urusan Perdagangan, permasalahan yang dihadapi :

a. Banyaknya PKL yang belum terdaftar secara formal baik menyangkut
lokasi usaha, jenis usaha dan sebagainya dan Penggunaan sarana
dan prasarana umum seperti bahu oleh PKL yang berpotensi
menggangu ketertiban umum

b. Kurangnya tenaga ahli dan fungsional penera sehingga pelayanan tera
ulang di pasar rakyat masih belum maksimal. Tenaga ahli penera yang
dimiliki Disperindag kabupaten Banjar hanya berjumlah 3 (Tiga) orang

Urusan Perindustrian, permasalahan yang dihadapi :

a. Melemahnya kondisi sektor industri pengolahan batu permata
batumulia serta sektor perdagangan di bidang batu permata batumulia
di Kabupaten Banjar dibandingkan tahun — tahun sebelumnya

Urusan Perindustrian, permasalahan yang dihadapi :

a. Permasalahan yang dihadapi adalah pengukuran untuk lahan usaha
sulit dilakukan karena patok batas tanah banyak yang hilang

Urusan Administrasi Pemerintahan, permasalahan yang dihadapi:

a. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai

dalam kelancaran pengambilan keputusan
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Sulitnya untuk mencapai kesepakatan batas desa antar Kecamatan,
batas desa antar desa dan batas desa antar Kabupaten/Kota

Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur
permohonan bantuan sosial dan hibah

Pembahasan Raperda yang tidak sesuai Jadwal, sehingga
output/keluaran Peraturan Daerah tidak sesuai target.

Pengajuan pelelangan/seleksi tidak sesuai RUP  sehingga
pelaksanaan tidak sesuai rencana pengadaan barang/jasa yang telah
ditetapkan dan pengajuan paket-paket lelang ke BLPi dokumen yang
disampaikan tidak lengkap oleh SKPD

Urusan Pengawasan, permasalahan yang dihadapi :

a.

Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi
pemerintah

Keterlambatan SKPD dalam menyampaikan dokumen-dokumen
bahan pemeriksaan

Kekurang pahaman sebagian pengurus barang di SKPD terhadap tata
kelola barang persediaan dan aset sehingga pengisian data belum
sesuai ketentuan

Keterlambatan SKPD atas konfirmasi temuan hasil pemeriksaan dan
atas tindak lanjut hasil pemeriksaan

Belum meratanya kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan
pemeriksaan

Masih terdapat ketidak tepatan waktu penyelesaian laporan hasil
pemeriksaan (LHP)

Surat pengaduan masyarakat atas penyalahgunaan keuangan/
wewenang/kinerja pemerintah tidak jelas pengirimnya (surat kaleng)
atau data yang disampaikan sangat kurang

Urusan Perencanaan, permasalahan yang dihadapi :

a.

Kemampuan SDM aparatur dan masyarakat dalam penyusunan
perencanaan masih terbatas

Kapasitas perencanaan belum optimal yang terkait dengan identifikasi
dan prioritas masalah, akar masalah, penentuan tujuan, penyusunan
rencana program, pelaksanaan program, evaluasi dan pengendalian
program. ldentifikasi masalah belum dilakukan secara komprehensif

dengan menggunakan berbagai Teknik dan indikator yang tepat
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Adanya regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan

berubah-ubah dan kadang terjadi keterlambatan dalam penetapannya
Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan

Hasil musrenbang banyak yang tidak bisa diakomodir karena bukan
merupakanprioritas pembangunan tahun berjalan dan keterbatasan
APBD.

Terbatasnya sumber daya manusia di kecamatan, khususnya yang
berkaitan dengan program dan kegiatan yang diusulkan kecamatan,
sering kecamatan salah dalan menempatkan nama program dan
kegiatan dalam usulan mereka

Keterlambatan SKPD dalam menyampaikan data yang diminta

Data yang diperlukan seringkali tidak tersedia di SKPD dan tidak
update

Masih ada ego sektoral dari berbagai SKPD dalam pelaksanaan
pembangunan. Hal ini

menghilangkan faktor sinergitas dan keterpaduan, sehingga masih
ada SKPD cenderung bekerja sendiri sendiri berdasarkan tugas dan
fungsinya

Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra sejajar yang sama
sama melakukan tugas sebagai penyelenggara pemerintah daerah,
karena itu keduanya harus saling mendukung dan bukan
lawan/pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Kondisi yang terjadi, program/kegiatan dan dana yang telah disepakati
oleh TAPD ada yang berubah atas Permintaan DPRD pada saat
pembahasan dengan DPRD. Akibatnya terjadi perubahan mendasar,
baik terkait dengan lokasi maupun substansi yang telah ditetapkan s
Pelaksanaan proses pembahasan dengan Banggar DPRD yang
berlarut - larut sehingga

proses penyusunan APBD mengalami keterlambatan, walaupun masih
dalam batas yang diperbolehkan dalam peraturan perundang —
undanganebelumnya oleh masing-masing SKPD

Urusan Keuangan, permasalahan yang dihadapi :

Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kantor

dibandingkan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
yang tinggi
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Kinerja BPKAD dipengaruhi juga oleh faktor eksternal baik SKPD yang
ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, maupun dari
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antar bidang dan
sekretariat, sehingga tidak dapat menutupi kekurangan SDM di
BPKAD didalam melaksanakan tupoksinya

Keterbatasan tindak lanjut peraturan perundang-undangan dari pusat
dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan asli daerah
Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah

Terdapatnya data yang masih belum sesuai dalam pencatatan aset
dengan kondisi dilapangan

Terdapat data aset daerah yang belum sesuai dengan
pemanfaatan/peruntukannya

Pajak Air Tanah yang tidak mencapai target dikarenakan rendahnya
tarif Nilai Perolehan Air (NPA), sedangkan kewenangan untuk
menetapkan NPA sebagian besar pengenaannya berada pada
pemerintah provinsi

Piutang PBB P2 yang diserahkan dari Pemerintah Pusat bersifat
gelondongan (belum by name by address) sehingga memerlukan
validasi kebenaran data dan piutang untuk kemudian dilakukan
cleansing data

SDM yang dimiliki saat ini belum ada yang memiliki kualifikasi khusus
seperti penilai, juru sita dan pemeriksa pajak

Penyesuaian NJOP PBB masih menemui kendala karena PBB
merupakan pajak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
sehingga memerlukan kajian lebih mendalam secara akademis, politik
dan sosial

Untuk BPHTB karena bersifat self assessment dimana WP melakukan
penghitungan sendiri besaran pajak yang dibayarkan, nilainya
bergantung dari kondisi perokonomian suatu daerah

Belum optimalnya penilaian individual untuk objek pajak PBB yang
potensial sementara perkembangan wilayah berjalan dengan cepat
Belum adanya zona nilai tanah yang lebih mencerminkan kondisi
mendekati harga pasar tanah dan bangunan sebagai acuan dalam

pembayaran BPHTB
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Penerimaan DAK masih mengalami kekurangan dikarenakan laporan
dari SKPD teknis yang belum selesai sehingga penyaluran dari
Pemerintah Pusat terhambat

Urusan Kepegawaian, permasalahan yang dihadapi :

a.
b.
C.

Masih ada jabatan yang belum sesuai kompetensi

Masih ada ASN yang belum mengikuti diklat sesuai kebutuhan
Lambatnya penerbitan surat rekomendasi dari Bandiklat Provinsi
Kalsel untuk penyelenggaraan diklat, sehingga untuk pemanggilan
peserta diklat juga mengalami keterlambatan, bahkan sampai pada
hari pelaksanaan masih harus konfirmasi ke SKPD untuk perwakilan
peserta diklat.

Jadwal diklat yang tentatif karena lembaga diklat dapat melaksanakan
diklat apabila jumlah peserta terpenuhi. Bahkan kadang ada yang
dibatalkan karena peserta yang kurang atau ada perubahan anggaran.
Data hasil pengukuran kompetensi belum maksimal dalam
penerapannya

Masih ada PNS yang menduduki jabatan fungsional yang belum pahan
akan tupoksinya dan tidak mengusulkan kenaikan pangkat walaupun
sudah memenuhi syarat.

Masih ada Guru yang belum berpendidikan sarjana

Dalam proses kenaikan pangkat masih banyak berkas PNS tidak
memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan adanya perubahan aturan
sementara proses pelaksanaan di daerah masih terkendala.
Kenaikan pangkat untuk tenaga medis terkendala adanya aturan untuk
mengikuti diklat penjenjangan sebagai salah satu syarat naik pangkat
Belum adanya inventarisir kebutuhan pendidikan ASN pada
pemerintah Kabupaten Banjar.

Tidak adanya sosialisasi terkait informasi bagaimana proses
pengusulan dan persyaratan yang harus dilengkapi untuk
mendapatkan bantuan hukum kepada anggota KORPRI/ PNS
Kabupaten Banjar.

PNS yang memenuhi syarat untuk dilakukan pengukuran kompetensi

tidak dapat mengikuti karena tidak diusulkan oleh SKPD nya
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1.4.6. Prioritas Pembangunan Tahun 2020
Untuk mengantisipasi permasalahan di atas pada RKPD Kabupaten Banjar
Tahun 2020 menetapkan 5 prioritas pembangunan dan terdiri dari 30 sasaran

pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. 9. Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2020

Prioritas Sasaran

Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pemberdayaan lembaga keagamaan
terhadap layanan pendidikan dan kesehatan | Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan

Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar
dan masyarakat

Meningkatnya partisipasi masyarakat
berolahraga

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan
masalah sosial

Meningkatnya pemberdayaan perempuan,
perlindungan perempuan dan anak
Meningkatnya kualitas pencegahan dan
kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan
bencana secara komprehensif

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Mantapnya ketahanan pangan daerah

Meningkatnya kesehatan reproduksi
Stabilitas Perekonomian Masyarakat Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan
UKM, perdagangan, perindustrian dan
pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi

Meningkatnya nilai investasi
Pelestarian budaya keagamaan

Meningkatnya pelestarian budaya

Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja

Membaiknya hubungan industrial

Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup
Berkualitas dan sumber daya alam

Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni
dan lingkungan pemukiman yang nyaman

Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan

Meningkatnya akses dan kualitas prasarana

transportasi
Meningkatnya akses dan kualitas sarana
transportasi
Stabilitas ketertiban umum dan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah masyarakat

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
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Prioritas Sasaran
Peningkatan kualitas tata kelola Meningkatnya Sumber Daya Aparatur daerah
pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional dan handal

Meningkatnya integritas aparatur pemerintah
daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kualitas pembangunan desa

Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah

Meningkatnya keterbukaan informasi publik

Sumber : Buku RKPD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2020

Masing-masing sasaran tersebut didukung oleh sejumlah program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD (54 SKPD) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banjar yakni sebanyak 349 program dan 1.548 kegiatan.

Dari sejumlah program tersebut dapat diklasifikasikan program prioritas ada

sebanyak 222 program dan non prioritas ada sebanyak 127 program.

1.5. Sistematika Penyusunan LKjlIP Kabupaten Banjar

O
0‘0

0
°

R/
0.0

/7
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Sistematika Penyusunan LKjIP Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut ini:

Bab | Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan,

Dasar Hukum, Aspek Strategis Kabupaten Banjar dan Permasalahan

Utama yang dihadapi Kabupaten Banjar, Prioritas Daerah dan Sistematika

Penulisan LKjIP.

Bab Il Perencanaan Kinerja berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar

perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020.

Bab Il Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Capaian Kinerja Bappeda Banjar

dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020.

Bab IV Penutup berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2020 dan Langkah-langkah yang

akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar

Tahun 2020.

Lampiran :

» Penetapan Kinerja (Perubahan) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun
2020

» Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Banjar

BAB 1 ¢

BANJAR

40




BANJAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI

ABUPATEN BANJAR

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala
LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LK]jIP ini mengindikasikan tingkat keberhasilan
pencapaian dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan

yang ditetapkan.

2.1. Perjanjian Kinerja Pembangunan Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam
Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh
indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan
Perjanjian Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan
anggaran. Perjanjian Kinerja merupakan target yang akan dicapai oleh instansi

pemerintah dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020 merupakan
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD
Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021, yang akan dilaksanakan melalui berbagai
kegiatan selama tahun 2020. Kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Banjar selama tahun 2020 dikaitkan dengan tujuan dan
sasaran strategis, serta program pembangunan, disajikan dalam Perjanjian Kinerja

setiap SKPD Tahun 2020 sebagaimana berikut:
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Tabel 2. 1.  Perjanjian Kinerja Kabupaten Banjar Tahun 2020

Target
No. Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Satuan
Th. 2020

1 Meningkatnya nuansa kehidupan Angka Kriminalitas Skor 9,40
beragama masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari

2 Meningkatnya kualitas sumber Indeks Pembangunan Indeks 68,95
daya manusia Manusia
Meningkatnya Kesehatan Tingkat Pertumbuhan Persen 1,49
Reproduksi Penduduk

3 Menurunnya tingkat Tingkat Pengangguran Persen 3,88
pengangguran Terbuka

4 Meningkatnya derajat Angka Kemiskinan Persen 3,88
kesejahteraan sosial

5 Menurunnya risiko bencana Indeks Risiko Bencana Indeks 161,00

6 Meningkatnya Inklusifitas Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 3,40
pertumbuhan ekonomi daerah
Meningkatnya Inklusifitas Indeks Gini Indeks 0,33
pertumbuhan ekonomi daerah
Meningkatnya Inklusifitas Laju Inflasi Persen 3,01
pertumbuhan ekonomi daerah

7 Meningkatnya kualitas lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Indeks 70,9
hidup Hidup (IKLH)

8 Meningkatnya konektivitas antar Persentase Konektivitas Persen 76,33
wilayah

9 Meningkatnya kelayakhunian Persentase pemukiman layak Persen 75,19

huni

10 | Meningkatnya kualitas tata kelola Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 75,00

pemerintahan (IRB)

Sumber : Buku RKPD Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2020

2.2. Rencana Anggaran Masing-Masing Tujuan/Sasaran-Sasaran Tahun 2020

Sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020
berikut dimuat pagu anggaran yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai

seluruh tujuan/sasaran strategis yang telah direncanakan.

Tabel 2. 2. Rencana Anggaran Per Tujuan/sasaran Tahun 2020

Anggaran per

No. Tujuan/Sasaran .
Tujuan/sasaran

Indikator Kinerja Anggaran

1 Meningkatnya nuansa 21.486.688.374 | Angka Kriminalitas 21.486.688.374
kehidupan beragama
masyarakat dalam

kehidupan sehari-hari
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Anggaran per

No. Tujuan/Sasaran . Indikator Kinerja Anggaran
Tujuan/sasaran
2 Meningkatnya kualitas 136.020.704.260 | Indeks 136.020.704.260
sumber daya manusia Pembangunan
Manusia
3 Meningkatnya kesehatan 1.113.281.000 | Tingkat 1.113.281.000
reproduksi Pertumbuhan
Penduduk
4 Menurunnya tingkat 1.800.000.000 | Tingkat 1.800.000.000
pengangguran Pengangguran
Terbuka
5 Meningkatnya derajat 7.902.103.298 | Persentase 7.902.103.298
kesejahteraan sosial Penduudk Miskin /
tingkat kemiskinan
6 Menurunnya risiko bencana 6.844.722.775 | Indeks Risiko 6.844.722.775
Bencana
7 Meningkatnya Inklusifitas 39.793.318.118 | Laju pertumbuhan 39.793.318.118
pertumbuhan ekonomi ekonomi
daerah
8 Meningkatnya Inklusifitas Indeks Gini
pertumbuhan ekonomi
daerah
9 Meningkatnya Inklusifitas Laju Inflasi
pertumbuhan ekonomi
daerah
10 | Meningkatnya kualitas 5.748.000.000 Indeks Kualitas 5.748.000.000
lingkungan hidup Lingkungan Hidup
(IKLH)
11 Meningkatnya konektivitas 79.409.400.000 Persentase 79.409.400.000
antar wilayah konektivitas
12 Meningkatnya kelayakhunian 139.682.368.075 Persentase 139.682.368.075
pemukiman layak
huni
13 Meningkatnya kualitas tata 260.270.010.191,00 Indeks Reformasi 260.270.010.191,00

kelola pemerintahan

Birokrasi (IRB)

Sumber : Buku Perubahan RPIJMD Kabupaten Banjar Tahun 2018
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BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN BANJAR

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengamanatkan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi
untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran
adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran,

hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu
pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah
telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam penyediaan layanan publik langsung bisa
dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan
pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2020 ini telah mengakomodir beberapa
perihal penting yang menjadi bagian dari analisa capaian kinerja seperti perbandingan
realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, perbandingan realisasi
kinerja. tahun 2019 dengan standar nasional, dan analisis penyebab
keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sebagai alternative solusi

yang telah dilakukan.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja
(penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel
sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Skala Nilai Perangkat Kinerja

Interval Nilai Realiasi Kriteria Penilaian .
No . L Kategori Kode
Kinerja Realisasi Kinerja
1 =100 Berhasil
2 70 <100 Cukup Berhasil
3 40<70 Kurang Berhasil
4 <40 Tidak Berhasil

Sumber : Tim LKjIP Kabupaten Banjar
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Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan

untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2020. Pencapaian IKU

Tahun 2020 secara ringkas ditunjukan oleh tabel berikut ini :

Tabel 3. 2. Pencapaian IKU Tahun 2020

Kategori

: Realisasi | Capaian Tahun 2020
. Indikator
No | Tujuan/Sasaran Kinerja Tahun Tahun | capaian
2019 2019 Target Realisasi @)

1 | Meningkatnya Angka 11,74 84,55% 9,40 11,08 82,17
nuansa kehidupan | Kriminalitas
beragama
masyarakat dalam
kehidupan sehari-
hari

2 | Meningkatnya Indeks 68,94 100,91% 68,95 69,18 100,33
kualitas sumber Pembangunan
daya manusia Manusia

3 Meningkatnya Tingkat 1,39% 107,33% 1,49% 1,07% 128,19
kesehatan Pertumbuhan
reproduksi Penduduk

4 Menurunnya Tingkat 2,89% 101,03% 3,88% 3,87% 100,26
tingkat Pengangguran
pengangguran Terbuka

5 Meningkatnya Persentase 2,72% 97,74% 3,88% 2,55% 134,28
derajat Penduduk
kesejahteraan Miskin/ tingkat
sosial kemiskinan

6 Menurunnya risiko | Indeks Risiko 176,4 92,44% 161,00 152,65 105,19
bencana Bencana

7 Meningkatnya Laju 4,52% 85,12% 3,4% -1,96% -57,65
Inklusifitas pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi
ekonomi daerah

8 Meningkatnya Indeks Gini 0,33 102,94% 0,33 NA NA
Inklusifitas
pertumbuhan
ekonomi daerah

9 Meningkatnya Laju Inflasi 4,15% 90,79% 3,01% 1,67% 144,52
Inklusifitas
pertumbuhan
ekonomi daerah
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: Realisasi | Capaian Tahun 2020
; Indikator .
No Tujuan/Sasaran Kinerja Tahun Tahun | capaian Kategori
2019 2019 Target Realisasi @)
10 | Meningkatnya Indeks 72,36 103,82% 70,90 59,25 83,57
kualitas Kualitas
lingkungan hidup Lingkungan
Hidup (IKLH)
11 | Meningkatnya Persentase 76,27% 103,54% 76,33% 84,86% 111,18
konektivitas antar konektivitas
wilayah
12 | Meningkatnya Persentase 95,25% 135,12% 75,19% 95,39% 126,86
kelayakhunian pemukiman
layak huni
13 | Meningkatnya Indeks 72,71 99,60% 75,00 NA NA -
kualitas tata Reformasi
kelola Birokrasi (IRB)
pemerintahan

Sumber : Pengolahan Data

Gambar 3. 1. Tingkat Capaian IKU Tahun 2020
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Sumber : Pengolahan Data

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang
menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam
sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per tujuan/sasaran
strategis yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2020. Beberapa sasaran strategis yang terkait
digabungkan menjadi satu dalam analisis ini. Adapun hasil capaian kinerja sesuai
sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
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Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan misi kesatu maka ditetapkan
tujuan Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari, hasil capaiannya diukur melalui indikator yaitu Angka Kriminalitas.
Angka Kriminal merupakan angka yang dapat menunjukan tingkat kerawanan
suatu kejahatan pada suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu, semakin tinggi
Angka Kriminalitas maka tingkat kerawanan suatu daerah semakin tinggi pula,
begitu juga sebaliknya. Angka Kriminal adalah angka kejahatan per 10.000
penduduk.

Indikator Angka Kriminalitas untuk mengukur pencapaian tujuan
Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari merupakan indikator proxi (pendekatan) karena sulit menemukan
indikator yang Smart untuk mengukur hasil dari pengamalan nilai-nilai agama.
Apabila nilai-nilai agama diamalkan maka orang tersebut akan memiliki akhlak
yang baik dan tentu tidak akan melanggar norma dan peraturan yang berlaku
serta tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Formulasi indikator kinerja utama dari Angka Kriminalitas adalah :

Angkai mi nyd atgearst angani
Jumita ndak mitealt adagd dinhu n
= x1 000
J umipaee nduduk

Anghkda mi nay a ttgesr t a11=g6(%%ei§§::ftangc‘ﬁnd) 061108

Adapun tingkat capaian Indikator Kinerja Utama di atas dapat diuraikan
pada tabel berikut :

Tabel 3. 3.  Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Angka

Kriminalitas

Capaian s/d
Indikator Realisasi Capaian Tahun 2020 Target Tahun 2020

No. Kineria Tahun Tahun Akhir terhadap
! 2019 2019 RPIMD | Target Akhir

Target Realisasi Capaian RPIMD

1 Angka 11,74 84,55% 9,40 11.08 82.17% 8.44 68.75%

kriminalitas

Sumber : Pengolahan Data
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Capaian Indikator Angka Kriminalitas pada tahun 2020 adalah 82,17 %
didapat dari realisasi sebesar 11,08 dibandingkan dengan target yang ditetapkan
sebesar 9,40. Capaian sebesar 82,17 % ini masuk dalam kategori cukup berhasil
walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPIJIMD maka
capaian tahun 2020 menyumbang sebesar 68,75 % dari target Angka
Kriminalitas yang ditetapkan sebesar 8,44 pada tahun 2021.

Bila dibandingkan dengan realisasi Angka Kriminalitas Tahun 2019
sebesar 11,74 maka realisasi Angka Kriminalitas Tahun 2020 ada penurunan
sebesar 0,66 poin.

Perbandingan Angka Kriminalitas Kabupaten Banjar dengan Provinsi
Kalimantan Selatan secara keseluruhan dan dengan Kabupaten/kota tetangga
dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 3.2.  Angka Kriminalitas Kabupaten Kota di Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2018-2019
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Sumber : BPS Prov Kalsel,2020

Dilihat pada tabel di atas Angka Kriminalitas Kabupaten Banjar bila
dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan dengan Kabupaten/kota
tetangganya masih lebih rendah, kondisi ini patut di syukuri dan dipertahankan
serta harus tetap selalu berusaha untuk diturunkan.

Akibat pandemi covid-19 sebagian warga mengalami masalah ekonomi
yang cukup berat yaitu hilangnya pekerjaan akibat pengurangan karyawan oleh
beberapa perusahaan yang terkena dampak pandemi. Alasan perusahan

melakukan pengurangan karyawan dan berakhir untuk melakukan Pemutusan
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Hubungan Kerja (PHK) yang sedang terjadi di Indonesia karena beberapa
perusahaan terkena dampak yang nyata serta terkena imbasnya oleh adanya
pandemi ini. Beberapa perusahaan sedang berada di masa kondisi ekonomi
yang krisis dan tidak stabil sehingga berdampak untuk para perusahaan dan
penyelesaian akhir dengan melakukan pemutusan hungan kerja secara terpaksa
terhadap karyawan. Dampak para korban PHK menjadikan terhambatnya untuk
melakukan keberfungsian sosial. PHK dapat mempengaruhi beberapa dampak
bagi para tenaga kerja yang terkena PHK seperti dampak ekonomi, dampak
sosial bagi seseorang yang terkena pemutusan hubungan kerja dan juga
berdampak bagi keluarga yang sudah berumahtangga yang menyebabkan hal
ini semakin rumit dan kompleks karena mereka harus memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari dan menafkahi seluruh anggota keluarganya.

Angka kriminalitas di tahun 2020 dominan diakibatkan dampak dari covid
19 sehingga berdampak keseluruh lapisan masyarakat, berimbas pada kondisi
ekonomi yang sulit dan tingkat PHK tinggi dan pengangguran meningkat,
sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa pandemi dengan cara yang
melanggar hukum yang berakibat kriminal.

Upaya penurunan angka kriminalitas diintervensi sesuai kewenangan
yang diberikan pada pemerintah daerah, intervensi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Banjar dilakukan melalui 3 sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran Pelestarian budaya keagamaan dengan indikator Persentase budaya
keagamaan yang dilestarikan

2. Sasaran Pemberdayaan lembaga keagamaan dengan indikator Persentase
peningkatan dana zakat yang tersalurkan dan persentase pesantren yang
mendapatkan pembinaan

3. Sasaran Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan
indikator Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum

Target, realisasi dan capaian dari masing masing sasaran dapat dilihat

pada tabel berikut.
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Tabel 3. 4. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Capaian s/d
Tahun 2020
Indikator Kinerja Targgt Tahun 2019
No. Sasaran Akhir terhadap
RPJMD Target Akhir
Target Realisasi Capaian RPJMD
1 Persentase budaya 83,33% 9.09% 10.91% 83.33% 10.91%
keagamaan yang
dilestarikan
2 Persentase 10,21% 329,32% 3.225,47% 11.13% 2.958,85%
peningkatan dana
zakat yang
tersalurkan
3 Persentase 98,00% 100,00% 102,04% 98,00% 102,04%
pesantren yang
mendapatkan
pembinaan
4 Jumlah kasus 605 524 113,39% 592 111,49%
ketentraman dan
ketertiban umum

Sumber : Pengolahan Data

1. Sasaran Pelestarian budaya keagamaan

Kabupaten Banjar yang terkenal dengan julukan kota Serambi Mekkah
memiliki cukup banyak budaya yang bernilai religius. Pemerintah daerah
menaruh perhatian yang cukup serius terhadap pelestarian budaya yang bernilai
religius ini, hal tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga kelestarian dan
menjaga eksistensi Kabupaten Banjar sebagai Kota Serambi Mekkah. Selain itu
yang terpenting dari penetapan sasaran pelestarian budaya keagamaan ini
adalah untuk mendukung pencapaian indikator tujuan angka kriminalitas.
Harapannya dengan adanya kegiatan seni bernuansa keagamaan yang
dilaksanakan secara rutin dapat menjadi salah satu faktor penekan angka
kriminalitas di Kabupaten Banjar, hanya saja pandemi yang terjadi tahun 2020
berdampak pada kegiatan-kegiatan pelestarian budaya lokal bernuansa religi
yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak dapat dilaksanakan, sementara
sebagian besar sumberdaya diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Total hanya satu unsur budaya yang dapat dilestarikan di tahun 2020 yang mana
pelaksanaanya sebelum pandemi terjadi di Kabupaten Banjar, yaitu seni

sinoman hadrah.
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Adapun bentuk budaya yang telah dilestarikan adalah seni sinoman

hadrah. Berikut adalah unsur budaya bernuansa agama yang di inventarisir;

Tabel 3.5. Rekap Unsur Budaya yang Dilestarikan

No Unsur Budaya bernuansa agama Dilestarikan

1 Manuskrip (kitab agama)

2 Tradisi lisan (manakip)

3 Adat Istiadat (upacara/perayaan keagamaan)

4 Ritus (peribadatan keagamaan)

5 Pengetahuan tradisonal (pengobatan bernuansa agama)

6 Teknologi tradisional (arsitektur bernuansa agama)

7 Seni (sinoman hadrah) Dilestarikan

8 Bahasa (bahasa arab)

9 Permainan bernuasa agama

10 | Olahraga bernuansa agama

11 Benda dan situs budaya bernuansa agama

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya pelestarian budaya
keagamaan diukur dengan persentase budaya keagamaan yang dilestarikan.

Persentase budaya keagamaan yang dilestarikan. merupakan
pencerminan keberhasilan pelestarian budaya keagamaan :

%Bud e I . ]HUnSBndalycuk}ﬁnglestarlloka/n
vBudalaaga mamniyi es a:lﬁuhnusuﬂudalyalk}angznven%car

Capaian Pelestarian Budaya Keagamaan pada tahun 2020 adalah
10.91% didapat dari realisasi sebesar 9.09% dibandingkan dengan target yang
ditetapkan di Perjanjian Kinerja sebesar 83.33%. Realisasi diperoleh dari

pengukuran sebagai berikut :

Jih Unsur Bdy Lokal Yg

Pelestarian Budaya _ Dilestarikan X 100
Keagamaan Jih Unsur Bdy Lokal Yg

Diinventarisir
1

= X1 = .09%
11 00 9.09%
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Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka
capaian tahun 2020 menyumbang sebesar 10.91% dari target 83.33% pada
tahun 2021. Pencapaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100 % masuk dalam

capaian kategori Tidak Berhasil.

Faktor penghambat/kegagalan :

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan dalam rangka pelestarian budaya
lokal yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak dapat dilaksanakan,
sebagian besar sumberdaya diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-
19, belum terdapat data yang valid dan lengkap mengenai jenis budaya yang
bernuansa religi termasuk keberadaan kelompok seni dan budaya
bernuansa islami di Kabupaten Banjar, banyaknya kelompok seni budaya
dan pondok pesantren yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten
Banjar yang perlu mendapatkan kesempatan mengaktualisasikan diri dalam
bentuk penampilan even budaya religi.

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian benda,

situs serta kawasan cagar budaya maupun warisan budaya

Upaya yang dilakukan

1. Melakukan inventarisasi kebudayaan benda dan tak benda, termasuk
keberadaan kelompok seni dan budaya islam (alamat, keanggotaan,
aktivitas)

2. Memfasilitasi pengumpulan data para pelaku budaya Kabupaten Banjar
yang terdampak pandemi Covid-19 untuk dilaporkan kepada Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari program layanan
perlindungan pelaku budaya terdampak Covid-19
Mendorong kelompok kesenian dapat tampil secara digital dan daring
Melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk melakukan pembinaan
kelompok seni dan budaya serta secara rutin menyelenggarakan festival
seni dan budaya agar tersedia wadah bagi kelompok seni dan budaya untuk
tetap aktif dan mengembangkan diri.

5. Menyempurnakan sistem database kebudayaan dan sejarah yang sudah
mulai dikembangkan pada tahun 2020 ini serta segera menghimpun data
dan informasi dari sumber yang ada.

6. Melakukan pendekatan kepada pihak yang memiliki, menguasai atau ahli
waris benda, struktur, situs maupun kawasan cagar budaya agar dapat

menjaga kelestariannya dan menyampaikan informasi tentang pelestarian
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cagar budaya kepada masyarakat melalui juru pelihara cagar budaya dan

petugas kebersihan benda/struktur/bangunan potensi cagar budaya.
2. Sasaran Pemberdayaan lembaga keagamaan

Sasaran pemberdayaan lembaga keagamaan merupakan bagian dari
sasaran yang mendukung tujuan meningkatnya nuansa kehidupan beragama
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan Lembaga Keagamaan
di Kabupaten Banjar merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. Pemberdayaan lembaga keagamaan ini
dilaksanakan melalui pemberdayaan lembaga zakat yang ada di Kabupaten
Banjar dan pembinaan terhadap pesantren yang ada di Kabupaten Banjar. Saat
ini jumlah lembaga zakat yang dibina di Kabupaten Banjar adalah 1 (satu)
BAZNAS sedangkan Unit Pengumpul Zakat ada 34 yang dibina. Dengan
penyaluran zakat yang tepat kepada mustahiq diharapkan bisa menjadi salah
satu faktor pengungkit penurunan angka kriminalitas di Kabupaten Banjar.

Indikator pengukur kinerja sasaran ini ada 2 (dua) yaitu presentase
peningkatan dana zakat yang tersalurkan dan presentase pesantren yang
mendapat pembinaan. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pemberdayaan

lembaga keagamaan melalui 2 (dua) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

a. Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan

Dalam rangka merealisasikan peran kontribusi zakat, infaq dan sedekah
bagi masyarakat Kabupaten Banjar, maka Pemerintah Kabupaten Banjar
membentuk lembaga BAZNAS Kabupaten Banjar. BAZNAS Kabupaten Banjar
merupakan Lembaga Pemerintah non Struktural yang bersifat mandiri dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat. Pengelolaan Zakat dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah dan
Undang-Undang Pengelolaan Zakat serta mengupayakan pendistribusian dana
zakat, infaq, shadagah dalam dalam rangka memberdayakan keluarga kurang
mampu berdasarkan prinsip :
+  Skala prioritas
*  Pemerataan
+ Keadilan dan
+ Kemitraan

Selain itu juga Baznas Kabupaten Banjar mempunyai regulasi daerah
yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2017
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Pengelolaan Zakat, salah satu bentuk bentuk penguatan regulasi di daerah
tentang pengelolaan zakat, sehingga keberadaan BAZNAS Kabupaten Banjar
turut mendukung Program Pemerintah Kabupaten Banjar menuju Kabupaten
yang Sejahtera dan Barokah.

Prinsip dasar pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Banjar :
*  Kepercayaan.
* Amanah.
* Transparan

Program Pendistribusian dan Pendayagunaan :
1. Banjar Tagwa :
Pembinaan Muallaf di Islamic Center Darul Muallifin

- Sunatan Massal anak dari Keluarga Dhuafa

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Madrasah dan Tempat Ibadah

- Santunan Tunai untuk Guru Agama dan Pengasuh Anak Panti Asuhan

- Bantuan Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan

- lbadah Kurban pada Idul Adha 1441 H di Islamic Center Darul Muallifin
Kec. Paramasan

2. Banjar Peduli :

- Bedah Rumah Warga Dhuafa

- Paket Ceria Dhuafa

- Bantuan Pasca Bencana

- Paket Sembako Bedah Rumah membawa Berkah

- Paket untuk Mustahik Teladan (Mustahik Bantuan Pengembangan Modal
Usaha Produktif yang lancar dalam proses pendampingan)

- Bantuan Gharim dan Ibnu Sabil

- Santunan Tunai Warga Dhuafa Terdampak Covid-19

- Paket Logistik Keluarga Terdampak Covid-19

- Masker untuk Warga Dhuafa Terdampak Covid-19

- Pekan Maulid 1442 H (Berbagi kepada Anak Yatim di Panti Asuhan)

- Berbagi kepada Nenek Lansia Dhuafa pada Peringatan Hari Ibu (Program
TP PKK Kab. Banjar Kerjasama dengan BAZNAS)

- Santunan Tunai Zakat Pertanian disalurkan langsung oleh muzaki (petani
binaan BAZNAS atas Zakat Pertaniannya)

3. Banjar Makmur :
- Bantuan peningkatan usaha produlktif.

BAB 3 ¢ 54



BANJAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI

ABUPATEN BANJAR

- Lumbung Pangan BAZNAS
- Tabungan Mustahik BAZNAS
4. Banjar Cerdas :
- Satu Keluarga Dhuafa Satu Sarjana
- Beasiswa Pendidikan untuk Pelajar, Santri dan Siswa Madrasah dari
Keluarga Dhuafa
- Kerjasama Program Pendidikan dengan UPZ Sekolah
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah
- Paket Perlengkapan belajar untuk Siswa SD dari Keluarga Dhuafa
5. Banjar Sehat :
- Layanan Biaya Kesehatan Warga Dhuafa di Rumah Sakit
- Bantuan Pelunasan Tunggakan BPJS Kesehatan Warga Dhuafa yang
Sakit
- Program Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil Pra

Sejahtera

Untuk mengukur keberhasilan sasaran  pemberdayaan Lembaga
keagamaan salah satunya adalah dengan menggunakan Indikator Kinerja
Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan. Yang memiliki definisi
operasional berupa zakat yang disalurkan dari Baznas ke Fakir Miskin, Amil,
Muallaf, Rigab, Gharim, Fisabilillah, Ibnu Sabil, dengan formula sebagai berikut.

%PeningbanamkX gl er srhkan

_Real iTsha sBie v j a-IRem | itsha sAiw aRle n s

tr
0,
Reali ¢ snum waRle ns t r a X100%

Capaian indikator persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan
pada tahun 2020 adalah 3,22% didapat dari realisasi sebesar 329%
dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 10,21. % Realisasi
diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

Pemberdayaan Lembaga Realisasi Tahun Berjalan-
Realisasi Tahun Awal Renstra X 100

Keagamaan (% peningkatan
dana zakat yang tersalurkan) Realisasi Tahun Awal Renstra

1.606.866.300 —374.281.000
= X 100 = 329.32%
374.281.000

Pada tahun 2020 dari target Penyaluran BAZNAS Kabupaten Banjar

sebesar 10,21%, diperoleh capaian realisasi penyaluran sampai Desember
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2020 sebesar Rp1.606.866.300,00 atau dengan persentase realisasi yang cukup
tinggi yaitu sebesar 329,32%.
Dari hal ini dapat terlihat bahwa peranan BAZNAS yang cukup besar
dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat di Kabupaten Banjar.
Pengumpulan dan Pendistribusian ZIS Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Banjar sampai bulan Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 6. Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat

. Saldo Tahun 2019 Rp 34.662.617,72

1] Pengumpulan

1. | Zakat Rp 131.103.363,00

2. | Infaq, ShadagAH Rp 1.895.940.352,00

3. Nisbah / Bagi Hasil Rp 3.150.417,83

4. | Dana Sosial Keagamaan Lainnya Rp 3.120.000,00
Jumlah Pengumpulan (Il) Rp 2.033.314.132,83

11l Pendistribusian

1. | Fakir Rp 128.465.000,00

2. Miskin Rp 1.042.493.300,00

3. | Muallaf Rp 25.960.000,00

4. | Fisabilillah Rp 295.010.000,00

5. | Ibnu Sabil Rp 750,000,00

6. Gharim Rp 18.780.000,00

7. | Rigab Rp

8. | Amil Rp 95.408.000,00
Jumlah Pendistribusian Rp 1.606.866.300,00

1 Saldo Akhir (1+11-111) Rp 461.110.450,55

Sumber : LK|jIP Setda Banjar Tahun 2020

Seluruh pengumpulan Zakat, Infag dan Sedekah (ZIS) yang dihimpun
BAZNAS Kabupaten Banjar dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020
sebesar Rp2.030.163.715,00 (Dua Milyar Tiga Puluh Juta Seratus Enam Puluh
Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah) dan Saldo Tahun 2020 sebesar
Rp461.110.450,55 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu
Empat Ratus Lima Puluh Koma Lima Lima Rupiah). Sedangkan Pengeluaran ZIS

dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar
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Rp1.606.866.300,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Juta Delapan Ratus Enam

Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang terdiri dari penyaluran ZIS kepada

yang berhak.

1)

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah :
Pada awal tahun 2017 dalam program awal zakat infag dan sedekah,
pemerintah daerah menyalurkan dana zakat sebesar Rp374.281.000,00,
namun pada tahun 2018, 2019 an 2020 mengalami tren kenaikan dari tahun
ke tahun. Realisasi zakat yang tersalurkan pada tahun 2020 mengalami
kenaikan sebesar 329,32% dari tahun 2017.

Peningkatan tersebut adalah bentuk tingginya tingkat kesadaran

berpartisipasi dan kepedulian masyarakat untuk mengeluarkan zakat infaq dan

sedekah, serta adanya dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar

dari aspek regulasi dan pendanaan dari APBD Kabupaten Banjar untuk

mendukung aktivitas Baznas di Kabupaten Banjar.

1

2)
3)

1)

2)

3)

4)

5)

Faktor Penghambat sasaran ini adalah :
Sosialisasi belum bisa maksimal untuk dilaksanakan mengingat adanya
pandemi Covid19.
Masih banyak masyarakat yang belum menyalurkan ZIS melalui BAZNAS
Masih belum banyaknya terbentuk UPZ di lingkungan Mesjid dan Musholla,
fokus pengumpulan ZIS masih terbatas di UPZ Pemerintah Daerah Kab.
Banjar.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :
Pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus seiring dengan program -
program pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang
dicanangkan Pemerintah Daerah;
BAZNAS dan pemerintah kabupaten Banjar dapat bekerjasama agar
penghimpunan, penyaluran, pelaporan, dan pengelolaan yang dilakukan
oleh BAZNAS terkait dana zakat dapat mencapai target yang tepat.
Pemerintah Daerah beserta Stakeholder terkait dapat memperkuat regulasi
yang sudah ada, untuk tata pengelolaan dana zakat;
Perlunya BAZNAS memformulasikan strategi untuk mengoptimasisasi dana
pengumpulan zakat diberbagai sektor;
BAZNAS lebih pro aktif untuk lebih mensosialisasikan ke sektor swasta dan

masyarakat umum di Kabupaten Banjar;

BAB 3 ¢

BANJAR

57




LAPORAN KINERJA INSTANSI

ABUPATEN BANJAR

Upaya perbaikan :
1) Membuat langkah inovasi dan terubosan dalam rangka mengiptimalkan

pengumpulan dan penyaluran zakat yang lebih lebih efektif.

Tindak lanjut yang akan datang :
1) Mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat untuk berzakat, Infaq
dan Shaodagah melalui Lembaga Resmi yaitu BAZNAS dan LAZ.

b. Persentase pesantren yang mendapatkan pembinaan

Indikator sasaran pemberdayaan lembaga keagamaan yang kedua
adalah persentase pesantren yang mendapat pembinaan. Pesantren adalah
lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang
menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis
pendidikan lainnya yang pembinaannya dibantu oleh pemerintah daerah.

Pemberdayaan lembaga keagamaan dengan sasaran startegi integrasi
pendidikan agama di sekolah formal. Sedangkan, arah kebijakan yang
dilaksanakan yaitu 1) Menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al Quran 2)
Pemberian insentif bagi guru baca tulis Al Qur'an dan madrasah 3) Peningkatan
kapasitas pendidik

Cara penghitungan indikator ini adalah sebagai berikut :

Pesanyatndgl b

X160
J umipae s antren

Berdasarkan data dari Kemenag Kabupaten Banjar, di Kabupaten Banjar
terdapat 187 pesantren yang terdaftar dengan persyaratan dan ketentuan yang
berlaku. Namun diluar jumlah pesantren yang terdaftar di Kemenag, juga
terdapat pesantren-pesantren yang ada di masyarakat dengan jumlah sampai
dengan akhir 2020 adalah sebanyak 13 pesantren. Dalam melakukan pembinaan
pesantren Pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan pembinaan terhadap
pesantren baik yang terdaftar di Kemenag maupun yang tidak terdaftar di
Kemenag. Sehingga total pesantren yang mendapatkan pembinaan dari
Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2020 adalah sebanyak 200 pesantren.

Dari data tersebut di atas diperoleh perhitungan sebagai berikut :

20Pesantren

=L¢“’”’%‘100%1000%

20Pesantre
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Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa dari target indikator persentase
pesantren yang mendapat pembinaan tahun 2020 sebesar 98,00%, deangan
realisasi target kinerja 100,00% dengan realisasi capaian sebesar 102,04%
dengan predikat Berhasil.

Realisasi kinerja tahun 2020 pada Sasaran Pemberdayaan Lembaga
Keagamaan dengan indikator persentase pesantren yang mendapat pembinaan
adalah 100% jika dibandingkan dengan target periode akhir RPJMD 98,00%
maka tingkat capaian kinerjanya adalah 102,04% capaian ini sudah melampaui
target periode akhir RPIMD.

3. Sasaran Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Tolok ukur capaian sasaran pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat dengan Indikator kinerjanya adalah persentase penurunan kasus
ketentraman dan ketertiban umum dengan target penurunan sebesar 2% atau
dari angka 1.012 kasus pelanggaran terjadi diturunkan menjadi 992 kasus
pelanggaran. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian

sebagai berikut :

] umlkalspe]l a n gpgaadraa mluenr j @)—a n
j umkabyasntgr padia hsuenb el 1(m1—n19§100
j umkabyasntgr jdidiangani

%

Tahun 2019 jumlah kasus yang ditangani/terjadi sebanyak 1.012 kasus
pelanggaran, di tahun 2020 jumlah kasus yang ditangani/terjadi sebanyak 524
kasus pelanggaran. Penjabaran pencapaian target dan realisasinya untuk

sasaran pertama ini dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3. 7. Penjabaran Pencapaian Target Dan Realisasi Sasaran
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

BANJAR

Tahun 2020
Realisasi Akumulasi Perkiraan Akumulasi - .
N Realisasi Akumulasi
Jumlah Realisasi Jumlah Jumlah Jumlah E——— Jumlah
Kasus Jumlah Rata-Rata Rata-Rata Penurunan Realisasi
Kasus Jumlah .
. Pelangg Kasus Kasus Kasus Target Kasus Jumlah Kasus Capaian
Triwulan Pelangg Kasus
aran Pelanggara Pelanggara Pelanggara 2020 aran pPelanggara Pelanggara Pelanggaran 2020
Perda n Perda n Perda n Perda 99 n Perda Perda 2020
Perda n Perda
Tahun Tahun Tahun Tahun 2020 2020 2020
2019 2019 2020 2020
| 141 141 172 172 29 29 -143 183.14%
1l 319 460 260 432 -204 42 71 -361 -48.22% 183.56%
1l 286 746 275 707 224 295 -412 158.27%




BANJAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI
I ABUPATEN BANJAR

Realisasi Akumulasi Perkiraan Akumulasi L .
N Realisasi Akumulasi
Jumlah Realisasi Jumlah Jumlah Jumiah Realisasi Jumlah
Kasus Jumlah Rata-Rata Rata-Rata Penurunan Realisasi
Kasus Jumlah .
. Pelangg Kasus Kasus Kasus Target Kasus Jumlah Kasus Capaian
Triwulan Pelangg Kasus
aran Pelanggara Pelanggara Pelanggara 2020 p— e Pelanggara Pelanggaran 2020
Perda n Perda n Perda n Perda Perda n Pe%ga n Perda Perda 2020
Tahun Tahun Tahun Tahun 2020 2020 2020
2019 2019 2020 2020
v 266 1012 285 992 229 524 -468 147.18%
Jumlah 1012 1012 992 524 524 147.18%

Sumber : Data Satpol PP Kabupaten Banjar

Gambar 3. 3. Trend Kenaikan Dan Penurunan Jumlah Kasus
Pelanggaran Terhadap Produk Hukum Daerah Setiap
Tahun

Sumber : Satpol PP Kabupaten Banjar , Pengolahan Data

Dari gambar grafik diatas dapat dilihat pada tahun 2020 mengalami
penurunan angka kasus pelanggaran dibandingkan tahun 2019 sebanyak 468
kasus pelanggaran, walaupun mengalami penurunan dari tahun 2019 tapi masih
tinggi kalau dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Dari angka kasus pelanggaran
yang ditangani Satpol PP ditahun 2019 jenis kasus pelanggarannya dapat
diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8. Trend Jenis Pelanggaran

JUMLAH KASUS 2020 NAIK/

NO. JENIS KASUS TURUN
2016 2017 2018 2019 T1 T2 T3 T4 TOTAL

1 KEBERSIHAN 5 2 0 27 1 4 4 10 19 Turun

2 ASUSILA 11 4 25 54 0 1 4 6 11 Turun
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JUMLAH KASUS 2020 NAIK/
NO. JENIS KASUS TURUN
2016 2017 2018 2019 T1 T2 T3 T4 TOTAL
3 ANJAL 9 3 13 72 0 0 4 10 14 Turun
PENYALAH
4 GUNAAN OBAT 0 0 45 75 3 9 10 23 45 Turun
ATAU ZAT ADIKTIF
5 PKL 76 120 45 166 12 9 62 68 151 Turun
6 GEPENG 12 16 24 26 1 0 9 6 16 Turun
7 JALUR HIJAU 135 132 101 151 2 3 68 58 131 Turun
EVENT
8 MASYARAKAT/ 23 19 5 0 1 0 1 1 3 Naik
PEMERINTAH
KEGIATAN
9 MENGGANGGU 0 0 36 86 1 0 14 13 28 Turun
TERTIBAN UMUM
KELESTARIAN
10 SUMBER DAYA 0 0 2 13 0 0 0 0 0 Turun
IKAN
11 AKSI MASSA/DEMO 3 1 0 1 0 0 0 2 2 Naik
12 KEARIFAN LOKAL 0 0 0 49 0 0 9 0 9 Turun
13 LINGKUNGAN 0 0 0 40 2 1 8 5 16 Turun
14 JAM SEKOLAH 0 0 0 20 0 0 6 7 13 Turun
PERIZINAN DAN )
15 TATA RUANG 0 0 0 0 4 12 3 0 19 Naik
PEREDARAN MIRAS )
16 ILEGAL 0 0 0 1 0 0 3 0 3 Naik
MINUMAN )
17 OPLOSAN 0 0 0 0 2 3 13 11 29 Naik
18 KTP 0 0 0 0 0 0 6 9 15 Naik
KAWASAN BEBAS
19 ROKOK 0 0 0 22 0 0 0 0 0 Turun
JUMLAH 274 297 296 803 29 42 224 229 524

Sumber : Data Satpol PP Kabupaten Banjar

Dari tabel trend jenis pelanggaran diatas jenis pelanggaran yang paling
banyak didapati adalah masih didominasi oleh PKL dan penyalahgunaan badan
jalan atau jalur hijau dengan jumlah pelanggaran terkait PKL sebanyak 151
pelanggar dan 131 pelanggaran untuk jalur hijau.

Realisasi dan pencapaian diatas tidak lepas dari hasil pencapaian dari
pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung disetiap sasaran pada
sasaran pertama didukung dengan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu
Program Penegakan Perda bernuansa kearifan lokal. Indikator kinerja pada
program ini adalah persentase kasus pelanggaran perda bernuansa agama
diselesaikan dengan target sebesar 100%, pada penganggaran murni program
ini didukung 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan penegakan produk hukum daerah
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bernuansa agama dan kegiatan penyebarluasan informasi PERDA bernuansa
agama, dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat tentang penanganan
bencana wabah covid 19 dan setiap SKPD diharuskan mengalihkan sebagian
anggaran operasionalnya untuk penanganan wabah covid 19 dengan
menghapus 1 (satu) kegiatan penegakan produk hukum daerah bernuansa
agama menyisakan 1 (satu) kegiatan.

Pengukuran pencapaian target kinerja melalui cara perhitungan jumlah
kasus pelanggaran perda bernuansa kearifan lokal diselesaikan dibagi jumlah
kasus pelanggaran perda bernuansa kearifan lokal yang ditangani dikali 100%,
ditahun 2020 penyelesaian kasus pelanggaran dapat terealisasi 100% atau
capaian kinerjanya 100%.

Faktor keberhasilan pencapaian target
1) Koordinasi yang baik antara TNI/Polri serta instansi terkait terkait
penanganan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
diwilayah Kabupaten Banjar.
2) Dikarenakan adanya kebijakan diberlakukannya PSBB diwilayah Kabupaten
Banjar dalam penangulangan penyebaran wabah COVID 19 vyang

menyebabkan berkurangnya aktifitas masyarakat.

Faktor kendala

1) Berkurangnya anggaran dikarenakan peralihan anggaran untuk penanganan
CovID 19

2) Pengurangan kegiatan patrol dan pengawasan pelanggran Perda
dikarenakan masih tingginya tingkat penyebaran wabah virus COVID 19

3) Pada bulan Maret sampai dengan Juni 2020 Satpol PP difokus tugaskan
membantu Gugus penanganan Covid 19 yang menyebabkan tidak
terlaksananya kegiatan penegakan Perda.

Solusi :

1) Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang Perda
bernuansa kearifan lokal, untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan
dimasyarakat.

2) Dikarenakan adanya protocol kesehatan terkait penyeberan virus Covid 19
Satpol PP Kabupaten Banjar merubah pola penyampaian atau penyebaran
informasi dan sosialisasi berkenaan dengan perda berkearifan lokal yang

lebih efesien dan efektif.
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Meskipun terjadi naik turun jumlah pelanggaran setiap tahunnya, bahkan
dapat dikatakan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, namun capaian angka
tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan
pelanggaran perda ada dan terbilang masih cukup besar. Memang tidaklah
mungkin untuk dapat mengurangi jumlah pelanggaran perda menjadi 0% (zero
ground) karena dapat dipastikan masih banyak terdapat masyarakat yang
berpotensi melakukan pelanggaran, khususnya para pendatang dari luar
Kabupaten Banjar yang berkepentingan melaksanakan aktifitas di Kabupaten
Banjar. Ditambah semakin berkembangnya Perda Kabupaten Banjar yang
bersanksi pidana sangat memungkinkan masyarakat bersinggungan secara
langsung dengan pemenuhan kewajiban dan larangan didalam perda yang harus
dipatuhi

Manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia (SDM) yang
komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan,
memiliki sikap positif dan berwawasan , serta memiliki kemampuan, keterampilan
dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor
pembangunan.

Sumber daya manusia (SDM) adalah yang terkandung dalam diri
manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif
dan transformative yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi
yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam
tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia (SDM) sangat
berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah daerah. Pendidikan merupakan
salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu daerah. Cepat atau
lambatnya suatu daerah dalam meningkatkan kemajuan ekonominya sangat
tergantung pada keberhasilan daerah tersebut memberikan pendidikan kepada
penduduknya.

Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, menunjukkan semakin
tingginya kualitas penduduk di daerah tersebut. Pendidikan akan meningkatkan
kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki

sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk.
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk
mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Usia Harapan Hidup,
Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita
untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup

layak.
Menghitung IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan,

pendidikan, dan pengeluaran.

I PMi/Ikeﬁwt a%lpendi dixklpangelu%rla(}to

Tabel 3.9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks
Pembangunan Manusia

Capaian
s/d Tahun
Indikator Realisasi Capaian Tahun 2020 Target 2020
No. Kineria Tahun Tahun Akhir terhadap
J 2019 2019 RPJIMD Target
Target Realisasi Capaian Akhir
RPJIJMD
1 Indeks 68,94 100,91% 68,95 69.18 100.33% 69.35 99.75%
Pembangunan
Manusia (IPM)

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Pengolahan Data

Target Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020 pada RPJMD adalah
sebesar 68,84, kemudian dirubah menjadi sebesar 68,95 karena dilakukannya
rasionalisasi anggaran akibat dari Pandemi Covid-19 yang tertuang dalam
Perbup Banjar No 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 sehingga
dilakukan penyesuaian target yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2020 Tanggal 01 September 2020.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020 adalah
100,33% didapat dari realisasi sebesar 69,18 dibandingkan dengan target yang
ditetapkan sebesar 68,95. Realisasi IPM diperoleh dari perhitungan yang

dilakukan oleh BPS Kabupaten Banjar tanpa menampilkan angka dari

perhitungannya.
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Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka
capaian tahun 2020 menyumbang sebesar 99,75 % dari target 69,35 pada tahun
2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100,33 % masuk dalam

capaian kategori Berhasil.
Gambar 3. 4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di

Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

Perkembangan IPM Kab Banjar

69,5 69,18
69 68,94

68,5
68
67,5
67 66,87
66,5
66

65,5
2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Data diolah

Dari Gambar di atas dapat dilihat IPM Kabupaten Banjar dari tahun ke
tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Banjar tercatat
sebesar 66,87 pada tahun 2016, meningkat sebesar 0,9 poin menjadi 67,77 di
tahun 2017. Indeks Pembangunan Manusia terus menunjukan trend positif atau
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, untuk tahun 2019 sebesar 68,94
dan meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 69,18 atau naik sebesar 0,24 poin.
Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional yang
juga sama-sama mengalami trend positif setiap tahunnya. Untuk IPM Provinsi
Kalimantan Selatan di tahun 2019 diposisi 70,72 dan di tahun 2020 diposisi 70,91
atau mengalami peningkatan sebesar 0,19 poin, sedangkan untuk IPM secara
Nasional terjadi peningkatan di tahun 2020 sebesar 71,94 dari 71,92 di tahun
2019 (bertambah sebesar 0,02 poin).

Bila Melihat trend perkembangan IPM Kabupaten Banjar terus

menunjukan pertambahan yang baik dan pertumbuhan melebihi dari peningkatan
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Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan beberapa tahun kedepan, IPM
Kabupaten Banjar dapat menyamai IPM Prov Kalimantan Selatan.
Untuk lebih jelasnya perbandingan perkembangan IPM dapat dilihat pada

gambar berikut:

Gambar 3. 5. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun
2016 -2020

Perkembangan IPM Kab Banjar, Prov Kalsel dan

Nasional
;g . 7139 71,92 71,94
71 70,18 ’ K 70.72 70,91
70 goE 69,65 68,94 69,18
69, 68,32
69 - 67,77
68 66,87
66
65
64
2016 2017 2018 2019 2020

Kalimantan Selatan Nasional

Kabupaten Banjar

Sumber : BPS KabupatenBanjar, BPS Provinsi Kalsel dan BPS RI, Data diolah

Dilihat gambar di atas, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar
dari tahun 2016-2020, masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan
Nasional.

Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Banjar terus mendorong
peningkatan IPM yang merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang
pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang.
Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu
perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang
kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan
kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

Pada tahun 2020, Peringkat IPM Kabupaten Banjar meningkat menjadi 7
(69,18) dari sebelumnya Tahun 2019 berada pada peringkat 8 (68,94). IPM
tertinggi dicapai Kota Banjarbaru yaitu sebesar 79,10 dan terendah Kabupaten
Hulu Sungai Utara sebesar 65,59. Terdapat 10 Kabupaten dengan capaian IPM

masih dibawah capaian IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan ini merupakan
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suatu catatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan
terutama di sepuluh Kabupaten tersebut, terutama di bidang kesehatan,
pendidikan dan ekonomi. Perbandingan IPM Kabupaten Banjar dengan
Kabupaten kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional dapat dilihat

pada gambar berikut:

Gambar 3. 6. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020

IPM Kab Kota di Prov Kalsel tahun 2020

Kota Banjar Bar e — 70,10
Kota Banjarmasin G — 77,10
Tabalong I 72,10
Tanah BumbU I ———————— 70,7
Tapin I 70,11
Tanah Laut E———————————— 0,38
Banjar GGG 69,18
Kota Baru e 5,56
Hulu Sungai Selata rEEG——————————————————— 5,55
Hulu Sungai Tenga uEG————————— G554
Balangan G 5,52
Barito Kuala G — 6,22
Hulu Sungai Utara I 65,50
KALIMANTAN SELAT A — 70,01

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sumber : BPS Provinsi Kalsel 2021, Data diolah

Gambaran indikator pembentuk IPM Kabupaten Banjar secara lengkap

dapat dijabarkan berikut ini.

a) Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak
tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan
derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat
Kabupaten Banjar secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata
usia harapan hidup yang semakin panjang. Capaian rata-rata usia harapan
hidup penduduk di Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 2016-2020
menunjukkan kecenderungan meningkat. Dari sebesar 66,17 pada tahun
2016 menjadi 66,38 di tahun 2017, di tahun 2018 kembali terjadi peningkatan
menjadi 66,66. Sedangkan di tahun 2019 dan 2020 berada di angka 66,97
dan 67,21. Sehingga dalam kurun waktu 5 tahun UHH Kabupaten Banjar
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mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaiu sebesar 1,04 poin.
Perkembangan usia harapan hidup Kabupaten Banjar pada tahun 2016-
2020 bisa dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.7.  Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

Perkembangan UHH Kabupaten Banjar
67,4

67,21
67,2

66,8
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66

65,8
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Sumber : BPS Kabupaten Banjar 2021, Data diolah

Perkembangan UHH Kabupaten Banjar tersebut relevan dengan
perkembangan UHH Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Untuk
Provinsi Kalimantan Selatan, di tahun 2016 sebesar 67,92 mengalami
kenaikan tipis di tahun 2017 menjadi 68,02. Ditahun 2018 naik sebesar 0,11
poin menjadi 68,23 dan naik kembali di tahun 2019 68,49 (naik 0,26 poin),
sementara di tahun 2020 UHH Provinsi Kalsel sebesar 68,66. Sementara
untuk kondisi Nasional di tahun 2016 sebesar 70,9 dan di tahun 2017
sebesar 71,06 (atau naik sebesar 0,16 poin), di tahun 2018 naik sebesar
0,14 poin menjadi 71,2. Untuk kondisi di tahun 2019 dan 2020, UHH
Nasional berada di angka 71,34 dan 71,47.

Secara umum, kondisi UHH Kabupaten Banjar masih berada di

bawah UHH Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 3.8.  Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten
Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional
Tahun 2016 -2020

Perbandingan slaHarapan Hidup Kabupaten
Banjar, Provinsi Kalsel dan Nasional

72
71 159 5106 =712 71,34 71,47
70
69 66
68,49 68,
68 67,92 68,02 68,23
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66 66,17 66,38 ’
65
64
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2016 2017 2018 2019 2020
Kabupaten Banjar Provinsi Kalsel Nasional

Sumber: BPS Kabupaten Banjar , 2021. Data diolah

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian Usia harapan
hidup di antara Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, usia
harapan hidup Kabupaten Banjar di tahun 2020 menempati posisi ke
Sembilan sama dengan kondisi di tahun 2019.

Sedangkan Usia Harapan Hidup yang tertinggi di tempati Kota
Banjarbaru dengan Usia Harapan Hidup sebesar 71,99 tahun, sedangkan
yang terendah ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebesar 63,83
tahun. Bila kondisi UHH Kabupaten/kota di bandingkan dengan kondisi
Provinsi Kalimantan Secara umum, maka terdapat 6 kabupaten yang
mempunyai UHH lebih rendah dari UHH Provinsi Kalimantan Selatan.

Perbandingan Usia harapan hidup Kabupaten Kota di Provinsi

Kalimantan Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 3.9.  Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Kota di
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

UHH Kab Kota di Prov Kalsel tahun 2020

Kota Banjar Baru |GG —— 71,99
Kota Banjarmasin I— 71,13
Tabalong IEG—G—GGEEEEE—— /() /4
Tapin I 70,4
Tanah Bumbu | EG——— S —— 70,34
Tanah Laut G — 0,45
Kota Baru | GcG—G——— o > |
Balangan | EG_—G—— 7 7
Banjar [EG—GE— 7 21
Barito Kuala G 66,09
Hulu Sungai Tenga EEG————— .01
Hulu Sungai Selatani—— 65,97
Hulu Sungai Utara G 63,33
KALIMANTAN SELAT AN 65,66
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2019

b) Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7
tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui
kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang
ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang
diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah
di Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan
kecenderungan meningkat. Dari sebesar 11,41 (tahun 2016) mengalami
kenaikan yang signifikan hingga menjadi 12,44 (tahun 2020) atau naik

sebesar 1,03 poin selama 5 tahun terakhir, seperti pada gambar di bawah

ini:
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Gambar 3. 10. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Banjar Tahun 2016-2020

Perkembangan HLS Kab Banjar
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Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021, Data diolah

Kenaikan angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjar relevan
dengan kenaikan Harapan Lama Sekolah di tingkat Provinsi Kalimantan
Selatan dan Nasional, dimana HLS Provinsi Kalimantan Selatan di tahun
2016 sebesar 12,29 terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 12,68 atau
naik sebesar 0,39 poin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sedangkan di
level nasional, HLS tahun 2016 sebesar 12,72 dan meningkat menjadi
sebesar 12,98 di tahun 2020 atau naik sebesar 0,26 poin selama kurun
waktu 5 tahun.

HLS Kabupaten Banjar masih berada di bawah HLS Provinsi
Kalimantan Selatan dan Nasional, namun bila HLS Kabupaten Banjar
konsisten naik, maka diharapkan dalam beberapa tahun kedepan dapat
menyamai atau bahkan lebih tinggi dari HLS Provinsi dan Nasional. Untuk
lebih jelasnya perbandingan HLS Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan

Selatan dan Nasional dapat dilihat pada gambar dibawabh ini:
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Gambar 3. 11. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional
Tahun 2016-2020

HLS KAB BANJAR, PROV KALSEL DAN NASION
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2016 2017 2018 2019 2020

Nasional

Provinsi Kalsel

Kabupaten Banjar

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, BPS Provinsi Kalsel dan BPS RI, 2021, Data diolah

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian harapan lama
sekolah di antara Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, harapan
lama sekolah Kabupaten Banjar menempati posisi ke delapan.
Perkembangan harapan lama sekolah Kabupaten kota di Provinsi

Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 12. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020

HLS KAB KOTA DI PROV KALSEL

Kota Banjar Baru I — 1 51
Kota Banjarmasin I — 13 O3
Hulu Sungai Utara s — 12 01
Tabalong G 1272
Balangan IG——————————— 1 40
Banjar GG 12,44
Barito Kuala e — 12,30
Tanah BUMbU GGG 2 37
Hulu Sungai Tenga  ucG————————— 12,2
Hulu Sungai Selatar uG—————— 12,17
Tanah Laut G—————————— 12 01
Tapin 1,0
Kota Baru I GcG— 11,03
KALIMANTAN SELAT AN 12,65

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2021, Data diolah

BAB 3 ¢ 72




BANJAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI

ABUPATEN BANJAR

c) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia
15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak
termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah
bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam
Pendidikan Formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar
menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu 2016-2020
capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,00 pada tahun 2016
menjadi 7,35 pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 0,35 poin selama
kurun waktu 5 tahun terakhir. Peningkatan yang signifikan terjadi di tahun
2017 yaitu meningkat sebesar 0,28 poin dari tahun 2016, dari 7,00 di tahun
2016 menjadi 7,28 di tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

gambar di bawah ini:

Gambar 3. 13. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten
Banjar Tahun 2020
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Sumber: BPS Kabupaten Banjar Tahun 2021, Data diolah

Kenaikan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banjar relevan bila
dibandingkan dengan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional,
dimana RRLS Kalimantan Selatan di tahun 2016 sebesar 7,89 tahun terus
kontinu mengalami kenaikan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 8,29
tahun. Sedangkan RRLS Nasional tahun 2016 tahun 7,95 dan naik kontinu

hingga tahun 2020 menjadi sebesar 8,48 tahun.
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Dilihat dari gambar di atas, rata-rata lama sekolah di Kabupaten
Banjar berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Selisih
antara Kabupaten Banjar dengan Provinsi pada tahun 2020 masih cukup

besar yaitu 0,94 poin

Gambar 3. 14. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun
2016-2020

RRLS KAB BANJAR, PROV KALSEL dan NASION#
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Sumber : BPS Kab Banjar, BPS Kalimantan Selatan dan BPS RI, 2021, Data diolah

Apabila dibandingkan Kabupaten kota lain di Provinsi Kalimantan
Selatan. Posisi Rata-rata lama sekolah Kabupaten Banjar pada tahun 2020
berada pada urutan ke dua belas dari 13 Kabupaten kota lainnya yang ada
di Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan urutan pertama untuk Angka
Rata-rata Lama Sekolah tertinggi di provinsi Kalimantan Selatan dipegang
oleh Kota Banjarbaru sebesar 10,95. Sedangkan RRLS yang rendah

dipegang oleh Barito Kuala dengan nilai sebesar 7,34.
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Gambar 3. 15. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten
Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020

RRLS KAB KOTA PROV KALSEL

Kota Banjar Baru GG — 10,05
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Kota Baru |G — 7,3
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Barito Kuala |GGG —— 7,34
KALIMANTAN SELATANEEE— 3,29
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Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2021, Data diolah

d) Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk
konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan
banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas
daya beli.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumaht
angga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk
makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat
dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk,
makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total
pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran perkapita di Kabupaten Banjar mengalami kenaikan
dari Rp12.311 juta,- ditahun 2016 menjadi Rp12.366,00 juta pada tahun
2017 dan di tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp2.571,00
juta, sedangkan di tahun 2019 naik tipis diangka Rp12.681,00 juta. Kondisi
di tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi Rp2.603 juta,- atau
turun sebesar Rp.73,00 juta. Perkembangan pengeluaran per kapita
Kabupaten Banjar dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 3. 16. Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kabupaten
Banjar Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2021, Data diolah

Bila pengeluaran per kapita Kabupaten Banjar dibandingkan Provinsi
Kalimantan Selatan dan Nasional maka Pengeluaran per Kapita Kabupaten
Banjar berada di atas posisi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

Kondisi penurunan pengeluaran per Kapita di Kabupaten Banjar di
Tahun 2020 relevan dengan kondisi yang dialami Provinsi Kalimantan
Selatan dan Nasional yang juga mengalami penurunan. Untuk Provinsi
Kalimantan Selatan di tahun 2019 sebesar Rp12.253,00 juta turun di tahun
2020 menjadi Rp12.032,00 juta di tahun 2020. Pun demikian sama halnya
dengan nasional di tahun 2019 sebesar Rp11.299,00 juta turun menjadi
Rp11.013 juta di tahun 2020.

Penurunan Pengeluaran per kapita diakibatkan adanya resesi baik di
level internasional maupun Indonesia mengingat kondisi pandemi Covid 19

yang melanda tanpa terkecuali di Kabupaten Banjar.
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Gambar 3. 17. Perbandingan Pengeluaran Per kapita Kabupaten
Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional
Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian pengeluaran per
kapita di antara Kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan, capaian
pengeluaran per kapita Kabupaten Banjar menempati posisi keempat.
Pengeluaran per kapita kota-kota di Provinsi Kalimantan Selatan dapat

dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 3. 18. Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten
Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu
Rupiah/Orang/Tahun), 2020
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Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2021, Data diolah
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Pencapaian indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia,

didukung oleh 7 sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan, dengan indikator Indeks
Pendidikan

2. Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat, dengan
indikator persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk

3. Meningkatnya pelestarian budaya, dengan indikator Persentase budaya
dilestarikan

4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator Indeks
kesehatan/Usia harapan hidup

5. Mantapnya ketahanan pangan daerah, dengan indikator Indeks Ketahanan
Pangan

6. Meningkatnya kesehatan reproduksi , dengan indikator Tingkat
Pertumbuhan Penduduk.

7. Meningkatnya partisasi masyarakat berolahraga, dengan indikator indeks
kebugaran.

Target, realisasi dan capaian dari masing masing sasaran dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 3. 10. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Capaian
s/d Tahun
Indikator Realisasi | Capaian Tahun 2020 Target 2020
No Kinerja Tahun Tahun Akhir terhadap
Sasaran 2019 2019 RPJMD Target
Target Realisasi Capaian AKhir
RPJIMD
1 | Indeks 58,50 101,60% 57,89 59,06 102.02% 58.19 101,50%
Pendidikan
2 | Persentase 5,50% 121,68% 4,70% 2,04% 43,40% 4.87% 41,89%
pemustaka
terhadap
jumlah
penduduk
3 | Persentase 70,73% 100,00% 75,61% 65.85% 87.09% 75.61% 87.09%
budaya
dilestarikan
4 | Indeks 66,97 100,47% 66,80 67,21 100,61% 66.94 100,40%
Kesehatan /
Usia
Harapan
Hidup
(UHH)
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Capaian
s/d Tahun
Indikator Realisasi | Capaian Tahun 2020 Target 2020
No Kinerja Tahun Tahun Akhir terhadap
Sasaran 2019 2019 RPJMD Target
Target Realisasi Capaian Akhir
RPJIMD
5 | Indeks 69,15 135,85% 51,0% 69.07 135.43% 51.1 135.17%
Ketahanan
Pangan
6 | Tingkat 1,39% 107,33% 1,49% 1.07% 128.19% 1.48% 127.70%
pertumbuh
an
penduduk
7 | Indeks 0,80 160,00% 0,60 0.28 46,67% 0.7 40.00%
kebugaran

Sumber : Pengolahan Data

1. Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan

Secara filosofis Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kewajiban
pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat (1) menyatakan
setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 28 B ayat (1)
menyatakan setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang. Hak pendidikan
juga dinyatakan dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 60 UU HAM menyatakan setiap anak berhak memperoleh
pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan
minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Menurut Keputusan Presiden No.
36/1990 tentang Konvensi Hak Anak, pemerintah wajib memenuhi hak mendapat
pendidikan bagi anak dan menjamin pemerataan akses pendidikan.

Ketentuan tersebut bermakna negara wajib memberikan kesempatan
bagi semua anak usia sekolah agar dengan mudah memperoleh akses
pendidikan yang terjangkau.

Pemerintah daerah sangat perhatian terhadap peningkatan akses dan
kualitas Pendidikan di Kabupaten Banjar, dimana hal ini selalu menjadi prioritas
di dalam pembangunan di Kabupaten Banjar.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya akses dan kualitas
Pendidikan diukur dengan indikator Indeks Pendidikan.

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan keberhasilan pembangunan

bidang pendidikan, komponen pembentuknya adalah harapan lama sekolah dan

rata-rata lama sekolah, dengan rumus sebagai berikut :
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. I HI+SI RL S
Ipendi d&i

IHLS = Indeks harapan lama sekolah

IRLS = Indeks rata rata lama sekolah

Capaian Indeks Pendidikan pada tahun 2020 adalah 102,02% didapat
dari realisasi sebesar 59,06 dibandingkan dengan target yang ditetapkan
sebesar 57,89. Realisasi diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

0,6 9 14104 9 0

Ipendi dei—k & X106&85D6

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPIJMD maka
capaian tahun 2020 menyumbang sebesar 101,50 % dari target 58,19 pada
tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 102,02 % masuk dalam
capaian kategori Berhasil.

Bila dibandingkan dengan realisasi Indeks Pendidikan tahun 2019
sebesar 58,50, maka realisasi Indeks Pendidikan tahun 2020 ada kenaikan
sebesar 0,56 poin.

Jika dibandingkan indeks Pendidikan Kabupaten banjar dengan kondisi
Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, maka indeks Pendidikan Kabupaten
Banjar masih berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional. Indeks
Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2020 berada di posisi 62,11%

sedangkan indeks Pendidikan di tingkat Nasional secara umum sebesar 63,77%.

Gambar 3. 19. Perbandingan Indeks Pendidikan Kabupaten Banjar
dengan Prov Kal-Sel dan Nasional Tahun 2020

Perbandingan Indeks Pendidikan Kabupaten Banjar dengan
Prov Kalsel dan Nasional Tahun 2020
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Sumber : BPS kabupaten Banjar, BPS Provinsi Kalsel, BPS RI, Data diolah
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Faktor pendorong pencapaian Indikator Kinerja sasaran meningkatnya

akses dan kualitas Pendidikan adalah : Komitmen yang tinggi dari Pemerintah

Daerah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan indeks Pendidikan, antara lain

dengan selalu menempatkan Pendidikan sebagai prioritas pembangunan dan

penganggaran yang mendapatkan porsi yang lebih baik, melakukan koordinasi

dengan stakeholder (BPS dan Kemenag) Kabupaten Banjar terkait data-data
Pendidikan.

Adapun faktor penghambat/kegagalan pencapaian indikator kinerja

sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan adalah sebagai berikut:

Akibat pandemi Covid-19 mengharuskan sekolah2 dilarang melakukan
pembelajaran secara tatap muka, dan diganti dengan pembelajaran secara
daring bagi daerah yang tercover jaringan internet, sementara wilayah yang
tidak terjangkau jaringan internet pembelajaran menggunakan metode guru
kunjung, atau pemberian tugas dan metode lain yang disesuaikan dengan
kondisi setempat.

Pembelajaran dengan mode daring ini, pada triwulan pertama memang
dapat dilaksanakan dengan baik, namun seiring masa pandemi yang telah
berjalan hampir 1 tahun menyebabkan kebosanan siswa dan keluhan orang
tua yang kerepotan mendampingi anaknya belajar secara daring, sehingga
dibeberapa daerah banyak siswa yang tidak lagi mengikuti pendidikan (drop
out), dengan berbagai alasan-alasan sebagai dampak dari panjangnya
pemberlakuan penutupan kegiatan pembelajaran secara tatap muka.
Pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak terhambatnya kegiatan sosio
kultural tetapi juga berdampak pada sosio ekonomi masyarakat yang pada
ujungnya juga mempengaruhi keberadaan siswa untuk bertahan mengikuti
pendidikan, hal ini ditunjukan dengan semakin meningkatnya angka
pernikahan dini, alasan ekonomi siswa turut bekerja untuk membantu
memenuhi hajat hidup bagi keluarganya.

Sedangkan, langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan pada masa

akan datang dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai adalah:

Bekerjasama dengan berbagai pihak terkait kegiatan pembelajaran dimasa
pandemi dan kegiatan persiapan pembukaan pembelajaran secara tatap
muka dengan melakukan pembersihan dan penyemprotan disenfektan pada
sarana prasarana sekolah secara berkala dan penyediaan alat pendukung
kesehatan (thermogun, masker, tempat cuci tangan)
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Melengkapi sarana dan prasarana sekolah/tempat pendidikan yang lebih
representative sesuai standar.

Membentuk satuan tugas (pos pendidikan) dengan berkoordinasi dengan
gugus tugas covid-19 Kabupaten terkait penanggulangan dan kewaspadaan
terhadap penyebaran covid-19.

Menyiapkan dan membuat kurikulum pada masa pandemi bagi sekolah-
sekolah semua jenjang satuan pendidikan.

Memfasilitasi program BOSDA agar menjadi lebih baik dalam memberikan
pelayanan, dan menjadikan sekolah semakin berkualitas serta memiliki daya
saing tinggi.

Melaksanakan program pendataan bagi Anak Tidak Sekolah yang
melibatkan stakeholder guna tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
bidang pendidikan.

Pencapaian sasaran meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan,

didukung oleh program pembangunan daerah (PPD) sebagai berikut :

Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (PPD) dengan

indikator :

a. Angka harapan lama sekolah

b. Rata rata lama sekolah

c. Angka putus sekolah SD

d. Angka Putus sekolah SMP

e. Angka kelulusan siswa SD/MI

f.  Angka kelulusan siswa SMP/MTs
g. Ratarata UN SD/MI

h. Ratarata UN SMP/MTs

Angka Melek huruf

Realisasi dan capaian dari indikator program pembangunan daerah yang

mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan
Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 3. 11. Realisasi dan capaian indikator program yang mendukung
sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Tahun
2019 dan 2020

Target Capaian
Indikator Realisasi Capaian Tahun 2020 Perioge Perioge
No Kinerja tahun (%) tahun Capai Akhir Akhir
2019 2019 Target Realisasi paian Renstra Renstra
(*0) (2021) (2021)
Harapan
Lama
1 Sekolah 12.28 103,63 11,90 12.44 104,53 11.95 104,10
(HLS)
Rata-rata
p | Lama 7.34 96,83 7,68 7,35 95,70 7.78 94,47
Sekolah
(RLS)
Angka putus
3 sekolah 0.05 180 0,24 0,46 8,33 0.23 0,00
SD/MI
Angka putus
4 sekolah 0.13 159 38 0,30 1.72 -373.33 0.18 -755.56
SMP/MTs ’
Angka
5 kelulusan 99.12 99.92 99.26 99.34 99.93 99.93
. 99,21
siswa SD/MI
Angka
g | kelulusan 88,85 89,01 99,84 99.77 99,93 99.87 99,90
siswa
SMP/MTs
Rata-rata
7 Nilai UN 64,89 108,15 60,50 61 -
SD/MI UN ditiadakan karena
Rata-rata pandemi covid-19
8 Nilai UN 51,38 95,15 54,30 54 -
SMP/MTs
Angka
9 Melek Huruf 100,00 102,04 100 NA NA 100,00 NA

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, LKJiP Disdik Kab.Banjar, Data diolah

Pencapaian indikator program pendidikan pada tahun 2020 apabila
dibandingkan dengan pencapaian target kinerja di tingkat Provinsi Kalimantan

Selatan dan Nasional dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Bidang
Pendidikan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
Dan Nasional Tahun 2020

. Realisasi Realisasi Realisasi
Program Indikator Program Satuan o .
Kabupaten Provinsi Nasional
Program Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 12.44 12.68 12.98
Wajar 9 Tahun | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 7.35 8.29 8.48
(PPD) Angka putus sekolah SD/MI Persen 0.46 0,14 0.13
Angka putus sekolah SMP/MTs Persen 1,72 0,33 0,29
Angka kelulusan siswa SD/MI Persen 99.26 N/A N/A
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. Realisasi Realisasi Realisasi
Program Indikator Program Satuan o .
Kabupaten Provinsi Nasional
Angka kelulusan siswa
Persen 99.77 N/A N/A
SMP/MTs
Rata-rata Nilai UN SD/MI Persen
UN ditidakan karena Pandemi Covid-19
Rata-rata Nilai UN SMP/MTs Persen
Angka Melek Huruf Persen NA N/A N/A

Sumber : Buku Profil Pendidikan, Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemdikbud, BPS

a) Harapan Lama Sekolah
Capaian harapan lama sekolah di Kabupaten Banjar dalam kurun
waktu 2016-2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Dari sebesar
11,41 (tahun 2016) mengalami kenaikan yang signifikan hingga menjadi
12,44 (tahun 2020) atau naik sebesar 1,03 poin selama 5 tahun terakhir,

seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 3. 20. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Banjar Tahun 2016-2020

Perkembangan HLS Kab Banjar

12,6 12,44
12,4 12,28

12,2
12
11,8

11,6 11,41
11,4

11,2
11

10,8
2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : BPS Kabupaten Banjar tahun 2021, Data diolah

Kenaikan angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjar relevan
dengan kenaikan Harapan Lama Sekolah di tingkat Provinsi Kalimantan
Selatan dan Nasional, dimana HLS Provinsi Kalimantan Selatan di tahun
2016 sebesar 12,29 terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 12,68 atau
naik sebesar 0,39 poin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sedangkan di

level nasional, HLS tahun 2016 sebesar 12,72 dan meningkat menjadi
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sebesar 12,98 di tahun 2020 atau naik sebesar 0,26 poin selama kurun
waktu 5 tahun.

HLS Kabupaten Banjar masih berada di bawah HLS Provinsi
Kalimantan Selatan dan Nasional, namun bila HLS Kabupaten Banjar
konsisten naik, maka di harapkan dalam beberapa tahun kedepan dapat
menyamai atau bahkan lebih tinggi dari HLS Provinsi dan Nasional. Untuk
lebih jelasnya perbandingan HLS Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan

Selatan dan Nasional dapat dilihat pada gambar dibawabh ini:

Gambar 3. 21. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional
Tahun 2016-2020

HLS KAB BANJAR, PROV KALSEL DAN NASIONA

13,5
12,85 12,91 12,95 12,98
B e 12,68
- 12,46 12,5 12,52 12’ "
1 12'29/ 12,28 '
11,99
12
11,41
115
11
10,5

2016 2017 2018 2019 2020

Provinsi Kalsel Nasional

Kabupaten Banjar

Sumber : BPS Kab Banjar, BPS Provinsi Kalsel dan BPS RI, tahun 2021. Data diolah

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian harapan lama
sekolah di antara Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, harapan
lama sekolah Kabupaten Banjar menempati posisi ke delapan.
Perkembangan harapan lama sekolah Kabupaten kota di Provinsi

Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 3. 22. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021., Data diolah

b) Rata-rata Lama Sekolah

Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar menunjukkan
kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu 2016-2020 capaian rata-rata
lama sekolah meningkat dari 7,00 pada tahun 2016 menjadi 7,35 pada tahun
2020 atau meningkat sebesar 0,35 poin selama kurun waktu 5 tahun terakhir.
Peningkatan yang signifikan terjadi di tahun 2017 yaitu meningkat sebesar
0,28 poin dari tahun 2016, dari 7,00 di tahun 2016 menjadi 7,28 di tahun
2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawabh ini:

Gambar 3. 23. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten
Banjar Tahun 2020

RRLS Kabupaten Banjar
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Sumber : BPS Kabupaten Banjar Tahun 2021, Data diolah
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Kenaikan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banjar relevan bila
dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, dimana
RRLS Kalimantan Selatan di tahun 2016 sebesar 7,89 tahun terus kontinu
mengalami kenaikan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 8,29 tahun.
Sedangkan RRLS Nasional tahun 2016 tahun 7,95 dan naik kontinu hingga
tahun 2020 menjadi sebesar 8,48 tahun.

Dilihat dari gambar di atas, rata-rata lama sekolah di Kabupaten
Banjar berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Selisih
antara Kabupaten Banjar dengan Provinsi pada tahun 2020 masih cukup
besar yaitu 0,94 poin

Gambar 3. 24. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun
2016-2020

RRLS KAB BANJAR, PROV KALSEL dan NASION.

9 205 8.1 817 8,34 8,48
8 YWZQ
7 - 7,28 7,29 7,34 7,35
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2016 2017 2018 2019 2020

Nasional

Provinsi Kalsel

Kabupaten Banjar

Sumber : BPS Kab Banjar, BPS Kal-Selatan dan BPS RI, tahun 2021, Data diolah

Apabila dibandingkan Kabupaten kota lain di Provinsi Kalimantan
Selatan. Posisi Rata-rata lama sekolah Kabupaten Banjar pada tahun 2020
berada pada urutan ke dua belas dari 13 Kabupaten kota lainnya yang ada
di Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan urutan pertama untuk Angka
Rata-rata Lama Sekolah tertinggi di provinsi Kalimantan Selatan dipegang
oleh Kota Banjarbaru sebesar 10,95. Sedangkan RRLS yang rendah
dipegang oleh Barito Kuala dengan nilai sebesar 7,34.
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Gambar 3. 25. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten
Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020
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Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2021, Data diolah

c) Angka Putus Sekolah
Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar salah satunya juga
dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah (APtS). Angka putus sekolah
menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan
tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah
biasanya adalah alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua
membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak

untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan social

Gambar 3. 26. APtS SD/MI dan SMP/MTS Kabupaten Banjar Tahun
2016-2020

AptS SD/MI dan SMP/MTs
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Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
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Untuk capaian tahun 2020 yang merupakan perbandingan antara
target dan realisasi maka Apts SD/MI/SLB adalah sebesar 8,33% dengan
realisasi sebesar 0,46% dari yang ditargetkan sebesar 0,24% atau masuk
dalam kategori tidak berhasil. Sementara untuk AptS SMP/MTs/SMPLB
capaian sebesar -373,33 dengan realisasi sebesar 1,72% dari target yang
ditetapkan sebesar 0,30% dan masuk dalam kategori tidak berhasil.

Tingginya Angka putus sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs dan
SD/MI yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya
diakibatkan dari pandemi covid-19 yang mengharuskan pembelajaran tatap
muka ditiadakan demi keselamatan anak didik dan digantikan dengan sistem
pembelajaran jarak jauh sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif
mengingat tidak semua wilayah di kabupaten Banjar terkoneksi dengan
internet. Hal ini harus mendapatkan perhatian dari seluruh stakeholder yang

ada di Kabupaten Banjar

Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan salah satu indikator kinerja dari PPD
Program wajib belajar 9 tahun. Angka kelulusan ditunjukkan dengan
perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang
terakhir. Untuk SD angka kelulusan didapatkan dari perbandingan jumlah
lulusan dengan jumlah siswa kelas 6, sedangkan untuk SMP/MTs dengan
siswa kelas 3.

Realisasi Angka kelulusan di tingkat SD/MI/SLB di tahun 2020 adalah
sebesar 99,26% dari target sebesar 99,92% dengan tingkat capaian sebesar
99,34% dan masuk dalam kategori cukup berhasil.

Sementara untuk Angka kelulusan di tingkat SMP/MTs/SMPLB di
tahun 2020 adalah sebesar 99,77% dari yang ditargetkan di tahun 2020
sebesar 99,84 dengan persentase capaian sebesar 99,93% dan masuk
dalam kategori Cukup Berhasil.

Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 terdapat peningkatan
angka kelulusan baik di tingkat SD/MI/SLB maupun di tingkat
SMP/MTs/SMPLB .

Perkembangan angka kelulusan SD/MI selama lima tahun (2016-

2020) , cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2018 terjadi

penurunan dari tahun 2017.
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Gambar 3. 27. Angka Kelulusan SD/MI/SLB Tahun 2019-2020

Angka Kelulusan SD/MI

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : Masterplan Pendidikan, LKJiP Disdik, Data Diolah

Perkembangan angka kelulusan SMP/MTs selama lima tahun (2016-
2020) , cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2019 terjadi
penurunan dari tahun 2018.

Gambar 3. 28. Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB Tahun 2019-2020

Angka Kelulusan SMP/MTs

2016 2017 2018 2019 2020
Sumber : Masterplan Pendidikan, LKJiP Disdik, Data Diolah
Kelulusan sebenarnya terkait erat dengan mutu pembelajaran,

karena anak dapat lulus jika daya serap mereka cukup bagus, sehingga lulus

ujian akhir yang diikuti. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan

akan paralel dengan peningkatan mutu pembelajaran.
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e) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai perbandingan antara
jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca
dan menulis dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas
dikalikan seratus persen. AMH merupakan salah satu indikator
kesejahteraan rakyat yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di
sektor pendidikan.

Untuk tahun 2020, capaian dari Angka Melek Huruf belum tersedia
data dari BPS Kabupaten Banjar.

Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah)
menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau
program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk
memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan

sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

2. Sasaran : Meningkatnya Budaya Baca di Kalangan Pelajar dan

Masyarakat

Pendidikan budaya membaca sudah harus diterapkan sejak dini, dengan
kemasan-kemasan yang menarik sesuai dengan usia. Buku adalah salah satu
media yang sangat baik untuk melakukan transfer nilai kepada anak serta
menstimulasi kreativitasnya dan kemampuan dalam berpikir anak.

Selain meningkatkan mental illness, daya tangkap, kreativitas dan logika
berpikir, kebiasaan membaca buku juga bermanfaat untuk membentuk karakter
positif dan membangun hubungan emosional yang hangat dengan orang tua.

Membaca bukan hanya untuk kalangan yang bergelut dengan Pendidikan
saja tetapi untuk semua golongan tanpa membedakan status ekonomi maupun
sosialnya. Membaca merupakan hal sangat penting dilakukan oleh semua
golongan karena membaca dalam kehidupan bermasyarakat merupakan proses
pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengetahui kehidupan di sekitarnya.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya
budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat diukur dengan indikator
persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk.

Formulasi perhitungan persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk

diperoleh dari jumlah pemustaka dibagi jumlah penduduk dikali 100%.
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Pemustaka didefinisikan adalah orang yang menggunakan fasilitas
perpustakaan baik perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, perpustakaan
percontohan, pengguna internet gratis yang disediakan oleh dinas perpustakaan
dan pengunjung virtual perpustakaan di Kabupaten Banjar.

Capaian persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk pada tahun
2020 adalah 43,40 % didapat dari realisasi sebesar 2,04 % dibandingkan dengan
target yang ditetapkan sebesar 4,70 %. Realisasi diperoleh dari pengukuran

sebagai berikut :

Ypemust

aka
P j 1 0,
ersepemuetakh;dmipzelndu;iméugoA

1B0S5
Persepemusztakhg’idemipaelnduzdzs538>{100%2,04%

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka
capaian tahun 2020 baru mencapai 41,89% dari target 4,87% pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 43,40 % masuk dalam
capaian kategori Kurang Berhasil.

Bila dibandingkan dengan realisasi Persentase pemustaka terhadap
jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 5,50 maka realisasi Persentase
pemustaka terhadap jumlah penduduk tahun 2020 ada penurunan sebesar 3,46
poin.

Pada tahun sebelumnya (2016-2018), indikator yang digunakan untuk
melihat perkembangan pemustaka adalah Persentase peningkatan kunjungan ke
Perpustakaan Daerah, dengan realisasi pada tahun 2016 sebesar 4,72 %, tahun
2017 sebesar 1,81 % dan tahun 2018 sebesar 5,30 %. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3. 29. Perkembangan Persentase Peningkatan Kunjungan ke
Perpustakaan Tahun 2016 -2018

Perkembangan Persentase Peningkatan Kunjungan ke
Perpustakaan Tahun 2016 -2018
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Sumber : LK]jIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banjar
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Pencapaian sasaran meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan
masyarakat didukung oleh Program pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan dengan indikator Persentase peningkatan jumlah
pengunjung.

Target, realisasi dan capaian indikator persentase peningkatan jumlah
pengunjung tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 13. Realisasi dan Capaian Indikator Program pengembangan
budaya baca dan pembinaan perpustakaan Tahun 2019 dan

BANJAR

2020
Tahun 2020 Capaian
s/d Tahun
. Realisasi Capaian Target 2020
No rrdc:;?:r: Tahun Tahun Akhir terhadap
2019 2019 Target Realisasi Capaian | RPIMD Target
Akhir
RPJMD
1. Persentase 5,50 122 2,03 -65,02 0 4,87 39,01
peningkatan
jumlah
pengunjung

Sumber : LKJiP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pada tahun 2020, terjadi penurunan terhadap jumlah pengunjung
dibandingkan dengan tahun 2019, dimana pada tahun 2019 pengunjung
perpustakaan sebanyak 32.316 orang berkurang menjadi 11.305 orang pada
tahun 2020.

Faktor pendorong pencapaian sasaran meningkatnya budaya baca di
kalangan pelajar dan masyarakat adalah :

1) Jumlah koleksi buku yang terus bertambah dan bervariasi

2) Pengembangan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi

3) Layanan mobil perpustakaan keliling

Faktor penghambat pencapaian sasaran meningkatnya budaya baca di
kalangan pelajar dan masyarakat adalah :

1) Terjadinya pandemi virus corona (COVID-19) menyebabkan semua
pelayanan pada kegiatan perpustakaan tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan
pelayanan Perpustakaan Daerah ditiadakan guna menekan angka
penyebaran COVID-19, bahkan kegiatan Perpustakaan Keliling pun tidak
dapat berjalan dikarenakan COVID-19. Hal tersebut menyebabkan

menurunnya realisasi indikator kinerja perpustakaan dari tahun sebelumnya.
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2) Adanya rasionalisasi anggaran yang membuat penyelenggaraan kegiatan

tidak dapat berjalan secara maksimal.
Upaya yang dilakukan dalam menghadapi faktor penghambat dalam

pencapaian indikator sasaran ini, antara lain adalah :

1) Memaksimalkan Martapura sebagai pelayanan perpustakaan

2) Kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan juga tetap dilaksanakan
dengan daring (tidak tatap muka) dan juga secara langsung namun dengan
menerapkan protokol Kesehatan

3) Memaksimalkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya
3. Sasaran : Meningkatnya Pelestarian Budaya

Persentase budaya yang dilestarikan merupakan Jumlah unsur budaya
tak benda dan jumlah budaya benda yang dikelola dibagi jumlah unsur budaya

tak benda dan budaya benda yang telah diinventarisir dikali seratus.

Tabel 3. 14. Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Persentase
Budaya yang Dilestarikan Tahun 2020

Tahun 2020 Capaian
s/d Tahun
. Realisasi Capaian Target 2020
No 2:2;?2: Tahun Tahun Akhir terhadap
2019 2019 Target Realisasi Capaian RPJMD Target
Akhir
RPJMD
1. Persentase 70,73% 100% 75,61% 65,85% 87,09% 75,61% 87,09%
Budaya yang
dilestarikan

Sumber : LKJiP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banjar, Pengolahan Data

Realisasi kinerja budaya yang dilestarikan mencapai 65,85%.
Pencapaian tersebut diperoleh dari perhitungan Jumlah unsur budaya tak benda
dan jumlah budaya benda yang dikelola sebanyak 27 unsur dibagi dengan jumlah
unsur budaya tak benda dan budaya benda yang telah diinventarisir sebanyak
41 unsur dikali seratus. Budaya benda yang dilestarikan/dikelola sebanyak 26

buah dan budaya tak benda sebanyak 1 unsur, secara rinci dapat dilihat pada
tabel berikut;
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Tabel 3. 15. Daftar Budaya Benda di Kabupaten Banjar

No hEIEERICEReL LS Lokasi Jenis Dilestarikan
Cagar Budaya
1 Rumah Adat Banjar Desa Teluk Selong, Bangunan Cagar 1
bubungan tinggi dan Kec.Martapura Timur Budaya
rumah adat banjar gajah
baliku
2 Rumah Adat Banjar Desa Teluk Selong Ulu, Bangunan Cagar 2
Gajah Baliku Kec.Martapura Barat Budaya
3 Monumen ALRI Divis IV Desa Paku Alam, Kec.Sungai Bangunan Cagar 3
Hankam Kalimantan Tabuk Budaya
4 Makam Syeh Abdul Desa Sei Batang, Bangunan Cagar 4
Hamid Abulung Kec.Martapura Barat Budaya
5 Mesjid Jami Syeh Abdul Desa Sei Batang, Bangunan Cagar 5
Hamid Abulung Kec.Martapura Barat Budaya
6 Makam Sultan Adam Al Kelurahan Jawa, Kec.Martapura | Bangunan Cagar 6
Watsigbillah Kota Budaya
7 Makam Sultan Tahlilullah | Kelurahan Keraton, Kec Bangunan Cagar 7
Martapura Kota Budaya
8 Makam Sultan Sulaiman Desa Lihung, Kec.Karang Intan Bangunan Cagar 8
Rahmatullah gelar Budaya
Penambahan Datu Pahat
9 Makam Menteri Empat Desa Seungai Tabuk, Bangunan Cagar 9
Keramat Kindu Mu'i Kec.Sungai Tabuk Budaya
10 Makam Pangeran Desa Pasayangan, Bangunan Cagar 10
Abdurrahman Sultan Kec.Martapura Kota Budaya
Muda Abdurrahman
11 Makam Syeh Abdul Desa Tungkaran, Bangunan Cagar 11
Wahab Bugis/ Datu Kec.Martapura Timur Budaya
Patimah
12 Sultan Musta'in Billah Desa Sei Kitano, Kec. Bangunan Cagar 12
(Raja Banjar 4) bin Martapura Timur Budaya
Sultan Hidayatullah
13 Makam Sultan Desa Dalam Pagar, Bangunan Cagar 13
Inayatullah Pangeran Kec.Martapura Timur Budaya
14 Makam Pangeran Desa Jonggol, Kec.Cianjur Bangunan Cagar 14
Hidayatullah Budaya
15 Mesjid Jami Al Mokodam | Kecamatan Sungai Tabuk Bangunan Cagar
Budaya
16 Mesjid Jami Al Karomah Martapura Kota bangunan
bersejarah
17 Benteng Orange Nassau Kecamatan Pengaron Bangunan Cagar 15
Budaya
18 Meriam depan disbudpar, benda cagar
Kodim Martapura dan budaya
Mahligai Sultan Adam
19 Makam Datu Pelampaian | Kecamatan Astambul Bangunan Cagar
Budaya
20 Makam KH. Anang Desa Kampung Melayu Bangunan 16
Syahrani Arif Kecamatan Martapura Timur bersejarah
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No NETIE BB O Lokasi Jenis Dilestarikan
Cagar Budaya

21 Makam H.abdullah Atau Desa Tungkaran, Bangunan 17
Syeh Said Achdan Yang Kec.Martapura Kota Bersejarah
Bergelar Datu
Kalangkala

22 Makam Syeh Aminullah Desa Tungkaran, Bangunan 18
Dikenal dengan Sebutan Kec.Martapura Kota Bersejarah
Datu Bagul

23 Makam Syah Abdul Desa Danau Salak, Bangunan 19
Qadir Kec.Matraman Bersejarah

24 Makam P.Muhammad Desa Rantau Bakula, Bangunan 20
Noor Bumi Kencana Bin Kec.Sungai Pinang Bersejarah
Pangeran Datu Anum
Bumi Kencan

25 Makam Syeh Umar/Datu Desa Tungkaran, Bangunan 21
Bajanggut Kec.Martapura Timur Bersejarah

26 Makam Datu Ma'ad bin Desa Tangkas, Kec.Martapura Bangunan 22
Ali/Datu Rambut Panjang | Barat Bersejarah

27 Makam Datu Mar'i Desa Tungkaran, Bangunan 23

Kec.Martapura Timur Bersejarah

28 Makam H.Pangeran Arga | Desa Bincau, Kec.Martapura Bangunan 24
Kusuma Kota Bersejarah

29 Makan Pangeran Desa Tambak Anyar Ulu Bangunan 25
Muhammad Tambak Kecamatan Martapura Timur Bersejarah
Anyar Bin Sultan Adam
Al Wasiqubillah

30 Makam Pangeran Desa Tambah Anyar Ulu Bangunan 26
Muhammad Tambak Kecamatan Martapura Timur Bersejarah
Anyar Bin Sultan Adam
Al Wasiqubillah

31 Makam KH Salim Ma’ruf Desa Pekauman Dalam Bangunan

Kecamatan Martapura Timur Bersejarah

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar

Tabel 3. 16. Daftar Unsur Budaya Tak Benda

No Unsur Budaya Tak Benda Dilestarikan
1 Manuskrip

2 Tradisi lisan (bakisah, bapantun, madihin, dll)

3 Adat Istiadat

4 Ritus

5 Pengetahuan tradisonal

6 Teknologi tradisional

7 Seni (musik panting, rudat, tari tradisonal banjar, dll) Dilestarikan
8 Bahasa (bakisah bahasa banjar, dll)

9 Permainan Tradisonal

10 Olahraga Tradisonal

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar
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Pelestarian budaya tersebut didukung oleh adanya pegiat budaya serta
tenaga ahli cagar budaya yang membantu dan turut berperan aktif dalam upaya
pelestarian budaya benda maupun tak benda di Kabupaten Banjar, keberadaan
kelompok seni dan budaya yang dikelola dan dibina secara swadaya oleh
masyarakat satuan pendidikan (sekolah) di Kabupaten Banjar dan masyarakat
dan keberadaan Tim ahli cagar budaya Kabupaten Banjar yang merupakan
kelompok ahli pelestarian dari berbagai ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi
untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan serta penghapusan
cagar budaya serta para juru pelihara cagar budaya serta keberadaan petugas

kebersihan warisan budaya di Kabupaten Banjar.

Gambar 3. 30. Persiapan penampilan Aruh Sastra di Kabupaten
Tabalong

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar

Adapun upaya daerah dalam mewujudkan pelestarian budaya
keagamaan adalah melalui strategi pelestarian nilai budaya lokal melalui
program pemerintah daerah (PPD) program pelestarian nilai budaya lokal yang
diukur dengan persentase budaya lokal yang terkelola dengan baik. Tahun 2020
kinerja PPD di targetkan sebesar 63,64% dan dapat terealisasi sebesar 65,85%
atau dengan capaian 103,47%. Persentase budaya yang dilestarikan
merupakan Jumlah unsur budaya tak benda dan jumlah budaya benda yang

dikelola dibagi jumlah unsur budaya tak benda dan budaya benda yang telah

diinventarisir.
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Faktor penghambat/kegagalan :
Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan dalam rangka pelestarian budaya
lokal yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak dapat dilaksanakan,
sebagian besar sumberdaya diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-
19, belum terdapat data yang valid dan lengkap mengenai jenis budaya yang
bernuansa religi termasuk keberadaan kelompok seni dan budaya
bernuansa islami di Kabupaten Banjar, banyaknya kelompok seni budaya
dan pondok pesantren yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten
Banjar yang perlu mendapatkan kesempatan mengaktualisasikan diri dalam
bentuk penampilan even budaya religi.
Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian benda,
situs serta kawasan cagar budaya maupun warisan budaya

Upaya yang dilakukan
Mendorong kelompok kesenian dapat tampil secara digital dan daring
Melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk melakukan pembinaan
kelompok seni dan budaya serta secara rutin menyelenggarakan festival
seni dan budaya agar tersedia wadah bagi kelompok seni dan budaya untuk
tetap aktif dan mengembangkan diri.
Menyempurnakan sistem database kebudayaan dan sejarah yang sudah
mulai dikembangkan pada tahun 2020 ini serta segera menghimpun data
dan informasi dari sumber yang ada.
Melakukan pendekatan kepada pihak yang memiliki, menguasai atau ahli
waris benda, struktur, situs maupun kawasan cagar budaya agar dapat
menjaga kelestariannya dan menyampaikan informasi tentang pelestarian
cagar budaya kepada masyarakat melalui juru pelihara cagar budaya dan
petugas kebersihan benda/struktur/bangunan potensi cagar budaya.
Melakukan inventarisasi kebudayaan benda dan tak benda, termasuk
keberadaan kelompok seni dan budaya islam (alamat, keanggotaan,
aktivitas)
Memfasilitasi pengumpulan data para pelaku budaya Kabupaten Banjar
yang terdampak pandemi Covid-19 untuk dilaporkan kepada Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari program layanan

perlindungan pelaku budaya terdampak Covid-19
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4. Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolok ukur yang digunakan
dalam pencapaian keberhasilan program dengan berbagai upaya
berkesinambungan, terpadu dan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan
kebijakan pembangunan di bidang kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat
dimaksud adalah meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka
kematian bayi, ibu dan anak, menurunnya angka kesakitan maupun angka
kecacatan dan ketergantungan serta meningkatnya status gizi masyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH).

Usia harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu
hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya
tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.

Dalam hal ini berdasarkan serangkaian Age Specific Rate atau rata-rata
umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi
sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur
tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi
sampai mencapai umur tertentu

Idealnya Usia Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian
Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari
catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan
dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia
belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Usia Harapan Hidup
digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite.

Usia harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk
dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur.
Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk
bertahan hidup lebih lama. Usia harapan hidup yang baik dipengaruhi oleh
kesehatan fisik, pendapatan, dan keamanan lingkungan. Apabila kesehatan fisik
tidak mendukung akan memberikan faktor timbulnya penyakit yang memicu pada
kematian. Hal ini akan membuat penurunan angka harapan hidup, begitu juga
sebaliknya. Besarnya angka umur harapan hidup menurut standar UNDP adalah
25 <x < 85.

Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2020 adalah 100,61 % didapat
dari realisasi sebesar 67,21 dibandingkan dengan target yang ditetapkan
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sebesar 66,80. Realisasi diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh Badan
Pusat Statistik Kabupaten Banijar.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPIJMD maka
capaian tahun 2020 sudah melebihi sebesar 100,40 % dari target 66,94 pada
tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100,61 % masuk dalam
capaian kategori Berhasil.

Perkembangan usia harapan hidup selama 5 tahun sebelumnya (tahun
2016 - 2020), menunjukkan tren yang baik yaitu mengalami peningkatan. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 3. 31. Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten
Banjar Tahun 2016-2020

Perkembangan UHH Kabupaten Banjar

67,4
67,21

67,2
67
66,8
66,6

66,4

66,2
66
65,8
65,6
2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021, Data diolah

Capaian rata-rata usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Banjar
dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Dari
sebesar 66,17 pada tahun 2016 menjadi 66,38 di tahun 2017, di tahun 2018
kembali terjadi peningkatan menjadi 66,66. Sedangkan di tahun 2019 dan 2020
berada di angka 66,97 dan 67,21. Sehingga dalam kurun waktu 5 tahun UHH
Kabupaten Banjar mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaiu sebesar
1,04 poin.

Perkembangan UHH Kabupaten Banjar tersebut relevan dengan

perkembangan UHH Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Untuk Provinsi
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Kalimantan Selatan, di tahun 2016 sebesar 67,92 mengalami kenaikan tipis di
tahun 2017 menjadi 68,02. Ditahun 2018 naik sebesar 0,11 poin menjadi 68,23
dan naik kembali di tahun 2019 68,49 (naik 0,26 poin), sementara di tahun 2020
UHH Provinsi Kalsel sebesar 68,66. Sementara untuk kondisi Nasional di tahun
2016 sebesar 70,9 dan di tahun 2017 sebesar 71,06 (atau naik sebesar 0,16
poin), di tahun 2018 naik sebesar 0,14 poin menjadi 71,2. Untuk kondisi di tahun
2019 dan 2020, UHH Nasional berada di angka 71,34 dan 71,47.

Secara umum, kondisi UHH Kabupaten Banjar masih berada di bawah
UHH Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 32. Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2016 -
2020

Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalsel dan Nasional

72
20 765" 71,06 71,2 71,34 71,47
68,66
68 67797 66,02 68,23 55749
66,97 67,21
66 66,17 66,38 6668
64
62
2016 2017 2018 2019 2020
Kabupaten Banjar Provinsi Kalsel Nasional

Sumber : BPS Provinsi Kalsel , BPS RI 2021. Data diolah

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian Usia harapan hidup
di antara Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, usia harapan hidup
Kabupaten Banjar di tahun 2020 menempati posisi ke sembilan sama dengan
kondisi di tahun 2019.

Sedangkan Usia Harapan Hidup yang tertinggi di tempati Kota Banjarbaru
dengan Usia Harapan Hidup sebesar 71,99 tahun, sedangkan yang terendah ada
di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebesar 63,83 tahun. Bila kondisi UHH
Kabupaten/kota di bandingkan dengan kondisi Provinsi Kalimantan Secara
umum, maka terdapat 6 kabupaten yang mempunyai UHH lebih rendah dari UHH

Provinsi Kalimantan Selatan.
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Perbandingan Usia harapan hidup Kabupaten Kota di Provinsi

Kalimantan Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 33. Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Kota di
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

UHH Kab Kota di Prov Kalsel tahun 2020

Kota Banjar Baru e — 71,99
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Kota Baru |G —— o > |
Balangan EG_—G——— 7 72
Banjar GGG o7 21
Barito Kuala GG 66,09
Hulu Sungai Tengal uEG—————————— 6,01
Hulu Sungai Selatar—— 65,97
Hulu Sungai Utara G 63,83
KALIMANTAN SELAT A 63,66

58 60 62 64 66 68 70 72 74
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Data diolah

Pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
didukung oleh program pembangunan daerah (PPD), sebagai berikut :
1. Program penurunan resiko kematian dengan indikator :
a. Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
b. Persentase kematian ibu melahirkan resiko tinggi di rumah sakit
c. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
d. Persentase kematian BBRL (bayi berat lahir rendah) (1000-2500 gr)
2. Program penurunan tingkat kesakitan masyarakat dengan indikator :
a. Persentase pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
b. Persentase pelayanan dan penanggulangan penyakit tidak menular
3. Program perbaikan gizi masyarakat dengan indikator : prevalensi stunting
Target, realisasi dan capaian dari masing masing program pembangunan

daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 3. 17. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program
Pembangunan Daerah Tahun 2019 dan 2020

Tahun 2020 Target Capaian
Realisasi Capaian Periode Periode

tahun (%) tahun o Capaian Akhir Akhir
2019 2019 Target | Realisasi (%) Renstra Renstra
(2021) (2021)

Indikator Kinerja
No. Program

Angka Kematian
Ibu (AKI) per
100.000 kelahiran
hidup

Persentase
kematian ibu

2 melahirkan resiko 0,006 188 0.04 0,0035 191,25 0.03 188,35
tinggi di rumah
sakit

Angka Kematian
Bayi (AKB) per
1.000 kelahiran
hidup
Persentase
kematian BBLR
4., (bayi Berat Lahir 0,067 104,29 0.05 0,0935 12,90 0.03 -111,67
Rendah) (1000 -
2500 gr)
Persentase
pelayanan

5. pencegahan dan 85 100 90 90 100 95 94,74
penanggulangan
penyakit menular
Persentase
pelayanan dan

6. penanggulangan 85 100 90 90 100 95 94,74
penyakit tidak
menular

83,24 139,55 110.4 71.6 135,14 110,4 135,14

3,88 165,66 10.7 6.5 139,25 10,7 139,25

7, | Prevalensi 24,11 82,73 17 | 2018 81,29 17 81,29
stunting

Sumber : Profil Kesehatan, LKJiP Dinkes, Data Diolah

Indikator Program Penurunan Resiko Kematian (PPD) diukur dengan

indikator sebagai berikut :

a) Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu didefinisikan banyaknya kematian perempuan
pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa
memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena
kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain,
seperti kecelakaan, terjatuh dll per 100.000 kelahiran hidup.

Manfaat diketahuinya Angka Kematian Ibu untuk pengembangan
program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan

dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy
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safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga
kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi
kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong
kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian lbu
dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Di Kabupaten Banjar, Angka Kematian Ibu mengalami fluktuasi sejak
tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, namun konstan mengalami
penurunan di tahun 2018 ke tahun 2020. Ditahun 2016, angka kematian Ibu
sebesar 99,3 per 100.000 kelahiran hidup atau sebesar 11 kasus, di tahun
2017 AKI sebesar 90.85 per 100.000 KH atau sebanyak 10 kasus.
Sedangkan di tahun 2018 tetap 10 kasus kematian ibu namun dikarenakan
jumlah kelahiran hidup berkurang mengakibatkan pertambahan rasio yaitu
menjadi 93,3 per 100.000 KH. Untuk tahun 2019 terjadi penurunan kasus
kematian ibu sebesar 9 kasus dengan rasio 83,24 per 100.000 Kh dan untuk
kondisi tahun 2020 kembali menurun dengan 8 kasus atau rasio sebesar
71,6 per 100.000 KH.

Gambar 3. 34. Perkembangan Angka Kematian Ibu Tahun 2016 -
2020

Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : Profil Dinas Kesehatan, LKJiP Dinas Kesehatan, Data diolah

BAB 3 ¢ 104

BANJAR




BANJAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI

ABUPATEN BANJAR

Tabel 3. 18. Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Kelahiran Hidup
Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2020

Tahun Jumlah- Kasus Jumlah Kelahiran Hidup Perhitungan AKI per 100.000
Kematian lbu kh

2016 11 11,074 99.3
2017 10 11,007 90.85
2018 10 10,717 93.3
2019 9 10,812 83.24
2020 8 11,161 71.6

Sumber : Profil Dinas Kesehatan, LKJiP Dinas Kesehatan, Data diolah

b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi
lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka yang menunjukkan
banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup (KH)
pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi
meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per
seribu kelahiran hidup). Perkembangan angka kematian bayi Kabupaten

Banjar selama periode 2016-2020 sebagaimana gambar berikut :

Gambar 3. 35. Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Per
1000 KH di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

Angka Kematian Bayi Per 1000 KH

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : Profil Dinas Kesehatan, LKJiP Dinas Kesehatan, Data diolah
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Dari Gambar diatas, dapat dilihat perkembangan Angka Kematian
Bayi di kabupaten Banjar mengalami fluktuasi dari Tahun 2016 sebesar
9,57/1.000 KH turun secara signifikan di tahun 2017 menjadi sebesar
7,09/1.000 KH. Angka ini mengalami kenaikan kembali di tahun 2018
menjadi 9,98/1.000 KH dan terus menurun tajam di tahun 2019 menjadi
sebesar 3,88/1.000 KH. AKI mengalami peningkatan sebesar 2,62 poin
menjadi 6,5/1.000 KH ditahun 2020. Jika dilihat dari angka absolut maka
kasus AKI mengalami kenaikan di tahun 2019 dari 42 kasus menjadi 73

kasus.

Tabel 3. 19. Jumlah Kelahiran Hidup dan Kasus Kematian Bayi
Tahun 2016 - 2020

Jumlah Kasus ) ) Perhitungan AKB per
Tahun . . Jumlah Kelahiran Hidup
Kematian Bayi 1.000 kh
2016 106 11.074 9,57
2017 78 11.007 7,09
2018 107 10.717 9,98
2019 42 10.812 3,88
2020 73 11.161 6,5

Sumber : Profil Dinas Kesehatan

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian penurunan kematian ibu
dan bayi adalah :

a. Terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Desa

b. Lintas sektor yang berperan aktif dalam menangani masalah kematian
ibu melahirkan dan kematian bayi

c. Penyuluhan kesehatan secara intensif terkait proses persalinan, faktor
resiko ibu hamil dan melahirkan di fasilitas kesehatan yang telah berizin

Faktor penghambat/kegagalan pencapaian penurunan kematian ibu
dan bayi adalah :

1. Terkendala pandemi Covid-19, sehingga belum optimalnya pelayanan
kesehatan khususnya yang bersifat mengumpulkan orang banyak
seperti posyandu, posbindu

Upaya Perbaikan

1. Tetap berupaya memberikan pelayanan kesehatan baik sejak ibu hamil,

bersalin, bayi/balita dengan cara jemput bola, sweeping maupun home

care dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat
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c) Persentase kematian ibu melahirkan resiko tinggi dirumah sakit
Ibu Melahirkan risiko tinggi adalah ibu melahirkan dengan ada
penyulit ( seperti : Posterm, KPD, PEB, Eklamsia, Anemia, HAP, SC, Gameli,
HEG, dsb) dan ibu melahirkan dengan penyakit (seperti Hipertensi,
Gangguan Nutrisi, Penyakit Jantung, Asma, MMR dan sebagainya.
Realisasi persentase kematian ibu melahirkan resiko tinggi di rumah
sakit pada tahun 2020 sebesar 0,0035, hal ini menunjukkan perbaikan dari
tahun 2019 sebesar 0,006.

d) Persentase kematian BBRL (bayi berat lahir rendah) (1000-2500 gr)

Bayi BBLR adalah bayi yang dilahirkan di Rumah Sakit dengan Berat
Badan Lahir Rendah (berat Badan 1.000 s.d 2.500 gr) .

Realisasi persentase kematian BBRL (bayi berat lahir rendah) (1000-
2500 gr) pada tahun 2020 sebesar 0,0935, bila dibandingkan dengan
realisasi tahun 2019 sebesar 0,067, ada kenaikan sebesar 0,0265 point.

Faktor kegagalan yang mempengaruhi persentase kematian ibu
melahirkan resiko tinggi di rumah sakit dan Persentase kematian BBRL (Bayi
berat lahir rendah) (1000-2500 gr) ini adalah :

- Kematian Ibu dipengaruhi karena ibu hamil yang melahirkan di RSUD
Ratu Zalecha sudah dalam kondisi risiko tinggi, yaitu dari 5 kematian ibu
melahirkan disebabkan karena eklampsia dan perdarahan post partum
akibat pre eklamsia berat.

- Kematian BBLR dipengaruhi karena umur kehamilan ibu melahirkan
belum cukup bulan yang berakibat pada kondisi organ tubuh bayi belum
matang sehingga BBLR mengalami asfiksia, dan BBLR mengalami sepsis
karena ibu melahirkan mengalami infeksi penyakit menular yaitu hepatitis
B yang berakibat pada bayi mengalami infeksi.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk menekan/mengurangi
persentase kematian ibu melahirkan resiko tinggi di rumah sakit dan
Persentase kematian BBRL (Bayi berat lahir rendah) (1000-2500 gr) ini
adalah :

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perawat/bidan pada ruang

perawatan ibu dan ruang perawatan bayi

- Peningkatan sarana prasarana pada unit pelayanan PONEK dan
PICU/NICU.

BAB 3 ¢ 107



BANJAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI

ABUPATEN BANJAR
AHUN 2020

- Perlu perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan sehingga bisa
sinkronisasi dengan sistem informasi billing sistem untuk mempermudah

penyampaian dan pelaporan.

e) Persentase pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular

Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh
mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat
berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum
di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi serta pola hidup
bersih dan sehat.

Penyakit menular dapat ditularkan secara langsung maupun tidak
langsung. Penularan secara langsung terjadi ketika kuman pada orang yang
sakit berpindah melalui kontak fisik, misalnya lewat sentuhan dan ciuman,
melalui udara saat bersin dan batuk, atau melalui kontak dengan cairan
tubuh seperti urine dan darah. Orang yang menularkannya bisa saja tidak
memperlihatkan gejala dan tidak tampak seperti orang sakit, apabila dia
hanya sebagai pembawa (carrier) penyakit.

Selain metode penyebaran di atas, penyakit menular juga dapat
menyebar melalui gigitan hewan, atau kontak fisik dengan cairan tubuh
hewan, serta melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi
mikroorganisme penyebab penyakit.

Penyakit menular juga dapat berpindah secara tidak langsung.
Misalnya saat menyentuh kenop pintu, keran air, atau tiang besi pegangan
di kereta yang terkontaminasi. Kuman dapat menginfeksi jika Anda
menyentuh mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu
setelah menyentuh barang-barang tersebut.

Penyakit menular umumnya lebih berisiko mengenai orang yang
memiliki daya tahan tubuh lemah dan tinggal di lingkungan dengan kondisi
kebersihan yang kurang baik. Penyakit menular juga dapat meningkat pada
waktu tertentu, misalnya pada musim hujan atau banjir . Gejala dan tanda
penyakit penyakit menular tergantung pada jenis mikroorganisme yang
menyebabkan penyakit infeksi. Penyakit menular yang umumnya terjadi
antara lain: Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), Diare, TB, Demam

dengue, malaria, dipterid dll.
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Capaian persentase pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular tahun 2020 adalah 100 % didapat dari realisasi sebesar

90% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90%.

Persentase pelayanan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Penyakit tidak menular (PTM) adalah jenis penyakit yang tidak dapat
ditularkan dari orang ke orang melalui bentuk kontak apa pun. Meski
demikian, beberapa macam penyakit tidak menular tersebut memiliki angka
kematian yang cukup tinggi. Angka kematian akibat penyakit tidak menular
tergolong tinggi

Penyakit Tuidak Menular (PTM) itu adalah :

1. Penyakit yang tidak ditularkan dari orang ke orang, yang
perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang
(kronis).

2. Penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman termasuk penyakit
kronis degeneratif antara lain penyakit Jantung, Stroke, Diabetes
Mellitus, Kanker, Penyakit Paru Obstruktif Kronik, Cedera dan
Gangguan Indera dan Fungsional.

3. Penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan lingkungan yang tidak
sehat.

Pencegahan penyakit menular juga bisa diupayakan melalui
kebiasaan hidup sehat. Di antaranya tidak meludah sembarangan, mencuci
tangan, tidak memakai peralatan pribadi bersamaan dengan orang lain,
serta mengonsumsi makanan sehat dan bergizi untuk meningkatkan daya
tahan tubuh terhadap penyakit

Capaian persentase pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit tidak menular tahun 2020 adalah 100 % didapat dari realisasi
sebesar 90% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90%.

Faktor keberhasilan/kegagalan pelayanan dan penanggulangan
penyakit menular dan tidak menular adalah :

a. Kasus penyakit menular masih terjadi meskipun trend menunjukkan
penurunan.

b. Kendala pandemi covid-19 turut berimbas pada kegiatan posbindu,
terkait larangan mengumpulkan orang banyak .

c. Belum seluruh puskesmas mengoptimalkan Tim Pelaksana Kesehatan
Jiwa Masyarakat (TPKJM) di desanya.
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Upaya Perbaikan yang akan dilakukan :

a. Selalu berupaya memberikan pelayanan kesehatan baik berupa
pengobatan, penyuluhan, pemantauan dengan cara home visit, home
care maupun screening secara langsung ke wilayah-wilayah yang
termasuk endemis meskipun terkendala dengan jumlah tenaga yang
terbatas

g) Prevalensi stunting

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan
tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga,
anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan
memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan
makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Faktor lingkungan yang berperan dalam menyebabkan perawakan
pendek antara lain status gizi ibu, tidak cukup protein dalam proporsi total
asupan kalori, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan,
dan angka kejadian infeksi di awal kehidupan seorang anak. Selain faktor
lingkungan, juga dapat disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal. Akan
tetapi, sebagian besar perawakan pendek disebabkan oleh malnutrisi.

Jika gizi tidak dicukupi dengan baik, dampak yang ditimbulkan
memiliki efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Gejala stunting jangka
pendek meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan,
perkembangan otak yang tidak maksimal yang dapat mempengaruhi
kemampuan mental dan belajar tidak maksimal, serta prestasi belajar yang
buruk. Sedangkan gejala jangka panjang meliputi obesitas, penurunan
toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis.

Capaian Prevalensi Stunting tahun 2020 adalah 81,29 % didapat dari
realisasi sebesar 20,18 dibandingkan dengan target yang ditetapkan
sebesar 17. Realisasi diperoleh dari hasil pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan anak balita yang dilakukan di posyandu oleh kader
kesehatan. Sumber data diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Selatan status data di e-PPGBM per 31 Desember 2020.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka

capaian tahun 2020 menyumbang sebesar 81,29% dari target 17 pada
tahun 2021.
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Pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 81,29 % masuk dalam
capaian kategori Cukup Berhasil.

Bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020,
maka prevalensi stunting Kabupaten Banjar masih di atas Provinsi.
Prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 sebesar 12,2.

Masih cukup tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten
Banjar, perlu perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah untuk mencegah
dan menurunkannya.

Faktor pendorong keberhasilan penurunan stunting adalah
komitmen yang tinggi dari mulai Pemerintah Pusat dan daerah, dimana
menjadikan penurunan stunting ini menjadi prioritas nasional yang didukung
dengan berbagai kebijakan dan penganggaran yang memadai.

Faktor penghambat / kegagalan penurunan stunting adalah :

1. Status gizi balita kurus masih ada, meskipun jumlahnya semakin
menurun disetiap tahunnya.

2. Dampak pandemi Covid-19, pelaksanaan pemantauan dan pengukuran
tidak dapat maksimal dilaksanakan serta kegiatan lainnya tidak dapat
dilaksanakan seperti pemberian makanan tambahan, sosialisasi dll.

3. Masih adanya pemikiran dari masyarakat yang menganggap kalau
stunting ini adalah faktor turunan/genetik.

4. Kurangnya pemahaman dari orangtua untuk pola asuh anak yang baik.

Upaya Perbaikan dilakukan adalah
1. Meningkatkan peran Tim Koordinasi Konvergensi pencegahan dan

penanganan stunting Kabupaten Banjar, melalui 8 aksi stunting.

2. Melakukan pendampingan dan penyuluhan terhadap ibu-ibu hamil
khususnya sasaran 1000 HPK

3. Memberikan makanan dan suplemen baik berupa MP-ASI, PMT
maupun multivitamin terhadap sasaran 1000 HPK.

Memnatau pertumbuhan balita di posyandu
5. Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi serta

menjaga kebersihan lingkungan
5. Sasaran : Mantapnya Ketahanan Pangan Daerah
Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan

seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki
ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau
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dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan
terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting
akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan
bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Penilaian
ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan
perorangan (self-sufficiency) dan ketergantungan eksternal yang membagi
serangkaian faktor risiko. Meski berbagai negara sangat menginginkan
keswadayaan secara perorangan untuk menghindari risiko kegagalan
transportasi, namun hal ini sulit dicapai di negara maju karena profesi masyarakat
yang sudah sangat beragam dan tingginya biaya produksi bahan pangan jika
tidak diindustrialisasikan. Kebalikannya, keswadayaan perorangan yang tinggi
tanpa perekonomian yang memadai akan membuat suatu negara memiliki
kerawanan produksi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga
disebutkan bahwa ketahanan pangan nasional dimulai dari ketahanan pangan
tingkat rumah tangga. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pangan harus dapat
diakses dengan mudah bagi rumah tangga.

Penilaian indeks ketahanan pangan terdiri dari empat aspek. Pertama,
affordability terkait dengan cara memotong rantai pasok yang panjang. Kedua,
availability yaitu, terjaganya penawaran. Lalu ketiga, quality and safety terkait
kualitas dan keamanan standar nutrisi dan pengawasan impor dan keempat
natural resources and resilience terkait dengan lahan dan produksi pangan.

Adapun cara perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut :

IFI = 1/9 (IAV + IBPL + IROADP + | LIT+ ILEX + INUT + IWATER + IHEALTH }

Keterangan :
. Ketersediaan Pangan ;
1 Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih “padi + jagung + ubikayu
+ ubi jalar”
Il Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan;
1. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan
2. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai
3. Persentase rumah tangga tanpa akseslistrik
Il Pemanfaatan Pangan ;
1. Angka harapan hidup saat lahir
2. Berat badan balita di bawah standar

3. (underweight)
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4. Perempuan buta huruf
5. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih
6. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan

Tabel 3. 20. Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Indeks Ketahanan

Pangan
Capaian s/d
Indikator Realisasi Capaian Tahun 2020 Target | Tahun 2020
No. Kineria Tahun Tahun Akhir terhadap
! 2019 2019 RPIMD | Target Akhir
Target Realisasi Capaian RPJMD
1 Indeks
Ketahanan 69.15 135.85% 51.0 69.07 135,43% 51.10 135.17%
Pangan
Sumber : Pengolahan Data
Capaian indikator sasaran indeks ketahanan pangan tahun 2020 adalah
135,43% didapat dari realisasi sebesar 69.07%% dibandingkan dengan target
yang ditetapkan sebesar 51,00%.
Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka
capaian tahun 2020 sudah menyumbang sebesar 135,17 % dari target 51,10%
pada tahun 2021.
Pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 135,43 % masuk dalam
capaian kategori Berhasil.
Tabel 3. 21. Realisasi dan Capaian Indikator program yang mendukung
sasaran Sasaran Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2019 dan
2020
Capaian s/d
Indikator Realisasi Capaian Tahun 2020 Target | Tahun 2020
No. Kineria Tahun Tahun Akhir terhadap
] 2019 2019 RPIJMD | Target Akhir
Target Realisasi Capaian RPJMD
. 179,91% 81,66% 219,46% 299,11% 136,29 218,87 136,66%
1 Ketersediaan %
pangan utama
(beras)

Sumber : LK|jIP Dinas Ketahanan Pangan, Pengolahan Data

Faktor Pendorong :
Dalam pencapaian mantapnya ketahanan pangan daerah tersebut di

dorong beberapa hal sebagai berikut :
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Tersedianya unit-unit pelayanan sarana produksi pertanian di tiap
kecamatan.
Tersedianya lahan-lahan pekarangan dan kader-kader PKK di tiap-tiap desa

di Kabupaten Banjar.

Faktor Penghambat :

Dalam pencapaian mantapnya ketahanan pangan daerah tersebut

mempunyai beberapa hambatan sebagai berikut :

1

2)
3)

Adanya bencana alam kebanjiran/kekeringan serta serangan hama/penyakit
pada komoditas pangan.

Alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan yang tidak terkendali.

Fluktuasi harga pangan yang cenderung terus mengalami peningkatan pada

tingkat konsumen.

Upaya yang dilakukan :

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian mantapnya ketahanan pangan

tersebut adalah sebagai berikut :

1

2)

3)

4)

1)
2)
3)

4)

Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam pembinaan
pendayagunaan sumber daya lahan

Meningkatkan frekuensi pembinaan alih teknologi bagi kelompok-kelompok
wanita tani/kader PKK desa binaan.

Meningkatkan kesadaran petani/masyarakat untuk mau dan mampu
melakukan penyediaan cadangan pangan di tingkat rumah tangga/desa.
Optimalisasi peran aktif Lembaga usaha mandiri yang ada di masyarakat
dalam upaya memperlancar sistem distribusi dan stabilitas harga pangan

masyarakat.

Dengan rencana tindak lanjut yang akan datang :
Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
Penanganan kerawanan pangan daerah.
Penerapan analisis ketersediaan, cadangan pangan, distribusi dan akses
pangan.
Meningkatkan mutu dan keamanan pangan.

Sasaran : Meningkatnya Kesehatan Reproduksi

Pengertian kesehatan reproduksi hakekatnya telah tertuang dalam Pasal

71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan
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bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan
sosial secara utuh, tidak semata- mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang
berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan
perempuan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan keturunan, termasuk juga
hak untuk tidak mendapatkan keturunan, hak untuk hamil, hak untuk tidak hamil,
dan hak untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan.

Ruang lingkup pelayanan kesehatan Repoduksi menurut International
Conference Population and Development (ICPD) tahun 1994 di Kairo terdiri dari
kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan
infeksi menular seksual termasuk Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan
Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), kesehatan reproduksi remaja,
pencegahan dan penanganan komplikasi aborsi, pencegahan dan penanganan
infertilitas, kesehatan reproduksi usia lanjut, deteksi dini kanker saluran
reproduksi serta kesehatan reproduksi lainnya seperti kekerasan seksual, sunat
perempuan dan sebagainya.

Hasil akhir yang diharapkan dari peningkatan kesehatan reproduksi ini
adalah dapat menekan tingkat pertumbuhan penduduk/laju pertumbuhan
penduduk.

Angka laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk
di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat
pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini
dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan
penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometric
dan eksponesial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode
geometrik

Pencapaian keberhasilan sasaran meningkatnya kesehatan reproduksi
ini diukur dari indikator Tingkat Pertumbuhan Penduduk.

Capaian Tingkat Pertumbuhan Penduduk tahun 2020 adalah 128,19 %
didapat dari realisasi sebesar 1,07% dibandingkan dengan target yang
ditetapkan sebesar 1,49%.

Realisasi diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat

Statistik Kabupaten Banijar.
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Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPIJMD maka
capaian tahun 2020 sudah menyumbang sebesar 127,70 % dari target 1,48%
pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 128,19 % masuk dalam
capaian kategori Berhasil.

Bila dilihat perkembangan selama lima tahun (tahun 2016-2020), tingkat
pertumbuhan penduduk menunjukkan tren yang baik (menurun), untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. 36. Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Banjar Tahun 2016 -2020

Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

1

m 2016 w2017 = 2018 = 2019 = 2020

Sumber : BPS Provinsi Kalsel, Data diolah

Perbandingan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar selama
periode 5 tahun (2016-2020) berada di bawah provinsi Kalimantan Selatan dan
berada di atas Nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 3. 37. Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel dan Nasional Tahun

2016 -2020

Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalsel dan Nasional Tahun 2016-2020

13- 1.3

2016 2017 2018 2019 2020

==@==Kah.Banjar ==#==Prov.Kalsel ==#==Nasional

Sumber : BPS Provinsi Kalsel, Data diolah

Pencapaian sasaran meningkatnya kesehatan reproduksi didukung oleh

Program Pembangunan Daerah (PPD) dan program lainnya, yaitu :

1. Program Keluarga Berencana (PKB) dengan indikator Persentase kelahiran
pada usia ideal (20-40 tahun)

2. Program keluarga berencana dengan indikator persentase akseptor KB aktif
dan persentase Pasangan Usia Subur (PUS) dengan usia isteri di bawah
usia 20 tahun

3. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri dengan indikator Persentase kelompok bina ketahanan yang akitif
dan persentase kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja yang

terbentuk.

Tabel 3. 22. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program yang
mendukung sasaran meningkatnya kesehatan reproduksi

tahun 2019 dan 2020

Tahun 2020 Target Capaian
Indikator Kinerja Realisasi Capaian Perioge Perioge
No. Program tahun (%) tahun o Capaian Akhir Akhir
9 2019 2019 Target Realisasi (%) Renstra Renstra
(2021) (2021)
1 Persentase
kelahiran pada
usia ideal (20-40 68,44 114,07 65 89,11 137,09 70 127,30
tahun)
2 | Persentase 77,14 110,20 72 80,69 112,07 75 107,59
akseptor KB
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Tahun 2020 Target Capaian
Indikator Kinerja Realisasi Capaian Perioge Perioge
No Program tahun (%) tahun o Capaian Akhir Akhir
’ 9 2019 2019 Target Realisasi (%) Renstra Renstra
(2021) (2021)
3 Persentase PUS
dengan usia isteri 14,43 103,95 14 13,80 101,43 13,75 99.64
di bawah usia 20
tahun
4 Persentase
kelompok bina 50 100 53 53,10 100,19 55 96,55
ketahanan yang
aktif
5 Persentase
kelompok pusat
informasi dan 80 100 81 82,69 102,09 83 99,63
konseling (PIK)
remaja yang
terbentuk

Sumber : LKJiP DP2KBP3A Kabupaten Banjar, Data Diolah

Adapun faktor pendorong yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran

meningkatnya kesehatan reproduksi adalah :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
mensyaratkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan
dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas)
tahun

2) Tercapainya target target pada indikator Program yang mendukung sasaran.

3) Adanya sumber pembiayaan kegiatan yang berasal dari APBN yaitu Dana
Alokasi Khusus Non Fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) yang

mendukung pencapaian target kinerja.

Faktor Peghambat pencapaian sasaran meningkatnya kesehatan reproduksi

adalah :

1) Kurang meratanya persebaran penduduk, dimana sebaran penduduk di
Kecamatan Martapura lebih padat daripada penduduk di kecamatan lainnya
di Kabupaten Banjar

2) Persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia muda dengan alasan supaya
terhindar dari berbagai hal yang akan menjerumuskan pemuda-pemudi ke
dalam jurang kemaksiatan, supaya terhindar dari pergaulan bebas, dapat
meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga, dan belajar

bertanggung jawab terhadap keluarga.

Upaya yang dilakukan:
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1) Meningkatkan peran kader KB di tingkat Desa dalam hal pembinaan kepada
masyarakat.

2) Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan KB di
masyarakat

3) Memfokuskan kegiatan pada hal yang benar-benar dapat memberi nilai
ungkit yang besar terhadap pencapaian target.

4) Pemerintah daerah sangat mensupport agar program nasional untuk
mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dapat tercapai yaitu
dengan cara masyarakat yang belum ber KB diajak dan diberikan edukasi
tentang pentingnya Keluarga Berencana

5) Membangun kesepahaman dengan Kementerian Agama Bersama tokoh
agama dan tokoh masyarakat mengenai idealnya usia pernikahan di
kalangan remaja dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi wanita

6) Peningkatan kinerja kampung KB dengan optimalisasi kerja sama lintas
sektor dimana tujuan utamanya adalah mengintegrasikan kegiatan SKPD
guna menunjang peningkatan kualitas pelayanan, advokasi dan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana bagi masyarakat

khususnya yang masih berada di desa tertinggal.
7. Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga

Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam
kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik.
Olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit
termasuk penyakit jantung, diabetes tipe 2, osteoporosis, bentuk kanker,
obesitas, dan cedera. Partisipasi dalam olahraga juga dikenal untuk mengurangi
depresi, stres dan kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, tingkat energi,
kualitas tidur, dan kemampuan untuk berkonsentrasi. Ada tiga faktor yang
berdampak pada patrtisipasi olahraga, yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan
faktor sosial budaya. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga
semakin meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi
masyarakat pada indeks pembangunan olahraga (SDI). Olahraga yang secara
spesifik dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi pelakunya adalah olahraga
kesehatan. Dalam olahraga kesehatan tidak hanya melatih aspek jasmaniah,
juga menjangkau aspek rohaniah dan aspek sosial. Kesadaran masyarakat untuk

berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan individu dan
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masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan
bermartabat.

Perkembangan zaman yang semakin maju, maka partisipasi masyarakat
dalam pembangunan olahraga akan menentukan postur dan kemajuan
pembangunan olahraga sampai ke suatu daerah. Pembangunan olahraga yang
bertumpu pada peran serta masyarakat dahulu telah dicoba dalam kemasan
"gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat".
Artinya seluruh warga masyarakat mengenal dan menggemari berbagai jenis
olahraga serta membiasakan diri untuk berolahraga. Meningkatkan partisipasi
segenap lapisan masyarakat, sehingga menjadi bagian dari kebiasaaan. Dengan
demikian, tercipta masyarakat yang (1) sehat jasmani dan rohani,(2) terbentuk
kepribadian, yang antara lain berani, berdisiplin, jujur, dan cinta tanah air,
bangsa, dan negara, (3) berkembang tingkat pengetahuan dan kecerdasan, dan
(4)berkembang rasa sosial. (Direktorat Keolahragaan, 1987: 5).

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
Berolahraga diukur dengan indikator Indeks Kebugaran.

Indeks kebugaran adalah pengukuran tingkat kebugaran masyarakat
dengan menggunakan metode multistage fithess test (MFT) dengan alat tensi
meter, alat ukur jantung, lintasan lari, stopwatch,timbangan BB.

Capaian Tingkat indeks kebugaran tahun 2020 adalah 46.67 % didapat
dari realisasi sebesar 0,28 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar
0,60.

Realisasi diperoleh dari pengukuran sebagai berikut :

Indd&Kkedbugaran

_Ypeseydmygengi ketluu ghe gi a)tlhumgxalooo/
- Ypenduduk 0

Indd&lkesdbugaran

—13'92>1<100%0280/
T 46842 ’ 0

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka
capaian tahun 2020 ,baru mencapai 40 % dari target 0,70 pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 46,67 % masuk dalam
capaian kategori Kurang Berhasil.
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Indikator indeks kebugaran merupakan indikator yang baru ditetapkan
setelah perubahan RPJMD sehingga untuk realisasi tahun sebelumnya (2016 —
2018) tidak ada data tersedia.

Pencapaian sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga,
didukung oleh program pembangunan daerah dan program lainnya, yaitu :

1. Program pemasyarakatan olahraga (PPD) dengan indikator persentase
fasum yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga

2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dengan indikator
persentase fasum yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga

3. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga dengan indikator
persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga

Tabel 3. 23. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program yang
mendukung sasaran meningkatnya masyarakat berolahraga
tahun 2019 dan 2020

Tahun 2020 Target Capaian
Indikator Kinerja Realisasi Capaian Periode Periode
tahun (%) tahun o Capaian Akhir Akhir
No. Program 2019 2019 Target Realisasi p R
(%) enstra Renstra
(2021) (2021)
1 Persentase
fasum yang
dimanfaatkan 60 100 60 60 100 100 60
untuk aktivitas
olahraga
2 Persentase
kecamatan yang
memiliki sarana 10 100 15 15,11 100,73 20 75,55
dan prasarana
olahraga dalam
kondisi baik
Sumber : LKJiP Dispora Kab. Banjar, Data diolah
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran

meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga adalah :
1. Tersedianya sarana dan prasarana olah raga yang cukup memadai
2. Dukungan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
di desa, meskipun belum maksimal.
Faktor penghambat ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran
meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga adalah :
1) Dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan dilarangnya kerumunan
dan beberapa kegiatan olahraga massal ditiadakan sedangkan untuk

mengukur indeks kebugaran harus mengumpulkan orang sebagai sampel.
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2) Adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan penyelenggaraan

perhitungan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Upaya perbaikan yang dilakukan ke depannya agar sasaran
meningkatnya parstisipasi masyarakat berolahraga dapat tercapai sesuai target
adalah :

1. Upaya perbaikan yang dilakukan adalah melakukan pengukuran secara
bertahap dan mengaktifkan kegiatan olahraga massal dengan tetap

mengikuti protokol kesehatan .

Secara garis besar faktor pendorong dan penghambat atas
pencapaian indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Manusia adalah
sebagai berikut :

Faktor Pendorong keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama

Indeks Pembangunan Manusia adalah :

1) Komitmen Pemerintah kabupaten Banjar untuk meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar
Tahun 2016-2021 berupa Peningkatan indeks Pendidikan, Peningkatan Usia
Harapan Hidup dan Peningkatan Ekonomi masyarakat Kabupaten Banjar.

2) Luas wilayah, jumlah penduduk dan potensi sumber daya alam Kabupaten

Banjar yang besar.

Faktor Penghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks

Pembangunan Manusia adalah :

1) Kondisi Kabupaten Banjar yang mempunyai kekhususan di bidang
Pendidikan, dimana banyak terdapat pesantren yang masih belum
menyelenggarakan pendidikan kesetaraan (murni agama) dan belum
terdaftar di Kementerian agama

2) Variabel pendidikan di dalam Indeks Pembangunan Manusia yaitu Expected
Years of Schooling (EYS) dan Mean Years of Schooling (MYS) di Kabupaten
Banjar dalam lima tahun terakhir berada di bawah rata-rata Kalimantan
Selatan, termasuk beberapa indikator turunannya seperti Angka Partisipasi
Kasar dan Angka Partisipasi Murni pendidikan SMP dan SMA berada di
bawah angka Kalimantan Selatan.

3) Kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Banjar tentang pentingnya

pendidikan kesetaraan
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Variabel kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia adalah Angka
Harapan Hidup yang dalam lima tahun terakhir capaiannya berada di bawah
pencapaian Kalimantan Selatan dan Nasional

Masih tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Banjar berakibat pada
tingginya Angka Kematian Ibu, Kematian Bayi dan kasus gizi rendah
(stunting)

Upaya yang dilakukan
Membangun kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Pesantren
dalam bentuk MoU untuk penenyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di
dalam pesantren dan Memfasilitasi pondok pesantren yang ada di
Kabupaten Banjar dalam melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan
Pensil (UNKP) untuk program kesetaraan Paket A, dan Ujian Nasional
Berbasis Komputer (UNBK) program kesetaraan Paket B, dan C
Peningkatan kebutuhan prasarana pendidikan serta perbaikan fasilitas
pendidikan;
Menyediakan beasiswa masyarakat miskin, dan terwujudnya penanganan
masalah putus sekolah dan masalah pendidikan lainnya melalui Gerakan
BADADAS (Banjar Cerdas dan Sehat) guna mengurangi jumlah siswa putus
sekolah;
Memberikan bantuan kepada madrasah, swasta dan pesantren, tenaga
pendidikan dan tenaga kependidikan guna meningkatkan peran dan
partisipasi madrasah swasta/pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket;
Peningkatan tunjangan kesejahteraan guru-guru agama TKA/TPA dan
Madrasah Diniyah
Optimalisasi program pendidikan formal maupun non formal termasuk
program kesetaraan Paket A, B, dan C
Peningkatan program pencegahan anak putus sekolah
Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar di wilayah pinggiran
Perbaikan sekolah/ruang kelas secara berkala
Gencar melaksanakan program Gerakan Masyarakat Sehat melalui
sosialisasi dan penyuluhan kesehatan
Penyediaan tenaga medis yang menetap di desa
Peningkatan akses dan pelayanan fasilitas kesehatan
Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Desa yang terdiri dari beberapa elemen
masyarakat dengan tugas penggerakan masyarakat agar berperan aktif
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dalam pelayanan kesehatan dasar khususnya yang berkaitan dengan
masalah kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan status gizi masyarakat

14) Penyelenggaraan Sosialisasi dan konseling terkait dampak buruk
pernikahan dini dan resiko menikah muda

15) Menciptakan program bantuan permodalan

16) Melakukan pelatihan keterampialn padat karya

17) Melakukan control stabilitas harga barang barang kebutuhan pokok

18) Peningkatan anggaran dana desa untuk penyediaan dan perbaikan
infrastruktur, serta mengintegrasikan dengan perencanaan pembangunan di
Kabupaten.

19) Dengan masih adanya dampak Pandemi Covid-19, berupaya untuk tetap
melaksanakan kegiatan kegiatan baik yang mendukung kinerja Pendidikan

maupun kesehatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya Kualitas
Sumber Daya Manusia adalah Tingkat Pertumbuhan Penduduk. Indikator ini
merupakan indikator sasaran dari Meningkatnya Kesehatan Reproduksi yang
dijadikan Indikator Kinerja Utama Kabupaten yang telah ditetapkan dalam
Perbup Nomor 6 Tahun 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa
dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu
dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran,
penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan
kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Penduduk adalah modal dasar pembangunan, juga merupakan titik
sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk ideal
sesuai dengan daya dukung lingkungan, laju pertumbuhan terkendali diikuti
dengan kualitas tinggi adalah modal bagi keberhasilan pembangunan.
Sebaliknya keberhasilan pembangunan dapat menjadi dasar bagi terkendalinya
jumlah, laju pertumbuhan dan kualitas penduduk. Berbagai bukti empiris
menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah sebagian besar ditentukan oleh

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
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Dua komponen pokok kependudukan yang penting dikaji adalah proses
kependudukan dan struktur kependudukan. Proses kependudukan mencakup
aspek kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk. Struktur kependudukan
mencakup aspek komposisi antara lain komposisi penduduk menurut umur, jenis
kelamin, status perkawinan, dan lain-lain. Hasil dari dua komponen baik proses
maupun struktur adalah dasar bagi proses pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa
dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu
dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran,
penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan
kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Tabel 3. 24. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat
Pertumbuhan Penduduk

Capaian
Tahun 2020 s/d Tahun
Indikator Realisasi Capaian Target 2020
No. Kineria Tahun Tahun Akhir terhadap
! 2019 2019 RPJMD Target
Target Realisasi Capaian Akhir
RPJIMD
1 Tingkat 1,39% 107,33% 1,49% 1,07% 128,19% 1.48% 127,70%
Pertumbuhan
Penduduk

Sumber : Pengolahan Data

Capaian Tingkat Pertumbuhan Penduduk tahun 2020 adalah 128,19 %
didapat dari realisasi sebesar 1,07% dibandingkan dengan target yang
ditetapkan sebesar 1,49%.

Realisasi diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik Kabupaten Banjar.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPIJMD maka
capaian tahun 2020 sudah menyumbang sebesar 127,70 % dari target 1,49%
pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 128,19 % masuk dalam

capaian kategori Berhasil.
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Bila dilihat perkembangan selama lima tahun (tahun 2016-2020), tingkat
pertumbuhan penduduk menunjukkan tren yang baik (menurun), untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 3. 38. Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Banjar Tahun 2016 -2020

Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

1,39

1

2016 = 2017 = 2018 = 2019 = 2020

Sumber : BPS Provinsi Kalsel, Data diolah

Perbandingan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar selama
periode 5 tahun (2016-2020) berada di bawah provinsi Kalimantan Selatan dan
berada di atas Nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 39. Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel dan Nasional Tahun
2016 -2020

Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalsel dan Nasional Tahun 2016-2020

$- .
e e
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Sumber : BPS Provinsi Kalsel, Data diolah
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Faktor Pendorong pencapaian indikator kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan
Penduduk :

1

2)

Jumlah penduduk yang besar di Kabupaten Banjar merupakan suatu hal
positif karena dengan jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dijadikan
sebagai subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah
tenaga kerjanya banyak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
mensyaratkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan
dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas)
tahun

Faktor Penghambat pencapaian indikator kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan
Penduduk:

1

2)

Kurang meratanya persebaran penduduk, dimana sebaran penduduk di
Kecamatan Martapura lebih padat daripada penduduk di kecamatan lainnya
di Kabupaten Banjar

Persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia muda dengan alasan supaya
terhindar dari berbagai hal yang akan menjerumuskan pemuda-pemudi ke
dalam jurang kemaksiatan, supaya terhindar dari pergaulan bebas, dapat
meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga, dan belajar
bertanggung jawab terhadap keluarga.

Upaya yang dilakukan:

1)

2)

3)

Pemerintah daerah sangat mensupport agar program nasional untuk
mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dapat tercapai yaitu
dengan cara masyarakat yang belum ber KB diajak dan diberikan edukasi
tentang pentingnya Keluarga Berencana.

Membangun kesepahaman dengan Kementerian Agama bersama tokoh
agama dan tokoh masyarakat mengenai idealnya usia pernikahan
dikalangan remaja dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi bagi
wanita

Peningkatan kinerja Kampung KB dengan optimalisasi kerja sama lintas
sektor dimana tujuan utamanya adalah mengintegrasikan kegiatan SKPD
guna menunjang Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE

keluarga berencana bagi masyarakat khususnya yang masih berada di desa

tertinggal
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Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angjatan kerja, digunakan untuk mengidentifikasikan besarnya
persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat
pengangguran yang tinggi menunjukan bahwa terdapat banyak angkatan kerja
yang tidak terserap pada pasar kerja.

Rumusan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) :

TPE%XlOO

Dimana :
a = Jumlah Pengangguran

b = Jumlah Angkatan Kerja

Capaian dari tujuan menurunnya tingkat pengangguran ini diukur dengan
indikator tingkat pengangguran terbuka. Dan untuk mengetahui tingkat capaian

dari tujuan menurunnya tingkat pengangguran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 25. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat
Pengangguran Terbuka

Capaian s/d
Indikator Realisasi Capaian Tahun 2020 Target Tahun 2020
No. Kineria Tahun Tahun Akhir terhadap
) 2019 2019 RPIMD | Target Akhir
Target Realisasi Capaian RPJMD
1 Tingkat 2.89% 101,03% 3,88% 3.87% 100,26% 2.73% 58.24%
Pengangguran
Terbuka

Sumber : Pengolahan Data

Target Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2020 pada RPJMD adalah
sebesar 2,83%, kemudian dirubah menjadi sebesar 3,88% karena dilakukannya
rasionalisasi anggaran akibat dari Pandemi Covid-19 yang tertuang dalam
Perbup Banjar No 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 sehingga
dilakukan penyesuaian target yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2020 Tanggal 01 September 2020.
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Akibat adanya wabah covid-19 yang berdampak secara global, tidak
terkecuali di Kabupaten Banjar. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka di
Kabupaten Banjar mengalami penurunan dari 2,89% di Tahun 2019 menjadi
3,88% Tahun 2020. Capaian Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka tahun
2020 adalah 100,26% didapat dari realisasi sebesar 3,87% dibandingkan dengan
target yang ditetapkan sebesar 3,88%. Realisasi diperoleh dari perhitungan yang
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka
capaian tahun 2020 menyumbang sebesar 58,24%dari target 2,73% pada tahun
2021. Pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100,26% masuk dalam
capaian kategori Berhasil.

Salah satu inklusifitas pertumbuhan ekonomi menyasar pada
kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi angka pengangguran.
Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk dalam
aktifitas ekonomi (lapangan usaha) sangat diperlukan. Oleh karena itu,
pertumbuhan ekonomi yang dicapai diharapkan akan semakin memberikan
multiplier efek besar bagi perluasan kesempatan kerja di daerah. Implikasinya,
perhatian pemerintah sudah selayaknya lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor
ekonomi yang padat tenaga kerja. Semakin pertumbuhan ekonomi inklusif, maka
tingkat pengangguran juga akan berangsur menurun.

Dari total penduduk yang bekerja di Kabupaten Banjar dapat terlihat
persentase penduduk yang bekerja di setiap lapangan usaha yang dapat dipakai
sebagai salah satu indikator potensi sektor perekonomian dalam menyerap
tenaga kerja. Distribusi penduduk yang bekerja dikelompokkan dalam delapan
sektor lapangan usaha.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Banjar bekerja di sektor pertanian
(33,52%) dan sektor perdagangan sebesar 19,52%, dan sektor penyediaan
akomodasi dan makan minum (10,58%). Sedangkan untuk pertambangan
walaupun menjadi salah satu dalam tiga kategori lapangan usaha unggulan di
Kabupaten Banjar namun untuk pekerja nya hanya sebesar 3,05%, hal ini

mengindikasikan bahwa pertambangan termasuk industri padat modal.
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Gambar 3. 40. Persentase Tenaga Kerja Menurut Sektor di Kabupaten
Banjar
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Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Banjar 2020, BPS

Angka tingkat pengangguran terbuka ini belum mencerminkan
ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai karena angka tingkat
pengangguran hanya memperhitungkan aspek pencari kerja saja. Sementara
penduduk yang setengah menganggur (under employement), pengangguran tak
kentara (disguised unemployement) dan pengangguran tersembunyi (hidden
unemployement) tidak kelihatan dari angka pengangguran terbuka. Berikut dapat
dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar pada tingkat Provinsi
Kalimantan Selatan.

Gambar 3. 41. Tingkat Pengangguran Terbuka per Kabupaten/ Kota di
Kalimantan Selatan per Agustus 2020
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Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Banjar 2020, BPS
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Faktor Pendukung :

1

2)

3)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Banjar Pada tahun
2019 mencapai 71,91%, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar
71,43% terus meningkat di tahun 2020 menjadi 72,55%. Perubahan TPAK
tidak terlepas dari dinamika jumlah penduduk yang bekerja dan
pengangguran yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja.
Hal ini berarti bahwa lapangan kerja di Kabupaten Banjar memiliki
kemampuan mengurangi tingkat pengangguran secara bertahap dapat
dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 26. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat
Pengangguran Terbuka

Tahun
No Uraian
2018 2019 2020
@ @ @) 4)
1. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 71,43 71,91 72,55
2. | Tingkat Pengangguran Terbuka 2,90 2,89 3,87

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka 2021, BPS

Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang ada.
Sehubungan dengan itu, jika upah yang ditetapkan tinggi, maka biaya
produksi akan semakin meningkat. Akibatnya, perusahaan melakukan
efisiensi dengan cara pengurangan tenaga kerja dan berakibat pada
bertambahnya jumlah pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang
mempengaruh pengangguran terbuka. pertumbuhan ekonomi yang yang
bertumbuh negatif di tahun 2020 akan berdampak pada pemutusan

hubungan kerja yang artinya jumlah pengangguran akan bertambah.

Faktor Penghambat :

1)

Pertumbuhan jumlah tenaga kerja secara alamiah dipengaruhi oleh
pertumbuhan penduduk baik karena sebab kelahiran dan kematian maupun
karena migrasi. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Banjar
mencapai 565.635 jiwa, dan sekitar 72,55 persennya merupakan jumlah
angkatan kerja. Jumlah penduduk Kabupaten Banjar selalu mengalami
peningkatan tiap tahun, namun peningkatan ini tidak selamanya diikuti oleh

peningkatan jumlah tenaga kerja
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Tenaga kerja yang ada tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri,
karena tidak memiliki keahlian tertentu.

Besarnya penawaran lapangan kerja belum sebanding dengan besarnya
permintaan terhadap tenaga kerja, akibatnya, akan ada angkatan kerja yang
tidak/belum terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia atau yang
disebut dengan pengangguran

Upaya yang dilakukan pemerintah :

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran diantaranya
dengan melakukan perluasan lapangan kerja, baik dengan menyediakan
lapangan kerja baru atau memperbesar lapangan kerja yang ada di setiap
lapangan usaha.

Pemerintah Kabupaten Banjar setiap tahunnya melalui Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi mengagendakan Job Fair sebagai upaya untuk
memfasilitasi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai
dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melakukan kegiatan dalam
percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui pelatihan atau
pendidikan khusus untuk menciptakan wirausaha baru.

Meningkatkan daya saing dengan memberikan program vokasi yaitu
program pemerintah yang bertujuan memberikan pelatihan-pelatihan
kepada peserta yang sudah mengalami pemutusan kerja atau berhenti kerja.
Untuk melindungi dan mengambalikan kesejahteraan pekerja dan
masyarakat yang terdampak pandemi, pemerintah juga berupaya
mempersiapkan SDM pekerja kita sebaik mungkin, meningkatkan
kompetensinya, melalui pelatihan vokasi yang tepat, agar sesuai dengan
kebutuhan dunia kerja paska pandemi.

Perubahan dan perbaikan juga akan dilakukan pada ekosistem
ketenagakerjaan secara keseluruhan baik pada proses penempatan tenaga
kerja, pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan
sehingga dapat menjawab tantangan yang muncul di sektor
ketenagakerjaan selama dan paska pandemi.

Mendorong investasi yang menyerap tenaga kerja merupakan salah satu
cara mengurangi jumlah pengangguran. Sehubungan dengan itu,
pemerintah terus menciptakan iklim investasi yang kondusif termasuk
menjaga konsistensi regulasi.
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Dalam rangka mencapai target menurunnya tingkat pengangguran, maka
telah ditetapkan sasaran-sasaran dalam RPJMD. Sasaran —sasaran yang

mendukung sebagai berikut :

Tabel 3. 27. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Capaian s/d
Indikator Kinerja Tahun 2020 Targgt Tahun 2019
No. Sasaran Akhir terhadap
RPJMD Target Akhir
Target Realisasi Capaian RPJMD
1 Persentase 0.02% -23.00% -115.000,00% 0.03% -76.666,67%
peningkatan tenaga
kerjayang
ditempatkan
2 Persentase 7% -300% -4.286,00% 8% -3.750,00%
penurunan sengketa
industrial

Sumber : Pengolahan Data

1. Sasaran Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja

Sebagai upaya dalam menurunkan angka pengangguran, Kabupaten
Banjar menetapkan kinerja untuk meningkatkan kesempatan kerja/lapangan
kerja, kinerja diatas diukur dengan persentase peningkatan tenaga kerja yang
ditempatkan. Pada Tahun 2020 terdaftar sejumlah 1.108 orang pencari kerja
dengan jumlah pencari kerja yang di tempatkan sebanyak 195 orang dengan kata
lain para pencari kerja yang ditempatkan sebesar 17,5%. Bila dibandingkan
dengan kondisi Tahun 2019, dimana pencari kerja yang di tempatkan adalah 411
orang dengan jumlah pencari kerja sejumlah 1.792 atau dengan persentase
22,9%. Kondisi 2 tahun terakhir tersebut menunjukan penurunan angka
persentase tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 5,4% dengan kata lain
persentase tenaga kerja yang ditempatkan tumbuh -23% pada tahun 2020.

Bila dibandingkan dengan target Persentase peningkatan tenaga kerja
yang ditempatkan yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,03% maka
capaian tahun 2020 adalah sebesar -76.666.67%. Indikator ini tidak bisa
mencapai target yang ditetapkan dikarenakan laju pertumbuhan penduduk usia
produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja, yang cenderung terus
meningkat namun pertumbuhan lapangan kerja baru masih belum memadai
dengan kondisi tersebut. Sementara daerah sudah melakukan upaya dalam
meningkatkan indikator dimaksud, adapun beberapa upaya yang telah dilakukan
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adalah meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja. Sedangkan kebijakannya yakni dengan Pelayanan Informasi
Ketenagakerjaan melalui Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja. Sementara
hal-hal lain yang menyebabkan penurunan tenaga kerja yang ditempatkan
adalah tingginya angka pencari kerja, masih rendahnya kualitas tenaga kerja,
dan ketidaksesuaian kebutuhan antara tenaga kerja dengan dunia usaha dan
industri. Berdasakan permasalahan tersebut Kabupaten Banjar sangat
membutuhkan Balai Latihan Kerja untuk memenuhi SDM yang terlatih, serta
Mengadakan pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja, pembinaan dan
penyuluhan bagi warga Transmigrasi untuk memberi bekal keterampilan agar
bisa berwirausaha mandiri., memberikan pelatihan bagi purna PMI

2. Sasaran Membaiknya hubungan industrial

Dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Banjar, pemerintah
daerah berupaya menciptakan hubungan industrial yang baik atau kondusif.
Sengketa industrial adalah sengketa antar pekerja dengan pemberi kerja baik
berupa pemutusan hubungan kerja, perselisihan hubungan industrial,
perselisihan hak dan kewajiban. Untuk mengukur keberhasilan kinerja diatas
Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menetapkan penurunan sengketa
industrial sebagai parameternya. Tahun 2020 terjadi sengketa industrial
sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus, bila membanding dengan tahun 2019,
tercatat sebesar 7 (tujuh) kasus sengketa industrial, hal ini menunjukan
terjadinya kenaikan yang signifikan di Tahun 2020 dengan kenaikan sebesar
300%. Hal tersebut menunjukan ketidakberhasilan indikator persentase
penurunan sengketa industrial yang menetapkan target 7% pada tahun 2020.

Tingginya jumlah kasus sengketa Industrial yang terjadi pada tahun 2020
adalah merupakan dari dampak pandemi yang terjadi di awal tahun 2020, yang
menyebabkan banyaknya perusahaan melakukan pemutusan hubungan Kkerja,
diantaranya PT. Palmina Utama Cintapuri (7 Kasus), CV. Gawi Maju Konsultindo
Simpang Empat, PT. Rajawali Hiyoto Kertak Hanyar, PT. Summit Otto Finance
Martapura, PT. Prada Makmur Lingkar Selatan Gambut, PT. Cimb Niaga Finance
Kertak Hanyar, PT. Usaha Jaya Sejahtera Kertak Hanyar, PT. RLK Development
Indonesia Kertak Hanyar, PT. Ridma Karunia Kertak Hanyar, PT. Sumber Berlian
Motor Kertak Hanyar, PT. H.M Sampoerna Kertak Hanyar, PT. Borneo Indotani
Cintapuri, PT. Wira Jaya Motoman. BPR Martapura Sejahtera PT. Dafana Surya
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Medika (Global Farma Klinik) Kertak Hanyar. Adapun upaya yang dilakukan
pemerintah daerah dalam penanganan hal tersebut diatas adalah dengan
mengadakan pembinaan dan penyuluhan ke perusahaan untuk pencegahan
kasus hubungan industrial dan memfasilitas penyelesaian pihak yang
bersengketa dengan mekanisme bipartit dan mediasi serta melakukan
pembinaan dan penyuluhan di perusahaan.

Kemiskinan secara umum adalah keadaan ataupun kondisi dimana
seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
entah itu sandang, pangan, maupun papan. Akan tetapi, kemiskinan tidak hanya
dapat dilihat dari aspek ekonomi saja, melainkan dapat dilihat dari aspek-aspek
lainnya, seperti sosial dan budaya.

Kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki
dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya (meliputi hak atas
pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih
dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan hak
untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan) untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dari
beberapa sudut pandang konsep kemiskinan memiliki banyak pengertian antara
lain :

a. Kemiskinan tidak saja berkaitan dengan rendahnya pendapatan dan tingkat
konsumsi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat
pendidikan dan akses kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi
dalam proses pengambilan keputusan publik (powerlessness),
ketidakmampuan menyampaikan aspirasi, serta berbagai masalah yang
berkaitan dengan pembangunan manusia (Hamid, 2006).

b. Kemiskinan juga merupakan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal
penting untuk dimiliki seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air
minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup (Slamet, 2004).

c. Kemiskinan terkait dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber
daya manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan kesehatan,
pendapatan per kapita yang rendah dan minimnya investasi (Sangaji, 2006).

d. Sesuaikarakteristik, secara umum kemiskinan ditandai dengan lemah dalam

kemampuan berusaha dan terbatas dalam akses pada kegiatan ekonomi,
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sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai
potensi lebih tinggi (Kartasasmita, 1993).

Tabel 3. 28. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Sosial

Capaian
s/d Tahun
Indikator Realisasi Capaian Tahun 2020 Target 2020
No. Kineria Tahun Tahun Akhir terhadap
J 2019 2019 RPJIMD Target
Target Realisasi Capaian Akhir
RPJIJMD
1 Persentase 2,72% 97,74% 3,88% 2,55% 134,28% 2.45% 95,92 %
penduduk
miskin
(tingkat
kemiskinan)

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Pengolahan Data

Akibat adanya wabah covid-19 yang berdampak secara global, tidak
terkecuali di Kabupaten Banjar. Perkiraan persentase kemiskinan di Kabupaten
Banjar mengalami kenaikan dari semula target sebelum revisi RKPD sebesar
2,50% dan setelah revisi menjadi 3,88% akibat terjadinya penurunan pendapatan
yang tertuang dalam Perbup Banjar No 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2019
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun
Anggaran 2020 sehingga dilakukan penyesuaian target yang ditindaklanjuti
dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Tanggal 01 September 2020.

Capaian Persentase Penduduk Miskin tahun 2020 adalah 134,28%
didapat dari realisasi sebesar 2,55% dibandingkan dengan target yang
ditetapkan sebesar 3,88%

Realisasi diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik Kabupaten Banijar.

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPIJMD maka
capaian tahun 2020 menyumbang sebesar 95,92% dari target 2,45% pada
tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 134,28% masuk dalam
capaian kategori Berhasil.

Bila dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya (tahun 2016 -2020),
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 -2020 menunjukkan tren yang baik

(menurun), pada tahun 2019 terjadi kenaikan dari tahun 2018 sebesar 0,02 poin
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menjadi 2,72 %. Namun di tahun 2020 kembali terjadi penurunan sebesar 0,17
poin menjadi 2,55%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 3.42. Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

Persentase Penduduk Miskin
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3 — 27 2,72 ) o5
25 T
2
15
1
05
0
2016 2017 2018 2019 2020

Banjar

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2021, Data diolah

Jika persentase penduduk miskin Kabupaten Banjar dibandingkan
dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, maka persentase penduduk
miskin Kabupaten Banjar lebih rendah. Di Tahun 2020, persentase penduduk
miskin Kabupaten Banjar pada posisi 2,55% sementara Provinsi Kalimantan
Selatan di Tahun 2019 berada di angka 4,55 dan mengalami penurunan di tahun
2020 menjadi 4,38%. Sementara untuk perkembangan persentase penduduk
miskin secara umum di Indonesia mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi
9,78 dari 9,41 di tahun 2019 (meningkat sebesar 0,37).
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Gambar 3. 43. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten
Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun
2016-2020

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
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Sumber : BPS Kab. Banjar, BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan BPS RI, 2021, Data diolah

Apabila dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten
kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Persentase Penduduk
Miskin Kabupaten Banjar berada di posisi pertama yang paling rendah, diikuti
Kabupaten Tapin dengan persentase kemiskinan sebesar 3,06. Sementara
Persentase penduduk miskin tertinggi ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara

sebesar 6,14%.

Gambar 3. 44. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten
Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020
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Sumber : BPS Kab Banjar Tahun 2021
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Namun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka jumlah
penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Banjar
berada di posisi ke empat terbanyak yaitu sebesar 15.120 jiwa. Untuk penduduk
yang hidup berada di bawah garis kemiskinan terbanyak ada di Kota Banjarmasin
sebanyak 31.510 jiwa, Tanah Bumbu sebanyak 16.830 jiwa, Hulu Sungai Tengah
sebanyak 15.470 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di
Kabupaten Tapin sebanyak 5.900 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambar di bawah ini :

Gambar 3. 45. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kota
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribu
Orang) Prov kalsel 2020
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Sumber : BPS Kab Banjar Tahun 2021

Sasaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama
Persentase Penduduk Miskin adalah :
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial, dengan
indikator Persentase Penurunan PMKS.
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan

anak, dengan Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
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Tabel 3. 29. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Masalah

Sosial
Capaian
s/d Tahun
Indikator Realisasi Capaian Tahun 2020 Target 2020
No. Kinerja Tahun Tahun Akhir terhadap
Sasaran 2019 2019 RPJIJMD Target
Target Realisasi Capaian Akhir
RPJIJMD
1 Persentase 1,56% 81,68% 2,05% -2,71% -132,23% 2.33% -116,53%
penurunan
PMKS
2 Indeks 80.73 107.64 75,5 NA NA 76 NA
Pemberday
aan Gender
(IDG)

Sumber : Pengolahan Data

1. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah

sosial

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas
pelayanan masalah sosial diukur dengan indikator Persentase Penurunan
PMKS.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah masalah yang tidak
ada habis-habisnya pada suatu daerah. Keberhasilan cakupan pelayanan
masalah kesejahteraan sosial merupakan salah satu ukuran kepedulian dan
keberhasilan daerah dalam mensejahterakan penduduknya.

Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini
sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.

Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat
hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan
fungsi sosialnya.

Untuk itu meningkatnya cakupan pelayanan masalah kesejahteraan
sosial merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah
Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

mengakhiri kemiskinan sesuai dengan tujuan SDG’s.
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Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan
taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial
dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial
masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang
atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan
yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,
keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan
(secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut
Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS vyaitu Anak Balita
Telantar, Anak Telantar, Anak berhadapan dengan hukum, Anak Jalanan, Anak
dengan Kedisabilitasan (ADK), Anak yang memerlukan perlindungan khusus,
Lanjut Usia Telantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan,
Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan
Pemasyarakatan (BWBP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban
Penyalahgunaan NAPZA, Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja
Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam, Korban Bencana
Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga bermasalah
sosial psikologis, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Komunitas Adat
Terpencil.

Capaian Persentase Penurunan PMKS tahun 2020 adalah -132,23%
didapat dari realisasi sebesar -2.71 % dibandingkan dengan target yang
ditetapkan sebesar 2.05 %.

Realisasi -2,71 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan PMKS sebesar

2,71% atau capaian persentase peningkatan PMKS sebesar 132,23%.
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UN 2020 *

Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka
capaian tahun 2020 menyumbang sebesar -116,53% (terjadi peningkatan
sebesar 116,53) dari target 2,45 % pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebesar -132,23% (peningkatan)
masuk dalam capaian kategori tidak berhasil.

Indikator persentase penurunan PMKS ini merupakan indikator baru pada
perubahan RPJMD sehingga untuk data tahun tahun sebelumnya tidak tersedia.

Kurang optimalnya penanganan kualitas dan kuantitas pelayanan
masalah sosial disebabkan faktor belum akuratnya data PMKS yang ada di
Kabupaten Banjar sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan verifikasi dan
validasi atas data PMKS agar penanganan PMKS dapat tepat sasaran dan tepat

manfaat.

2. Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan

perempuan dan anak

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pemberdayaan
perempuan dan anak diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Perempuan
(IDG).

Pandangan masyarakat telah banyak mengalami pergeseran ke arah
kemajuan seiring dengan perkembangan iklim social budaya yang semakin
kondusif. Saat ini semakin banyak perempuan yang ikut dalam menentukan arah
dan gerak pembangunan bangsa. Perempuan telah banyak berpartisipasi dalam
sektor publik, baik bidang legislatif, eksekutif, yudikatif atau di ranah politik.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk menunjukan
apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi
dan politik. Pemerintah Indonesia menargetkan IDG semakin meningkat setiap
tahunnya.

Perkembangan IDG Kabupaten Banjar pada tahun 2016 hingga tahun
2019 menunjukkan kondisi yang stabil meningkat, yaitu pada tahun 2016 sebesar
73,37 menjadi 76,49 di tahun 2017. Untuk tahun 2018 meningkat tipis diangka
76,51 atau naik sebesar 0,02 poin sementara untuk tahun 2019 terjadi kenaikan
yang cukup signifikan sebesar 80,73. Angka IDG Kabupaten Banjar berada
diatas angka IDG Nasional di tahun 2019 sebesar 74,6 dan IDG Provinsi Kalsel
yang berada di angka 75,24. Sedangkan untuk kondisi IDG di tahun 2020 belum
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ada rilis yang dikeluarkan oleh BPS. Secara rinci dapat dilihat pada gambar
dibawah ini :

Gambar 3. 46. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan
Nasional Tahun 2016-2019

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional
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Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Nasional

Sumber : BPS Provinsi Kalsel, BPS RI, 2020. Data diolah

Capaian IDG Kabupaten Banjar pada tahun 2018 sebesar 76,51 berada
di atas capaian Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 71,31 dan Nasional sebesar
71,10. Jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten Kota lainnya di Provinsi
Kalimantan Selatan. IDG Kabupaten Banjar menempati posisi kedua teratas
setelah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada
Gambar berikut :

Gambar 3. 47. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten
Banjar dan Kabupaten Kota Lainnya di Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2019 2012-2018
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Sumber : BPS RI 2020, Data diolah
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Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang dapat
memperlihatkan peningkatan kualitas perempuan di suatu wilayah. Indikator
komposit IDG terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen; Perempuan
sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi dan Sumbangan
Perempuan dalam Pendapatan Kerja. Dari tahun 2017 hingga tahun 2019,
keterlibatan perempuan di parlemen mengalami nilai yang meningkat, yaitu dari
sebesar 24,44% di tahun 2017 meningkat signifikan menjadi sebesar 31,11%
tahun 2019.

Dilihat dari indikator komposit Perempuan sebagai tenaga Manager,
Profesional, Administrasi, Teknisi terjadi fluktuasi, yaitu pada tahun 2017 sebesar
49,57% menurun tajam ditahun 2018 menjadi 45,49 dan meningkat kembali di
tahun 2019 menjadi 47,21.

Sedangkan dilihat dari indikator komposit Sumbangan Perempuan Dalam
Pendapatan Kerja, kondisi tiap tahunnya mengalami peningkatan dari 32,22% di
tahun 2017 menjadi 33,29% pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2016
tidak dilaksanakan pengukuran oleh BPS RI. Selengkapnya dapat dilihat pada
tabel dibawah ini :

Tabel 3. 30. Perkembangan Indikator Komposit IDG Kabupaten Banjar
Tahun 2016-2019

BANJAR

Uraian 2016 2017 2018 2019
Keterlibatan Perempuan di 24,44 24,44 3111
Parlemen (%)
Perempuan Sebagai Tenaga 49,57 45,49 47,21
Profesional(%)
Sumbangan Perempuan dalam 3322 33,27 33,29

Pendapatan Kerja(%)

Sumber : BPS RIl 2020, Data diolah

Pencapaian Sasaran Meningkatnya pemberdayaan perempuan,
perlindungan perempuan dan anak didukung oleh program pembangunan
daerah (PPD) dan program lainnya, yaitu :

1. Program peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan
dan anak (PPD) dengan indikator :
a. Persentase kelompok perempuan yang aktif dalam kegiatan ekonomi

b. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak
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2. Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarustamaan
gender dengan indikator persentase kelompok perempuan dalam usaha
ekonomi terbina

3. Program perlindungan perempuan dan anak dengan indikator :

a. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
didampingi
b. Kategori kabupaten layak anak
Target, realisasi dan capaian indikator program dapat dilihat pada Tabel
berikut :

Tabel 3. 31. Realisasi dan Capaian Indikator program yang mendukung
sasaran pemberdayaan perempuan, perlindungan
perempuan dan anak Tahun 2019 dan 2020

Capaian s/d
Tahun 2020

indikator Realisasi Capaian Tahun 2020 Target terhadap

No. rogram Tahun Tahun Akhir Target
prog 2019 2019 RPJMD Akﬁir

Target Realisasi Capaian RPJMD

1 Persentase 50,95 101,49 51 51,50 100,98 51,05 100,88
kelompok
perempuan
yang aktif
dalam
kegiatan
ekonomi

2 Persentase 100 142,85 75 100 133,33 80 125
penanganan
kasus
kekerasan
terhadap
perempuan
dan anak

3 Persentase 30 200 25 25 100 35 71,43
kelompok
perempuan
dalam usaha
ekonomi
terbina

4 Persentase 97 111,76 85 100 117,64 90 111,11
kasus
kekerasan
terhadap
perempuan
dan anak yang
didampingi

5 Kategori Madya 100 Madya Madya 100 Nindya 50
kabupaten
layak anak

Sumber : LKJiP DP2KBP3A Kabupaten Banjar, Data diolah
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Faktor pendorong sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan,

perlindungan perempuan dan anak adalah :

1.

Komitmen dari Pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan,
perlindungan perempuan dan anak melalui berbagai kebijakan.

Perempuan mempunyai peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam
politik, pemerintahan dan ekonomi.

Faktor penghambat sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan,

perlindungan perempuan dan anak adalah :

1.

Masih banyak pandangan masyarakat yang menghambat peningkatan
peran perempuan dalam pembangunan diantaranya, keraguan dari Sisi
kemampuan perempuan dalam memimpin, faktor pendidikan serta
pengalaman yang dimiliki.

Masih banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan adanya kekerasan

terhadap perempuan dan anak

Upaya yang dilakukan :
Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas perempuan yang dilibatkan
khususnya dalam struktur pemerintahan ,politik dan ekonomi melalui antara
lain Pendidikan dan pelatihan/keterampilan.
Untuk menghindari stigma yang ada dalam masyarakat terkait keberadaan
perempuan maka perempuan harus dapat membuktikan diri, dengan cara
meningkatkan kualitas Pendidikan, baik mengikuti Pendidikan formal
maupun non formal.
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan yang
berbasis masyarakat seperti PATBM .
Meningkatkan peran PKK dari tingkat desa sampai kabupaten dalam
pembangunan daerah

Secara garis besar faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja

utama Persentase Penduduk Miskin sebagai berikut :

Faktor Pendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase
Penduduk Miskin :

1.

Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan

terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi masyarakat.
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Potensi pasar pariwisata alam, budaya dan religius yang mempunyai
peluang besar untuk dikembangkan.

Luasnya wilayah Kabupaten Banjar dengan potensi pertanian tanaman
pangan, perkebunan, perikanan laut dan budidaya yang dapat
dikembangkan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD teknis dan lintas SKPD
baik bersumber dari dana pusat, provinsi maupun daerah.

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui berbagai kegiatan seperti

pelatihan keterampilan wirausaha.

Faktor Penghambat Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase
Penduduk Miskin:

1.

Angka kemiskinan di Kabupaten Banjar sudah sangat rendah dan dapat
dikategorikan sebagai kemiskinan absolut yaitu situasi penduduk atau
sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan
perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat
kehidupan yang minimum.

Masih belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data penduduk miskin
sehingga berakibat banyak ditemuinya pemberian/penyaluran program

bantuan sosial yang tidak tepat sasaran

Upaya yang dilakukan:

1.

Secara berkala melaksanakan updating atau pemutakhiran penduduk miskin
yang menjadi sasaran program bantuan sosial agar data menjadi lebih
akurat sehingga penerima manfaat lebih tepat sasaran.

Mensinergikan semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang
dilaksanakan oleh SKPD terkait dan mengkoordinasikan semua kegiatan
penanggulangan kemiskinan baik dari pusat, provinsi dan daerah.
Membuka Layanan Rujukan Terpadu dalam bentuk SLRT Barokah di
Kabupaten Banjar serta mendekatkan layanan pemberian rujukan dan
penerimaan aduan dalam bentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di
tingkat Desa.

Dilaksanakan pembinaan dan pelatihan secara intensif bagi masyarakat
miskin dalam bentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama ) maupun pelatihan
dan pembinaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang bertujuan untuk

memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal
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usaha baik berupa uang maupun dalam bentuk barang melalui program
Bantuan Langsung.
5. Mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia

Pintar, Program Sembako, maupun Program Indonesia Sehat

Resiko bencana mulai digunakan oleh Badan Penanggulangan bencana
nasional (BPBN) sejak tahun 2013 yang beberapa tahun sebelumnya
menggunakan istilah kerawanan bencana. Secara substansi perubahan
terminology ini menunjukkan adanya perubahan pada penilaian dampak
bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi
kehilangan atau kerugian (resiko). Dalam indeks resiko bencana, tingkat
kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu :

1. Bahaya (Ancaman), yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial,
frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam;

2. Keterpaparan (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter social budaya,
ekonomi, fisik dan lingkungan, dan;

3. Kapasitas pemerintah, serta komunitas dalam menghadapi bencana dinilai
dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan
tujuh prioritas yaitu : (1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan, (2)
pengkajian resiko dan perencanaan terpadu, (3) pengembangan system
informasi, diklat dan logistic, (4) penanganan tematik kawasan rawan
bencana, (5) peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, (6)
perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan (7)
pengembangan sistem pemulihan bencana.

Resiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring
adanya perubahan pada komponen tersebut, oleh karena itu program dan
kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan
kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan
resiko bencana.

Tujuan menurunnya resiko bencana merupakan penjabaran dari Misi
kedua Pemerintah Kabupaten Banjar yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manuasia berbasis pendidikan, kesehatan ketenagakerjaan dan kesejahteraan
sosial. Untuk mengetahui keberhasilan dari tujuan menurunnya resiko bencana

ini bisa diukur melalui indikator Indeks Resiko Bencana.
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Tabel 3. 32. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko

Bencana
Capaian
s/d Tahun
Indikator Realisasi Capaian Tahun 2020 Target 2020
Kineria Tahun Tahun Akhir terhadap
] 2019 2019 RPJMD Target
Target Realisasi Capaian Akhir
RPJMD
Indeks Risiko 176,4 92,44% 161 152,65 105,19% 158 103,39%
Bencana

Sumber : Pengolahan Data

Capaian kinerja tujuan menurunnya resiko bencana yang diukur melalui
indikator kinerja indeks resiko bencana menunjukkan bahwa pada tahun 2020
realisasinya mencapai 152,65 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan
sebesar 161 dengan capaian sebesar 105,19% dengan kreteria penilaian sangat
baik. Begitu juga apabila dihitung berdasarkan target akhir RPJMD maka capaian
sampai tahun 2020 sudah melampaui target dengan capaian sebesar 103,39%.
Dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, maka realisasi tahun
2020 capaian realisasinya lebih baik dari pada capaian tahun 2019 vyaitu
terealisasi sebesar 176,40 dari target sebesar 164 atau capaiannya sebesar
92,44%.

Tabel 3. 33. Perkembangan Indikator Kinerja Utama Indeks Resiko
Bencana dari Tahun 2016 s/d 2020

No. Indikator Kinerja Realisasi
2016 2017 2018 2019 2020
1. Indeks Risiko 176,40 176,40 176,40 176,40 152,65
Bencana

Sumber : Pengolahan Data

Gambar 3. 48. Perkembangan Indeks Risiko Bencana dari Tahun 2016
s/d 2020

17641764 4764

YNy

176,4

2016
2017 2018

Sumber : Pengolahan Data
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa selama empat tahun ini indeks
resiko bencana Kabupaten banjar tidak mengalami perubahan, yaitu indeks
resiko bencana sebesar 176,4 dengan nilai tinggi. Tidak berubahnya nilai indeks
resiko bencana ini dikarenakan kecenderungan nilai kapasitas tidak mengalami
perubahan atau konstan.

Capaian tujuan menurunnya resiko bencana didukung oleh satu sasaran
strategis yaitu meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan,
penanganan dan pemulihan bencana secara komperhensif dengan dua indikator
kinerja sasaran yaitu : persentase peningkatan kapasitas pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha serta indikator sasaran persentase penanganan RR
(Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Capaian kedua indikator tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut :

Tabel 3. 34. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Tahun 2020 Capaian s/d
Indikator Realisasi | Capaian Target T?Z:hnasgso
No. Kinerja Tahun Tahun Akhir
Sasaran 2019 2019 | Target | Realisasi | Capaian | RPJMD T:}:ﬁﬁt
RPJMD
1 Persentase 77,24% 110,34% | 75,00% 57,00 76,00% 80% 71,25
Peningkatan
kapasitas
Pemerintah,
Masyarakat
dan Dunia
Usaha
2 Persentase 18,54% 92,70% 25% 17,44 69,76% 30% 58,13%
Penanganan
RR
(Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi)

Sumber : Pengolahan Data

Capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pencegahan dan
kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komperhensif
dengan dua indikator kinerja sasaran yaitu : persentase peningkatan kapasitas
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta indikator sasaran persentase
penanganan RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) menunjukkan bahwa indikator
persentase peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
tahun 2020 terealisasi 57,00% dari target sebesar 75,00% dengan capaian

76,00%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPIJMD sebesar
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80,00% menunjukkan capaian sebesar 71,25%. Sedang apabila dibandingkan
tahun 2019 realisasi tahun 2020 lebih rendah begitu juga capaiannya. Indikator
penanganan RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) tahun 2020 terealisasi sebesar
17,44% dari target sebesar 25,00% dengan capaian 69,76% apabila dibanding
dengan tahun 2019, realisasi tahun 2020 lebih rendah, begitu juga dengan
capaiannya, sedangkan apabila dibanding dengan target akhir RPIJMD maka
capaian tahun 2020 baru mencapai 58,13%. Penanganan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi tahun 2020 tidak sesuai dengan target atau lebih rendah dari target
disebabkan berkas sebagai persyaratan untuk mengajukan bantuan kurang
lengkap, sedangkan dari Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas PUPR
tidak melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penanganan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi.

Tabel 3. 35. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program
Pembangunan Daerah

Tahun 2020 Capaian
Indikator s/d Tahun
Kinerja Realisasi Capaian Target 2019
No. Program Tahun Tahun Akhir Terhadap
Pembangunan 2019 2019 Target | Realisasi | Capaian | RpPJMD Target
daerah Akhir
RPJIMD
1 Desa Tangguh 4 100% 6 4 66,67% 8 50,00%
Bencana

Sumber : Pengolahan Data

Capaian kinerja program pembangunan daerah dengan indikatornya
Desa tangguh bencana sebagaimana pada tabel diatas, menunjukkan bahwa
realisasinya sebesar 4 desa dari target yang ditetapkan yaitu 6 desa atau
capaiannya sebesar 66,67%, dan apabila dibandingkan dengan tahun 2019,
capaiannya mengalami penurunan, karena pada tahun 2020 tidak ada lagi
penetapan desa tangguh sedangkan target mengalami kenaikan dari 4 menjadi
6 desa. Sedang apabila dibanding dengan target akhir RPJMD maka capaian
sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 50,00%. Keberadaan Desa Tangguh
Bancana sangat penting dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang menjadi salah satu faktor yang
sangat mempengaruhi penurunan indeks resiko bencana. Oleh karena itu

keberadaan desa tangguh bencana harus terus ditambah dan ditindaklanjuti
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dengan melengkapi sarana dan prasarananya serta peningkatan partisipasi

masyarakatnya.

Faktor pendukung

1)
2)

3)
4)
5)

Ketersediaan buffer stock yang tercukupi.

Sarana dan Prasarana pada kegiatan pra bencana seperti alat peraga yang
berfungsi dengan baik

Adanya forum koordinasi antar instansi dalam penanganan bencana
Tingkat pendidikan masyarakat yang beragam.

Penerapan keterampilan dan pengetahuan masyarakat pada saat terjadi

bencana yang sebenarnya

Faktor penghambat

1

2)

3)

4)

Proses pengajuan yang direkomendasikan untuk bantuan terkendala syarat
kelengkapan data.

Tingkat kesadaran bencana masyarakat masih rendah tentang
pembangunan hunian yang baik dan benar dengan memperhatikan aspek
kekuatan dan ketahanan bangunan sehingga bangunan menjadi rawan
terhadap bencana.

Keterbatasan informasi dikarenakan tidak tersedianya jaringan komunikasi
di daerah terdampak dan lambatnya pelaporan dari aparat desa yang
mengakibatkan terlambatnya penanganan korban bencana

Kejadian bencana yang tidak bisa diprediksi datangnya dan terjadi secara
bersamaan seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir maupun angin puting
beliung sehingga berdampak terhadap keterbatasan sarana prasarana yang

dimiliki serta sumber daya manusianya.

Upaya yang dilakukan

1

2)

3)

4)
5)

Memfasilitasi masyarakat dalam proses pengajuan bantuan dana yang tidak
direncanakan sumber BPKAD Kabupaten Banjar

Memfasilitasi operator radio di Kecamatan, baik pelatihan maupun peralatan
komunikasi

Memfasilitasi masyarakat dalam peningkatan mitigasi bencana
Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam penanganan bencana
Mengaktifkan Pusat Pengendali Operasional Penanggulangan Bencana

(Pusdalops PB) 24 jam dalam merespon semua kejadian bencana di

Kabupaten Banjar.
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Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan
jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. laju
pertumbuhan PDRB digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai
hasil pembangunan daerah, selain itu sebagai dasar pembuatan proyeksi atau
perkiraan penerimaan suatu daerah untuk perencanaan pembangunan nasional
atau sektoral dan regional.

Asumsi pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang dominan
menentukan besaran pada komponen pendapatan negara. Pertumbuhan
ekonomi merupakan variabel asumsi dasar ekonomi makro yang secara positif
berhubungan langsung dengan penerimaan dalam negeri baik itu penerimaan
pajak dalam negeri (Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, PajakBumi
dan Bangunan, Cukai dan Pajak lainnya) maupun penerimaan Negara Bukan
Pajak (bagian laba BUMN).

Cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

PDB—PDREB
PE=( i ’81)*100%
PDREB,
Dimana :
PE = Pertumbuhan Ekonomi
PDB = Produk Domestik Bruto
T = Periode Tertentu
t-1 = Periode sebelumnya

Capaian dari tujuan meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi
daerah ini diukur dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi. Dan untuk

mengetahui tingkat capaian dari tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 36. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Laju
Pertumbuhan Ekonomi

Capaian s/d
indikator Realisasi | Capaian Tahun 2020 Target T?:r:r;jgzo
No. Kineria Tahun Tahun Akhir Tar etp
! 2019 2019 RPJMD 9
Akhir
Target Realisasi Capaian RPJMD
1 Laju 4,52% 85,12% 3,4% -1,96% -57,65% 5.43% -36,10%
pertumbuhan
ekonomi

Sumber : Pengolahan Data
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Target Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020 pada RPJMD adalah
sebesar 5,36%, kemudian dirubah menjadi sebesar 3,40% karena dilakukannya
rasionalisasi anggaran akibat dari Pandemi Covid-19 yang tertuang dalam
Perbup Banjar No 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 sehingga
dilakukan penyesuaian target yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2020 Tanggal 01 September 2020

Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2020 adalah -57,65 %
didapat dari realisasi sebesar -1,96% dibandingkan dengan target yang
ditetapkan sebesar 3,4%. Bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir
RPJMD maka capaian tahun 2020 menyumbang sebesar -36,10 % dari target
5,43 % pada tahun 2021. Pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebesar -57,65%
masuk dalam capaian kategori sangat rendah.

Setiap daerah mengharapkan peningkatan angka PDRB diiringi dengan
laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun akibat dari pandemi Covid-19
yang melanda hingga meghambat ritme ekonomi nasional maka perekonomian
kabupaten Banjar sebagai bagian dari perekonomian nasional juga ikut
terdampak, dimana perekonomian Kabupaten Banjar mulai tahun 2018 pada
posisi 5,01% melambat menjadi 4,52% pada tahun 2019 dan terus menurun
hingga terkontraksi menjadi minus di tahun 2020 sebesar -1,96%.

Perlambatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh perlambatan kinerja
konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Perlambatan kinerja konsumsi
rumah tangga disebabkan penurunan daya beli beli masyarakat seiring
implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal pandemi.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar tahun 2020 dipengaruhi
kontribusi dari pertumbuhan sektor usaha, secara umum pertumbuhan dari
setiap sektor negatif, Distribusi PDRB Kabupaten Banjar 17,65% disumbangkan
oleh kategori pertanian, 14,67% kategori perdagangan dan 13,50% kategori
pertambangan. Tahun 2020 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Banjar
sebesar Rp16,53 triliun sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar
Rp11,73 triliun. Tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar secara lebih lanjut

dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
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Tabel 3. 37. Tren Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tahun 2018-2020 Atas
Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)

BANJAR

No Indikator 2018 2019 2020

Produk Domestik Regional Bruto
1. 15 569,05 16 634,74 16 533,98
(PDRB)

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2021

Kabupaten Banjar sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan
Selatan, selama pandemi COVID-19 juga mengalami dampak ekonomi yang
hampir sama dengan propinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan.
Persoalan sosial ekonomi yang telah menjadi gambaran merupakan dampak
yang akan paling dirasakan masyarakat di luar penyakit COVID-19. Bahkan, jika
berlangsung semakin lama, dampak buruk pada pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Banjar bisa lebih tinggi dibandingkan dengan persoalan

kesehatannya.

Tabel 3. 38. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tahun 2016-2020 Atas
Dasar Harga Berlaku (persen) menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten/Regency

Tanah Laut 3,25 4,64 465 3,74 1,99
Kotabaru 425 5,02 489 417 187
Banjar 470 4,56 5,01 452 1,9
Baritn Kuala 515 579 521 5,05 -1,04
Tapin 497 5,14 5,01 435 -1,50
Hulu Sungai Selatan 6,08 6,12 6,14 5,30 1,19
Hulu Sungai Tengah 621 573 5,16 478 1,01
Hulu Sungai Utara 463 577 583 5,52 -0,67
Tabalong 3,14 3,74 378 3,67 -2,62
Tanah Bumbu 312 4,14 414 3,63 146
Balangan 2,62 2,92 3,13 3,17 247
Kota/Municipality

Banjarmasin 6,28 6,40 6,38 6,12 1,91
Banjar Baru 6,94 6,96 690 6,92 -1,88

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2021
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Tabel 3. 39. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Banjar (persen), 2016-2020

A Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan/Agriculture, Forestry, and 499 147 2,99 477 -2,00
Fishing

B Pertambangan dan Penggalian/
Mining and Quarrying

C Industri Pengolahan/Manufacturing 574 587 3,88 3,50 2,87

-0,48 4,49 4,52 -1,22 -8,15

D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity 484 0,80 763 425 464
and Gas
E Pengadaan Air; Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/
Water Supply; Sewerage, Waste 7,70 7.87 477 572 3,97
Management, and Remediation
Activities
F Konstruksi/Construction 6,29 531 6,03 5,92 0,84
G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/

Whalesale and Retail Trade; Repair of o 6,64 6,85 Sae 39

Motor Vehicles and Motorcydes
H Transportasi dan Pergudangan/ =

I S . 8,41 739 6,93 7,27 317
I Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum/Accommodation and Food 6,71 6,10 6,66 6,93 044

Service Activities
J Informasi dan Komunikasi/

rmaika milt. icati 8,65 794 5,52 7,12 8,66
K Jasa Keuangan dan Asuransi/

Financial and Insurance Activities 30 35 3,85 L0 224
L Real Estat/Real Estate Activities 6,35 325 4,60 5,42 4,08

MN  Jasa Perusahaan/Business Activities 833 1,16 5,03 713 -1.22

0 Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan, dan Jaminan Sosial

Wajib/Public Administration and 2,04 229 3,78 8,85 222

Defence; Compulsory Social Security

P JasaPendidikan/Education 6,42 552 6,77 14 149

0 JasaKesehatan dan Kegiatan Sosial/
Himan Health and Sorial Work 827 543 596 fi,fil 774
Activities

RSTU  JasaLainnya/Other Services Activities 873 6,98 FAY 6,88 031

Produk Domestik Regional ’4
Bruto/Gross Regional Domestic @ 466 S01 452 1%
Product .

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2021
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Gambar 3. 49. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan
Usaha di Kabupaten Banjar (persen), 2016-2020

: 2016 2017 2018 2019* \q‘*
-2

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka,2021

:

Jika dilihat tren dari besarnya kontribusi dan pertumbuhan setiap kategori
lapangan usaha seperti pada Tabel 3.47. Selama pandemi COVID-19,
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar mengalami perlambatan sehingga
bertumbuh negatif, Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai
penyumbang tertinggi di Kabupaten Banjar pada Tahun 2020 bertumbuh negatif
yaitu -2,00%, namun sektor perikanan bertumbuh positif yaitu sebesar 1,91%.

Dari sisi permintaan, perbaikan ekonomi berasal dari peningkatan
konsumsi RT, konsumsi pemerintah, investasi, serta ekspor. Dari sisi penawaran,
perbaikan bersumber dari kinerja sektor pertanian, pertambangan, konstruksi
dan perdagangan. Secara keseluruhan tahun 2021, perekonomian Kalimantan
Selatan diprakirakan lebih tinggi dari tahun 2020 terutama dipengaruhi Pandemi
COVID-19 yang secara perlahan dapat dikendalikan didukung oleh program
vaksinasi COVID-19, dan mendorong kinerja konsumsi, investasi, dan ekspor.

Tabel 3. 40. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Capaian s/d
Tahun 2020 Target Tahun 2020
No. Indikator Kinerja Sasaran Akhir terhadap
RPJMD Target Akhir
Target Realisasi Capaian RPJMD
1 Pertumbuhan PDRB sektor 2,08% -4,18% -200,96% 3,01% -138,87%
pertanian, peternakan dan
jasa pertanian
2 Pertumbuhan PDRB sektor 5,30% 1,91% 36,04% 5,70% 33,51%
perikanan
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Capaian s/d
Tahun 2020 Target Tahun 2020
No. Indikator Kinerja Sasaran Akhir terhadap
RPJMD Target Akhir
Target Realisasi Capaian RPIMD
3 Pertumbuhan omzet koperasi 4% 10.00% 243.50% 4% 243.50%
4 Pertumbuhan omzet usaha 5,2% 75.10% 1.445,00% 5,2% 1.445,00%
mikro
5 Pertumbuhan PDRB sektor 7,50% -3.93% -52.40% 7,60% -51.71%
perdagangan
6 Pertumbuhan PDRB sektor 6,50% -2.83% -43.54% 6,50% -43.54%
perindustrian pengolahan
7 Pertumbuhan PDRB sektor 6,71% -2.03% -30.25% 6,74% -30.12%
pariwisata
8 Persentase pertumbuhan 1% 38.00% 3.814,00% 1% 3.814,00%
investasi (PMDN dan PMA)

Sumber : Pengolahan Data

1. Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan

terhadap pertumbuhan ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Peternakan Dan Jasa Pertanian

Pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian
pada Tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -4,18% dari
target 2,08%, dengan capaian -200,96%, hal tersebut tidak lepas dari sub sektor
pendukung yang membentuknya menunjukan pertumbuhan negatif, kecuali pada
sub sektor tanaman hortikultura tahunan dan lainnya sebesar 2,09%serta sub
sektor peternakan 0,50% yang masih bertumbuh positif.

Tabel 3. 41 berikut dapat dilihat tren pertumbuhan kontribusi sub sektor

yang mendukung sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian.

Tabel 3. 41. Tren Pertumbuhan Kontribusi Sub Sektor Yang Mendukung
Sektor Pertanian, Peternakan Dan Jasa Pertanian Tahun
2019-2020 (persen)

Sub Kategori Lapangan Usaha 2019 2020
@ @ ©)
Pertanian, Peternakan dan Jasa Pertanian 4,60 -4,18
1 | Tanaman Pangan 6,22 -7,55
2 | Tanaman Hortikultura Semusim 2,73 -0,47
3 | Perkebunan Semusim 1,05 -0,35
4 | Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya 4,82 2,09
5 | Perkebunan Tahunan 1,92 -0,94

BAB 3 ¢ 158

BANJAR




BANJAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI

ABUPATEN BANJAR

Sub Kategori Lapangan Usaha 2019 2020

6 | Peternakan 3,82

4,28

0,50
-3,68

7 | Jasa pertanian dan perburuan

Sumber : BPS 2021

Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Peternakan Dan Jasa Pertanian
didukung dengan program-program pembangunan daerah seperti produksi
tanaman pangan (padi) Kabupaten Banjar tahun 2020 sebanyak 167.551 ton
padi dengan luas panen padi sawah di Kabupaten Banjar seluas 38.599 hektar,
produksi tanaman perkebunan berdasarkan Kabupaten Dalam Angka BPS,
tahun 2019 jumlah produksi sebesar 21.706,59 ton dan tahun 2020 sebesar
21.622,32 ton, mengalami penurunan sebesar 84,27 ton, bila dilihat dari
pertumbuhan mengalami pertumbuhan negative sebesar -0,99% dan produksi
hasil peternakan (daging) berdasarkan BPS, Tahun 2019 produksi daging
sebesar 6.483 ton meningkat di tahun 2020 sebesar. 7.357 ton, artinya

pertumbuhan produksi hasil peternakan sebesar 0,88%.

Tabel 3. 42. Realisasi dan capaian program yang mendukung sasaran
Sektor Pertanian, Peternakan Dan Jasa Pertanian Tahun 2019

dan 2020
Target Capaian
Tahun 2020 Periode Periode
No Indikator Kinerja — - Akhir Akhir
Target Realisasi Capaian RPJIMD RPIMD
(ton) (*0) (2021) (2021)
1 | Produksi  tanaman | oeq 2o3ton | 167.551 62,35% | 275.404ton | 60,84%
pangan (padi)
o | Pertumbuhan produksi | 5 4, o -0,99 -28,95% 3,9% -25,38%
perkebunan ungulan
Pertumbuhan  produksi
3 hasil peternakan 1,47% 0,88% 59,86% 1,54 % 57,14%
(daging)

Sumber : Kabupaten Dalam Angka, BPS 2021, Pengolahan Data

Faktor Penghambat :

1. Dengan adanya wabah Corona Virus Disease (Covid-19) terjadi pada awal
tahun 2020, maka terjadi perubahan pola produksi sektor pertanian dan
peternakan yang di pengaruhi oleh beberapa faktor, diataranya :

* Awal pandemi dimana terjadi penuruan harga jual hasil produksi sektor
pertanian dan peternakan, di karenakan daya beli konsumen menurun

sedangkan jumlah produksi stabil bahkan pada akhirnya berlimpah.
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* Menyembabkan para petani tidak mendapatkan keuntungan bahkan
cenderung mengalami kerugian.

* Hal tersebut Berdampak pada pola produksi yang menjadi turun yang
menyesuiakn dengan jumlah permintaan pasar;

2. Pada tahun 2020 musim hujan dengah curah hujan cukup tinggi dan
pelaksanaan kegiatan dilapangan sangat dipengaruhi oleh faktor alam
seperti iklim, sehingga dapat menghambat petani dalam membudidaya
tanaman. Mengakibatkan pembentukan benih padi, cilak bakal buah, dan
hama penyakit sering kali gagal sehingga menurunkan produktifitas tanaman
pangan, hortikultura dan peternakan;

3. Adanya keterbatasan lahan untuk pengembangan yang lebih luas yang di
akibatkan alih fungsi lahan ke non pertanian di Kabupaten Banjar;

4. Keterbatasan sumber daya petani dalam hal ternologi pertanian dengan
mengunakan alat bantu pertanian alsintan. Karena penggunaan sarana
produksi yang dilakukan oleh petani tidak sesuai anjuran dan melakukan
budidaya secara konversional dan ilmu pengetahuan menyebabkan cara
budidaya pertanian dan peternakan yang sedang berkembang kurang di
terapkan;

5. Keterbatasan permodalan yang cukup dirasakan, seingga menjadikan harga
jual hasil produksi pertania menjadi tidak bersaing karena harus cepat di jual
Kembali. Dikarenakan para petani belum mempunyai akses pasar atau
suatu wadah untuk petani menjula hasil produksi pertanian dan
peternakkannya.

6. Semakin berkurangnya minat pemuda untuk bertani menyebabkan dunia
pertanian dan peternakan di Kabupaten Banjar kurang meikuti jaman

(mileneal) dan mangsa pasatr.

b. Pertumbuhan PDRB sektor perikanan

Dampak pandemi covid-19 tahun 2020 memberikan dampak kepada
semua sektor usaha, namun tidak terlalu berdampak bagi sektor perikanan, hal
tersebut ditunjukan dengan pertumbuhan positif yaitu diangka 1,91% di Tahun
2020, dengan target pada tahun 2020 yaitu 5,30%, capaian yang dicapai hanya
36,04%. Dan bila dibanding realisasi Tahun 2019 5.31% pertumbuhannya
mengalami penurunan sebesar 3,4%. Sektor perikanan masuk dalam kategori
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada sektor usaha yang
berkontribusi kepada PDRB Kabupaten Banjar, dan sektor tersebut merupakan
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pendorong utama yang menjadi urutan nomor satu sebagai penyumbang PDRB
Kabupaten Banjar. Walaupun pada sektor pertanian pertumbuhannya negatif
yaitu -2 %, namun diimbangi oleh sektor pertanian yg bertumbuh positif sehingga
masih sebagai pemberi kontribusi tertinggi di Tahun 2020 yaitu 17,65 % dari 16
sektor usaha lainnya.

Potret dari struktur perekonomian Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa
kategori lapangan usaha perikanan memiliki kontribusi terbesar pertama setelah
kategori lapangan usaha pertanian dengan total kontribusi sebesar 17,65% di
tahun 2020. Besarnya postur perikanan ini turut didorong oleh aktivitas perikanan
budidaya merupakan yang paling banyak dilakukan di Kabupaten Banjar. Pada
tahun 2020 jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Banjar sebanyak
53.115,9 ton. Tempat budidaya yang digunakan di Kabupaten Banjar sebagian
besar di kolam dan jala apung. Di sisi lain Kabupaten Banjar memiliki potensi
dalam perikanan laut. Hal ini dikarenakan ada kecamatan yang berada di pesisir
pantai yaitu Aluh-aluh. Selama tahun 2020 perikanan laut di Kabupaten Banjar
memproduksi sebanyak 8.766 Ton.

Gambar 3. 50. Persentase Perikanan Budidaya Kabupaten Banjar Tahun
2019

PERSENTASE PERIKANAN BUDIDAYA
IIPATEN BANJARTAHUN 2018

. . @ : ‘ >
,28% 22,68
Ikan Patin lkan Nila
Ikan Lele lkan Mas  lkan Bawal dan lainnya

Sumber - Kabupaten Banjar dalam Angka 2020

Sumber : BPS 2021

Tabel 3. 43. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB 2019-2020
(Persen)

Kategori Lapangan Usaha 2019 2020

(1) ®) (6)
Perikanan 5,60% 1,91%

Sumber : Sumber : BPS Kabupaten Banjar Tahun 2020
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Tabel 3. 44. Realisasi dan Capaian Indikator program yang mendukung
sasaran Pertumbuhan PDRB sektor perikanan Tahun 2019

dan 2020

Capaian Target Capaian
. p Tahun 2020 Periode Periode

) L Realisasi (%) . .

No Indikator Kinerja tahun 2019 tahun Capal Akhir Akhir
2019 Target Realisasi ar:/alan RPIJMD RPIJMD

(%) (2021) (2021)

Produksi
1 perikanan 66.679 Ton 88,44 62.012 ton 61.881,9 ton 99.79 490.365 ton 24.56

Sumber : LK|jIP Dinas Perikanan, Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja program
pembangunan daerah Program Peningkatan Produksi Perikanan dengan
indikator produksi perikanan, mampu merealisasikan produksi sebanyak
61.881,9 ton dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 62.012 ton
dengan capaian 99,79%. Realisasi produksi perikanan pada tahun 2020
mengalami penurunan sebesar 4.797,1 ton atau 7,19% bila dibandingkan
dengan realisasi produksi perikanan tahun 2019. Jika dibandingkan dengan
target akhir RPJMD, realisasi produksi perikanan pada tahun 2020 sudah
mencapai 24,56%.

Faktor Pendorong :
Dalam pencapaian pertumbuhan PDRB sektor perikanan tersebut di
dorong beberapa hal sebagai berikut :
1. Peningkatan jumlah pelaku usaha bidang perikanan budidaya, tangkap,
pengolah
2. Peningkatan jumlah usaha perikanan yang bersertefikasi CBIB, CPPIB,
CPIB
Menurunnya jumlah pelaku illegal fishing
Adanya diversifikasi produk olahan
Adanya gemarikan

o 0k~ w

Adanya diversifikasi teknik budidaya ikan yang ramah lingkungan

2. Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro,
perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah

Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro,

perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi
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daerah merupakan bagian dari sasaran yang mendukung tujuan Meningkatnya
Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah, indikator pengukur kinerja sasaran ini

adalah :

a. Pertumbuhan omzet koperasi

Omzet koperasi adalah jumlah omzet seluruh koperasi. Jumlah koperasi
pada tahun 2020 sebanyak 220 koperasi yang terdiri dari koperasi aktif sebanyak
161 koperasi dan koperasi tidak aktif sebanyak 87 koperasi. Total omzet koperasi
pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp81.356.909.560,00 dan total omzet koperasi
pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp89.278.138.457,00 Sehingga pertumbuhan
omzet koperasi pada tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 9,74 % jika
dibandingkan dengan target tahun 2020 yaitu sebesar 4% maka Kkinerja
pertumbuhan koperasi memberi capaian sebesar 243,5%. Jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya capaian pertumbuhan omzet koperasi menunjukan
tren sangat positif, capaian pada tahun 2019 sebesar 140,5 % sedangkan
capaian untuk tahun 2020 sebesar 243,5 %. Adapun peningkatan capaian ini dari
tahun sebelumnya didukung beberapa hal seperti adanya perkuatan permodalan
dari berbagai pihak (Pemerintah, BUMN, Bank, LPDB dan lembaga keuangan
lainnya), pengadministrasian koperasi dengan baik.

Adapun cara perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut :

(Rp8297.83.85,00-Rp 8315.90.96,00
Rp 83159056,0 0

x10€&97 4%

Pertumbuhan omzet koperasi tidak lepas dari keberhasilan strategi
daerah dalam Meningkatan kualitas koperasi yang dilaksanakan melalui Program
pemerintah daerah (PPD) yaitu program peningkatan kualitas koperasi yang
diukur dengan pertumbuhan koperasi aktif. Pada tahun 2020 pertumbuhan
koperasi aktif ditargetkan sebesar 66,5% dan dapat tersealisasi sebesar 73,18%
dengan capaian 110,05%. Berdasarkan data dari dinas koperasi dan usaha
mikro, total koperasi yang terdaftar di kabupaten banjar sebanyak 220 koperasi
dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 161 koperasi. Adapun keberhasilan
Program peningkatan kualitas koperasi merupakan hasil daripada rangkaian
kegiatan yang dilaksanakan diantaranya koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
program pembangunan koperasi, Kegiatan Sosialisasi perkoperasian, fasilitasi
badan hukum dan sertifikasi koperasi serta pembinaan, pengawasan dan

penghargaan koperasi berprestasi. Selain hal tersebut juga adanya daya saing
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usaha koperasi yang meningkat, adanya dukungan regulasi yang kondusif,

penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi

dan yang teanyar adalah adanya gerakan reformasi total koperasi yang pada

dasarnya mengembalikan koperasi pada format yang sebenarnya vyaitu

kebersamaan, gotong royong dan kesadaran berpribadi serta pembubaran

koperasi tidak aktif sebanyak 20 unit.

a)
b)
c)

d)

b)

c)
d)

Faktor pendorong :
Meningkatnya daya saing usaha koperasi;
Pembubaran 20 koperasi yang tidak aktif;
Dukungan regulasi yang kondusif, penguatan SDM, kelembagaan
pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi
Adanya gerakan reformasi total koperasi yang pada dasarnya
mengembalikan koperasi pada format yang sebenarnya yaitu kebersamaan,

gotong royong dan kesadaran berpribadi

Faktor penghambat :
Masih kurangnya jiwa kewirausahaan Pengurus koperasi;
Masih rendahnya kemitraan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya;

Masih rendahnya fasilitasi pengembangan usaha koperasi

Upaya perbaikan :
Pemerintah terus mendorong dan menggelorakan semangat gotong royong
dan meyakinkan bahwa bila berkoperasi bisa mensejahterakan;
Pemerintah memberikan stimulus terhadap sektor usaha yang dijalankan
oleh Koperasi (Hibah dana atau hibah barang);
Memfasilitasi akses pasar terhadap produk usaha koperasi
Meningkatkan penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan
kemajuan teknologi untuk koperasi secara berkelanjutan;
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan selalu mendorong para Koperasi baik
dalam bentuk kegiatan pelatihan maupun berupa fasilitasi agar bisa

mensejahterakan masyarakat koperasi dan pelaku UMKM.

Pertumbuhan omzet usaha mikro

Definisi operasional omzet usaha mikro adalah jumlah omzet usaha mikro

yang terdata. Formulasi pertumbuhan omzet usaha mikro adalah jumlah omzet

tahun berjalan - jumlah omzet tahun sebelumnya) : jumlah omzet tahun
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sebelumnya) x 100. Target pertumbuhan omzet usaha mikro tahun 2020 yang
telah ditetapkan adalah 5,2%.

Jumlah pelaku usaha mikro yang terdata pada tahun 2019 sebanyak
11.140 pelaku dan memiliki omzet usaha sebesar Rp822.177.290.340,00.
Adapun jumlah pelaku usaha mikro yang terdata pada tahun 2020 sebanyak
60.980 pelaku dan memiliki omzet usaha sebesar Rp1.440.000.000.000,00.
Sehingga omzet usaha mikro yang tumbuh pada tahun 2020 dapat terealisasi
sebesar 75,10% bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2020
yaitu 5,2% maka memberi capaian sebesar 1.445%. Capaian indicator sasaran
strategis sangatlah meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.
Pada tahun sebelumnya, pada tahun 2019 capaian untuk indicator pertumbuhan
omzet usaha mikro sebesar 150,00% sedangkan capaian tahun 2020 sebesar
1.44 %.

Peningkatan omzet usaha mikro tidak lepas dari banyaknya pelaku usaha
mikro yang mendaftarkan dirinya sebagai pelaku usaha sehingga total omzet
usaha mikro Kabupaten Banjar meningkat dan dapat terupdate. Hal tersebut
ditandai dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat dalam penanganan
covid dari sektor ekonomi, yaitu bantuan kepada pelaku usaha mikro berupa
dana bantuan langsung tunai. Akan tetapi Lonjakan omzet usaha mikro tersebut
sebenarnya jika dilihat dari total pelaku usaha mikro yang terdaftar sebanyak
60.980 orang menunjukan menurunnya kesejahteraan pelaku usaha mikro
dengan asumsi total omzet dibagi total pelaku usaha mikro, pada tahun 2019
rata-rata setiap pelaku usaha mikro memiliki omzet 73 juta sementara tahun 2020
turun hingga 200% yaitu 23 juta. Kondisi tersebut diatas tentu saja merupakan
dampak dari pandemi covid 19 yang menyebabkan daya beli masyarakat
menurun.

Adapun cara perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut :

(Rp.4400000000-Rp822.79.84,00
Rp822.7984,00

x1068675 4%

Adapun keberhasilan sasaran diatas diiringi keberhasilan strategi daerah
dalam mengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM yang
dilaksanakan melalui Program Pemerintah Daerah (PPD) vyaitu program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM dengan indikator kinerja
UM Bankable dengan capaian berhasil. UM Bankable adalah jumlah usaha mikro

yang mengakses dapat perbankan. Pada tahun 2020 UM bankable ditargetkan
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sebanyak 600 bankable sementara itu dapat terealisasi sebanyak 3.491 pelaku
usaha mikro atau dengan capaian 581,83%. Ketercapaian kinerja program ini
tidak lepas dari dukungan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya
sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, kegiatan Pemantauan
pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM, Pengembangan sarana
pemasaran produk UMKM serta Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro

kecil menengah

Faktor Pendorong :
a) Dukungan kebijakan Pemerintah untuk pengembangan sector usaha mikro
b) Meningkatnya penguatan kapasitas manajerial usaha mikro
¢) Jumlah UMKM yang besar,
d) Dukungan perkuatan permodalan dari berbagai pihak (Pemerintah, BUMN,
Bank, LPDB dan lembaga keuangan lainnya)

Faktor Penghambat :

1) Masih banyaknya pelaku UM yang belum mempunyai sertifikat Halal, P-IRT
dan Keamanan;

2) Pelaku UM yang masih minim dalam menjalin kemitraan usaha dan
permodalan dengan usaha besar;

3) Belum optimalnya pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan kebijakan
pemerintah;

4) Kurangnya penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan

kemajuan teknologi;

Upaya perbaikan :
1) Mendata dan memfasilitasi pelaku UM yang belum memiliki sertifikat Halal,
P-IRT dan keamanan;
2) Mengoptimalkan berbagai kebijakan dari Pemerintah dan peningkatan akses
permodalan untuk pelaku usaha mikro;
3) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan selalu mendorong para pelaku UMKM
baik dalam bentuk kegiatan pelatihan maupun berupa fasilitasi agar bisa

mensejahterakan masyarakat n pelaku UMKM.

c. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
Dampak pandemi covid-19 tahun 2020 menyentuh seluruh aspek
kehidupan masyarakat, sektor perdagangan mengalami pertumbuhan negative

dengan realisasi diangka -3,93%, sementara target yang ditetapkan pada tahun
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2020 adalah sebesar 7,50%, hal trsebut menunjukan capaian sebesar -52,40%,

meskipun demikian sektor perdagangan tetap menjadi penopang PDRB
Kabupaten Banjar, potret dari struktur perekonomian Kabupaten Banjar
menunjukkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan memiliki kontribusi
terbesar kedua setelah kategori lapangan usaha pertanian dengan total
kontribusi sebesar 14,67 persen di tahun 2020. Besarnya postur perdagangan ini
turut didorong oleh aktivitas yang terjadi di kategori pertanian, pertambangan,
dan industri pengolahan. Kategori ini terdiri dari dua subkategori yaitu
perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasi serta perdagangan besar dan
eceran. Dari besarnya share PDRB kategori lapangan usaha perdagangan,
tampak bahwa nilai tambah yang tercipta di perdagangan, didominasi oleh usaha
perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor, yang
menyumbang PDRB kategori lapangan usaha perdagangan 89,4 persen ditahun
2020. Sedangkan sumbangan dari sub kategori perdagangan mobil, motor, dan
reparasinya berada di kisaran 10,6 persen. Besarnya kontribusi perdagangan
dalam perekonomian Kabupaten Banjar tersebut terdorong karena aktifitas niaga
ekspor komoditas penting seperti batubara, kelapa sawit, dan karet. Selain itu,
perdagangan di Kabupaten Banjar juga didorong oleh aktifnya kegiatan di
kategori lapangan usaha konstruksi. Kontribusi diperkirakan akan meningkat di
tahun 2021 karena pengaruh peningkatan kinerja produksi di pertanian dan
pertambangan serta pemulihan pasca banjir yang terjadi di hampir seluruh

kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar.

Tabel 3. 45. Kontribusi Per Sub kategori Perdagangan Terhadap PDRB
Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor, 2016-2019 dan Perkiraan 2020 (Persen)

Sub Kategori Lapangan Usaha 2016 2017 2018" 2019™ 2020™

@ @ ©) 4) (©) (6)

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi

) 100 100 100 100 100
Mobil dan Sepeda Motor
Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan
1 . 11,60 11,44 10,90 10,71 10.6
Reparasinya
2 | Perdagangan Besar dan Eceran 88,40 88,56 89,10 89,29 89.4

Sumber : BPS Kabupaten Banjar Tahun 2020

* Angka sementara

** Angka perkiraan
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Dari besarnya share PDRB kategori lapangan usaha perdagangan,
tampak bahwa PDRB yang tercipta di perdagangan didominasi oleh usaha
perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda motor) yang
menyumbang PDRB kategori lapangan usaha perdagangan mencapai 89,29%
pada tahun 2019 dan diperkirakan meningkat di tahun 2019 menjadi 89,4%.

Kinerja perdagangan Kabupaten Banjar dapat dikatakan sangat
prospektif. Di dalam perekonomian yang terjadi di Kabupaten Banjar, kategori
lapangan usaha perdagangan masih bertahan dengan menunjukkan
pertumbuhan yang tinggi di atas kisaran tujuh persen setiap tahunnya, tren dari
pertumbuhan perdagangan sangat bergantung kinerja lapangan usaha
komoditas yang diperdagangkan yang bersumber dari sektor pertambangan dan
pertanian.

Adapun Program Pemerintah Daerah (PPD) yang dilakukan sebagai
strategi daerah dalam meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap
PDRB adalah Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri yang diukur dengan
Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan
dikendalikan, dengan formulasi perhitungan persentase pertumbuhan barang
kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan dikendalikan yang
didapat dari tahun N dikurang tahun sebelumnya (N-1) dibagi nilai tahun (N-1)
dikali 100 persen. Kinerja PPD ditargetkan diangka koefisien 9%. Angka 9%
menunjukan angka tertinggi koefisien rata rata pengendalian barang pokok,
apabila dibawah angka 9% maka menunjukan barang bahan pokok aman
terkendali atau dalam kondisi baik, sementara tahun 2020 dapat terealisasi
diangka koefisien 5,34%, maka ini menunjukan pengendalian dan ketersediaan
bahan pokok aman sepanjang tahun 2020 dengan capaian berhasil.

Faktor Penghambat/Kegagalan :

1) Adanya pandemi covid-19 menyebabkan sarana perdagangan terhambat
sehingga ada beberapa bantuan sarana perdagangan yang belum diterima.

2) Belum terbangunnya sistem arus distribusi barang kebutuhan pokok dan
barang penting yang efektif dan efisen serta Aksesbilitas yang terbatas
karena luas wilayah yang sangat luas dan lokasi wilayah yang sulit
dijangkau.

3) Adanya panic buying dimana konsumen membeli dalam jumlah besar

sehingga barang dipasaran menjadi kosong atau langka.
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Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang tertib
ukur dan tertib niaga;

Belum adanya regulasi daerah khususnya Peraturan Daerah sebagai
pedoman dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL dan masih
belum optimalnya harmonisasi dan koordinasi antar satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) yang memiliki tupoksi terkait dengan penataan dan
pemberdayaan PKL

Upaya perbaikan :

Melakukan pembinaan kepada para pedagang mengenai aspek keamanan,
keselamatan dan kesehatan produk terutama makanan seperti cek tanggal
kadaluarsa, serta sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang mengenai
Ketentuan Produk BDKT pada IKM di kabupaten banjar

Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah Kabupaten
Banjar tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sehingga
lebih optimal dalam melaksanakan program pembinaan pedagang kakilima.
Melaksanakan koordinasi yang bersifat komperhensif  untuk
mengindentifikasi dan melakukan pemetaan terhadap sumber - sumber
penghasil komuditas, sifat dan karakter jenis komuditas, wilayah, serta
produsen penghasil sehingga arus distribusi barang dapat berjalan dengan

lancar

Melakukan pemantauan harga dipasar agar mengetahui disparitas harga
antar pasar satu dengan pasar lain dikabupaten banjar dan menjalin
komunikasi yang baik dengan pihak distributor dan agen-agen besar yag ada

di kabupaten banjar sehingga panic buying bisa dicegah

Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian pengolahan

Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan yang didapat dari

nilai PDRB sektor industri atas dasar harga konstan tahun N dikurang tahun
sebelumnya (N-1) dibagi nilai PDRB tahun (N-1) dikali 100,00%. Kontribusi sektor
industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2020 sebesar 4,59%, adapun

pertumbuhan sektor perindustrian pengolahan pada tahun 2020 tumbuh negatif

dengan realisasi -2,83% bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun
2020 adalah sebesar 6,50% maka capaian pada tahun 2020 adalah -43,54%.

Pandemi telah yang menghantam industri kecil menengah yang ada di

kabupaten banjar, dari 16 sub sektor industri pengolahan yang ada, hanya empat

sub sektor yang mampu tumbuh positif, yaitu Industri Kimia, Farmasi dan Obat
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Tradisional, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi
Media Rekaman, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang
Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Mesin dan Perlengkapan
YTDL.

Tabel 3. 46. Kontribusi dan Persentase Pertumbuhan Per Sub Kategori
Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kategori Industri

Pengolahan
Kontribusi Pertumbuhan
Sub Kategori Lapangan Usaha

2019 2020 2019 2020
A Industri Pengolahan 100 4,59 3,50 -2,87

1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas - - - -
2 Industri Makanan dan Minuman 66,43 62,90 2,94 -4,21

3 Pengolahan Tembakau - - - -
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 4,44 4,36 5,68 -0,37

5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki - - - -

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan
6 Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan 0,99 1,03 1,97 0,90
Sejenisnya

7| Percetakan dan Reproduie ecia Rekaman oa | 047 | 154 | 0o
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 0,13 0,14 1,73 0,88
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 18,45 21,14 5,64 -0,54
10 Industri Barang Galian bukan Logam 6,81 7,60 1,80 -0,73

11 Industri Logam Dasar - - - -
1o | e b o S | oz | oar | e | s
13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 0,23 0,27 1,17 1,51
14 Industri Alat Angkutan 0,09 0,11 3,78 -1,07
15 Industri Furnitur 0,42 0,43 3,65 -1,64
1o | popergeltn s e [ s | s | see | s

Sumber : BPS Kabupaten Banjar Tahun 2020 (data diolah)

Kategori lapangan usaha industri pengolahan dalam PDRB dengan tahun
dasar 2010 dibagi kedalam 16 Subkategori lapangan usaha. Subkategori
lapangan usaha yang mendominasi kinerja industri pengolahan di Kabupaten
Banjar adalah industri makanan dan minuman. Kontribusi industri makanan dan
minuman rata-rata selama kurun waktu 5 tahun terakhir mencapai lebih dari
60,00% dari total industri pengolahan secara keseluruhan di Kabupaten Banjar.
Pertumbuhan industri makanan dan minuman sebelum pandemi cukup stabil di

kisaran rata-rata 5,52%. Subkategori lapangan usaha ini dirasa cukup
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menjanjikan bagi masyarakat Kabupaten Banjar terlihat dari jenis usaha pada
industri makanan dan minuman yang didominasi usaha industri rumah tangga,
kecil dan menengah. Komoditas utama dari industri makanan dan minuman
Kabupaten Banjar diantaranya adalah air mineral, aneka kue kering dan basah,
dan sirup.

Adapun Program Pemerintah Daerah (PPD) yang dilakukan sebagai
strategi daerah dalam meningkatkan kontribusi sektor perindustrian terhadap
PDRB adalah peningkatan pertumbuhan industri, dengan formulasi Persentase
pertumbuhan sektor industri (lmeasa dan agrokim) yang didapat dari tahun N
dikurang tahun sebelumnya (N-1) dibagi nilai tahun (N-1) dikali 100 persen.
Kinerja PPD ditargetkan dengan pertumbuhan sebesar 2%, sementara tahun
2020 dapat terealisasi sebesar -10,69% atau dengan capaian -534,50%.
Kegagalan kinerja PPD dikarenakan pandemi covid 19 yang menghantam

disepanjang tahun 2020.

Faktor Penghambat/kegagalan :

1) Melemahnya sektor industri pengolahan batu permata batumulia serta sektor
perdagangan di bidang batu permata batumulia di Kabupaten Banjar
dibandingkan tahun — tahun sebelumnya.

2) Adanya pemberlakuan MEA sejak tahun 2015 dimana produk mancanegara
bebas masuk ke wilayah Kabupaten Banjar sangat perlu diimbangi dengan
peningkatan kualitas dan produktifitas yang signifikan agar IKM Kabupaten
Banjar tidak hanya menjadi penguasa di pasar lokal tetapi bisa melakukan
penetrasi di pasar global. Oleh karena itu mulai tahun 2016, fokus pelatihan,
pembinaan dan pendampingan lebih pada peningkatan kualitas,
diversifikasi, pengembangan desain, peningkatan teknologi dan standarisasi
produk IKM untuk meningkatkan daya saing produk. Disamping
permasalahan tersebut sektor industri pengolahan Kabupaten Banjar masih
menghadapi masalah klasik seperti : ketergantungan pada bahan baku
impor, keterbatasan sarana dan prasarana serta penguasaan teknologi
Industri, minimnya akses permodalan, perijinan, pemasaran, serta
penerapan standarisasi produk, HKI dan sistem mutu masih kurang

3) Mekanisme Pengumpulan data Industri kecil menengah yang belum optimal
karena luasan wilayah yang didata dan SDM yang terbatas.

4) Adanya pandemi Covid 19 di tahun 2020 sehingga menurunnya jumlah
Industri Kecil Menengah di Kabupaten Banjar.
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5) Kurangnya jumlah SDM Gemologist saat ini hanya berjumlah 2 orang, dan
peralatan laboratorium di UPT LPSB out of update masih standar dalam

kebutuhan saat ini.

Upaya yang dilakukan :

1) Memberdayakan tenaga gemologist yang ada dengan cara memberikan
kebijakan manajemen kerja dan memperbaiki atau mengkalibrasi alat
gemologist perperiode untuk memastikan alat tersebut standar operational

2) Meningkatkan sektor industri pengolahan batu permata batumulia serta
sektor perdagangan di bidang batu permata batumulia salah satunya tentang
keberadaan Workshop PPBP sebagai tempat sarana dan prasarana bagi
perajin batu permata dan perhiasan untuk belajar, dan mengembangkan
keahlian serta keterampilan batu permata di Kabupaten Banjar.

3) Melakukan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada IKM,
pengoptimalan potensi dan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri
sehingga tidak tergantung pada bahan baku impor, pendampingan dan
memfasilitasi IKM dalam akses permodalan, perijinan, pemasaran serta
dalam pengurusan standarisasi produk dan HKI

4) Memberikan motivasi dan semangat kepada IKM yang terdampak covid 19
salah satunya dengan cara memfasilitasi dalam menggunakan jaringan
pemasaran digital / online seperti mamaline.co.id.

5) Memperbaiki sistem mekanisme secara teknis dan SDM yang terlatih

dilapangan agar terkumpulnya data yang akurat

e. Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata

Pendekatan perhitungan PDRB sektor pariwisata diukur dengan PDRB
sub kategori transportasi, akomodasi dan makan minum. Dalam postur
perekonomian Banjar kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun
2020 adalah sebesar 5,44% dengan realisasi angka pertumbuhan -2,03%, bila
dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2020 adalah sebesar 6,71%
maka memberi capaian sebesar -38,25%. Bila dilihat dari postur perkeonomian
Kabupaten Banjar Sektor Pariwisata di Kabupaten Banjar masih berada di bawah
sektor pendidikan, hanya saja Kabupaten Banjar memiliki potensi sektor
pariwisata yang sangat baik, Kabuapaten Banjar memiliki banyak Obejk
Destinasi Wisata, Baik Alam, Buatan dan Budaya. Kabupaten Banjar menjadi
lokasi utama pembangunan pariwisata oleh pemerintah provinsi Kalimantan

Selatan, Bahkan jadi nasional. Namun tidak dapat dipungkiri kegiatan pariwisata
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menjadi lumpuh ditahun 2020, dikarenakan pandemi dan protokol kesehatan

tidak memperkenankan adanya kerumunan masyarakat.

Tabel 3. 47. Kontribusi Per Subkategori Terhadap PDRB Sektor
Pariwisata dan Penyediaan Akomodasi serta Makan dan
Minum Kabupaten Banjar 2020 (Persen)

Kontribusi (%) Pertumbuhan
Kategori/Subkategori (%)
2020 2020
Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata 5,44 -2,03
Transportasi dan Pergudangan 57,94 -3,15
Angkutan Darat 57,94 -3,15
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 42,06 -0,44
Penyediaan Akomodasi 2,98 -2,31
Penyediaan Makan Minum 95,89 -0,36

Sumber : BPS Kabupaten Banjar (Data Diolah)

Tahun 2020 menjadi tahun yang kelam untuk indusrti pariwisata di dunia
pada umumnya, pariwisata kabupaten banjar tak luput dari dampak pandemi,
dalam 3 tahun terakhir kabupaten banjar tengah melakukan upaya untuk
membangun pariwisata dengan prinsip konsep 3A, yakni atraksi, aksesibilitas,
dan amenitas. Sehingga, pengelolaan berjalan baik dan destinasi tersebut
banyak diminati. Kabupaten Banjar telah mengembangkan beberapa objek
wisata dari sisi atraksi yakni untuk keindahan alam, budaya masyarakat
setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana
permainan dan hiburan. Sementara sarana dan infrastruktur untuk menuju
destinasi, seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan rambu-rambu
penunjuk jalan sudah dilakukan secara bertahap dengan berdasarkan prioritas
rencana pariwisata daerah, kabupaten banjar juga fokus pada amenitas yakni
fasilitas di luar akomodasi, seperti rumah makan, restoran, toko cinderamata, dan
fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain. Selain
konsep 3A tersebut kabupaten Banjar juga membangun Sumber Daya Manusia
dan merintis ekonomi kreatif khususnya para pengelola destinasi.

Sektor pariwisata merupakan sektor prioritas daerah dalam mewujudkan
pertumbuhan perekonomian Kabupaten Banjar, Sektor pariwisata diharapkan
dapat mendukung transformasi ekonomi dari sumber daya tak terbarukan ke
sumber daya terbarukan. Kabupaten Banjar memiliki potensi pariwisata yang

sangat besar, ini ditunjukan dengan data objek wisata Kabupaten Banjar yang
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ada pada Keputusan Bupati Banjar No. 188.45/440/KUM/2018 yang berjumlah

105 objek wisata dengan rincian wisata alam 42 buah, wisata buatan 11 buah

dan wisata buaya sebanyak 52 buah.

Adapun capaian kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di dikung

oleh strategi daerah dalam mengembangkan pariwisata yang dilaksanakan

melalui program pemerintah daerah (PPD) yaitu program pengembangan

pariwisata yang diukur dengan peningkatan kunjungan wisatawan. Pandemi

Covid 19 pada Tahun 2020 menyebabkan penurunan angka pengunjung wisata

cukup signifikan, penurunan tersebut mencapai angka -59%. Angka pengunjung
wisata turun dari 9.116.576 orang tahun 2019 menjadi 3.702.958 orang di Tahun

2020, Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 48. Angka Pengunjung Wisata Tahun 2020

Kunjungan Wisatawan
Lokasi Domestik Mancanegara
(Orang) (Orang)
Cahaya Bumi Selamat (CBS) 228.883 36
Mesjid AL Karomah 879.822 10
Wisata Religi — Makam Datu Kalampayan 280.602 -
Pulau Pinus I, Pulau Pinus Il dan Riam Kanan 55.324 1
Wisata Kuliner Bincau 109.385 -
Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam 39.174 -
Pasar Terapung Lok Baintan 27.362 120
Obyek Wisata Alam Sungai Kembang 21.481 -
Wisata Religi — Makam guru Sekumpul Martapura 1.977.747 92
Obyek Wisata Water Boom Pesona Modern 30.610 -
Rumah Adat Banjar di Telok Selong 1.729 2
Benteng Oranje Nassau di Pengaron 3.562 -
Wisata Danau Tamiyang 30.041 -
Matang Kaladan 15.397 -
Penggosokan Intan 45 3
Wisata Khatulistiwa sei Rangas 1.530 -
Jumlah 3.702.694 264

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
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Faktor Penghambat/kegagalan

Belum semua destinasi wisata yang potensial memiliki infrastruktur yang
memadai terutama jalan menuju ke lokasi wisata. Selain itu destinasi wisata
potensial yang berada di lokasi tahura (terutama di Kecamatan Aranio)
terkendala oleh ketentuan peruntukan lahan dan tata ruang.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya pembatasan aktivitas
masyarakat dan telah dilakukan penutupan obyek wisata sebagai langkah
untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui
pengendalian persebaran virus Corona dengan menghindari kerumunan
massa di tempat-tempat publik. Hal tersebut berdampak pada penurunan
jumlah wisatawan secara signifikan.

Terjadi penghentian Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pariwisata oleh
pemerintah pusat dalam rangka realokasi anggaran untuk penanganan
pandemi Covid-19, namun kemudian dialokasikan kembali ke Pemerintah

Kabupaten Banjar dengan pengurangan alokasi anggaran.

Upaya yang dilakukan :
Mengembangkan destinasi wisata berdasarkan skala prioritas  dengan
melibatkan partisipasi masyarakat melalui kelompok sadar wisata.
Melakukan pemantauan ke destinasi wisata untuk memastikan peraturan
selama pandemi covid-19 dijalankan sekaligus sosialisasi protokol
kesehatan selama pandemi.
Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaku usaha di sektor
pariwisata yang terdampak Covid-19.
Menyampaikan data pelaku usaha sektor pariwisata terdampak Covid-19 ke
kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendapatkan bantuan.
Memfasilitasi proses penyaluran bantuan dari kementrian Pariwisata dan
Ekonomi kreatif kepada pelaku usaha pariwisata terdampak Covid-19.
Menyusun protokol kesehatan di obyek wisata sebagai panduan operasional
obyek wisata jika status new normal diberlakukan di Kabupaten Banjar.
Belanja kelengkapan pendukung implementasi protokol kesehatan di obyek
wisata dalam RKA Perubahan Disbudpar TA 2020 (Pembelian masker, hand
sanitizer, thermo gun, dll).
Mengembangkan destinasi wisata melalui pembangunan fisik pada wilayah
yang memungkinkan berdasarkan skala prioritas. Sedangkan destinasi
wisata di wilayah hutan lindung dikembangkan melalui pembangunan fisik

BAB 3 ¢ 175

BANJAR




LAPORAN KINERJA INSTANSI

ABUPATEN BANJAR

yang diizinkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui kelompok
sadar wisata.

9) Melaksanakan perencanaan ulang pembangunan prasarana pariwisata
yang bersumber dari DAK, disesuaikan dengan dana yang tersedia agar
dapat segera dilakukan lelang untuk mendapatkan penyedia yang mampu
melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu yang makin sempit.

3. Sasaran : Meningkatnya nilai investasi

Pada tahun 2020 Kabupaten Banjar mengalami peningkatan nilai
investasi sebesar Rp1.414.823.443.382,00. Bila dibandingkan dengan jumlah
investasi Tahun 2019 sebesar Rpl1.024.139.054.828,00 maka akan
menunjukkan adanya pertumbuhan investasi yang terealisasi sebesar 38,14%,
bila dibandingkan dengan target tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 1% maka
hal ini menunjukan capaian pertumbuhan investasi pada tahun 2020 mencapai
3814%. Peningkatan hal tersebut juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah
investor baru sebesar 30 investor di Tahun 2020. Adapun pertumbuhan nilai
investasi di Kabupaten Banjar didukung oleh adanya Kemudahan Pelayanan

melalui Mal Pelayanan Publik dimana semua pelayanan perizinan terpusat.

Gambar 3. 51. Realisasi Investasi (dalam Rupiah) Di Kabupaten Banjar
Dari Tahun 2016-2020

Realisasi Investasi (dalam rupiah) Tahun 22080
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Seriesl

Sumber : Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Tahun
2020
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Berdasarkan grafik di atas, terlihat pertumbuhan investasi di Kabupaten
Banjar dari Tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 diperoleh investasi sebesar
Rp2.508.682.568.552,00 dan mengalami penurunan di tahun 2017 dengan nilai
realisasi investasi sebesar Rp2.410.967.505.608,00 dan penurunan sebesar
4,05%. Dari tahun 2017 ke tahun 2018, pertumbuhan investasi mengalami
penurunan kembali  dengan nilai realisasi investasi  sebesar
Rpl1.957.512.667.434,00 dan penurunan sebesar 23,16%. Pada tahun 2019,
pertumbuhan investasi mengalami penurunan kembali dengan nilai realisasi
investasi sebesar Rpl1.024.139.054.828,00 dan penurunan tersebut
dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 91,13%.
Sedangkan pada tahun 2020, pertumbuhan investasi mengalami kenaikan
dengan realisasi investasi sebesar Rpl.414.823.443.382,00 dan kenaikan
tersebut sebesar 38,14%.Data realisasi investasi ini, diperoleh berdasarkan hasil
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Laporan tersebut dari tahun 2013
hingga sekarang masih digunakan sebagai pedoman dalam mengetahui realiasi
investasi yang ada di Kabupaten Banjar.

Gambar 3. 52. Realisasi Investor Di Kabupaten Banjar Dari Tahun 2016-
2020
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Sumber : Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Tahun
2020

Berdasarkan grafik di atas, terlihat jumlah investor yang masuk di
Kabupaten Banjar. Indikator ini mulai ditetapkan pada tahun 2019. Terlihat
bahwa ada penurunan jumlah investor baru di Kabupaten Banjar sebanyak 7
investor dengan jumlah persentase sebesar 81,08%. Terdapat beberapa
kendala dalam sektor investasi di Kabupatten Banjar diantaranya, perusahaan
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besar tidak dapat melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dikarenakan
data perusahaan dipegang oleh pusat perusahaan. Sedangkan untuk meminta
data ke pusat sangat dipersulit sekalipun anak cabang perusahaan yang berada
di Kabupaten Banjar. Jadi perusahaan tersebut melaporkan Investasi nya
(Laporan Kegiatan Penanaman Modal) melalui Pusat. Sehingga Nilai Realisasi
Investasi tidak masuk secara maksimal di Kabupaten Banjar, ada beberapa
perusahaan melaporkan Nilai Realisasi Investasi Nol rupiah (Rp.0) dikarenakan
perusahaan belum memahami tata cara melaporkan serta dalam melaporkan
Laporan Kegiatan Penanaman Modal perlu melakukan konsultasi dengan Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Informasi Penanaman Modal.

Iklim investasi di Kabupaten Banjar relatif sudah baik, ini ditunjukan
dengan tingginya potensi investasi pada tahun 2019 yang mencapai angka nilai
enam triliun, hanya saja dalam realisasinya masih menemukan beberapa
kendala dan permasalahan, sehingga menyebabkan terjadinya perlambatan
realisasi investasi di Tahun 2019 yaitu di angka Rp1.024.139.054.828,00.
Adapun faktor internal yang menjadi penyebab perlambatan realisasi investasi
diantaranya masih terdapat regulasi perijinan yang dianggap belum pro investor
dalam kemudahan proses perijinan, sehingga persyaratan-persyaratan dalam
proses perijinan harus di tinjau ulang guna kemudahan dan percepatan
penyelesaian perijinan, serta peningkatan pelayanan dengan integrasi SKPD
pelayanan perizinan dan percepatan pelimpahan wewenang perijinan kepada
SKPD koordinator untuk pelayanan terpadu satu pintu. Indikator kinerja
persentase pertumbuhan investasi (kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi
PMDN/PMA) mengalami kenaikan. Jika tahun 2019 pertumbuhan investasi
hanya meningkat sebesar 60,00%, maka tahun 2020 pertumbuhan investasi
meningkat sebesar 262%. Hal ini disebabkan adanya beberapa perusahaan baru
yang masuk serta perusahaan-perusahaan sebelumnya tetap melaporkan
kegiatan Penanaman Modal ke aplikasi online yang dikelola langsung oleh
BKPM RI.

Faktor Pendukung

1. Keberadaan Mal Pelayanan Publik salah satunya memberi kemudahan
akses perijinan kepada para pelaku usaha.

2. Tersedianya sistem integrasi data dan Online seluruh pelayanan Perijinan.
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Faktor Penghambat

1.

Perusahaan besar tidak dapat melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman
Modal dikarenakan data perusahaan dipegang oleh pusat perusahaan.
Sedangkan untuk meminta data ke pusat sangat dipersulit sekalipun anak
cabang perusahaan yang berada di Kabupaten Banjar. Jadi perusahaan
tersebut melaporkan Investasi nya (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
melalui Pusat. Sehingga Nilai Realisasi Investasi tidak masuk secara
maksimal di Kabupaten Banijar.

Beberapa perusahaan melaporkan Nilai Realisasi Investasi Nol rupiah
(Rp.0) dikarenakan perusahaan belum memahami tata cara melaporkan
serta dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal perlu
melakukan konsultasi dengan Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal Informasi Penanaman Modal.

Email yang dimasukkan di OSS terkadang ada yang tidak aktif atau tidak
bisa digunakan sedangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal
mengirimkan Hak Akses melalui email tersebut. Sehingga para pelaku usaha
harus mengirimkan email ke Helpdesk untuk meminta mengirimkan ulang
Hak Akses ke email perusahaan yang aktif. Hal tersebut cukup memakan
waktu selama beberapa hari sehingga menghambat waktu pelaporan
Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Adanya pembatasan atau lockdown akibat pandemi Covid-19 membuat

aktivitas perdagangan terdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit

Upaya Yang Dilakukan :

1. Berusaha berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
mengenai cabang perusahaan yang pelaporan Laporan Kegiatan
Penanaman Modalnya masih mengikuti perusahaan pusat untuk dapat
melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal cabang secara mandiri
sehingga nilai realisasi investasi di cabang tidak “0” rupiah.

Berusaha untuk terus aktif melakukan sosialisasi kepada investor mengenai
betapa pentingnya melakukan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman

Modal per triwulan melalui email, WhatsApp dan mengunjungi langsung

investor.
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Secara garis besar faktor pendorong dan penghambat atas pencapaian

indikator kinerja utama Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

Faktor Pendukung

1.

Melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dengan protokol
kesehatan yang ketat dan percepatan realisasi stimulus oleh pemerintah dari
anggaran negara, diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa membaik di 2021
tidak berada pada level negatif, terutama dipengaruhi Pandemi COVID-19
yang secara perlahan dapat dikendalikan didukung oleh program vaksinasi
COVID-19, dan mendorong kinerja konsumsi, investasi, dan ekspor.
Pertumbuhan konsumsi masyarakat khususnya konsumsi kelas menengah
atas yang menjadi mayoritas penyumbang pertumbuhan dengan adanya
vaksin.

Dengan penyederhanaan perizinan bagi usaha mikro hingga lewat
diberlakukannya peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja maka
diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun depan.
Anggaran pemerintah pusat untuk Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp
372,3 triliun. PEN yang masih berlanjut di tahun 2021 juga diharapkan dapat

mendongkrak pertumbuhan ekonomi termasuk di Kabupaten Banjar.

Faktor Penghambat
1.

Terjadi Pandemi Covid-19 sehingga dari sisi permintaan, kondisi pandemi
Covid-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan
transportasi, serta perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, yang
terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan
investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan
global (global value chain).

Kebijakan mengenai penerapan protocol kesehatan dan work from home
(WFH), sampai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentu konsumsi
mengalami penurunan yang sangat tajam, pendistribusian barang terhambat
karena adanya pembatasan keluar masuk suatu daerah sehingga turut
mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah negatif di Kabupaten Banjar.
Terjadi penurunan pendapatan peternak secara umum yang disebabkan
karena penurunan permintaan masyarakat secara drastis selama Pandemi
Covid-19. Kesulitan menjual karena harga yang belum memenuhi harapan

dari peternak menjadi alasan utama para peternak merugi.
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Untuk sektor pertanian, terjadi peningkatan jumlah produksi karena adanya
panen raya, namun berdasarkan perhitungan usaha, hampir semua petani
mengalami kerugian karena adanya penurunan harga jual dan selama ini
para petani belum memasukkan tenaga mereka sebagai biaya tenaga kerja
Yang juga terganggu aktivitas ekonominya adalah manufaktur,
perdagangan, transportasi, serta akomodasi seperti perhotelan dan
restoran. Gangguan aktivitas sektor korporasi yang disebabkan tekanan
wabah Covid-19 akan menyebabkan penurunan pada kinerja bisnis dan
terjadi pemutusan hubungan kerja hingga ancaman kebangkrutan.

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga mengalami tekanan
akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha, karena adanya restriksi
kegiatan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan UMKM.
Sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit terganggu.
Pandemi Covid 19 pada Tahun 2020 menyebabkan penurunan angka
pengunjung wisata cukup signifikan, penurunan tersebut mencapai angka -
59%. Angka pengunjung wisata turun dari 9.116.576 orang tahun 2019
menjadi 3.702.958 orang di Tahun 2020

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah, antara lain :
1.

Dukungan pemerintah untuk menjaga pemulihan ekonomi yaitu dengan
mempercepat realisasi belanja pemerintah. Realisasi belanja pemerintah
Kabupaten Banjar Tahun 2020 sebesar 1,51 triliun rupiah (BPKAD Kab.
Banjar)

Pemerintah telah membuat kebijakan yang diarahkan pada upaya
mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pemulihan ekonomi nasional melalui perlindungan sosial dan stimulus
ekonomi bagi masyarakat berupa Jaring Pengaman Sosial terdiri dari
Bantuan Non Tunai maupun Bantuan Langsung Tunai, diberikan terhadap
aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya
terdampak selama pandemi. Tujuannya agar masyarakat masih tetap bisa
menjaga konsumsi pada masa pandemi. Sasaran penerima bantuan adalah
masyarakat terdampak seperti buruh tani, karyawan yang dirumahkan dan
atau yang di PHK, pekerja wisata, kelompok masyarakat miskin, orang lanjut
usia, pengemis, gelandangan dan keluarga penderita COVID-19 yang masih

menjalani karantina dan petugas atau mitra dinas social.
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3. Program pemerintah memberikan insentif kepada pekerja yang
penghasilannya di bawah 5 juta per bulan, sebagai stimulus agar
meningkatkan daya beli masyarakat.

4. Kebijakan di bidang ekonomi dalam menangani Covid-19 telah dilakukan
oleh pemerintah, seperti stimulus pajak dan permodalan, restrukturisasi
kredit, bahkan diskon dan pembebasan biaya listrik rumah tangga.

5. Pemerintah menyalurkan bantuan modal dalam bentuk Tunai untuk sektor
UMKM yang mengalami penurunan pendapatan selama Pandemi Covid-19,
di Kabupaten Banjar lebih dari 1.500 pelaku usaha UMKM yang
mendapatkan Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BLT BPUM)
senilai 2,4 juta rupiah per pelaku usaha.

6. Mengalokasikan pendanaan baik dari hasil refocusing anggaran daerah
maupun Dana Insentif Daerah dari pusat dalam upaya pemulihan ekonomi
masyarakat dengan membeli produk-produk di sektor pertanian, perikanan,
peternakan dan perkebunan dengan harga yang diharapkan Petani/peternak
agar UMKM di sektor ini tetap dapat mempertahankan tingkat keuntungan

usaha mereka.

Indikator Indeks Gini untuk mengukur pencapaian tujuan meningkatnya
Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun tingkat capaian Indikator

Kinerja Utama di atas dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 49. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Gini

Capaian s/d
indikator | Redlisasi | Capaian Tahun 2020 Target T?:rl:;jgzo
No. Kineria Tahun Tahun Akhir Tar etp
J 2019 2019 RPJMD 9
Akhir
Target Realisasi Capaian RPJMD
1 Indeks Gini 0.33 102.94% 0.33 NA NA 0.32 NA

Sumber : Pengolahan Data

Di Tahun 2020 dengan kondisi pandemi Covid-19 terjadinya penurunan
pengeluaran atau daya beli pada kelompok penduduk, terutama yang menengah
ke atas. BPS juga melihat potensi penurunan tingkat pengeluaran oleh kelompok

penduduk menengah ke bawah. Namun, penurunannya tidak akan secepat pada
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kelompok menengah atas. Pasalnya, kelompok ini juga terbantu oleh adanya
berbagai program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan oleh pemerintah
baik pusat maupun daerah.

Perhitungan Gini Rasio Kabupaten Banjar Tahun 2020 hingga laporan ini
disusun, belum ada rilis resmi dari BPS Kabupaten Banjar.

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering
digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
Mengukur ketimpangan dengan gini ratio berarti mengasumsikan bahwa
pendapatan masyarakat diproksi dengan variabel pengeluaran. Selain Gini Ratio,
ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran
pada kelompok penduduk 40,00% terbawah atau yang dikenal dengan ukuran
Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3
kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok
penduduk 40,00% terbawah angkanya di bawah 12%, ketimpangan sedang jika
angkanya berkisar antara 12-17%, serta ketimpangan rendah jika angkanya
berada di atas 17%.

Gambar 3. 53. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran
Per Kapita Sebulan di Kabupaten Banjar Tahun 2020

Persentase Penduduk Menurut
Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan
di Kabupaten Banjar Tahun 2020

Gol. Pengeluaran Persentase Penduduk

<750.000 28,38
750.000 - 999.999 24,48
1.000.000 - 1.499.999 23,38
>1.500.000 23,76

Sumber : BPS, Susenas

Persentase Pengeluaran Perkapita
‘Sebulan pada Tahun 2020 di Kabupaten Banjar
adalah Komoditas Makanan sebesar 52,37 Persen
dan Komoditas Non Makanan sebesar 47,63
Sumber : BPS, Susenas

Sumber : BPS, Susenas
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Tabel 3.50. Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut
Kelompok Komoditas di Kabupaten Banjar, 2019 dan 2020

|
|

Padi-padian//Cereals 4,96 557
Umbi-umbian/ Tubers 0,7 0,23
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/sheils 4,78 4,80
Daging/Meat 1,90 1,63
Telur dan susu/Eggs and milk 3,09 3,10
Sayur-sayuran/Vegetabies 2.3 2,81
Kacang-kacangan/legumes 0,55 062
Buah-buahan/Fruits 2,04 2,08
Minyak dan kelapa/0il and coconut 1,08 1,04
Bahan minuman/Beverage stufifs 1,69 1,81
Bumbu-bumbuan/Spices 1,02 1,05
Konsumsi lainnya/Miscelfaneous food items 131 1,21
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages 19,96 20,70
Rokok/Cigarettes 5,50 5,72
Jumlah makanan/Totalfood  so® 5237
Bukan makanan/Non-food

Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household 22,86 23,49
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services 10,18 10,28
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and 2mM 2,99
headgear

Komoditas tahan lama/Durable goods 9.9, 7,46
Pajak, pungutan, dan asuransi/ Taxes and fnsurance 3,35 2,25

Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies 0,71 1,17

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2021

Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan informasi yang dapat
digunakan untuk melihat kesejahteraan penduduk. Besarnya nilai pengeluaran
yang dibelanjakan baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan, secara
tidak langsung dapat mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga dalam
mencukupi kebutuhan yang mencakup barang dan jasa. Pada tahun 2020, total
pengeluaran perkapita dalam sebulan di Kabupaten Banjar mencapai Rp
1.233.367,- yang terdiri dari pengeluaran konsumsi makanan sebesar 52,37%
(Rp 645.858,-) dan konsumsi bukan makanan sebesar 47,63% (Rp 587.510,-).

Pengukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan relatif
sangat sederhana, jika rasio berkisar antara 0,5-0,7 maka terjadi ketimpangan
yang tajam, dan jika rasio berkisar antara 0,2—0,35 maka distribusi pendapatan
relatif merata.

Angka Gini Rasio terletak antara 0—1, dan apabila angka ini semakin
mendekati 0 (nol) berarti ketimpangan pendapatan semakin rendah, tetapi

sebaliknya apabila angka ini semakin mendekati 1 (satu) berarti semakin tinggi
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tingkat ketimpangan pendapatan. Pengelompokan nilai koefisien Gini dibedakan
menjadi 5 kelompok :

GR=0 : Pemerataan Sempurna

0<GR<0,3 :Ketimpangan Rendah

0,3<GR <0,5 :Ketimpangan Sedang

0,5<GR<1 :Ketimpangan Tinggi

GR=1 : Ketimpangan Sempurna

Gambar 3.54. Perkembangan Gini Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Banjar, 2014-2018

N Gini Ratio e=®==Pertumbuhan Ekonomi

6.00
5,00 W 5,01
4,00 '
3,00
2,00
1,00
0,35 0,32 031 0,35 0,33
oo N L = - —
2014 2015 2016 2017+ 2018%

Sumber : Data Diolah dari Data Susenas 2014- 2018
*Angka sementara

*Angka sangat sementara

Selama beberapa tahun ini, ekonomi Kabupaten Banjar tumbuh relatif
cukup baik. Dari tahun 2014-2018, data Gini Ratio Kabupaten Banjar
menunjukkan tren yang cukup stabil dan dapat dikategorikan ketimpangan
sedang yang ditunjukkan oleh angka GR yang berada pada kisaran 0,33 sampai
dengan 0,35. Artinya distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Banjar belum

merata sempurna tetapi masih pada klasifikasi ketimpangan sedang.
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Gambar 3. 55. Perkembangan Gini Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Banjar, 2015-2020

Gini Rasio

0.402 0,394 0,391 0,384 0,382 0,381

e —

0353 0351 0347 0344 (334 0351

2015 2016 2017 2018 2019 Sep 2020
= [NDONESI A s KALIMANTAN SELATAN

Sumber : Data Diolah dari Data Susenas 2015-2020, BPS Prov. Kalsel

Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk
Kalimantan Selatan yang diukur dengan Gini Ratio sebesar 0,351. Angka ini nhaik
0,019 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 0,332.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang
sebesar 0,334, terjadi peningkatan sebesar 0,017 poin.

Ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Selatan termasuk
dalam kategori rendah. Hal ini ditunjukkan oleh persentase distribusi
pengeluaran penduduk kelompok 40,00% terbawah yang sebesar 19,26%.

Gambar 3.56. Perkembangan Gini Rasio di Kalimantan Selatan, Tahun
2011-2020 (Persen)

Gambar 1.
Perkembangan Gini Ratio di Kalimantan Selatan 2011 - 2020

0.351 0.347 0.347 0334 0.351

- 0340
U'ﬂ/\ ® 0334 0334 g332

Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20

W Perkotaan M Perdesaan —e—Perkotaan + Perdesaan

Sumber : BPS Prov. Kalsel, September 2020
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Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di perdesaan lebih baik dari
pada tingkat ketimpangan penduduk di daerah perkotaan. Hal ini terlihat dari
persentase distribusi pengeluaran penduduk kelompok 40,00% terbawah di
perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, 23,87%berbanding
18,32%. Hal ini berarti bahwa telah terjadi peningkatan ketimpangan selama
periode September 2019-September 2020 di Kalimantan Selatan. Pandemi
Covid-19 lebih berdampak pada turunnya pendapatan penduduk kelompok
40,00% terbawah, apalagi dengan beberapa kebijakan lockdown/pembatasan
sosial berskala besar (PSBB) yang menghambat aktivitas ekonomi mereka

sehingga menyebabkan tingkat pengeluaran mereka juga menurun.

Faktor Pendukung :

1) Pandemi Covid-19 yang meluas menjadi faktor penyebab terjadinya
peningkatan Gini Rasio Tahun 2020 di Kalimantan Selatan. Covid-19
membuat pendapatan seluruh lapisan masyarakat mengalami penurunan
(Kompas.com).

2) Peningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya pencegahan
terpapar virus Covid-19 karena masyarakat dari kalangan yang lemah
secara sosial dan ekonomi memiliki kemampuan yang rendah untuk

melakukan pencegahan tersebut.
Faktor Penghambat :

1) Pandemi Covid-19 yang meluas menjadi faktor penyebab terjadinya
peningkatan Gini Rasio Tahun 2020 di Kalimantan Selatan. Covid-19
membuat pendapatan seluruh lapisan masyarakat mengalami penurunan
(Kompas.com).

2) Wujud ketimpangan yang menghambat pencegahan Covid-19 sangat
nampak pada kesenjangan akses air bersih dan kesenjangan yang timbul
akibat dominasi sektor informal yang mencegah upaya pembatasan sosial
berskala besar (PSBB). Hal ini menimbulkan beban dan kondisi tersebut
membuat rumah tangga miskin rawan menderita berbagai penyakit,
termasuk Covid-19.

3) Tingkat kemiskinan menggambarkan bahwa diantara mereka yang miskin

pun masih terjadi kesenjangan pengeluaran walaupun kecil
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Upaya Yang Dilakukan pemerintah daerah guna mengurangi ketimpangan

pendapatan, antara lain:

1) Pemerintah menyiapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi
masyarakat, Jaring Pengaman Sosial diberikan terhadap aktivitas sosial dan
ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama
pandemi. Tujuannya agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi
pada masa pandemi. Dengan memberikan bantuan baik dalam bentuk
Bantuan Langsung Tunai maupun Bantuan Kebutuhan Pokok yang diberikan
kepada pekerja informal.

2) Program Padat Karya Tunai (PKT) atau cash for work yang dipercayakan
kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Melalui Kementerian PUPR, Pemerintah menggelontorkan alokasi anggaran
PKT sebesar Rp11,3 triliun, dengan target penyerapan tenaga kerja sebesar
614.480 orang di 34 provinsi di Indonesia, ditargetkan dapat memberi

manfaat kepada 80.888 orang penerima manfaat.

Indikator Laju Inflasi untuk mengukur pencapaian tujuan meningkatnya
Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun tingkat capaian Indikator

Kinerja Utama di atas dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 51. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Laju Inflasi

Capaian
Tahun 2020 s/d Tahun
) Realisasi Capaian Target 2019
No. Ir&?::it.zr Tahun Tahun Akhir terhadap
! 2019 2019 RPIMD | Target
N . Akhir
Target Realisasi Capaian RPJIMD
1 Laju inflasi 4.15% 90,79% 3.01% 1.67% 144.52% 3.75% 155.47%

Sumber : Pengolahan Data

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator yang
mengukur tingkat perubahan harga dari berbagai komoditi (barang dan jasa)
yang dibayar oleh konsumen. Sejak Tahun 2014 angka IHK yang dikeluarkan
oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan diwakili oleh angka IHK Kota
Banjarmasin dan Kota Tanjung. Karena keterbatasan biaya penghitungan, maka
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Kabupaten/kota disekitarnya dapat mengacu pada Kabupaten/kota terdekat

penghitung Inflasi. Seperti halnya Kabupaten Banjar, yang dekat dengan Kota
Banjarmasin, maka perkembangan inflasi di Kabupaten Banjar dapat mengacu
pada inflasi di Kota Banjarmasin dengan asumsi distribusi harga di Kabupaten
Banjar cenderung sama dengan kondisi di Kota Banjarmasin.

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2020, secara umum
di Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 1,61%. Dengan kata lain secara umum
telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen sebesar 1,61%
pada akhir tahun 2020 dibandingkan harga konsumen pada akhir tahun 2019.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan laju inflasi tahun sebelumnya sebesar
4,15% yang berarti kenaikan harga barang-barang lebih kecil dibanding tahun
20109.

Angka inflasi tahunan di Banjarmasin pada tahun 2020 sebesar 1,67 %,
pencapaian ini, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,68%, dan

dibawah target inflasi nasional sebesar 5,00% dan target inflasi Bank Indonesia.

Tabel 3. 52. Inflasi Kota Banjarmasin dan Nasional per Bulan Tahun
2019-2020

Januariflanuary 0,82 -0,08 0,25 0,39
Februari/February 0,07 0,11 -0,02 0,28
M ar e t/March 0,27 0,44 0,20 0,10
April/April 0,07 0,68 -0,28 0,08
MeifMay 0,90 0,55 n,11 n.n7
Juniflune 0,29 0,31 0.39 0,18
Juliffuly -0,09 0,12 -0,28 -0,10
Agustus/August 0,09 -0,27 0,31 -0,05
September/September 0,06 0,02 -0,32 -0,05
Oktober/October 0,12 0,14 0,22 0,07
November/November 0,17 0,34 0,75 0,28
Desember/December 0,57 -0,08 0,83 0,45

Sumber: BPS Kota Banjarmasin

Inflasi di Kalimantan Selatan bulan Juni 2020 terjadi karena adanya

kenaikan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok
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kesehatan sebesar 2,05%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar

0,84%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,6%;
kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,47%; kelompok
makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,40%; kelompok perlengkapan,
peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,28%; kelompok
pakaian dan alas kaki sebesar 0,24%; kelompok transportasi sebesar 0,07%; dan
kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya sebesar 0,05%.

Sedangkan, kelompok yang mengalami penurunan indeks harga yaitu
kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,06%. Sementara, kelompok
pendidikan tidak mengalami perubahan dibandingkan Mei 2020. Beberapa
komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di
Kalimantan Selatan, antara lain: daging ayam ras, ikan peda, telur ayam ras, air
kemasan dan roti manis. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan
harga dengan andil deflasi tertinggi, antara lain: ikan gabus, bawang putih, gula
pasir, pisang dan cabai rawit.

Di wilayah Pulau Kalimantan terdapat 12 kota IHK dan semuanya
mengalami inflasi pada Juni 2020. Inflasi tertinggi terjadi di Tarakan sebesar
0,99%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kotabaru sebesar 0,12%.
Sementara kota IHK lainnya di Kalimantan Selatan, yaitu Tanjung dan
Banjarmasin mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,42% dan 0,39%.

Tabel 3. 53. Perbandingan IHK dan Tingkat Inflasi 2020 Kota-Kota di
Kalimantan

Tingkat Inflasi
%

TARAKAN 104,10 0,99
SINTANG 110,72 0,65
SAMPIT 105,11 0,64
SINGKAWANG 103,24 0,55
TANJUNG SELOR 102,30 0,45
TANJUNG 106,16 0,42
BANJARMASIN 105,11 1,67
PONTIANAK 106,04 0,33
PALANGKA RAYA 105,26 0,33
BALIKPAPAN 103,88 0,28
SAMARINDA 104,04 0,17
KOTABARU 106,69 0,12

Sumber : BPS, Inflasi Prov. Kalsel, Juni 2020
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Faktor Pendukung :

1.

Inflasi terutama didorong oleh kelompok volatile food seiring telah
berakhirnya masa panen raya serta potensi tekanan kenaikan harga dari
bahan pangan yang didatangkan dari daerah yang terdampak La Nina
seperti bawang merah dan bawang putih. Di Banjarmasin komoditas
pendorong inflasi antara lain adalah bawang putih, ikan gabus, dan obat
dengan resep. lkan gabus atau yang dikenal haruan selalu muncul setiap
bulan menjadi faktor pendorong inflasi. Pemerintah dan stakeholder terkait
bisa membangun lebih banyak klaster peternakan secara merata di Kalsel.

Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) juga diperkirakan akan
meningkatkan tekanan inflasi. Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi
diprakirakan lebih tinggi dari 2020 didorong peningkatan inflasi dari seluruh
komponen terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta
peningkatan konsumsi rumah tangga, sejalan dengan perbaikan
pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Gangguan COVID-19 pada inflasi Kalimantan Selatan sebelumnya juga
sudah terlihat pada rendahnya inflasi di bulan Ramadan yang jatuh selama
April-Mei 2020. Inflasi keduanya tercatat hanya -0,28% dan 0,11%. Idealnya
inflasi seharusnya terjadi di Ramadan seperti Mei-Juni 2020 di kisaran 0,68
dan 0,55%. Kondisi Ramadan 2020 memang berbeda karena jumlah uang
yang beredar tak banyak. Hal ini merupakan imbas dari penurunan
permintaan dan perputaran uang yang bersumber dari penurunan aktivitas
ekonomi karena COVID-19

Faktor Penghambat :

1.

Komoditas penahan inflasi Kalimantan Selatan pada Februari 2020 antara
lain adalah angkutan udara, bensin, dan ikan kembung.

Komoditas yang mengalami penurunan harga atau andil deflasi tertinggi
antara lain pepaya, telur ayam ras, angkutan udara dan semangka. Deflasi
papaya, semangka serta telur ayam dan ikan disebabkan stok hasil panen
dan produksi yang surplus namun belum diimbangi oleh permintaan

masyarakat, sehingga mendorong penurunan harga

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah :

1.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah
(TPID) Kabupaten Banjar, untuk melakukan berbagai langkah pengendalian
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inflasi. Langkah pengendalian inflasi secara rutin dilakukan antara lain
melalui rapat koordinasi (rakor) dan program lapangan. Sementara itu,
beberapa langkah strategis juga telah ditempuh TPID dalam pengendalian
inflasi daerah melalui kerangka 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan
pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) antara lain
mendorong kerjasama antar daerah.

2. Rakor TPID secara rutin membahas hasil pemantauan terhadap pasokan
dan harga bahan makanan strategis, dan distribusi bahan bakar rumah
tangga serta upaya untuk mendorong petani dan peternak serta UMKM
untuk terus berproduksi meski terkena dampak COVID-19.

3. Monitoring dan penyampaian informasi perkembangan harga sembako
secara rutin kepada stakeholder terkait.

4. Memberikan bantuan pakan ikan kepada kelompok tani perikanan, bantuan
pupuk untuk kelompok tani pertanian dan perkebunan, Bantuan gabag untuk
mengisi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Distrubusi
Pangan Masyarakat (LDPM) sebagai implementasi Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) dalam menghadapi dampak Covid-19

Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi berdampak pula
pada rusaknya lingkungan hidup, banyak masalah yang terkait dengan rusaknya
lingkungan hidup mulai dari banjir karena membuang sampah disungai,
kebakaran hutan dan lahan, efek rumah kaca yang mengakibatkan menipisnya
ozon di bumi, pencemaran udara akibat asap dari pabrik, dan kerusakan lainnya.
Kerusakan ini berimbas pada menurunnya kualitas lingkungan hidup. Oleh
karena itu perlu upaya baik oleh individu, masyarakat maupun pemerintah untuk
mencegah makin menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan kewajiban untuk
semua baik individu, masyarakat maupun pemerintah, peran serta masyarakat
dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan yang luas. Peran
serta tersebut tidak hanya oleh individu yang terkena peraturan tetapi juga peran
serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat diketahui dengan
membandingkan realisasi kualitas lingkungan hidup yang ada dari tahun yang

berjalan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 tujuan meningkatnya
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kualitas lingkungan hidup diukur dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihasilkan dari akumulasi
perhitungan antara indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan
lahan.

Capaian dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 3. 54. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tahun 2020 Capaian s/d
Indikator Realisasi Capaian Target Tahun 2020
No. Kinerja Tahun Tahun o ) Akhir Terhadap
2019 2019 Target | Realisasi | Capaian | RPJMD | Target Akhir
RPJIJMD
1. Indeks 72,36 103,82% 70,90 59,25 83,57% 72,10 82,18%
Kualitas
Lingkungan
Hidup (IKLH)

Sumber : Pengolahan Data

Capaian kinerja Tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang
diukur melalui indikator indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2020
sebagaimana pada tabel diatas adalah 59,25 lebih rendah target yang ditetapkan
yaitu 70,90 atau mencapai 83,57%. Sedang apabila dibandingkan dengan
realisasi tahun sebelumnya terjadi penurunan 13,11, hal itu disebabkan, dari tiga
indikator sasaran yang mendukung indikator tujuan, dua indikator tidak sesuai
dengan target atau lebih rendah dari target yaitu indikator Indeks Kualitas Udara
dan Indeks Tutupan Lahan. Apabila diperbandingkan dengan target akhir tahun
RPJMD maka capaian sampai tahun 2020 baru mencapai 82,18%.
Perbandingan realisasi dan capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 55. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan tahun
sebelumnya

No Indikator Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Kinerja Tujuan | capaian Realisasi Capaian Capaian Realisasi Capaian
1 Indeks Kualitas 73,50 99,30 72,36 103,82 59,25 83,57
Lingkungan
Hidup (IKLH)

Sumber : Pengolahan Data
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Gambar 3.57. Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tahun 2018 s/d 2020
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Sumber : Pengolahan Data

Capaian kinerja dari Tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup
dipengaruhi oleh capaian dari indikator kinerja sasaran yang meliputi : indeks
kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Sedang
keberhasilan indikator kinerja sasaran juga dipengaruhi oleh indikator program
pembangunan daerah yaitu : Rata-rata indeks pencemaran air (IP), Baku Mutu
Parameter Udara Ambien (SO2), Baku Mutu Parameter Udara Ambien (NO2),
dan Persentase Kecamatan Pelaksanaan Gamis Hijau (Gerakan Menanam Hari
Kamis untuk Penghijauan). Capaian indikator Sasaran dan indikator Program

Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 56. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

Sasaran

Tahun 2020 Capaian s/d

Indikator Realisasi Capaian Target Tahun 2020

No. Kinerja Tahun Tahun o ) Akhir Terhadap

Sasaran 2019 2019 Target Realisasi | Capaian RPJMD Target Akhir

RPJMD

1 Indeks 40,67% 104,28% 41,00% 47,33% 115,44% 43% 110,07%
Kualitas
Air (IKA)

2 Indeks 100.00% 94,34% 108,00% 79,80% 73,89% 110% 72,55%
Kualitas
Udara
(IKU)

3 Indeks 75,36% 114,81% 66,54% 52,80% 79,35% 67,46% 78,27%
Tutupan
Lahan
(ITP)

Sumber : Pengolahan Data
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Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan
lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan tiga indikatornya menunjukkan
bahwa dari tiga indikator tersebut hanya satu indikator yaitu indeks kualitas air
yang realisasinya mencapai target dari yang ditetapkan yaitu 47,33 dari target
41,00 atau mencapai 115,44% dengan kriteria penilaian sangat baik, sedang
yang dua indikator lainnya yaitu indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan
capaiannya sebesar 73,89% untuk indeks kualitas udara dan 79,35% untuk
indeks tutupan lahan, tidak tercapainya kedua indikator tersebut disebabkan,
yaitu untuk indeks kualitas udara dikarenakan adanya perubahan metode
pengambilan sampel dan perhitungannya sehingga nilai yang diperoleh berubah,
dan yang kedua target yang ditetapkan tidak sesuai, karena perhitungan indeks
kuapitas udara seharusnya nilainya tidak lebih dari angka 100. Sedangkan
indeks tutupan lahan tidak mencapai target karena terjadi kemarau panjang
sehingga terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan luasan
tutupan lahan menjadi berkurang. Selain itu bukaan lahan kegiatan tambang
yang belum dilakukan reklamasi yang juga mengurangi luasan tutupan lahan.

Perhitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO
dan SO. Parameter NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang
menggunakan bahan bakar bensin dan SO mewakili emisi dari industry dan
kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang
menggunakan sulfur lainnya.

Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada empat lokasi yang
mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran dengan

metode manual passive sampler.

Gambar 3.58. Perbandingan realisasi dan capaian IKA, IKU, dan
Tutupan Lahan Tahun 2017 s/d 2020
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Sumber : Pengolahan Data
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Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan maka nilai
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banjar yaitu 59,25 lebih
rendah dari IKLH Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 67,55, begitu juga nilai
Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKA), dan Indeks Tutupan Lahan
nilai Kabupaten Banjar lebih rendah dari nilai Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3. 57. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKA, IKU, dan Indeks
Tutupan Lahan dengan Provinsi Kalimantan Selatan

REALISASI
NO LOKASI IKLH IKA IKU Indeks Tutupan Lahan
1. Prov. Kalsel 67,55 50,26 88,88 60,49
2. Kab. Banjar 59,25 47,33 79,80 52,80

Sumber : Pengolahan Data

Gambar 3. 59. Perbandingan realisasi dan capaian IKA, IKU, dan
Tutupan Lahan Tahun 2017 s/d 2020
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Tabel 3. 58. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Program Pembangunan Daerah

No.

Tahun 2020 Capaian s/d
Tahun 2020
Terhadap
Target
Akhir
RPJMD

Indikator
Kinerja Realisasi Capaian Target
Program Tahun Tahun Akhir
Pembangunan 2019 2019 Target | Realisasi | Capaian RPJMD
daerah

Rata-rata 6,81 81,79 5,56 3,61 100,00 5,55 100,00
Indeks
Pencemaran
Air (IP)

Baku Mutu 363.60 110.01 <900 10,19 100.00 <900 100,00
Parameter wm3
Udara Ambien
(S0O2)

Baku Mutu 575.40 156.41 <400 5.62 100,00 <400 100,00
Parameter wm3
Udara Ambien
(NO2)

Persentase 55% 157,14 48% 35 72,92 45 77,78
Kecamatan
Pelaksanaan
Gamis Hijau
(Gerakan
Menanam Hari
Kamis untuk
Penghijauan)

Sumber : Dinas Lingkuhan Hidup, data diolah
Capaian kinerja indikator program pembangunan daerah sebagaimana

tabel diatas memperlihatkan bahwa dari empat indikator program pembagunan
daerah, tiga indikator telah mencapai target yang ditetapkan yaitu indikator Rata-
rata Indeks Pencemaran Air satu indikator tidak mencapai target yaitu indikator
rata-rata indeks pencemaran air, dari target yang ditetapkan sebesar 5,56
terealisasi sebesar 3,61 atau mencapai 100%, hal itu disebabkan salah satu
program prioritas Pemerintah Daerah berupa penghapusan jamban terapung
yang ada di sungai dengan target 1000 jamban apung, telah terealiasasi 100%,
sehingga dapat meningkatkan kualitas air. sedang indikator Baku mutu
Parameter Udara Ambien (SO2), dari target yang ditetapkan sebesar <900 y/m3
terealisasi sebesar 10,19 atau mencapai 100%, dan indikator Baku Mutu
Parameter Udara Ambien (NO2) dari target yang ditetapkan sebesar <400 y/m3
telah terealisasi sebesar 5,62 atau mencapai 100%.

Untuk indikator persentase kecamatan yang melaksanakan Gamis Hijau
(Gerakan menanam hari kamis untuk penghijauan) terealisasi 35,00% dari target

48% dengan capaian sebesar 72,92% dengan kreteria penilaian sangat baik.
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Faktor pendukung keberhasilan adalah :

1) Adanya program prioritas daerah terkait peningkatan kualitas infrastruktur
dasar, khususnya sanitasi dalam hal ini penghapusan 1.000 jamban yang
ada di sungai.

2) Adanya dukungan instansi lain dalam hal pengurangan atau menurunnya
kualitas air sungai.

3) Adanya dukungan anggaran dari APBN yang dikucurkan dalam rangka

pelaksanaan program sanitasi.
Faktor Penghambat Keberhasilan adalah :

1) Peran stakeholder dalam melakukan kegiatan terkait dengan pengendalian
lingkungan belum maksimal

2) Kesadaran masyarakat untuk menjaga agar lingkungan tetap bersih masih
rendah, khususnya dalam hal pengelolaan sampah.

3) Masih banyaknya masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk kegiatan
MCK dan kegiatan lainnya yang berpengaruh pada penurunan kualitas air
sungai

4) Terjadinya kemarau panjang yang menyebabkan banyak terjadi kebakaran
hutan dan lahan

5) Prasarana dan Sarana pendukung untuk Kkegiatan pengendalian

pencemaran lingkungan masih kurang
Upaya yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang

1) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan
dalam pengendalian kualitas lingkungan hidup

2) Melengkapi prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan perbaikan
kualitas lingkungan hidup

Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh kemudahan
dalam mobilitas baik orang maupun barang. Oleh karena itu memungkinkannya
mobilitas orang maupun barang karena adanya konektivitas antar wilayah. untuk
mengukur kemudahan dalam mobilitas masyarakat tersebut digunakan indikator

tingkat konektivitas. Peningkatan konektivitas antar wilayah merupakan salah
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satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi di daerah.

Tiga prinsip konsep konektivitas yaitu :

1. Memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan
keseragaman (inclusive development) dengan menghubungkan pusat-pusat
pertumbuhan.

2. Memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-
moda supply chain system yang menghubungkan hinterland dan yang
tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.

3. Mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil
dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat
pembangunan.

Wilayah Kabupaten Banjar yang cukup luas, sangat wajar apabila
pembangunan bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan merupakan
salah satu bidang yang menjadi prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Banjar, dengan terbukanya akses antar wilayah maka
diharapkan masyarakat di kantong-kantong produksi tidak kesulitan dalam
membawa hasil produksinya ke pusat-pusat pemasaran, sehingga dengan
lancarnya arus barang tersebut maka pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.
Begitu juga dengan bidang pelayanan dasar, dengan meningkatnya konektivitas
antar wilayah diharapkan masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan baik

pendidikan maupun kesehatan.

Tabel 3. 59. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase
Konektivitas

Tahun 2020 Capaian s/d
. Realisasi Capaian Target Tahun 2020
Indikator .

No. Kineria Tahun Tahun o ) Akhir Terhadap
! 2019 2019 Target | Realisasi | Capaian | RPJMD | Target Akhir

RPJIMD

1, | Persentase 76,27% | 10354% | 76,33% | 84,86% | 111,18% | 78,73% 107,78%

Konektivitas

Sumber : Pengolahan Data

Capaian Tujuan kinerja meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan
indikator persentase konektivitas pada tahun 2020 sebagaimana pada tabel
diatas menunjukkan bahwa realisasi dari indikator persentase konektivitas
adalah sebesar 84,86% lebih besar dari nilai yang ditargetkan yaitu 76,33%
dengan capaian sebesar 111,18%. Sedang apabila dibandingkan dengan target
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akhir RPIJMD, maka capaian sampai tahun 2019 baru mencapai 107,78%. Pada
tahun 2019 realisasi kinerja tujuan meningkatnya konektivitas dengan indikator
persentase konektivitas sebesar 76,27% dengan capaian sebesar 103,54%. Ini
menunjukkan bahwa capaian tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding
dengan capaian tahun 2019.

Indikator tujuan persentase konektivitas diperoleh melalui formulasi
persentase jaringan jalan dan jembatan serta simpul jaringan perhubungan
ditambah persentase system jaringan transportasi dan keselamatan transportasi.
Formulasi dari konektivitas tersebut yang selanjutnya menjadi indikator kinerja
sasaran diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
untuk persentase jaringan jalan dan jembatan serta Dinas Perhubungan untuk
Simpul jaringan perhubungan dan persentase system jaringan transportasi serta

keselamatan transportasi.

Tabel 3. 60. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

Sasaran
Tahun 2020 Capaian s/d
Indikator Realisasi Capaian Target Tahun 2020
No. Kinerja Tahun Tahun o _ Akhir Terhadap
Sasaran 2019 2019 Target | Realisasi | Capaian | RpPJMD | Target Akhir
RPJIMD
1 Persentase 80,00% 130,41 63,46% 66,67 105,06 65,14 102,36
Prasarana
Transportasi
2 Persentase 80,00% 93,04 89,20% 73,96 82,91 92,33 80,10
Sarana
Transportasi

Sumber : Pengolahan Data

Pada tabel diatas diketahui bahwa 2 indikator kinerja sasaran
meningkatnya akses dan kualitas transportasi yaitu : 1. persentase prasarana
transportasi, terealisasi sebesar 66,67%dari target sebesar 63,46% atau
mencapai 105,06%, dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPIMD maka
capaiannya sebesar 102,36%; 2. Indikator kinerja sasaran persentase sarana
transportasi terealisasi 73,96% dari target yang ditetapkan yaitu 89,20% atau
mencapai 82,91%. Sedang apabila dibandingkan dengan target akhir RPIJMD
maka capaian sampai tahun 2020 baru mencapai 80,10% dari target sebesar
92,33%. Tidak tercapainya Indikator kinerja sasaran meningkatnya akses dan

kualitas sarana transportasi dengan indikator rasio sarana transportasi
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disebabkan banyaknya angkutan umum yang sudah tua yang sudah tidak layak
lagi dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Keberhasilan atau capaian kedua indikator sasaran tersebut didukung
oleh tiga indikator program pembangunan daerah, yaitu persentase panjang
persentase ketersediaan fasilitas

jaringan jalan dalam kondisi mantap,

keselamatan transportasi dan rasio angkutan umum layak terhadap jumlah

penduduk, sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 61. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Program Pembangunan Daerah

BANJAR

Tahun 2020 Capaian
Indikator s/d Tahun
Kinerja Realisasi Capaian Target 2020
No. Program Tahun Tahun Target Realisasi Capaian Akhir Terhadap
Pembangunan 2019 2019 RPJMD Target
daerah Akhir
RPJMD
1 Persentase 73,90 101,15 73,74 74,40 100,90 74,08 100,43
panjang
jaringan jalan
dalam kondisi
mantap
2 Persentase 80,00 100 85,00 66,67 78,44 90,00 74,08
ketersediaan
fasilitas
keselamatan
transportasi
3 Rasio angkutan | 0,000540 88,33 0,000636 | 0,000662 104,12 0,000659 100,40
umum layak
terhadap
jumlah
penduduk

Sumber : Pengolahan Data

Capaian indikator kinerja program pembangunan daerah, sebagaimana
tabel diatas menunjukkan bahwa dari tiga indikator tersebut dua indikator
realisasinya mencapai target yang ditetapkan yaitu Indikator persentase panjang
jaringan jalan dalam kondisi mantap terealisasi sebesar 74,40% dari target
sebesar 73,74% dengan capaian sebesar 100,90% dengan kreteria penilaian
sangat baik dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka
capaiannya sebesar 100,43%, dan indikator rasio angkutan umum layak
terhadap jumlah penduduk terealisasi 0,000662 dari target sebesar 0,000636
dengan capaian 104,12% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPIJMD
maka capaiannya adalah sebesar 100,40%. sedangkan indikator persentase
ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi terealisasi 66,67% dari target
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85,00% dengan capaian sebesar 78,44% dan apabila disbanding dengan target

akhir tahun maka capaiannya baru mencapai 74,08%.
Faktor yang mendukung

1) Tersedianya sarana dan prasarana meliputi terminal, dermaga dan halte
yang mendukung pelayanan dan kelancaran transportasi bagi masyarakat.

2) Meningkatnya wawasan Sumber Daya Manusia tentang pengembangan dan
pengelolaan terminal dan dermaga, mendukung kelancaran aktifitas
masyarakat.

3) Terpemeliharanya fasilitas perhubungan seperti rambu-rambu lalu lintas,
pagar pengaman jalan, pengecatan median jalan, pemeliharaan terminal
dan dermaga serta halte di wilayah Kab. Banjar.

4) Adanya kegiatan razia terhadap taksi yang ngetem sembarangan/diluar
terminal sehingga dapat meminimalisir pelanggaran angkutan umum.

5) Adanya pengoperasian Bus Angkutan Sekolah Bungas untuk beberapa

sekolah menengah pertama/ sederajat yang dijadikan sekolah percontohan
Faktor yang menghambat keberhasilan

1) Masih kurangnya prasarana dan fasilitas parkir

2) Disiplin petugas parker yang perlu ditingkatkan

3) Dibutuhkan penambahan dan perawatan prasarana kelengkapan jalan yang
berfungsi untuk mendukung keamanan dan kelancaran lalu lintas dan
pengguna jalan.

4) Tingkat kenyamanan angkutan kota yang belum maksimal dikarenakan
kondisi fisik angkutan yang kurang layak jalan lagi masih beroperasi.

5) Masih banyaknya kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan pengujian
kendaraan bermotor secara berkala.

Upaya perbaikan yang dilakukan tahun yang akan datang

1) melakukan pembinaan terhadap kapasitas masyarakat transportasi melalui
pemilihan Abdiyasa Teladan terhadap para awak kendaraan umum

2) meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih

dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas
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umum serta mempunyai penunjang fungsi lain di kawasan perkotaan atau
kawasan perdesaan. Permukiman dikatakan layak huni apabila memenuhi 8
indikator yang ditetapkan antara lain : Bangunan gedung, penyediaan air minum,
pengelolaan air limbah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan
sampah, dan pengamanan kebakaran dan ruang terbuka hijau. Ketidaklayakan
hunian permukiman terjadi karena kurang terpenuhinya syarat-syarat yang
menjadi indikator dari permukiman yang dikatakan layak huni tersebut.

Tujuan dari meningkatnya kelayak hunian merupakan upaya Pemerintah
Kabupaten Banjar untuk menurunkan tingkat permukiman kumuh.

Capaian kinerja dari tujuan meningkatnya kelayak hunian ini diukur
dengan indikator persentase permukiman layak huni. Dan untuk mengetahui
tingkat capaian dari tujuan meningkatnya kelayak hunian dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 3. 62. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase
Permukiman Layak Huni

No.

Tahun 2020 Capaian s/d
Indikator Realisasi | Capaian Targgt Tahun 2019
Kinerja Tahun Tahun Akhir Terhadap
2019 2019 Target Realisasi Capaian RPJMD Target Akhir
RPJIJMD

Persentase 95,25% 135,12% | 75,19% 95,39% 126,86% 79,00% 120,75%
Permukiman
Layak Huni

Sumber : Pengolahan Data

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Kkinerja tujuan
meningkatnya kelayakhunian yang diketahui melalui indikator persentase
permukiman layak huni menunjukkan realisasi sebesar 95,39% dari target yang
ditetapkan sebesar 75,19% dengan tingkat capaian sebesar 126,86%,
sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD vyaitu 79,00%
menunjukkan capaian sampai dengan tahun 2020 telah melampaui target yang
ditetapkan dengan capaian 120,75%.

Keberhasilan capaian Indikator persentase permukiman layak huni
didukung oleh 3 sasaran strategis, dengan perhitungan komposisi 40,00% dari
perhitungan rumah layak huni, yang penyelenggaraan programnya dilaksanakan
oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, dan 30,00% lingkungan permukiman
yang nyaman, indikator ini merupakan indikator komposit yang penyelenggaraan
programnya dilaksanakan oleh tiga SKPD yaitu : Dinhas Perumahan dan
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Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas
Lingkungan Hidup, serta 30,00% pemanfaatan tata ruang dan bangunan sesuai
dengan rencana tata ruang, yang penyelenggaraan programnya dilaksanakan
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Capaian Indikator sasaran

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 63. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Tahun 2020 Capaian
s/d Tahun
Indikator Realisasi Capaian Target 2020
No. Kinerja Tahun Tahun Akhir Terhadap
Sasaran 2019 2019 Target | Realisasi | Capaian RPJMD Target
Akhir
RPJIMD
Persentase
1 Rumah 98,55% 100,86 97,86% 110,80 113,22 98,00% 113,06
Layak Huni
Persentase
Lingkungan
2 Pemukiman 53,94% 111,43 53,05% 58.61 110.49 57,49% 101,95
Yang
Nyaman
Persentase
Pemanfaatan
Tata Ruang
Dan
3 Bangunan 92,13% 100,00 92,14% 92,14 100.,00% 75,18% 122,56%
sesuai
dengan
Rencana
Tata Ruang

Sumber : Pengolahan Data

Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan rumah layak huni
dan lingkungan permukiman yang nyaman dengan 3 indikator kinerja sasaran
menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut telah terealisasi diatas target yang
ditetapkan, masing-masing adalah : (1) Indikator persentase rumah layak huni
terealisasi sebesar 110,80% dari target yang ditetapkan sebesar 97,86% atau
capaiannya sebesar 113,22%. Jika dibanding dengan target akhir RPIMD, maka
capaian sampai tahun 2020 adalah sebesar 113,06%. (2) indikator persentase
lingkungan pemukiman yang nyaman terealisasi sebesar 58,61% dari target
sebesar 53,05% dengan angka capaian sebesar 110,49%. Namun dibanding
target akhir RPJMD maka capaian sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar
101,95%. (3) indikator persentase pemanfaatan tata ruang dan bangunan sesuai

dengan tata ruang, realisasinya sebesar 92,14% dari target sebesar 92,14%
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dengan capaian sebesar 100,00%. Dan apabila dibandingkan dengan target
akhir RPIJMD, maka capaian sampai akhir tahun 2020 telah mencapai sebesar
122,56%.

Ketercapaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan rumah layak
huni dan lingkungan pemukiman yang nyaman didukung oleh capaian kinerja
program pembangunan daerah dengan 4 indikatornya yaitu : (1) Persentase
Peningkatan Rumah Layak Huni, (2) Persentase Pemukiman yang Nyaman, (3)
Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dan
(4) persentase pemanfaatan bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata
Ruang.

Tabel 3. 64. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Program Pembangunan Daerah

No.

Tahun 2020 Capaian s/d
Target Tahun 2020
Akhir Terhadap
Target Realisasi Capaian RPJMD Target
Akhir
RPJMD

Indikator
Kinerja Realisasi Capaian
Program Tahun Tahun
pembangunan 2019 2019
daerah

Persentase 0,17 170% 0,15 0,38 253,33% 0,34 111.76%
peningkatan
Rumah Layak
Huni

Persentase 53,94 111,43% 53,05 58.61 110.49% 57,49 101,95%
Lingkungan
Pemukiman
Yang Nyaman

Persentase 92,13 100.00% 92.14 92,14 100.00% 75.18 122.56%
Pemanfaatan
Ruang yang
sesuai dengan
Rencana Tata
Ruang

Persentase 8,33 100.00% 9,15 9,16 100,11% 10,20 89,80%
Pemanfaatan
bangunan yang
sesuai dengan
Rencana Tata
Ruang

Sumber : Pengolahan Data

Capaian kinerja indikator kinerja program Pembangunan Daerah
sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa dari empat indikator, semua telah
terealisasi melampaui target yang ditetapkan. Indikator persentase peningkatan
rumah layak huni terealisasi sebesar 0,38% dari target sebesar 0,15% dengan
capaian sebesar 253,33%; indikator persentase lingkungan pemukiman yang
nyaman terealisasi sebesar 58,61% dari target yang ditetapkan sebesar 53,05%

atau mencapai 110,49%; dan indikator persentase pemanfaatan ruang yang
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sesuai dengan rencana tata ruang terealisasi sebesar 92,14% dari target sebesar

92,14% atau mencapai 100%; serta indikator pemanfaatan bangunan yang

sesuai dengan rencana tata ruang terealisasi sebesar 9,16% dari target sebesar
9,15% atau mencapai 89,80%.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat, yaitu:

Faktor pendukung keberhasilan :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

8)

Dana tersedia sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Kegiatan pelaksanaan menyesuaikan anggaran yang tersedia

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Adanya tenggat waktu penyelesaian permasalahan dibidang perumahan
dan kawasan permukiman

Banyaknya Permintaan Pengesahan Siteplan/Dokumen Teknis dari
pengembang untuk pembangunan perumahan

Banyaknya pengajuan permohonan serah terima aset PSU perumahan oleh
pengembang

Adanya semangat dan motivasi untuk melayani masyarakat dalam bidang
Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan

Faktor pendorong kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK Reguler) vyaitu, Time
Schedule program DAK Bidang Perumahan yang sudah dijadwalkan dari
pusat

Faktor penghambat keberhasilan :

1)

2)

Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Banjar
sehubungan dengan ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai Bencana
Nasional Non Alam menyebabkan kinerja dan kegiatan khususnya terkait
penyelenggaraan rapat menjadi tidak maksimal dan sosialisasi peraturan
perundangan tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman tidak dapat dilaksanakan.

Anggaran kegiatan penyusunan NSPM tentang penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman khususnya dari belanja makanan dan
minuman rapat tidak dapat di gunakan secara maksimal karena adanya

Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Banjar.
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Proses revisi Perbup tentang Rumah Barokah pada kegiatan fasilitasi dan
stimulasi pembangunan perumahan masyrakat kurang mampu lumayan
memakan waktu lama sehingga kegiatan menjadi kurang efektif.

Kegiatan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
mengalami permasalahan dimana anggaran kegiatan baru tersedia di
APBD-P dan penerima bantuan bencana alam memerlukan SK Bupati
terlebih dahulu sehingga memakan waktu yang lama.

Tidak maksimalnya penyerapan dana kegiatan fasilitasi pemeriksaan dan
pengesahan dokumen teknis pembangunan perumahan khususnya dari
Honorarium tim penyusun Peraturan Bupati No.81 Tahun 2016 dikarenakan
dana yang dicarikan hanya 6 bulan.

Keterbatasan anggaran menyebabkan penanganan masalah lokasi
kawasan permukiman kumuh perkotaan belum optimal dan menyeluruh di
wilayah Kab. Banjar sesuai dengan Keputusann Bupati Banjar No.
188.45/221/KUM/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman
Kumuh Kabupaten Banjar.

Kurang Tersedianya Dokumen Perencanaan (DED) pada kawasan
permukiman kumuh yang diperuntukkan untuk kegiatan pada tahap
pelaksanaan.

Pembebasan lahan masyarakat yang belum optimal untuk skala kawasan
permukiman kumuh untuk Desa Murung Kenanga, menyisakan lahan yang
belum dibebaskan karena kekurangan anggaran.

Kegiatan sosialisasi kebijakan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas
kawasan permukiman tidak dapat dilaksanakan karena kondisi pandemi
Covid-19.

Upaya perbaikan yang dilakukan di tahun selanjutnya:

1

2)

3)

Kegiatan koordinasi dan sosialisasi peraturan perundangan tentang
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilaksanakan
dengan mengikuti protocol kesehatan yang ketat, apabila tidak
memungkinkan dapat dilakukan dengan video conference.

Pemograman kegiatan untuk anggaran biaya penyelenggaraan PSU
perumahan disusun secara tepat sesuai dengan ketentuan harga satuan
pada saat pelelangan.

Perlunya peningkatan anggaran yang optimal untuk mengatasi pengurangan
kawasan kumuh perkotaan secara menyeluruh di wilayah Kab. Banjar sesuai
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dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/221/KUM/2020 tentang Penetapan
Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Banjar.

4) Perlunya penyusunan Dokumen Perencanaan (DED) yang lebih prioritas
dan berkonsentrasi di kawasan permukiman kumuh perkotaan agar dapat
mengurangi jumlah lokasi permukiman kumuh Kabupaten Banjar.

5) Perlunya anggaran untuk keberlanjutan pembebasan lahan yang
sebelumnya telah dibebaskan di tahun anggaran 2020, untuk keberlanjutan
lahan diperlukan anggaran agar masalah skala kawasan kumuh di Desa
Murung Kenanga bias teratasi tuntas dan pembangunan bias terlaksana
untuk masyarakat sekitar dan secara luas masyarakat Kabupaten Banjar.

6) Kegiatan sosialisasi kebijakan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas
kawasan permukiman dapat dilaksanan dengan mematuhi protocol
kesehatan dan membatasi jumlah warganya.

7) Menekankan kepada pengembang agar tidak melakukan pembangunan
sebelum siteplan dan dokumen teknis disahkan.

8) Menekankan kepada pemohon dalam membuat siteplan dan dokumen
teknis perumahan harus sesuai dengan standar teknis dan ketentuan yang
berlaku

9) Tim verifikasi menghimbau kepada pemohon penyerahan PSU untuk
merevisi siteplan yang disahkan sesuai dengan kondisi lapangan.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan juga merupakan upaya dalam
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan  pemerintahan  terutama  menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber
daya manusia.

Indeks Reformasi Birokrasi adalah tata cara dan mekanisme penilaian
yang terdiri dari dua komponen penilaian yaitu komponen pengungkit (proses)
dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. Untuk menuju tata
kelola pemerintahan yang baik, terdapat beberapa kriteria penilaian salah
satunya adalah 8 area perubahan yang termasuk di dalam komponen
pengungkit. 8 area perubahan-perubahan tersebut terdiri dari: (1) Manajemen

Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan
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Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem
Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (7) Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik; (8) Penguatan Pengawasan.

Adapun tingkat capaian Indikator Kinerja Utama di atas dapat diuraikan

pada tabel berikut :

Tabel 3. 65. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks
Reformasi Birokrasi

Capaian
s/d Tahun
Indikator Realisasi Capaian Tahun 2020 Target 2020
No. Kineria Tahun Tahun Akhir terhadap
! 2019 2019 RPJMD Target
Target Realisasi Capaian Akhir
RPIMD
1 Indeks 72,71% 99,60% 75,00% NA NA 7 NA
Reformasi
Birokrasi

Sumber : Pengolahan Data

Untuk nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020, sampai dengan
penyusunan LKjIP data tersebut belum ada karena masih menunggu hasil
penilaian dari Kemepnpan Refomasi Birokrasi.

Dalam rangka mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi, maka telah
ditetapkan sasaran-sasaran dalam RPJMD. Sasaran —sasaran yang mendukung
sebagai berikut :

Dalam rangka mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi, maka telah
ditetapkan sasaran-sasaran dalam RPJMD. Sasaran —sasaran yang mendukung
sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan
handal

Sasaran Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah

Sasaran kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sasaran Meningkatnya partisipasi politik masyarakat

Sasaran Meningkatnya kualitas pembangunan desa

Sasaran Meningkatnya keterbukaan informasi publik

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah
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Tabel 3. 66. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Capaian s/d
Tahun 2020
terhadap
Target Akhir
RPJIMD

Indikator Tahun 2020 Target Akhir

No. Kinerja RPJIMD

Target Realisasi Capaian

1 Indeks 65,0 52,66 81,02% 70.00 75,23%
profesionalism
e ASN

2 Indeks 89,25 95.01 106.45% 90.13 105.41%
kepatuhan

3 Nilai Sakip 72,05% NA NA 75.3 NA

4 Persentase 73% 77,44% 106,08% - -
partisipasi
masyarakat
dalam pemilu

5 Skor evaluasi 431 417 96,75% 446 93,50%
perkembangan
desa

6 Indeks Sistem 2,5 3.39 135.60% 2.8 121.07%
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE)

7 Indeks 90,00 75,00 83,33% 100 75,00%
Keterbukaan
Informasi
Publik

8 Indeks 82,00 82.44 100.54% 82.10 100.41%
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)

9 Opini BPK WTP WTP 100% WTP 100%
(Nilai capaian
kinerja
pengelolaan
keuangan)

10 | Jumlah 180.617.809.275 206.199. 822.434 | 114,16% 192.000.000.000 107,40%
pendapatan
asli daerah

(Rp.)

11 Nilai/Skor 3,1900 3.5069 109.93% 3.2 109.59%
EKPPD

Sumber : Pengolahan Data

1. Sasaran: Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional

dan handal

Sasaran sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal
merupakan bagian dari sasaran yang mendukung tujuan meningkatnya kualitas
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tata kelola pemerintahan. Keberhasilan dari sasaran ini diukur melalui indikator
pengukur kinerja sasaran Indeks profesionalisme ASN.

Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui 4
(empat) dimensi yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Setiap
dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud pada
mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar
Profesionalitas ASN

Formulasi perhitungan dari indikator sasaran meningkatnya sumber daya

daerah yang professional dan handal adalah :

I P=] P+1 P+1 B+1P4
1

I B=

4
i—

Berikut adalah tabel perhitungan dari Indikator Profesionalisme ASN :

Tabel 3. 67. Perhitungan Indeks Profesional ASN 2020

BOBOT
DIMENSI BOBOT JAWABAN | BOBOT
NO. SUB DIMENSI SUB
(INDIKATOR) DIMENSI DIMENSI (RATING) SKOR
Data/Informasi Riwayat
| KUALIFIKASI - - 25%
v S Jenjang Pendidikan Formal 5%
1S3 25% 12 0,05%
2 |82 20% 389 1,24%
3 | S-1/D-IV 15% 3.504 8,36%
4 | D-llI 10% 838 1,33%
5 | D-ll/D-l/sederajat 5% 479 0,38%
6 | SLTA kebawah 1% 1066 0,17%
Jumlah ASN 6.288 11,53%
Data/Informasi Riwayat
Il KOMPETENSI Pengembangan 40%
Kompetensi
1 | Diklatpim (bagi Struktural)
a. Sudah Ikut Diklatpim 15% 584 10,14%
b. Belum Ikut Diklatpim 0% 280 0,00%
Jumlah Pejabat Structural 864 10,14%
2 | Diklat Fungsional (bagi JF)
a. ' Sudah lkut Diklat 107
Fungsional
b. Belum lkut Diklat
Fungsional
3 | Diklat Teknis 20 JP
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BOBOT
DIMENSI BOBOT JAWABAN | BOBOT
NO. SUB DIMENSI SuUB
(INDIKATOR) DIMENSI | JvCie) | (RATING) | SKOR
a. Sudah Ikut Diklat Teknis 20 15% 242 0.58%
JP
b. Belum Ikut Diklat Teknis 20 0% 6.046 0,00%
JP
Jumlah ASN 6.288 0,58%
4 | Seminar/Workshop/sejenis
a. Sudah Ikut
0, 0,
Seminar/Workshop/sejenis 10% 218 0.35%
b. Belum lkut
0, 0,
Seminar/Workshop/sejenis 0% 6.070 0,00%
Jumlah ASN 6.288 0,35%
11,06%
" KINERJA Date_l/lr.1form.a5| _ Hasil 30%
Penilaian Kinerja
a. Sangat Baik (91 - 100) 30% 101 0,48%
i - 0, 0,
b. Baik (76 - 90) 25% 6.186 24,59%
c. Cukup (61 - 75) 15% 1 0,002%
d. Kurang (51 - 60) 5% ) 0,00%
e. Buruk (50 ke bawah) 1% ) 0,00%
0,
Jumlah ASN 6.288 25,08%
v DISIPLIN Datallnform.aefl . Riwayat 50
Hukuman Disiplin
Tidak Pernah Dikenai
0, 0,
1 Hukuman Disiplin 5% 6.280 4.99%
2 Pernah Dikenai Hukuman
Disiplin
a. Ringan 3% ) 0,000%
b. Sedang 2% 2 0,001%
c. Berat 1% 6 0,001%
0,002%
0,
Jumlah ASN 6.288 4,99%
TOTAL BOBOT 100% Zg‘:‘l P 52,66%

Sumber : Dokumen LKjIP BKDPSDM Tahun 2020

Dari hasil perhitungan di atas maka diperoleh hasil realisasi dan capaian

kinerja sebagai berikut :
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Tabel 3. 68. Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran

Capaian
Realisa . Tahun 2020 sfd Tahun
. . Capaian Target 2020
Indikator Si .
No. L Tahun Akhir terhadap
Kinerja Tahun
2019 2019 RPJMD Target
Target Realisasi Capaian Akhir
RPIJMD
1 Indeks 56,3 94,65 65.00 52,66 81,02% 70 75,23%
profesionali
sme ASN

Sumber : Pengolahan Data

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja dari sasaran ini
untuk tahun 2020 adalah 52,66 dengan capaian 81,02% dengan kategori Cukup
Berhasil. Realisasi Kinerja tahun 2020 ini masih berada di bawah target kinerja
tahun 2020 yaitu 65,00.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 kategori tingkat
professional ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut :

a. 91-100 = Sangat Tinggi
b 81-90 = Tingggi

o 71-80 = sedang

d. 61-70 = Rendah

e > 60 = Sangat Rendah

Maka berdasarkan kategori dan merujuk kepada nilai realisasi kinerja
tahun 2020 yaitu sebesar 52,66 untuk indikator kinerja Indeks Profesional maka
profesionalisme ASN Kabupaten Banjar masuk dalam kategori Sangat Rendah
dari segi profesional maka dapat disimpulkan profesional ASN Kabupaten Banjar

masih sangat Rendah.

Faktor penghambat sasaran ini adalah :

1) Tidak terbitnya Piagam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
sehingga untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan Piagam mengalami
keterlambatan.

2) Kelengkapan dokumen pengusulan penghargaan masa kerja X, XX dan XX
Tahun yang tidak berurutan, tidak terbaca, dan tidak lengkap, sehingga
Jumlah Piagam Satyalancana Karya Satya terbit berkurang karena banyak
usulan yang TMS (tidak memenuhi syarat), dan mengakibatkan terjadinya

penambahan usulan kembali pada tahun yang akan datang.
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Untuk fasilitasi pengajuan Bantuan Uang Muka BP. TAPERA masih belum
bisa dilakukan karena masih dalam proses peralihan dari BAPERTARUM ke
BP. TAPERA yang selanjutnya akan mulai aktif setelah likuidasi asset
selesai dilakukan.

Masih terdapat permohonan cuti yang terlambat diusulkan, sehingga Surat
cuti yang terbit setelah masa cuti berakhir dan ada usulan yang berkasnya
tidak lengkap sehingga pengusulannya juga mengalami keterlambatan.
Masih terdapat pemberian cuti PNS yang tidak sesuai dengan
kewenangannya, sehingga terjadi Pelanggaran terhadap PERKA BKN
tentang pemberian cuti PNS.

Masih terdapat PNS yang sakit tetapi terlambat mengajukan permohonan
Pemeriksaan MCU selanjutnya, sehingga terdapat PNS yang tidak masuk
kerja.

Masih ada usulan yang berkasnya tidak lengkap sehingga pengusulannya
juga mengalami keterlambatan.

Fitur pada aplikasi SI — APEK BKN yang masih ada beberapa yg kurang
sehingga pada saat penginputan mengalami kendala.

Masih kurangnya kesadaran PNS akan pentingnya kelengkapan
administrasi kepegawaian sehingga banyak yang melengkapi identitas guna
pengurusan pelayanan administrasi kepegawaian dikemudian hari atau
pada saat keperluan yang mendadak/ segera.

BPSDM Provinsi Kalsel menunda pelaksanaan pelatihan kepemimpinan
tingkat I, pelatihan kepemimpinan administrator, dan pelatihan
kepemimpinan pengawas, serta pelatihan teknis lainnya karena adanya
rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid 19.

Lembaga penyelenggara pelatihan di luar provinsi juga menunda
pelaksanaan pelatihan akibat adanya pembatasan kegiatan rapat/pelatihan
akibat wabah covid 19.

Kerjasama pelatihan yang sudah disepakati mengalami penundaan karena

rasionalisasi anggaran dan wabah covid 19.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran
Anggaran untuk pengembangan kompetensi sangat diperlukan agar kuota

peserta yang dikirim bisa memenuhi alokasi yang diberikan oleh pihak

penyelenggara.
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Kerjasama perangkat daerah untuk menyampaikan data kebutuhan dan
realisasi pengembangan kompetensi setiap triwulan perlu ditingkatkan lagi
agar semua perangkat daerah dapat menyampaikan datanya sesuai batas
waktu yang ditentukan.

Kepada SKPD agar pengusulan kenaikan pangkat benar- benar di verifikasi
di Kasubag Umpeg Sehingga tidak banyak yang TMS di BKDPSDM Kab.

Banjar.

Upaya perbaikan :
Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Biro Kepegawaian Pada
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sehingga Penerbitan Piagam
dapat diterbitkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga
dapat segera didistribusikan kepada PNS para Penerima Piagam Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjar.
Membuat Surat Edaran lebih detail dan memberikan informasi rutin kepada
Subbag Umum dan Kepegawaian akan kelengkapan dokumen yang harus
disampaikan.
Koordinasi dengan Admin SI — APEK BKN Bjm terkait fitur yang kurang.
Memberikan informasi rutin kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian
SKPD terkait kelengkapan usulan pembuatan Kartu Kepegawaian
(KARPEG, KARIS dan KARSU).
Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga penyelenggara pelatihan harus
lebih intensif dilakukan agar kuota peserta dari Kabupaten Banjar dapat
diakomodir.
Membangun kerjasama tim yang lebih baik lagi dengan perangkat daerah
agar data pengembangan kompetensi yang diperlukan bisa dikumpulkan
tepat waktu.
Membangun aplikasi terkait kebutuhan/rencana dan realisasi
pengambangan kompetensi agar setiap perangkat daerah lebih mudah
menyampaikan data/laporannya.

Tindak lanjut yang akan datang:
Membangun komunikasi yang baik dengan tim anggaran dan DPRD agar
anggaran pengembangan kompetensi bisa memenuhi target yang

dibutuhkan sehingga capaian Indeks professional ASN bisa membaik.
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Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga penyelenggara pelatihan harus
lebih intensif dilakukan agar kuota peserta dari Kabupaten Banjar dapat
diakomodir.

Membangun kerjasama tim yang lebih baik lagi dengan perangkat daerah
agar data pengembangan kompetensi yang diperlukan bisa dikumpulkan
tepat waktu.

Membangun  aplikasi terkait kebutuhan/rencana dan realisasi
pengambangan kompetensi agar setiap perangkat daerah lebih mudah
menyampaikan data/laporannya.

Memajukan waktu pengumpulan SKP, yakni pada minggu kedua bulan
januari Setiap tahunnya.

Mengadakan sosialisasi tentang penyusunan SKP dan pembuatan Rekap
SKP SKPD serta pedoman penilaian perilaku PNS.

Melakukan pendampingan pengisian SKP langsung ke SKPD

Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS agar seluruh PNS
memahami dan mengimplementasikan peraturan tersebut.

Melakukan pembinaan terhadap pegawai agar terhindar dari pelanggaran
disiplin

Melakukan pengukuran kompetensi dengan lembaga-lembaga atau
pemerintah daerah yang telah berpengalaman dalam manajeman PNS.

Sasaran : Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah

Salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih dan amanah, adalah sasaran Meningkatnya

Integritas Aparatur Penerintah Daerah. Sebagai alat ukur untuk menghitung

keberhasilan dari sasaran tersebut digunakan indikator Indeks Kepatuhan,

dengan formulasi sebagai berikut :

Indeks Kepatuhan = (%Maturitas SPIP+ %Kapabilitas APIP +% Tindak

Lanjut Pengaduan Masyarakat+ % WBK WBMM)/4

Dari formulasi di atas, dengan mengacu pada data-data realisasi kinerja

program dapat dilakukan perhitungan terhadap Indeks Perhitungan :

Indeks Kepatuhan = (100% + 100% + 100 % + 80,04%)/4
Indeks Kepatuhan = 95,01%
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Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya komitmen pemerintah
daerah untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang berintegritas melalui
Indeks Kepatuhan sebagai indikator kinerja, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja
dengan capaian Berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan

uraian sebagai berikut :

Tabel 3. 69. Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran

Capaian
s/d Tahun
indikator Realisasi | Capaian Tahun 2020 Target 2020
No. Kineria Tahun Tahun Akhir terhadap
J 2019 2019 RPJIJMD Target
Target Realisasi | Capaian Akhir
RPIJMD
1 Indeks 84.99 96.16% 89.25 95.01 106.45% 90.13 105.41%
kepatuhan

Sumber : Pengolahan Data

Target sasaran meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah
dengan indikator indeks kepatuhan, dilakukan melalui peningkatan Maturitas
SPIP, Kapabilitas APIP, Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
dan Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari
Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) adalah 89,25 %
dengan realisasi 95,01% dengan capaian kinerja indikator ini adalah 106,45%.
Dari capaian ini menggambarkan kepatuhan obyek pengawasan terhadap
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan program

dan kegiatan Berhasil.

Faktor keberhasilan sasaran ini diantaranya karena adanya peningkatan
implementasi Sistem Pengendalian Intern melalui asistensi penyusunan daftar
risiko operasional oleh SKPD dan daftar risiko strategis oleh Satgas SPIP
Kabupaten; penguatan Kapabilitas APIP hingga seluruh elemen mencapai level
3; penanganan pengaduan masyarakat sesuai sistem dan prosedur pengawasan
serta asistensi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh Pokja
Kabupaten

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten
Banjar secara umum terdapat beberapa permasalahan, antara lain :
a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
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- Keterlambatan beberapa objek pemeriksaan dalam menyampaikan
dokumen-dokumen bahan pemeriksaan.

- Keterlambatan sebagian Perangat Daerah atas konfirmasi temuan hasil
pemeriksaan dan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- Masih terdapat ketidaktepatan waktu penyelesaian laporan hasil
pemeriksaan (LHP)

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Surat pengaduan masyarakat atas penyalahgunaan

keuangan/wewenang /kinerja pemerintah tidak jelas pengirimnya (surat kaleng)

atau data yang disampaikan sangat kurang.

Selanjutnya untuk lebih meningkatkan capaian sasaran ini, Satgas SPIP

Kabupaten akan mengembangkan implementasi manajemen risiko indeks,

penjaminan Kapabilitas APIP secara berkala setiap 3 bulan, peningkatan

asistensi pengelolaan dana desa, dan mengajukan penilaian ke Tim Penilai

Nasional bagi Perangkat Daerah yang ditetapkan menuju WBK/WBBM.

Dalam usaha meningkatkan kinerja Inspektorat langkah — langkah yang

di ambil untuk mengatasi permasalahan antara lain :
1.

Melaksanakan pemantauan secara periodik per bulan atau sesuai
kebutuhan untuk mengawal pencapaian IKU dengan memantau
penyelesaian kegiatan yang mendukung pencapaian target IKU, melakukan
evaluasi berkala atas capaian kinerja per periode TA 2020 serta melakukan
pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tetap mengacu pada PKPT yang
telah direvisi disamping tetap memperhatikan fleksibilitas sesuai dengan
kebijakan dan arahan pimpinan.

Meningkatkan fungsi consulting yang seperti sosialisasi, pendampingan,
desk, konsultasi, kepada objek pemeriksaan dalam rangka peningkatan
integritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Melakukan revisi terhadap ketentuan yang mengatur tentang sistem dan
prosedur pengawasan dalam rangka optimalisasi pengawasan serta
peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. (1) Perlu peningkatan sumber daya
manusia dan komitmen pengelola keuangan/kepegawaian serta bidang
yang terkait dengan pemeriksaan atas tugas dan tanggungjawab dalam
penatausahaan keuangan/kepegawaian dan hal lainnya di Perangkat
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Daerah. (2) Perlu diberikan pengarahan kepada Perangkat Daerah atas

tahapan atau jadwal waktu serta batasan terkait hasil pemeriksaan. (3) Perlu
dilaksanakan pelatihan/bimbingan teknis bagi APIP secara continue. (4)
Perlu selalu dilaksanakan sosialisasi sekaligus peringatan dini atas kelalaian
waktu dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan serta penerapan
hukuman atas keterlambatan.

Program  Mengintensifkan  Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Pembelajaran bagi masyarakat atas tata cara pengaduan melalui sosialisasi

atau melalui diskusi/konsultasi langsung.

Upaya perbaikan :
Untuk mengoptimalkan variabel dalam Indeks Kepatuhan, Inspektorat

meningkatkan pelaksanaan fungsi consulting dalam bentuk sosialisasi,

pendampingan dan ruang konsultasi bagi perangkat daerah dan aparat desa.

Tindak lanjut yang akan datang :
Meningkatkan fungsi consulting dalam rangka pencegahan terhadap
terjadinya ketidakpatuhan terhadap aturan / ketentuan dalam melaksanakan
program dan kegiatan di objek pemeriksaan.
Melakukan perencanaan berbasis risiko untuk memetakan risiko yang besar

untuk dilakukan pengawasan lebih intensif.
Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan daerah untuk meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

melalui Nilai SAKIP sebagai indikator kinerja.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

Tabel 3. 70. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Indikator
Sasaran L L . ; . Sumber
. Kinerja Definisi Operasional Formulasi Perhitungan
Strategis Data
Utama
Meningkatnya Nilai SAKIP | Penilaian KemenPAN RB 1. Pemberian penilaian atas AKIP Matriks
kualitas Kabupaten | atas akuntabilitas kinerja PemKabupaten Banjar Renstra
perencanaan Banjar Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Kementerian dan Surat
pembangunan Banjar. Akuntabilias kinerja Pendayagunaan Aparatur Negara | Keputusan
daerah yaitu perwujudan kewajiban dan Reformasi Birokrasi dengan IKU
suatu instansi pemerintah indikator - indikator sbb : a). SKPD)
untuk Perencanaan Kinerja bobot 30%;
mempertanggungjawabkan b). Pengukuran Kinerja bobot

BAB 3 ¢ 219



BANJAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI

Indikator

Sasara_n Kinerja Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber
Strategis Data
Utama
keberhasilan/ kegagalan 25%; c). Pelaporan Kinerja bobot
pelaksanaan program dan 15%; d). Evaluasi kinerja bobot
kegiatan yang telah 10%; dan e). Pencapaian Kinerja
diamanatkan para pemangku bobot 20%.
kepentingan dalam rangka 2. Masing-masing indikator tersebut
mencapal misi organisasi memiliki sub indikator:

secara terukur dengan
sasaran/ target kinerja yang
telah ditetapkan melalui
laporan kinerja instansi

3. Hasil penilaian atas AKIP
PemKabupaten Banjar tahun (N)
didapatkan pada akhir tahun;

pemerintah yang disusun 4. Kategori Penilaian SAKIP :
secara periodik. (Dasar No | Komponen | sovor Sut Kompanen
hukum : Peraturan Presiden L I =
Nomor 29 Tahun 2014 b rereniannn  fineda  Tehusan
tentang Sistem Akuntabilitas e S T
Kinerja Instansi Pemerintah 2 Pengus 265 | Pemanuian penmicuren (20
! snitas Penguicaran (12,5%
(SAKIP), Peraturan Menteri < tmplementact penguicaran (7:5%)
3 | Pelaporan 5% |a. Pemenuhan pelaporan (3%)
Negara PAN dan RB Nomor Kadn |7 | s peiapenae (755
< Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
53 Tahun 2014 tentang 4 ;vnlun:;l 10% |a. Pemenuhan E’Vp:hlll (2%)
Petunju'( Teknis Perjanjian : ::::;:::.u;:;‘(lt:mui (3%)
Kinerja, Pelaporan Kinerja 5 m:aj:n 20% |a :{Sx:;u- yang dilaporkan [output]
dan Tata Cara Reviu Atas ® ey e wieporien (oucom)
. . . & Kinerja tahun berjalan (benchmarl)
laporan kinerja Instansi 15%)
Total 100%

Pemerintah, Peraturan
Menteri Negara PAN dan RB
Nomor 20 Tahun 2013
tentang Perubahan Lampiran
Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun
2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi dan
Peraturan Menteri Negara
PAN dan RB Nomor 09
Tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi
Pemerintah Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah)

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar

Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
dengan indikator Nilai SAKIP Kabupaten Banjar realisasi tahun 2020 hingga
laporan ini disusun, belum ada rilis resmi dari Kemenpan-RB.

Rumusan indikator yang digunakan adalah Penilaian KemenPAN RB atas
akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar. Akuntabilitas kinerja yaitu
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang
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telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik. (Dasar hukum : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri
Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013
tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 09
Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Tabel 3. 71. Komponen Penilaian SAKIP

INDIKATOR BOBOT
Perencanaan Kinerja 30
Pengukuran Kinerja 25
Pelaporan Kinerja 15
Evaluasi Internal 10
Capaian Kinerja 20

Sumber : Permenpan 12 Tahun 2015

Berikut hasil optimalisasi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Banjar yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten

Banjar, yaitu :

Tabel 3. 72. Rincian Hasil Penilaian SAKIP Kabupaten Banjar

NILAI
NO SKPD KATEGORI
2018 2019
BADAN/ DINAS
1 |Inspektorat 84.63 85.76 A - Memuaskan
2 |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 85.08 85.45 A - Memuaskan
3 Badan Perencanaa Pembangunan, Penelitian dan 83.28 85.36 A - Memuaskan
Pengembangan
4 |Sekretariat Daerah 81.71 82.27 A - Memuaskan
5 |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 80.22 81.11 A - Memuaskan
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NILAI
NO SKPD KATEGORI
2018 2019
BADAN/ DINAS
6 |Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 81.68 80.22 A - Memuaskan
7 |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 81.76 80.05 A - Memuaskan
8 |Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 77.09 79.87 BB - Sangat Baik
9 |Dinas Peternakan dan Perkebunan 81.13 79.75 BB - Sangat Baik
10 |RSUD Ratu Zalecha 77.19 79.17 BB - Sangat Baik
11 |Dinas Perikanan 73.60 78.44 BB - Sangat Baik
12 |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 75.6 77.91 BB - Sangat Baik
13 |Dinas Pendidikan 72.21 77.52 BB - Sangat Baik
14 Dinas quumkasn, Informatika, Statistik dan 7451 76.80 BB - Sangat Baik
Persandian
15 |Dinas Lingkungan Hidup 70.16 76.69 BB - Sangat Baik
16 Badan Kepegawaian .Daerah dan Pengembangan 74.96 76.20 BB - Sangat Baik
Sumber Daya Manusia
17 |Dinas Kesehatan 75.75 75.98 BB - Sangat Baik
18 |Dinas Penanaman Modal dan PTSP 73.28 75.92 BB - Sangat Baik
19 |Dinas Perumahan dan Permukiman 75.86 75.91 BB - Sangat Baik
20 [Badan Pendapatan Daerah 73.6 75.84 BB - Sangat Baik
21 |Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 74.7 75.59 BB - Sangat Baik
22 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 75.21 75.42 BB - Sangat Baik
23 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 74.91 75.29 BB - Sangat Baik
24 |Satuan Polisi Pamong Praja 71.72 75.22 BB - Sangat Baik
25 |Perpustakaan dan arsip 71.68 74.61 BB - Sangat Baik
26 |Dinas Ketahanan Pangan 72.85 74.54 BB - Sangat Baik
27 |Dinas Pemuda dan Olahraga 70.83 72.53 BB - Sangat Baik
28 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 71.20 71.63 BB - Sangat Baik
29 |Dinas Perhubungan 70.43 70.76 BB - Sangat Baik
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, .
30 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 68.19 70.71 BB - Sangat Baik
31 |Dinas Pertanahan 62.39 70.58 BB - Sangat Baik
32 |Dinas Sosial 66.99 67.03 B - Baik
33 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 60.28 61.93 B - Baik
34 |Sekretariat DPRD 63.38 60.71 B - Baik
KECAMATAN
1 |Kecamatan Cintapuri Darussalam ‘ 59.03 ‘ 74.42 ‘ BB - Sangat Baik ‘
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2018 2019
BADAN/ DINAS

2 |Kecamatan Beruntung Baru 67.45 69.39 B - Baik
3 |Kecamatan Martapura Barat 61.06 67.34 B - Baik
4 |Kecamatan Sambung Makmur 49.77 65.55 B - Baik
5 |Kecamatan Tatah Makmur 63.53 63.85 B - Baik
6 |Kecamatan Kertak Hanyar 59.98 63.59 B - Baik
7 |Kecamatan Gambut 60.64 63.57 B - Baik
8 |Kecamatan Martapura Timur 58.75 62.81 B - Baik
9 |Kecamatan Mataraman 50.93 62.30 B - Baik
10 |Kecamatan Aranio 57.56 61.41 B - Baik
11 |Kecamatan Martapura 53.67 61.41 B - Baik
12 |Kecamatan Sungai Pinang 65.71 60.92 B - Baik
13 |Kecamatan Paramasan 0 59.47 CC-Cukup
14 |Kecamatan Sungai Tabuk 28.01 56.39 CC-Cukup
15 |Kecamatan Astambul 43.09 55.53 CC-Cukup
16 |Kecamatan Aluh-Aluh 13.53 55.27 CC-Cukup
17 |Kecamatan Simpang Empat 46.92 51.43 CC-Cukup
18 |[Kecamatan Karang Intan 39.86 50.02 CC-Cukup
19 |Kecamatan Telaga Bauntung 23.62 49.10 C-Kurang
20 |Kecamatan Pengaron 42.39 45.91 C-Kurang

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Banjar Tahun 2020

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap
seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi
Pemerintah Kabupaten Banjar. Dengan rincian penilaian sebagai berikut untuk
kategori A ada 7 SKPD, kategori BB ada 25 SKPD, kategori B ada 14 SKPD,
kategori CC ada 6 SKPD dan kategori C ada 2 SKPD. Terdapat 5 SKPD dengan
penilaian turun dari nilai tahun sebelumnya.

Terhadap  permasalahan  yang  telah ditemukan, Instansi
(SKPD/Badan/Dinas) pada Pemerintah Kabupaten Banjar telah berusaha
menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, walaupun
masih terdapat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan perbaikan dan
pembenahan ditahun yang akan datang dengan terus memacu kinerja organisasi
sebagai berikut :

1. Dokumen Renstra SKPD belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam

dokumen perencanaan turunannya oleh beberapa SKPD;
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Pengukuran kinerja pada beberapa SKPD belum diterapkan sampai ke
individu staf;

Beberapa SKPD belum terdapat penanggungjawab yang jelas pada
pengumpulan data kinerja;

Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dikembangkan menggunakan
teknologi informasi;

Hasil pengukuran (capaian) kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar
pemberian reward dan punishment;

Laporan kinerja yang disusun oleh beberapa SKPD belum menyajikan
informasi capaian Indikator Kinerja Utama secara lengkap (output-output
yang dianggap penting)

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan

penerapan budaya kinerja kami merekomendasikan Pemerintah Kabupaten

Banjar, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1.

Memanfaatkan Dokumen Renstra SKPD sebagai acuan dalam dokumen
perencanaan turunannya;

Meningkatkan pengukuran kinerja secara berjenjang. mulai dari pimpinan
sampai dengan individu staf;

Menetapkan penanggungjawab yang jelas pada pengumpulan data kinerja;
Mengembangkan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi
informasi;

Hasil pengukuran kinerja agar dapat dijadikan dasar sistem reward dan
punishment;

Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi capaian Indikator

Kinerja Utama secara lengkap (output-output yang dianggap penting)
Sasaran : Meningkatnya partisipasi politik masyarakat

Sasaran lainnya yang mendukung tujuan meningkatnya kualitas tata

kelola pemerintahan adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat, diukur

dengan indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu. Capaian

indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 3. 73. Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Partisipasi
Politik Masyarakat Tahun 2020

Sasaran Target
; . Cara .
Strategis/ Indikator . L Capaian .
L Perhitungan Realisasi Predikat
Sasaran Kinerja i (%)
p Indikator Satuan Tahun
rogram 2020
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
Meningkatnya Persentase Jumlah % 73 77,44 106,08% Berhasil
Partisipasi partisipasi masyarakat
Politik masyarakat yang ikut
Masyarakat dalam memilih dalam
pemilu pemilu dibagi
jumlah
masyarakat
yang terdaftar
sebagai pemilih
dikali 100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, data diolah

Adapun untuk sasaran strategis Persentase Partisipasi Masyarakat
Dalam Pemilu datanya didapatkan dari KPU Kabupaten Banjar, dimana pada
tahun 2020 diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara
serentak. Di Kabupaten Banjar terdapat 395.589 orang masyarakat yang
terdaftar baik statusnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih yang
pindah memilih, maupun yang menggunakan hak pilih dengan menunjukan KTP
elektronik/surat keterangan (DPTb). Dari jumlah tersebut, tercatat ada sebanyak
306.344 orang masyarakat yang memberikan suaranya dalam Pilkada, sehingga

realisasi persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah sebagai berikut.

o ¢ . - J umlmals y a yakightmeé mi 1 i h 1.0.0 %
epartimappasmaky ml_]uumlmaah;yalyaktgtrdaébapgeaniiﬁih ?

_ 30844 0
——39_585100%7 A4 %

Realisasi persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 melebihi
dari target yang telah ditetapkan yaitu 73% sehingga capaian yang diperoleh
adalah sebesar 106,08% dengan predikat berhasil dan bila dibandingkan dengan
target akhir RPJMD dengan target sebesar 73,00% maka capaian pada tahun
2020 telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian 106,08%.
Persentase partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 ini mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan persentase partisipasi pemilih pada tahun 2019, pemilihan
presiden dan pemilihan legislatif dimana persentase partisipasi pemilih pada saat
itu sebesar 80,27%. Hal ini disebabkan karena berlangsungnya pilkada pada
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masa pandemi Covid-19 yang membuat sebagian masyarakat enggan untuk
menyalurkan aspirasinya. Sementara itu, jika dibandingkan dengan partisipasi
pemilih pemilu legislatif pada tahun 2014 sebesar 74,41%, realisasi persentase

partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 jauh lebih baik.

Faktor Pendorong tercapainya sasaran ini adalah :

1. Peranan partai politik dan tim pendukung calon kepala daerah yang
menggerakkan kader dan massanya untuk senantiasa berperan serta dalam
pemilu

2. Situasi Kamtibnas yang kondusif dimasyarakat walau di tengah pandemi
covid-19

Faktor Penghambat tercapainya sasaran ini adalah :
1. Terjadinya pandemi covid-19 yang membuat sebagian masyarakat takut

untuk memberikan suaranya

Upaya perbaikan yang akan dilakukan di tahun mendatang adalah
sebagai berikut.
1. Melakukan sosialisasi terkait pentingnya suara masyarakat dalam pemilu
2. Melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula dalam meningkatkan

partisipasi mereka pada pemilu
5. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa

Sasaran meningkatnya kualitas pembangunan desa merupakan bagian
dari sasaran yang mendukung tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola
pemerintahan, indikator pengukur kinerja sasaran ini adalah Skor Evaluasi
Perkembangan Desa

Skor evaluasi perkembangan desa adalah Nilai evaluasi yang bertujuan
untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dalam
kurun waktu Januari sampai dengan Desember tahun berkenaan. Pengukuran
target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu sasaran
meningkatnya kualitas pembangunan desa dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja menggunakan suatu instrumen
yang telah dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menghitung Skor

Evaluasi Perkembangan Desa
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Tabel 3. 74. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

BANJAR

Capaian
Tahun 2019 Tahun 2020 s/d Tahun
INDIKATOR Target 2020
No KINERJA Akhir terhadap
SASARAN Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian RPJMD 'FAal(rﬁgt
ir
RPJMD
1 | SkorEvaluasi 420 100,96% 431 417 96,75 446 93,50
Perkembangan
Desa

Sumber : Pengolahan Data

Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun
Sebelumnya, indikator kinerja sasaran skor evaluasi perkembangan desa pada
tahun 2019 sebesar 420 poin dari target 416 poin dengan capaian kinerja
sebesar 100,96 %, sedangkan indikator kinerja sasaran skor evaluasi
perkembangan desa pada tahun 2020 sebesar 417 poin dari target 431 poin
dengan capaian kinerja sebesar 96,75 %. Dengan demikian terjadi penurunan
sebanyak 3 poin dari realisasi skor evaluasi perkembangan desa tahun 2019 dan
tahun 2020. Penurunan skor evaluasi perkembangan desa dikarenakan tidak
tercapainya skor evaluasi perkembangan desa bidang kewilayahan yaitu hanya
tercapai 75,67 poin dari target 109 poin dengan capaian kinerja program sebesar
69,42%. Permasalahan tidak tercapainya skor evaluasi perkembanagn desa
bidang kewilayahan adalah : aparat desa tidak menyadari pentingnya Bumdes
dan lebih mementingkan sarana dan prasarana desa, pokmas/UEM tidak
berkembang disetiap bumdes yang sudah terbentuk karena pokmas/UEM tidak
bersinergi dengan bumdes dan pokmastidak terampil dalam manajemen usaha
dan berdampak tidak meningkatnya ekonomi masyarakat desa, simpan pinjam
tidak bergulir dan tidak dirasakan masyarakat setempat, penerapan teknologi
tyepat guna tidak berkembang karena kurangnya informasi dan minimnya akses
informasi mengenai teknologi tepat guna, kerjasama ekonomi antar desa belum
berjalan dan kurangnya sinkronisasi dan koordinasi TKPKP (Tim Koordinasi
Pembangunan Kawasan Perdesaan), Prodes Prokades dan produk lokal tidak
mampu bersaing di pasar karena kemasan kurang menarik dan kesulitan untuk
izin produk.

Target Indikator Kinerja Utama Skor Evaluasi Perkembangan Desa

Tahun 2020 sebesar 431 poin dan terealisasi 417 poin dengan capaian kinerja
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96,75 %, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPIJMD sebesar 446 maka

capaian kinerja masih sebesar 93,50 %.

Adapun cara perhitungan indikator tersebut menggunakan Instrumen
Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa, berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang
Evaluasi Perkembangan Desa sebagai berikut :

1) Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa merupakan
instrumen yang cukup objektif untuk melihat dan menilai perkembangan
Desa.

2) Untuk pengisian Instrumen Evaluasi ini dibutuhkan kejujuran karena akan
berdampak pada keabsahan tingkat perkembangan Desa. Dengan
demikian maka pembinaan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap
Desa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

3) Bagi Desa itu sendiri dapat mengevaluasi diri dan melakukan upaya
segera untuk meningkatkan perkembangan Desa masing-masing.

4) Pengisian instrumen pengungkap data dilakukan dengan cara melingkari
poinfangka (Kolom 4 dan Kolom 5) yang besumber dari Bidang, Aspek,
Indikator, dan Sub indikator secara benar dan tepat pada kondisi dua tahun
terakhir.

5) Kondisi/jumlah tahun ke-l (kolom 4) dan tahun ke-ll (kolom 5) harus
diiisi lengkap. Apabila salah satu data tidak diisi lengkap maka data
cukup sulit diolah. Sebagai konsekuensinya, Desa yang bersangkutan
cukup sulit diketahui tingkat perkembangannya.

6) Untuk mengisi instrumen ini secara akurat diperlukan sumber data yang
komprehensif dan terdokumentasikan serta informan yang andal.

Rumus Perhitungan Indikator
Adapun rumus perhitungan indikator berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan

Kelurahan, adalah sebagai berikut :

Totsalewal peskembdrgan

_Bi daPregme rHam# & i d aknegwi lhawtaB i d aknegmas yar akat an
h 27desa

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut, pada tahun 2020 DPMD
Kabupaten Banjar membagikan Instrumen Pengungkap Data ke 277 Desa di
Kabupaten Banjar, data tersebut diisi oleh masing-masing desa sehingga

BAB 3 ¢ 228



LAPORAN KINERJA INSTANSI

ABUPATEN BANJAR

diperoleh Hasil rekapitulasi Evaluasi Perkembangan Desa Kabupaten Banjar
Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan desa Kabupaten Banjar tahun
2020 total keseluruhan hasil evaluasi perkembangan desa adalah sebesar
115.519, dan jumlah desa sebanyak 277 desa, maka diperoleh skor evaluasi
sebesar 417 dengan perhitungan sebagai berikut :

11519

T o tSak cErv al zP(Bsrikemb(Dng:m—nm=417

Tabel 3. 75. Realisasi dan  Capaian Indikator Kinerja Program
Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja - ) Tahun 2020 Capaian s/d
Program Realisasi Capaian Targ.et Tahun 2020
No. Pembangunan Tahun Tahun Target | Realisasi | Capaian Akhir Terhadap.
daerah 2019 2019 RPJMD Target Akhir
RPJIJMD
Skor evaluasi
1. | perkembangan 138 100,72% | 142 163,68 | 11527% | 147 111,35%
desa bidang
pemerintahan
Persentase desa
dengan
2. pengelolaan 60 100,00% 80 80 100,00% 100 80,00%
keuangan desa
yang baik

Sumber : Pengolahan Data

Perbandingan  Realisasi/Capaian Indikator  Kinerja  Program
Pembangunan Daerah Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya, indikator kinerja
Program Pembangunan Daerah Program Pembinaan Bidang Pemerintahan,
Keuangan dan Aset Desa dengan 2 (dua) indikator program yaitu skor evaluasi
perkembangan desa bidang pemerintahan dan persentase desa dengan
pengelolaan keuangan desa yang baik.

indikator program skor evaluasi perkembangan desa bidang
pemerintahan pada tahun 2019 sebesar 138 poin dari target 137 poin dengan
capaian kinerja sebesar 100,72 %, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 163,68
poin dari target 142 poin dengan capaian kinerja sebesar 115,27 %. Dengan
demikian terjadi kenaikan sebanyak 25,68 poin dari realisasi skor evaluasi
perkembangan desa bidang pemerintahan dari tahun 2019 ke tahun 2020.
Realisasi indikator program skor evaluasi perkembangan desa bidang

pemerintahan tahun 2020 jika dibandingkan dengan arget akhir RPIJMD sebesar
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147 maka capaian sampai dengan tahun 2020 telah melampaui target sebesar
111,35 %.

Indikator program persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa
yang baik pada tahun 2019 sebesar 60% dari target 60% dengan capaian kinerja
sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 80% dari target 80%
dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan demikian terjadi kenaikan
sebesar 20% dari persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang
baik dari tahun 2019 ke tahun 2020. Realisasi indikator program persentase desa
dengan pengelolaan keuangan desa yang baik tahun 2020 jika dibandingkan
dengan arget akhir RPJMD sebesar 100% maka capaian sampai dengan tahun
2020 masih sebesar 80%.

Faktor pendukung

1. Adanya regulasi /aturan pelaksanaan kegiatan yang telah diterbitkan oleh
Dinas PMD dalam rangka pengaturan kegiatan pemerintahan desa dan dana
desa

2. Adanya regulasi/aturan yang mengatur tentang evaluasi perkembangan
desa

3. Tersedianya pendanaan pada APBD Kabupaten Banjar untuk
melaksanakan kegiatan Dinas PMD

4. Terlaksananya kegiatan yang mendukung dalam penghitungan skor
evaluasi perkembangan desa

5. Terlaksananya kegiatan yang mendukung dalam penghitungan skor
evaluasi kelembagaan bidang pemerintahan, kewilayahan dan
kemasyarakatan
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
SDM Dinas PMD yang berkompeten

Koordinasi yang baik antar bidang dan stakeholder

Faktor penghambat
Adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid 19
Kurangnya SDM perangkat Desa

Banyak kepala desa yang tidak memahami peraturan perundang-undangan

P w0 bR

Banyaknya kepala desa yang tidak memahami peraturan penyelenggaraan
desa

5. Adanya surat edaran dari kemendagri tentang penundaan pilkades
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Refocusing Anggaran & masih tidak teratur serta kekeliruan pengelolaan
keuangan dan aset desa

Refocusing Anggaran & masih Kurangnya kemampuan Kaur Keuangan dan
staf dalam pengelolaan keuangan Desa

Refocusing Anggaran & masih Kurangnya Kompetensi Kaur Keuangan
dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes

Refocusing Anggaran & Aturan yang sering kali berubah-ubah sehingga
membingungkan perangkat Desa

Banyaknya anggota BPD yang tidak memahami tugas dan fungsi sebagai
BPD

Pokmas/UEM tidak bersinergi dengan BUMDES, Pokmas tidak terampil
dalam manajemen usaha

Aparat Desa tidak menyadari pentingnya BUMDes dan lebih mementingkan
sarana dan prasarana Desa

Dana pinjaman tidak kembali/macet

Kurangnya informasi dan minimnya akses informasi mengenai teknologi
tepat guna

Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi TKPKP (Tim Koordinasi
Pembangunan Kawasan Perdesaan)

Izin produk sulit, kemasan kurang menarik

Terkendala jaringan internet di beberapa desa kurangnya pelatihan profil
desa dan Kemampuan SDM yang Kurang memadai

Terkendala jaringan internet di beberapa desa kurangnya pelatihan Evaluasi
Perkembangan Desa dan Kemampuan SDM yang Kurang memadai
Kemampuan pencacah kurang merata dan Data tidak akurat, valid dan tidak
relevan untuk dimanfaatkan

Pelatihan Kader Posyandu tidak terlaksana karena refocusing anggaran
Kurang maksimalnya Kelembagaan Adat yang dibina karena refocusing
anggaran

Rapat Koordinasi Kelembagaan Desa tidak terlaksana karena refocusing

anggaran

Upaya yang dilakukan
Dianggarkan pada tahun 2021 untuk kegiatan yang terdampak refocusing
anggaran
Melakukan pelatihan/Bimtek bagi perangkat desa
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Melakukan pelatihan/ Bimtek bagi kepala desa

Melakukan bimtek terkait tugas-tugas kepala desa dalam penyelenggaraan
pemdes

Monev & Pembinaan ke Desa

Pelatihan & Bimtek pengelolaan keuangan desa

Pelatihan & Bimtek SISKEUDES

Melakukan Sosialisasi peraturan Ke Desa

Mengadakan pelatihan / bimtek bagi anggota BPD yang terpilih

. Penambahan anggaran sehingga bisa terlaksananya pemetaan usaha

BUMDes dan Pokmas/UEM, Fasilitasi antara BUMDes danPokmas/UEM,
Pelatihan, Pembinaan dan Monev

Penambahan anggaran sehingga bisa terlaksananya sosialisasi, pelatihan
serta pembinaan

Penambahan anggaran sehingga bisa terlaksananya pengawasan rakor,
melakukan penerapan sanksi

Penambahan anggaran sehingga bisa terlaksananya pelatihan, pembinaan
dan penyebaran informasi TTG

Penambahan anggaran sehingga bisa terlaksananya rakor dalam rangka
sinkronisasi, pembinaan dan monev

Pelatihan, Fasilitasi izin produksi

Penambahan anggaran sehingga bisa terlaksananya Pelatihan, Fasilitasi
izin produksi

Melakukan Pembinaan, Monev, Pelatihan, Assistensi dan Bimtek,
Penambahannya Anggaran dan melakukan zona area penginputan melalui
desa/kecamatan terdekat yang memiliki computer lebih canggih dan sinyal
lebih

Melakukan Pembinaan, Monev, Pelatihan, Assistensi dan Bimtek
Penambahannya Anggaran melakukan zona area penginputan melalui
desa/kecamatan terdekat yang memiliki computer lebih canggih dan sinyal
Bimtek, Sosialisasi, Peningkatan wawasan sesuai prioritas dan
Penambahannya Anggaran

Penambahan anggaran sehingga bisa terlaksananya pembinaan dan
Pelatihan Kader Posyandu

Penambahan anggaran sehingga bisa terlaksananya Pembinaan

Kelembagaan Adat
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22. Penambahan anggaran sehingga bisa terlaksananya Rapat Koordinasi
Kelembagaan Desa
23. Penambahan anggaran sehingga bisa terlaksananya Pembinaan

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
6. Sasaran : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Ketercapaian Kkinerja tujuan meningkatnya kualitas Tata Kelola
Pemerintahan dengan indikatornya Indeks Reformasi Birokrasi didukung oleh
beberapa sasaran, diantaranya adalah Sasaran Meningkatnya Keterbukaan
Informasi Publik dengan 2 indikatornya yaitu : Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan
uraian sebagai berikut :

Tabel 3. 76. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Tahun 2020 Capaian s/d
Indikator Realisasi Capaian Target Tahun 2020
No. Kinerja Tahun Tahun Akhir Terhadap
Sasaran 2019 2019 Target | Realisasi | Capaian | RpPJMD | Target Akhir
RPJMD
1. Indeks Sistem 2,63 114,35 25 3,39 135,60% 2,8 121,07%
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE)
2 Indeks 70,00 100,00 90,00 75,00 83,33% 100,00 75,00%
Keterbukaan
Informasi
Publik

Sumber : Pengolahan Data

a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE merupakan nilai yang menggambarkan tingkat kematangan
(maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan
keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi
menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian
yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;

2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
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3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang
dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat kepentingan
yang berbeda. Secara total domain layanan SPBE diberikan nilai bobot 55 %,
domain tata kelola SPBE diberi nilai bobot 28 %, dan domain kebijakan internal
SPBE diberi nilai bobot 17 %. Jadi Indeks SPBE diperoleh dari nilai domain
layanan SPBE sebesar 3,27 dengan bobot 55 %, nilai domain tata Kelola SPBE
sebesar 3,45 dengan bobot 28 % dan nilai domain kebijakan internal SPBE
sebesar 3,71 dengan bobot 17 % .

55 2 1
I nd eS'kPSB=E(3,2 7><ﬁ)0+ (3,4 5Xﬁ0+ (3,7 lxﬁo—3,3 9

Capaian kinerja indikator indeks system Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) tahun 2020 terealisasi sebesar 3,39 dari target yang
ditetapkan sebesar 2,5 dengan capaian sebesar 135,60%, dan apabila
dibandingkan dengan tahun 2019 maka capaian tahun 2020 mengalami
peningkatan, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka
realisasi tahun 2020 sudah melampaui target akhir RPJMD yang ditetapkan.

b. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Informasi publik dikategorikan sebagai Informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik, informasi
yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta Informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan publik. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
penilaiannya menggunakan 4 indikator yaitu mengumumkan informasi publik,
menyediakan informasi publik, pelayanan informasi publik, dan pengelolaan
informasi dan dokumen informasi publik.

Capaian kinerja indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun
2020 terealisasi sebesar 75,00 dari target yang ditetapkan sebesar 90 dengan
capaian sebesar 83,33%. Realisasi indeks keterbukaan informasi publik
diperoleh dari hasil realisasi dari : (1) pengembangan website dan
mengumumkan informasi publik dengan nilai 18,75 dari bobot sebesar 25,00%;
(2) menyediakan informasi publik dengan nilai 15 dari bobot 20,00%; (3)
pelayanan informasi publik dengan nilai 18,75 dari 25,00%; dan (4) pengelolaan
informasi dan dokumentasi informasi publik dengan nilai 22,5 dari bobot 30,00%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 5,
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sedang disbanding dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 maka
realisasi tahun 2020 baru mencapai 75,00%.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya keterbukan informasi publik
didukung oleh program pembangunan daerah dengan indikatornya Indeks

Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE.

Tabel 3. 77. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program
Pembangunan Daerah

Tahun 2020 Capaian
. Lo s/d Tahun
Ind”;é::;gr:::e”a Realisasi Capaian Targgt 2020
No. Pembangunan Tahun Tahun o _ Akhir Terhadap
2019 2019 Target | Realisasi | Capaian | RPJMD Target
Daerah )
Akhir
RPJMD
1. Indeks Tingkat 1,57 61,09 2,86 3,43 119,93 3,00 114,33
Kematangan Domain
Tata Kelola SPBE

Sumber : Pengolahan Data

Capaian kinerja Program Pembangunan Daerah dengan indikatornya
Indeks Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE menunjukkan bahwa
tahun 2020 realisasi sebesar 3,43 dari target sebesar 2,86 dengan capaian
sebesar 119,93%. Jika dibanding dengan tahun 2019 maka realisasi tahun 2020
jauh diatas realisasi tahun 2019 begitu juga capaiannya. Sedang jika disbanding
dengan target akhir RPIMD maka realisasi tahun 2020 sudah melampaui target
yang ditetapkan pada akhir RPJMD dengan capaian sebesar 114,33%.

Faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran:

1. Dukungan dan sinkronisasi antar program-program dan kegiatan SKPD;

2. Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik SKPD, maupun pihak
swasta yang terlibat dalam pekerjaan bersama;

3. Adanya Regulasi berupa Perbub Tata Kelola informasi, Masterplan Smart
city dan Arsitekttur SPBE

Faktor kegagalan kinerja sasaran :

1. Masih kurangnya pemahaman pentingnya persandian dan keamanan
informasi;
Belum adanya Regulasi tentang Keamanan Informasi di Daerah;
SDM yang belum berkompeten di bidang Keamanan Informasi;

Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama Persandian belum memadai.
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Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran (sesuatu yang menjadi perhatian
ditahun yang akan datang)
1. Menetapkan SOP, memahami, dan melaksanakan SOP Proses Bisnis
sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Menyusun rumusan kebijakan agar SKPD memanfaatkan infrastruktur
Diskominfo.
Dukungan pimpinan terhadap akselerasi kinerja PPID; dan
Kerjasama yang baik dengan seluruh PPID pembantu dalam menunjang

kelancaran Sosialisasi dan pelatihan PPID;

Upaya perbaikan :
1. Pembentukan pusat data di daerah

2. Integrasi Sistem Aplikasi
7. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan hasil analisis di unit kerja penyelenggara pelayanan publik
di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar di peroleh Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan sebesar 82,44 yang berada pada Mutu pelayanan bernilai B,
kategori BAIK. Analisis selanjutnya disajikan berdasarkan masing-masing ruang
lingkup pelayanan.

1. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Peraturan Bupati Banjar Nomor 59 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, maka mulai tahun 2020 pelaksanaan
survei kepuasan masyarakat akan dilakukan oleh semua Perangkat Daerah yang
ada di Kabupaten Banjar, termasuk Kelurahan dan Puskesmas. Hal ini dilakukan
dalam upaya untuk meningkatkan kinerja unit pelayanan publik yang
memberikan layanan publik bukan hanya kepada masyarakat secara langsung
juga kepada penerima layanan.

Perangkat Daerah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang
melakukan survei adalah perangkat daerah (dinas/badan/instansi) sebanyak 34
Perangkat daerah, Kecamatan sebanyak 20, kelurahan 13 dan puskesmas

sebanyak 24 buah dengan total keseluruh sebanyak 91 unit pelayanan publik.

BAB 3 ¢ 236

BANJAR




LAPORAN KINERJA INSTANSI

2. Hasil Pengukuran
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik, memuat 9 unsur
pelayanan yang harus diukur, yaitu:
1) Persyaratan
2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3) Waktu Penyelesaian
4) Biaya/Tarif
5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6) Kompetensi Pelaksana
7) Perilaku Pelaksana Pelayanan
8) Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan Pelayanan

9) Sarana dan Prasarana

Sebelum mengetahui hasil penilaian responden terhadap 9 unsur
pelayanan yang telah ditentukan tersebut diatas, perlu diketahui terlebih dahulu
bagaimana karakteristik responden itu sendiri, yang bisa dilihat dari 4 faktor, yaitu
umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan. Hal ini berkaitan erat
dengan cara mereka membuat keputusan dalam melakukan penilaian terhadap
pelayanan yang mereka terima

Nilai SKM dihitung dengan manggunakan “ Nilai Rata-rata Tertimbang *
masing-masing unsur pelayanan. Dalam menghitung Survei kepuasan
masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan

memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

) ) J umhibao b o t
BoblNtlRat—a attewt i mb=a—n§g—=—=0.11
J umHuan s u 9

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai
rata- rata (NRR) tertimbang dengan rumus :
Totaadmi lpeir s ppans ur

I K M Ni lPaeini mb
Totblhsyantgerisix vrreeint mosang

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 —

100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25,

dengan rumus :
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Il KMniPtel ayaZamn
Kategorisasi Mutu Pelayanan :

Tabel 3. 78. Kategorisasi Mutu Pelayanan

NILAI NILAI INTERVAL IKM NILAI INTERVAL MUTU KINERJA UNIT
PERSEPSI KONVERSI IKM PELAYANAN PELAYANAN
1 1,00 — 2,5996 25,00 — 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 — 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 — 3,532 76,61 — 88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,00 88,31 -100,00 A Sangat Baik

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Banjar

Nilai SKM Kabupaten Banjar diperoleh dari rata-rata nilai seluruh SKM
unit pelayanan publik, sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3. 79. Rekapitulasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020

Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjar

No Nama PeLa;g:/(:;aDr?gsgllilgmt Kerja S AT
IKM Mutu Pelayanan

1 2 3 4 5

| PERANGKAT DAERAH

1 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 79.72 B Baik

2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 81.27 B Baik

3 | RSUD Ratu Zalecha 81.29 B Baik

4 Badan Pendapatan Daerah 81.07 B Baik

5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 85.87 B Baik

6 Dinas Lingkungan Hidup 75.31 C Kurang Baik
7 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 81.35 B Baik

8 | Sekretariat Daerah 81.46 B Baik

9 | Sekretariat Dewan 74.40 C Kurang Baik
10 | Inspektorat 80.60 B Baik

11 | BKDPSDM 88.19 B Baik

12 | Bappelitbang 86.97 B Baik

13 | BPKAD 82.42 B Baik

14 | Dinas Pendidikan 80.13 B Baik
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No Nama PeLa;g:/(:;aDr?gsgllilgmt Kerja S e A
IKM Mutu Pelayanan
15 | Dinas Kesehatan 80.58 B Baik
16 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 87.96 B Baik
17 | Dinas Perumahan dan Permukiman 76.96 B Baik
18 | Dinas Sosial 84.17 B Baik
19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 84.27 B Baik
20 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A 81.01 B Baik
21 | Dinas Ketahanan Pangan 88.45 A Sangat Baik
22 | Dinas Perhubungan 84.14 B Baik
23 | Dinas Kominfo, statistik dan Persandian 80.04 B Baik
24 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan 85.71 B Baik
25 | Dinas koperasi dan Usaha Mikro 70.07 C Kurang Baik
26 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 83.38 B Baik
27 | Dinas Perikanan 81.46 B Baik
28 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 78.66 B Baik
29 | Dinas Peternakan dan Perkebunan 84.44 B Baik
30 | Satuan Polisi PP 82.21 B Baik
31 | Dinas Pertanahan 78.44 B Baik
32 | Dinas Pemuda dan Olah raga 83.64 B Baik
33 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 79.24 B Baik
34 | Badan Kesbangpol 81.25 B Baik
Il PERANGKAT DAERAH/KECAMATAN
35 | Kecamatan Aluh-Aluh 85.80 B Baik
36 | Kecamatan Aranio 83.94 B Baik
37 | Kecamatan Astambul 87.00 B Baik
38 | Kecamatan Beruntung Baru 82.50 B Baik
39 | Kecamatan Gambut 83.13 B Baik
40 | Kecamatan Karang Intan 77.50 B Baik
41 | Kecamatan Kertak Hanyar 83.10 B Baik
42 | Kecamatan Martapura 90.56 A Sangat Baik
43 | Kecamatan Martapura Barat 83.00 B Baik
44 | Kecamatan Martapura Timur 90.21 A Sangat Baik
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No Nama PeLa;g:/(:;aDr?gsgllilgmt Kerja S e A
IKM Mutu Pelayanan
45 | Kecamatan Mataraman 86.86 B Baik
46 | Kecamatan Paramasan 81.87 B Baik
47 | Kecamatan Pengaron 80.19 B Baik
48 | Kecamatan Sambung Makmur 80.41 B Baik
49 | Kecamatan Simpang Empat 84.22 B Baik
50 | Kecamatan Sungai Pinang 80.41 B Baik
51 | Kecamatan Sungai Tabuk 85.89 B Baik
52 | Kecamatan Tatah Makmur 82.46 B Baik
53 | Kecamatan Telaga Bauntung 87.65 B Baik
54 | Kecamatan Cintapuri Darussalam 84.94 B Baik
Il | KELURAHAN
55 | Kelurahan Gambut 85.20 B Baik
56 | Kelurahan Gambut Barat 81.00 B Baik
57 | Kelurahan Jawa 89.14 A Sangat Baik
58 | Kelurahan Keraton 79.65 B Baik
59 | Kelurahan Kertak Hanyar 84.50 B Baik
60 | Kelurahan Manarap Lama 86.48 B Baik
61 | Kelurahan Mandar Sari 84.00 B Baik
62 | Kelurahan Murung Keraton 90.04 A Sangat Baik
63 | Kelurahan Pasayangan 90.08 A Sangat Baik
64 | Kelurahan Sekumpul 86.74 B Baik
65 | Kelurahan Sungai Lulut 87.64 B Baik
66 | Kelurahan Sungai Pering 90.70 A Sangat Baik
67 | Kelurahan Tanjung Rema Darat 75.14 B Baik
IV | UPTD PUSKESMAS
68 | Puskesmas Aluh-Aluh 79.95 B Baik
69 | Puskesmas Aranio 81.96 B Baik
70 | Puskesmas Astambul 75.26 C Kurang Baik
71 | Puskesmas Beruntung baru 78.67 B Baik
72 | Puskesmas Gambut 77.16 B Baik
73 | Puskesmas Karang Intan 1 82.04 B Baik
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No Nama Pe::a;%:rt]aDr?gsgll”l(Jnit Kerja S el 2020
IKM Mutu Pelayanan
74 | Puskesmas Karang Intan 2 82.29 B Baik
75 | Puskesmas Kertak Hanyar 81.63 B Baik
76 | Puskesmas Martapura 1 79.40 B Baik
77 | Puskesmas Martapura 2 81.67 B Baik
78 | Puskesmas Martapura Barat 80.75 B Baik
79 | Puskesmas Martapura Timur 82.31 B Baik
80 | Puskesmas Mataraman 80.23 B Baik
81 | Puskesmas Paramasan 78.92 B Baik
82 | Puskesmas Pengaron 80.17 B Baik
83 | Puskesmas Sambung Makmur 85.94 B Baik
84 | Puskesmas Simpang Empat 1 81.45 B Baik
85 | Puskesmas Simpang Empat 2 81.06 B Baik
86 | Puskesmas Sungai Pinang 82.28 B Baik
87 | Puskesmas Sungai Tabuk 1 82.67 B Baik
88 | Puskesmas Sungai Tabuk 2 76.61 B Baik
89 | Puskesmas Sungai Tabuk 3 75.46 C Kurang Baik
90 | Puskesmas Telaga Bauntung 87.65 B Baik
91 | Puskesmas Tatah Makmur 78.15 B Baik
RATA-RATA NILAI SKM KABUPATEN 82.44 B Baik

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Banjar

Dari tabel tersebut diatas, didapat disampaikan sebagai berikut :

- Nilai rata-rata IKM Kabupaten Banjar Tahun 2020 adalah 82,44 dengan mutu
pelayanan B, kategori Baik

- Nilai ini mencapai 100,54% Dari terget yang ditetapkan dalam RPJMD untuk
tahun 2020 sebesar 82,00.

- Tercapai nilai IKM dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 sesuai target
yang ditetapkan melebihi 100% adalah semakin meningkatnya kesadaran dan
komitmen dari pimpinan dan pelaksana layanan untuk memberikan pelayanan
publik yang terbaik dan prima kepada masyarakat/penerima layanan. Tahun
2020 sebagaimana terbitnya Peraturan Bupati Banjar nomor 59 Tahun 2020

tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
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Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banjar yang mengamanatkan kepada semua perangkat daerah di Kabupaten
Banjar untuk melaksanakan SKM kepada penerima layanan sebagai upaya
peningkatan kinerja layanan pada perangkat daerah masing-masing. Dan bagi
perangkat daerah yang baru melaksanakan SKM, maka data ini dijadikan
baseline pelaksanaan SKM ditahun-tahun berikutnya. Dengan penambahan
pelaksana/unit pelayanan yang melaksanakan SKM maka diharapkan data
IKM di kabupaten Banjaar dapat terukur secara menyeluruh. Untuk tahun
2020, dengan semua perangkat daerah maka didapat hasil yang telah
melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan
pelayanan publik pada semua perangkat daerah rata-rata dinyatakan baik.

- Terjadinya Pandemi Covid-19 ditahun 2020, publik karena hampir seluruh
pelayanan publik secara tatap muka diawal pandemi ditiadakan, diganti
dengan pelayanan publik secara online. pelayanan dilakukan secara online
agar kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik tetap dapat diberikan
secara maksimal. Akan tetapi pelayanan online tidak sepenuhnya dapat
berjalan lancar karena kondisi penerima layanan publik masyarakat sebagian
besar masih belum melek teknologi informasi sehingga terdapat kendala
dalam pemberian pelayanan. Sehingga kemudian dilakukan kombinasi
pelayanan publik, secara online dan tatap muka. Hal ini membawa inovasi
pelayanan dan mempermudah layanan kedepannya. Akan tetapi secara
keseluruhan pelayanan yang diberikan masih dinyatakan baik sehingga

memenuhi target yang ditetapkan.

Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banjar Target di Tahun
2020 sebesar 82,00 adapun realisasi sebesar 82,44 dan capain sebesar
100,54%. Apabila dibanding dengan target akhir RPJMD sebesar 82,10 maka
capaian tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD sudah mencapai 100,41%.

Faktor Pendorong :

- meningkatnya kesadaran dan komitmen dari pimpinan dan pelaksana layanan
untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan prima kepada
masyarakat/penerima layanan.

- Kesadaran masyarakat yang mulai tinggi untuk memberikan penilaian atas

layanan yang diberikan unit pelayanan publik, sehingga dapat diperoleh nilai

SKM pada unit layanan.
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- Pelaksanaan SKM dan pelaporannya yang tepat waktu oleh masing-masing
unit pelayanan publik.

- Meningkatnya kesadaran dari unit pelayanan publik untuk melaksanakan SKM
sebagai upaya penilaian kinerja unit pelayanan oleh masyarakat atau

menerima layanan.
8. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah merupakan
bagian dari sasaran yang mendukung tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola

pemerintahan, indikator — indikator pengukur kinerja sasaran ini adalah :

a. Opini BPK (Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan)

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas
Pemerintah Daerah salah satunya diukur dengan Opini BPK (Nilai capaian
kinerja pengelolaan keuangan).

Pada tahun 2020, BPK telah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan
Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP tersebut
dapat dicapai karena Kabupaten Banjar dinilai berhasil menerapkan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, memenuhi kecukupan
pengungkapan dalam Laporan Keuangan, memiliki kepatuhan terhadap
perundang-undangan dan efektif dalam sistem pengendalian intern terhadap
keberadaan aset serta kelengkapan bukti dan nilai aset. Opini WTP tersebut telah
sesuai dengan target pada tahun 2020 dan target di akhir RPJMD sehingga
capaian yang diperoleh terkait indikator kinerja ini adalah 100% (Berhasil)
terhadap target yang telah ditetapkan. Opini ini merupakan pencapaian ketujuh
kalinya sejak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013. Ketercapaian
kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah yang diukur
dengan Opini BPK ini didukung oleh capaian kinerja Program Pembangunan
Daerah Program Peningkatan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah dengan indikator persentase perangkat daerah yang menyusun laporan
keuangan sesuai SAP. Adapun tabel perbandingan realisasi dan capaian
indikator kinerja Program Pembangunan Daerah tersaji dalam tabel berikut.
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Tabel 3. 80. Realisasi dan Capaian Indikator Program Pembangunan
Daerah Tahun 2020

Tahun 2020 Capaian s/d
Indikator Realisasi Capaian Targgt Tahun 2020
No. Kineria Tahun Tahun o ) Akhir Terhadap
2019 2019 Target | Realisasi Capaian | RPJMD | Target Akhir
RPJIMD
1. Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perangkat
daerah yang
menyusun
laporan
keuangan
sesuai SAP

Sumber : Pengolahan Data

Realisasi persentase perangkat daerah yang menyusun laporan

keuangan sesuai SAP diperoleh dari formulasi perhitungan berikut.

Per sepénanrdgakearta hmg n y ulsaimokreauna rsgeasih A P

_j umlpalr a ndgakearta hmg n y uls aimokreauna rsgeast A P
" jumltaohkals el upreurhaandgakeartamgldKa.Banj ar

x1009%D KPP 6 0800w
548 KPD o o

Realisasi indikator Program Pembangunan Daerah Program Peningkatan
Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ini telah memenuhi target
yang ditetapkan pada tahun 2020 dan juga memenuhi target akhir RPIJMD
sehingga capaian yang didapat adalah 100% dengan kriteria berhasil.

Faktor Pendorong keberhasilan sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pengembangan Sistem Informasi Laporan Keuangan
Manajemen Aset yang terintegrasi seluruh SKPD sebagai Pengelolaan Data
yang akurat efektif dan dapat dipercaya untuk mendukung Laporan
Keuangan.

2. Melakukan monitoring dan memperkuat Fungsi Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD dalam mengawal Pelaksana kegiatan SKPD.

3. Melakukan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Serta Sosialisasi untuk
memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual

Faktor yang menghambat keberhasilan ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tertib SKPD menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan dan

Manajemen Aset
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2. Belum Optimalnya Pengembangan Kompetensi Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD dalam penyampaian Laporan Keuangan SKPD.
3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang Belum Terintegrasi Secara

Optimal.

Upaya tindak lanjut sebagai perbaikan di tahun selanjutnya sebagai
berikut :
1. Kurangnya tertib SKPD menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan dan
Manajemen Aset
2. Belum Optimalnya Pengembangan Kompetensi Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD dalam penyampaian Laporan Keuangan SKPD.

b. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp.)

Merupakan bagian dari sasaran yang mendukung tujuan Meningkatnya
kualitas tata kelola pemerintahan. Diukur melalui beberapa indikator yaitu :
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp.)

Pendapatan Asli Daerah (Original Lokal Government Revenue) atau
disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu
daerah tertentu yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD
bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan
desentralisasi. PAD terdiri dari hasil pendapatan pajak daerah, hasil retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan
rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah
mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD
mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi
fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Hasil evaluasi capaian indikator ini tersebut dengan uraian sebagai
berikut:
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Tabel 3. 81. Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020

Tahun 2020 Capaian s/d
Indikator Realisasi Capaian Targgt Tahun 2020
No. Kineria Tahun 2019 Tahun o ) Akhir Terhadap
inen . 2019 Target | Realisasi | Capaian | RPJMD | Target Akhir
RPJMD
1. Jumlah 223.039. 118,91% | 180.617. 206.199. 114,16% 192.000. 107,40%
Pendapatan 381.642,4 809.275 | 822.434 000.000
Asli Daerah
(PAD)

Sumber : Pengolahan Data

PAD Kabupaten Banjar tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar
Rp206.199.822.434,00 lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar
Rp180.617.809.275,00 atau dengan capaian 114,16% dengan kriteria berhasil.
Dibandingkan dengan target pendapatan akhir periode RPJMD sebesar
Rp192.000.000.000,00 maka capaian pada tahun 2020 ini telah melampaui
target dengan capaian 107,40%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi PAD konsisten
mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 PAD dapat direalisasikan sebesar
Rp179,7 milyar atau 105,61% dari target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun
2018 PAD dapat ditingkatkan menjadi Rp172,88 milyar atau meningkat sebesar
Rp9,76 milyar atau 109,60% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 terus
konsisten mengalami penambahan PAD sebesar Rp33,56 milyar menjadi
Rp223,04 Milyar atau sebesar 17,91% dari target yang ditetapkan. Namun,
realisasi PAD Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp16.839.559.208,00
atau 7,55% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD tahun 2019. Hal
ini disebabkan terjadinya pandemi Covid-19, akan tetapi, dari target yang telah
ditetapkan pada tahun 2020, realisasi PAD tetap dapat dicapai. Lebih rinci target

dan realisasi PAD tersaji pada gambar berikut :
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Gambar 3. 60. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Banjar Tahun 2017 —
2020
250.000.000.000 - 120,00
200.000.000.000 - 115,00
150.000.000.000 - 110,00
100.000.000.000 - 105,00
50.000.000.000 - 100,00
= - 95,00
2017 2018 2019 2020
mm—— Target 170.164.807.208 172.884.861.363 187.568.305.370 180.617.809.275
s Realisasi 179.714.918.680,0 189.478.934.879,0 223.039.381.642,4 206.199.822.434,0
—m— Persentase 105,61 109,60 118,91 114,16

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, diolah Kembali

Perkembangan realisasi komponen PAD Kabupaten Banjar dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 3.82. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2017-2020
Pe”dS‘s:::E Asli 2017 2018 2019 2020
Pajak Daerah 66.632.374.971 72.021.842.947 | 80.830.944.474,86 | 76.877.554.288,00
Retribusi Daerah 7.183.346.364 4.189.906.671 |  6.445.233.089,00 | 5.086.753.258,00

Bagi hasil laba
perusahaan daerah

6.787.200.322

8.478.950.429

2.445.796.650,00

4.373.163.319,00

Lain Lain PAD yang

Sah

99.111.997.023

104.788.234.832

133.317.407.428,54

119.862.351.569,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, diolah Kembali

Ketercapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah

daerah yang diukur dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini didukung

oleh capaian kinerja Program Pembangunan Daerah Program Peningkatan

Pajak dan Retribusi Daerah dengan indikator jumlah penerimaan pajak daerah

dan jumlah penerimaan retribusi daerah. Adapun tabel perbandingan realisasi

dan capaian indikator kinerja Program Pembangunan Daerah tersaji dalam tabel

berikut :
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Tabel 3. 83. Realisasi dan Capaian Indikator Program Pembangunan
Daerah Tahun 2020

BANJAR

Tahun 2020 Capaian
Indikator s/d Tahun
Kinerja Realisasi Capaian Target 2020
No. Program Tahun 2019 Tahun o ) Akhir Terhadap
Pembanguna 2019 Target Realisasi Capaian RPJMD Target
n daerah Akhir
RPJIJMD
1 Jumlah 80.830.944. 122,32% | 56.760.000. 76.877.55 135,44% 71.091.19 108,14%
penerimaan 474,86 000 4.288,00 2.647,00
pajak daerah
2 Jumlah 6.445.233. 87,35% 4.757.910. | 5.086.753. 106,91% | 7.877.101 64,58%
penerimaan 089,00 000 258,00 . 274,00
retribusi
daerah

Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja program
pembangunan daerah Program Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah dengan
indikator jumlah penerimaan pajak daerah, mampu merealisasikan pendapatan
pajak daerah sebesar Rp76.877.554.288,00 dari target yang ditetapkan pada
tahun 2020 sebesar Rp56.760.000.000,00 dengan capaian 135,44%. Jika
dibandingkan dengan target akhir RPJMD, realisasi penerimaan pajak daerah
108,14%.

pembangunan daerah Program Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah dengan

pada tahun 2020 sudah mencapai Sementara itu, program

indikator jumlah penerimaan retribusi daerah mampu merealisasikan
pendapatan dari retribusi sebesar Rp5.086.753.000,00 dari target yang
ditetapkan pada tahun 2020 sebesar Rp4.757.910.000,00 dengan capaian
106,91% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD,

penerimaan retribusi daerah pada tahun 2020 baru mencapai 64,58%.

realisasi

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :
Diberlakukannya sistem pajak online
Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja

Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak

N PR

Melakukan pengawasan pajak daerah yang melibatkan Dinas Perhubungan,
Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan PR serta Dinas
Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

5. Melakukan pemutakhiran data PBB dan BPHTB
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Koordinasi yang terus terjalin dengan SKPD pengelola distribusi dan
Perusahaan Daerah terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain
PAD yang sah

Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat
secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah

Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara

penghitungannya.

Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran :
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah masih rendah
Data PBB yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada daerah tidak akurat
Harga jual tanah transaksi BPHTB belum mengacu pada Zona Nilai Tanah
(ZNT)
Komitmen dalam pencapaian target retribusi daerah belum terlaksana
dengan baik
Data pendapatan daerah belum tersinkronisasi dengan baik
Kegiatan secara face to face tidak terlaksana akibat covid-19

Adanya pengurangan anggaran atau rasionalisasi anggran

Upaya perbaikan :
Melaksanakan forum SKPD pemungut sehingga lebih mudah dalam
penyampaian informasi
Menggali potensi pajak daerah, mempermudah dan memperjelas alur
pelayanan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari
bisnis properti, PBB P2 dan perijinan investasi;
Menambah petugas pemungut pajak serta tenaga ahli perpajakan di tiap
SKPD;
Melayani pembayaran dan pelayanan perpajakan sampai di tingkat
kecamatan menggunakan mobil pelayanan PBB P2, Samsat Keliling dan
BPN;
Menggali sumber-sumber PAD melalui kegiatan intensifikasi dan
ekstensifikasi;
Melaksanakan rapat evaluasi penerimaan PAD yang dipimpin langsung oleh
Bupati Banjar terkait penerimaan SKPD pemungut;
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PDRD melalui
sosialisasi dan uji petik;
Memperkuat sistem alur pelayanan pembayaran PDRD;
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9. Memaksimalkan kinerja petugas pemungut PDRD yang sudah ada;
10. Melaksanakan sosialisasi PDRD kepada wajib PDRD sampai ke tingkat
desa/kelurahan;

11. Mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai target yang ditetapkan.

c. Nilai/Skor EKPPD

Keberhasilan  pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas
pemerintah daerah diukur dari Nilai/Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD). EKPPD adalah mekanisme evaluasi yang
dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik.
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah adalah
lembaga yang melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EPPD) dimana menghasilkan nilai/skor EPPD atau EKPPD. Capaian Nilai/skor
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2020
adalah 109,93% didapat dari realisasi sebesar 3,5069 dibandingkan dengan
target yang ditetapkan sebesar 3,1900. Bila dibandingkan dengan target capaian
pada akhir RPJMD maka capaian tahun 2020 telah menyumbang sebesar
109,59% dari target 3,200 pada tahun 2021.

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 109,93% masuk dalam
capaian kategori Berhasil.

Indikator Kinerja Utama Nilai/Skor EKPPD dilaksanakan pada Program
Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dengan kegiatan
koordinasi Penyusunan LPPD dan EKPPD.

Faktor Pendorong keberhasilan sasaran ini adalah sebagai berikut.

1. Komunikasi dengan SKPD dan Kecamatan terjalin dengan baik (lancar)
dimana setiap permintaan data dari Bagian Pemerintahan ditindaklanjuti
oleh SKPD

2. Sumber Daya Manusia aparatur pada SKPD dirasa baik, mampu memahami

tugas fungsi untuk urusan pemerintahan yang diembannya

Faktor yang menghambat keberhasilan ini adalah sebagai berikut.
1. Adanya inkonsistensi antara data pada awal penyusunan LPPD dengan
hasil EKPPD;
2. Perbedaan pandangan dalam memahami Indikator Kinerja Kunci (IKK)

antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Pedoman

Penyusunan LPPD;
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3. Sulitnya menyamakan data dukung antar satu SKPD dengan SKPD lain
seperti data dukung seluruh PNS di Kabupaten Banjar tahun 2019, dimana
hingga batas akhir EKPPD data tersebut baru berhasil disamakan;

4. Terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten yang belum
dilaksanakan oleh SKPD di Kabupaten seperti survey kepuasan masyarakat
(SKM);

5. Terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten yang bukan merupakan
kewenangan Kabupaten; dan

6. Kurangnya kuantitas rapat ataupun asistensi antara Tim LPPD dengan

SKPD dikarenakan anggaran yang terbatas.

Upaya tindak lanjut sebagai perbaikan di tahun selanjutnya sebagai

berikut.

1. Melakukan Bimbingan Teknis untuk persiapan penyusunan LPPD 2020

2. Permintaan data dukung dasar telah dilakukan pada akhir tahun 2020
sehingga persiapan penyusunan data dukung dapat lebih matang

3. Setiap bulan akan dilakukan asistensi secara berjadwal, sehingga makna
indikator kinerja kunci (IKK) dapat disamakan

4. Membangun komunikasi yang intens dengan Biro Pemerintahan Setda
Provinsi Kalimantan Selatan dan BPKP
Meningkatkan koordinasi antar SKPD;
Melakukan review capaian kinerja yang terdapat dalam indikator kinerja
kunci (IKK) per triwulan, sehingga capaian kinerja per urusan dapat lebih
terawasi

7. Meningkatkan intensitas rapat ataupun asistensi dalam rangka menyamakan
persepsi terkait makna Indikator Kinerja Kunci (IKK)

8. Peningkatan wawasan ataupun study referensi penyusunan LPPD ke
pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten/kota yang berhasil

memperoleh skor EKPPD yang terbaik.

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 80,88%
dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per
indikator tujuan, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di indikator
tujuan Meningkatnya Kesehatan Reproduksi (97,84%). Sedangkan penyerapan
terkecil pada program/kegiatan di indikator tujuan Meningkatnya Kualitas Sumber
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dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan
sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan
untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu
juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai
indikator tujuan, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian
kinerja dan anggaran pada tahun 2020 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi
anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh
indikator tujuan menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi
kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek
program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih
kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian
kinerjanya. Terdapat indikator kinerja yang realisasi kinerjanya lebih rendah
daripada realisasi anggarannya, contohnya Meningkatnya Nuansa Kehidupan
Beragama Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-Hari, Meningkatnya Inklusifitas
Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
Untuk indikator tujuan semacam ini perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah
yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguiji kemballi indikator tujuan
dan target tujuan berdasarkan kemampuan input daerah serta seberapa baik
koordinasi dan sinergi dengan stakeholder telah terbangun. Juga mengidentifikasi,
bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan

pada tabel berikut:

Tabel 3. 84. Pencapaian Anggaran
Kinerja Anggaran
No Tujuan/ Indikator -
0 iari apaian 9
Sasaran Kinenja Target | Realisasi P Target Realisasi %
% Realisasi
1 Meningkatnya Angka 9,40 11,08 82,17 10.611.478.919 10.218.642.899 96,30
nuansa Kriminalitas
kehidupan
beragama
masyarakat
dalam
kehidupan
sehari-hari
2 Meningkatnya Indeks 68,95 69,18 100,33 240.596.949.443 | 153.235.822.220 63,69
kualitas sumber | Pembangunan
daya manusia Manusia
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Kinerja Anggaran
No Tujuan/ Indikator —
0 feyardi apaian
Sasaran Kinerja Target | Realisasi s Target Realisasi %
% Realisasi

3 Meningkatnya Tingkat 1,49% 1,07% 128,19 5.236.418.229 5.123.272.280 97,84
kesehatan Pertumbuhan
reproduksi Penduduk

4 Menurunnya Tingkat 3,88% 3,87% 100,26 319.110.314 310.050.909 97,16
tingkat Penganggura
pengangguran n Terbuka

5 Meningkatnya Persentase 3,88% 2,55% 134,28 2.653.617.772 2.514.939.096 94,77
derajat penduduk
kesejahteraan miskin /
sosial tingkat

kemiskinan

6 Menurunnya Indeks Risiko 161,00 152,65 105,19 2.546.612.950 2.210.111.132 86,79
risiko bencana Bencana

7 Meningkatnya Laju 3,4% -1,96% -57,65 24.257.213.806 21.379.556.624 88,14
Inklusifitas pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi
ekonomi daerah

8 Meningkatnya Indeks Gini 0,33 NA NA
Inklusifitas
pertumbuhan
ekonomi daerah

9 Meningkatnya Laju Inflasi 3,01% 1,67% 144,52
Inklusifitas
pertumbuhan
ekonomi daerah

10 | Meningkatnya Indeks 70,90 59,25 83,57 2.232.249.800 2.123.468.150 95,13
kualitas Kualitas
lingkungan Lingkungan
hidup Hidup (IKLH)

11 Meningkatnya Persentase 76,33% 84,86% 111,18 36.281.482.851 34.435.757.802 94,91
konektivitas konektivitas
antar wilayah

12 Meningkatnya Persentase 75,19% 95,39% 126,86 69.011.612.658 66.495.790.506 96,35
kelayakhunian pemukiman

layak huni

13 Meningkatnya Indeks 75,00 NA NA 190.422.627.316 | 174.452.846.629 91,61

kualitas tata Reformasi

kelola
pemerintahan

Birokrasi (IRB)

Sumber : Pengolahan Data

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk

indikator kinerja yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%.

Terlihat hanya 7 dari 13 indikator tujuan menunjukkan pencapaian lebih dari 100%,

sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Indikator tujuan yang berhasil

dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran

telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan
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prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip

pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya

anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3. 85. Pencapaian Kinerja dan Anggaran
o . '
. Indikator Realisasi % T{ngkat. Tllngkat.
No Tujuan/Sasaran L Pagu Anggaran Penyerapan Efisiensi Efisiensi
Kinerja Anggaran X
Anggaran (rupiah) (%)
1 Meningkatnya Indeks 240.596.949.443 153.235.822.220 63,69 87.361.127.224 36,31
kualitas sumber Pembangunan
daya manusia Manusia
2 Meningkatnya Tingkat 5.236.418.229 5.123.272.280 97,84 113.145.949 2,16
kesehatan Pertumbuhan
reproduksi Penduduk
3 Menurunnya Tingkat 319.110.314 310.050.909 97,16 9.059.405 2,84
tingkat Pengangguran
pengangguran Terbuka
4 Meningkatnya Angka 2.653.617.772 2.514.939.096 94,77 138.678.676 5,23
derajat Kemiskinan
kesejahteraan
sosial
5 Menurunnya risiko | Indeks Risiko 2.546.612.950 2.210.111.132 86,79 336.501.818 13,21
bencana Bencana
6 Meningkatnya Persentase 36.281.482.851 34.435.757.802 94,91 1.845.725.049 5,09
konektivitas antar Konektivitas
wilayah
7 Meningkatnya Persentase 69.011.612.658 66.495.790.506 96,35 2.515.822.152 3,65
kelayakhunian pemukiman
layak huni

Sumber : Pengolahan Data
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BAB 4
PENUTUP

LKjIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis
kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan
pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang
jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya
pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri,
LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai

kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Pemkab Banjar juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian
dari penerjemahan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjar dan bagian dari

pertanggungjawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah otonom.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data
pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2020), namun juga
melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian
target akhir RPIJMD.

Berikut hasil pengukuran indikator kinerja dari setiap tujuan/sasaran yang telah

tercapai target kinerjanya :

» Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan capaian
kinerja dengan kategori Berhasil.

» Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya kesehatan reproduksi dengan
indikator Tingkat pertumbuhan penduduk menunjukkan capaian kinerja dengan
kategori Berhasil.

» Hasil pencapaian kinerja utama Menurunnya tingkat pengangguran dengan
indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan capaian kinerja dengan
kategori Berhasil.

» Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial
dengan indikator Persentase penduduk miskin / tingkat kemiskinan menunjukkan
capaian kinerja dengan kategori Berhasil.

» Hasil pencapaian kinerja utama Menurunnya risiko bencana dengan indikator

Indeks Risiko Bencana menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Berhasil.
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» Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi
daerah dengan indikator kinerja Indeks Gini belum dapat diukur karena sampai
dengan saai ini BPS belum mengeluarkan nilai/angka Indeks Gini Kabupaten
Banjar tahun 2020.

» Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi
daerah dengan indikator kinerja Laju Inflasi menunjukkan capaian kinerja dengan
kategori Berhasil.

» Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan
indikator Persentase konektivitas menunjukkan capaian kinerja dengan kategori
Berhasil.

» Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya kelayakhunian dengan indikator
Persentase pemukiman layak huni menunjukkan capaian kinerja dengan kategori
Berhasil.

» Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi belum dapat diukur karena sampai
dengan saai ini Kemenpan belum mengeluarkan nilai/angka Indeks Reformasi
Birokrasi Kabupaten Banjar tahun 2020.

Ada beberapa sasaran indikator kinerja yang tren pencapaiannya belum

memenuhi target kinerjanya, yaitu :

» Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya nuansa kehidupan beragama
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan capaian kinerja dengan
kategori Cukup Berhasil.

» Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi
daerah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Tidak Berhasil.

» Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan
indikator Indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan capaian kinerja dengan

kategori Cukup Berhasil.

Sedangkan sasaran indikator kinerja yang belum dapat diketahui pencapaian

kinerjanya, yaitu :

» Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi

daerah dengan indikator kinerja Indeks Gini belum dapat diukur karena sampai

dengan saai ini BPS belum mengeluarkan nilai/angka Indeks Gini Kabupaten
Banjar tahun 2020.
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» Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi belum dapat diukur karena sampai
dengan saai ini Kemenpan belum mengeluarkan nilai/angka Indeks Reformasi

Birokrasi Kabupaten Banjar tahun 2020

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian tujuan dan IKU yang sudah diuraikan
dalam bab 3 dan terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Banjar untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan
daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga
menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya
dalam RPJMD dan RKPD 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan
alokasi anggarannya serta pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan. Begitu
juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui aplikasi
SIMONDALEYV untuk pelaporan kinerja bulanan yang bisa diakses publik adalah bagian
dari menjadikan penilaian kinerja dan transparansi serta akuntabilitas publik sebagai satu

paket kebijakan daerah.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja
Pemerintah Kabupaten Banjar ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah
mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya
bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi
terkait dengan persoalan penurunan ketimpangan (baik antar wilayah maupun
pendapatan), kualitas lingkungan dan penegakan tata ruang. Peran Pemerintah
Kabupaten Banjar diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi
setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang
dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya
perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih

menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara
Pemerintah Kabupaten Banjar dengan berbagai unsur baik instansi/organisasi pemerintah
lainnya di wilayah Kabupaten Banjar, daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar
maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti
terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera, peningkatan ketahanan
ekonomi masyarakat, terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif, adaptif
dan iklim investasi yang kondusif, perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber

daya lahan dan hutan dan terciptanya ketahanan masyarakat terhadap bencana. Tanpa
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adanya koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak
pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya
mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi
instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sendiri, ini bisa berarti perlunya
peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa
dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi
tujuan dari penyusunan LKj|IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan
oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk perbaikan perencanaan
dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan
dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti
menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk
menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal
ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan

evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik

yang semakin baik.
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